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Kata ‘Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan buku yang sederhana ini,
Buku ini berjudul DASAR-DASAR HUKUM KEBENDAAN (Hak-Hak
Kebendaan Memberi Kenikmatan dan Jaminan), terdiri dari tiga bab, Bab 1
tentang Pengaturan, Pengertian, Pembedaan, dan Hak Kebendaan, memuat
lima sub bab, yaitu: pertama, tentang Pengaturan Benda Dalam BW, terdiri
dari uraian tentang sistematika buku 1l BW; akibat belakunya UUPA dan
UUHT terhadap buku Il BW; kedua, tentang Istilah dan Pengertian Zaak
(Benda), terdiri dari uraian tentang istilah zaak; pengertian zaak (benda};
benda dalam hukum benda dan benda dalam hukum perikatan; asas-asas
umum hukum benda; ketiga, tentang Pembedaan Benda, terdiri dari uraian
tentang pembedaan benda menurut BW; pembedaan benda menurut doktrin;
pembedaan benda menurut hukum adat; keempat, tentang Arti Penting
Pembedsan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak. terdiri dari uraian
tentang arti penting pembedaan tersebut dalam kaitan dengan kedudukan
berkuasa {(bezit); dalam kaitan dengan penyerahan (levering); dalam kaitan
dengan pembebanan (bezwaring); dalam kaitan dengan kadalarsa (verjaring);
dan dalam kaitan dengan penyitaan (beslag); kelima, tentang Hak Kebendaan,
terdiri dari uraian tentang pengertian hak kebendaan; perbedaan hak
kebendaan dengan hak perorangan; pembedaan hak kebendaan; privilege,
hak reklame dan hak refentic. Bab Il tentang Hak Kebendaan yang Memberi
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Kenikmatan, memuat empat sub bab yaitu: perfama, tentang hak milik, terdiri
dari uraian tentang pengertian hak milik; karakter hak qulk, pembatasan
penggunaan hak milik; cara memperoleh hak milik dalam pasal 584 BW; cara
memperoleh hak milik di luar pasal 584 BW; hapusnya hak midk: penyerahan
(levering); hak milik bersama (mede eigendomy; kedua, tentang hak memungut
hasil (Vruwchtgebruik), ketiga, tentang hak pakai dan hak mendiami; dan
keempat, tentang kedudukan berkuasa (bezir), terdiri dari wraian tentang
pengertian bezif; macam bezit; cara memperoleh dan berakhirmya bezit; dan
bezit atas benda bergerak. Bab III temtang Hak Kebendaan yang Memberi
Jaminan, memuat lima sub bab, yaitu: pertama, tentang Gadai (Pand), terdin
dari uraian tentang pengertian dan sifat-sifat gadai; para pihak (subjek) dalam
gadai; objek gadai; prosedur mengadakan gadai; hak dan kewajiban para
pihak; dan hapusnya gadai; kedua, tentang Hipotek ( Hypotheek), terdiri dan
uraian tentang pengertian dan sifat-sifat hipotek; objek hipotek; prosedur
mengadakan hipotek; peralihan hipotek; hapusnya hipotek; dan hipotek atas
pesawat terbang dan kapal laut; kefiga, tentang Fidusia, terdiri dari uraian
tentang pengaturan fidusia; pengertian fidusia dan jaminan fidusia; cin, sifat,
dan asas jaminan fidusia; subjek dan objek jaminan fidusia; pembebanan
jaminan fidusia; pendaftaran jaminan fidusia; pengalihan jaminan Adusia;
hapusnya jaminan Adusia; eksekusi jaminan Adusia; dan ketentuan pidana
keempal, tentang Hak Tanggungan, terdiri dari uraian tentang pengaturan hak
tanggungan; pengertian hak tanggungan; karakter hak tanggungan; subjek
dan objek hak tanggungan; prosedur pemberian hak tanggungan; kuasa
membebankan hak tanggungan; pendaftaran hak tanggungan; peralihan hak
tanggungan; hapusnya hak tanggungan; eksekusi hak tanggungan; pencoretan
hak tanggungan; dan sanksi administratif. Kkelima, tentang Hak Jaminan
Atas Resi Gudang, terdiri dari uraian tentang pengaturan sistem resi gudang;
pengertian sistem resi gudang dan resi gudang; bentuk dan sifat resi gudang;
penerbitan resi gudang, resi gudang pengganti, dan derivatif resi gudang;
pengalihan resi gudang; penyelesatan transaksh; kelembagaan dalam sistem
resi gudang; pembukuan dan pelaporan; pembebanan hak jaminan atas resi
gudang: sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Hmu hukum, khususnya hukum perdata mengenal konsep benda
yang merupakan suatu konsep yang penting dalam memahami perbuatan-
perbuatan dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan
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masyarakat. Dalam suatu perbuatan hukum {perjanjian) yang melahirkan
hubungan hukum (perikatan), pertanyaan yang muncul adalah siapa para
pihak yang menyepakati perjanjian tersebut dan apa yang disepakati. Dalam
tataran kategori pthak-pihak yang menyepakati perjanjian itu adalah subjek
hukum dan apa yang disepakati itu adalah objek hukum. Sedangkan dalam
tataran konseptual, para pihak dalam suatu perjanjian adalah orang dan apa
yang diperjanjikan adalah benda. Sehingga dalam suatu perjanjian pertanyaan
yang muncul adalah siapa orangnya dan apa bendanya, Dengan demikian
dalam suatu perbuatan hukum (perjanjian) yang melahirkan hobungan
hukum (perikatan) terdapat konsep orang dan konsep benda. Memang dalam
hukum perdata, hubungan hukum dapat terjadi antara orang dengan orang
berobjekkan benda, dan hubungan hukum antara orang dan benda, Hubungan-
hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban hukum terhadap orang
dan benda. Oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap konsep benda
yang meliputi pengertian, pembedaan benda, dan hak-hak kebendaan (hak
atas benda) baik yang bersifat memberi kenikmatan maupun yang memberi
jaminan, dengan segala prinsip, sifat dan karakternya.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memenuhi keperluan
literatur hukum kebendaan bagi teoritisi-akademisi maupun bagi para
praktisi hukum dalam memahami dan mendalami tentang hukum kebendaan,
baik untuk keperluan teoritis-akademis manpun untuk keperluan prakiis,
Bagi mahasiswa Fakultas Hukum buku ini sangat membantu kepentingan
mencukupt bahan kuliah Hukum Perdata dan khususnya Hukum Kebendaan.

Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu sehingga
buku ini dapat diselesatkan dan diterbitkan. Terutama ucapan terima kasih
diucapkan kepada almarhum Prof. H. Hamdhany Tenggara, S.H., guru besar
hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang
semasa hidupnya telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
penulis tentang hukum perdata pada umumnya dan khususnya hukum
kebendaan. Juga ucapan terima kasih kepada guru penulis Bapak H. Riduan
Syahrani, $.H., dan Tbu 5. Purwatiningsih, 5. H. yang ketika penulis kuliah
di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beliau-beliau tersebut
telah memberikan dasar-dasar tentang hukum perdata, dan pada akhirnya
kami membantu beliau-beliau mengajar hukum perdata di Fakultas Hukum
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Universitas Lambung Mangkurat. Kepada penerbit UIl Press penulis ucapkan
terima kasih atas bantuannya sehingga tulisan ini dapat diterbitkan dalam
bentuk buku.

Akhirnya, semoga buku ini memberikan mantaat kepada semua pihak
yang memerlukannya. Segala kekurangan yang ada pada buku ini mohon
dimaafkan, dan segala kritik untuk perbaikan buku ini dengan senang hati
penulis terima. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang
setimpal atas segala bantuannya, amin.

Banjarmasin, 2022

Penulis,

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Dr, Noor Hahdah, 5. H., M. Hum,
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A. Pengaturan Benda Dalam BW

Hukum Perdata mepurut ilmu pengetahuan hukum, atau menurut
doktrin, atau menurut para ahli hukum dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:
Hukum Perorangan/Pribadi/Badan Pribadi { Personenrechr);

Hukum Keluarga (Familiercchi);
Hukum Harta Kekayaan/Kekayaan { Vermogenrecht);
Hukum Waris {Erfrecht).

Hukum Perorangan/PribadifBadan Pribadi (Personenrecht) adalah
hukum yang mengatur tentang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban
ghau manusia sebagai subjek hukum. Hukum kelvarga (Familierecht) adalah
hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang timbul karena adanya
hlhu ngan keluarga. Hukum Harta Kekayaan/Kekayaan ( Vermogenrecht) adalah
hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta
kekayaan (hubungan seseorang dengan benda dan/atau hubungan seseorang
dengan seseorang lain yang berobjek benda). Hukum Waris (Erfrechr) adalah
hukum yang mengatur beralihnya harta kekayaan seseorang yang meninggal
(Pewaris) kepada vang masih hidup (Ahli Waris).

oW
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Hukum Perdataberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
yaitu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
ethoek, selanjutnya disingkat BW ) terdiri atas 4 {(empat) Buku, yaitu:
Bukul :tentang orang/pribadi (van personen),
Buku Il :tentang benda (van zaken).
Buku 111 : tentang perikatan (van verbinfenissen).
Buku IV :tentang pembuktian dan daluwarsa (van bewijs en verjaring).
Hubungan antara sistematika hukem perdata berdasarkan ilmu
pengetahuan hulnﬂ dan berdasarkan sistematika dalam BW, dapat dijelaskan
sebagai berikut: Hukum Perorangan/Pribadi/Badan Pribadi (Personenrecht),
dan Hukum Keluarga (Familierecht) diatur dalam Buku [ BW tentang orang
(van pggonen); Hukum Harta Kekayaan/Kekayaan (Vermogensrecht) diatur
dalam Buku II BW tentang benda (van zaken) dan Buku III BW tentang
perikatan (van verbimtenissen); dan Hukum Waris (Erfrecht) diatur dalam
Buku II BW tentang benda (van zaken).

1. Sistematika Buku I1 BW

1

Buku I1 tentang Benda memuat hukum kebendaan dan hukum waris,
terdiri dari 21 {dua puluh satu) bab, mulai dari pasal 499 sampai dengan pasal
1232, yaitu:

BabT : tentang kebendaan dan cara membedakannya (pasal 499 - 528).

Bagian kesatu : tentang kebendaan umumnya (pasal 499 -
502);

Bagian kedua : tentang cara  membedakan-bedakan
kebendaan (pasal 503 - 505);

Bagian ketiga : tentang kebendaan tak bergerak (pasal 506
- 508);

Bagian keempat : tentang kebendaan bergerak (pasal 509 -
518);

Bagian kelima . tentang kebendaan dalam hubungan dengan
mereka yang menguasainya (pasal 519 -
528).

Bab Il : tentang kedudukan berkuasa (bezif) dan hak-hak yang timbul
karenanya (pasal 529 - 569).
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Bab ITI

1
Bab IV

1
Bnh!
Bab V1

Bab VI

-

Y

Bab VIII:

Bab IX

Bab X

*

Bagian pertama  : tentang sifat kedudukan berkuasa dan
barang apa yang dapat dikuasai dengan itu
(pasal 529 - 537);

Bagian kedua : tentang cara bagaimana kedudukan
berkuasa diperoleh, dipertahankan dan
berakhir (pasal 538 - 547);

Bagian ketiga : tentang hak-hak vyang timbul karena
kedudukan berkuasa (pasal 548 - 569).

: tentang hak milik {eigendom) (pasal 570 - 624).

Bagian kesatu :  tentang ketentuan-ketentuan umum (pasal
570 — 583);

Bagian kedua : tentang cara memperoleh hak milik (pasal
584 - 624).

: tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan

yang satu sama lain bertetanggaan (pasal 625 - 672).

tentang kerja rodi (pasal 673).
: tentang pengabdian pekarangan (pasal 674 - 710).
Bagian kesatu : tentang sifat  dan  jenis pengabdian
pekarangan (pasal 674 — 694);
Bagian kedua . tentang bagaimana pengabdian pekarangan
dilahirkan (pasal 695 - 702});
Bagian ketiga . tentang bagaimana pengabdian pekarangan

berakhir (pasal 703 - 710).

: tentang hak numpang karang (recht van opstal) (pasal 711 - 719).
Em:mg hak usaha (erfpacht) (pasal 720 - 736).

1
: tentang bunga tanah dan hasil sepersepulub (pasal 737 -

755).
+ tentang hak pakai hasil (pasal 756 - 817).
Bagian kesatu : tentang sifat dan cara memperoleh hak
pakai hasil (pasal 756 — 760},
Bagian kedua :  tentang hak-hak si pemakai hasil (pasal 761
- 781);
Bagian ketiga : tentang kewajiban-kewajiban si pemakai

hasil (pasal 782 - B06);




Bab X1
Bab XII :

Bab X111 :

Bagian keempat

Dasar-Dasar Hukum Kebendaan

tentang bagaimana hak pakai hasil berakhir
(pasal 807 - 817).

: tentang hak pakai dan hak mendiami (pasal 818 - 829).

tentang pewarisan karena kematian (pasal 830 - 873).

Bagian kesatu
Bagian kedua

Bagian ketiga

ketentuan umum (pasal 830 - 851);

tentang pewarisan para keluarga sedarah
vang sah, dan si suami atau istri yang hidup
terlama (pasal 852 - 861);

tentang pewarisan dalam hal adanya anak-
anak luar kawin (pasal 862 - §73).

tentang sural wasiatl (pasal 874 - 1004).

Bagian kesatu
Bagian kedua

Bagian ketiga

Bagian keempat
Bagian kelima

Bagian keenam
Bagian ketujuh

Bagian kedelapan :

: ketentuan umum (pasal 874 - 894);

tentang kecakapan seorang untuk membuat
sural  wasiat atau  untuk  menikmati
keuntungan dari surat yang demikian (pasal
895 - 912)

tentang bagian mutlak  atan  legitime
portie dan tentang pengurangan darn
tiap-tiap pemberian yang kiranya akan
mengurangkan bagian mutlak itu (pasal 913
- 929);

tentang bentuk sesuatu wasiat (pasal 930 -
953);

tentang warisan pengangkatan waris (pasal
954 — 956);

tentang hibah wasiat (pasal 957 - 972);
tentang pengangkatan waris wasial dengan
lompat tangan vyang diizinkan, untuk
mengaruniai cucu-cucu dan keturunan
saudara-saudara laki-laki dan perempuan
(pasal 973 - 988);

tentang pengangkatan waris wasiat dengan
lompat tangan, dalam hal apa yang oleh s
waris atau si penerima hibah wasiat akan
ditinggalkan karena tak dijual atau tak
dihabiskannya (pasal 989 — 991);
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Bab X1V :

Bab XV :

Bab XVI :

Bab XVII:

Bab XVIII:

Bagian kesembilan : tentang pencabutan dan gugurnya wasiat
(pasal 992 - 1004).

tentang pelaksanaan wasial dan pengurus harta peninggalan

(pasal 1005 - 1022).

tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan
pendaftaran harta peninggalan (pasal 1023 - 1043).

tentang hak menerima dan menolak suatu warisan (pasal 1044 -
1065).

Bagian pertama  : tentang hal menerima suatu warisan (pasal
1044 - 1056);
Bagian kedua : tentang hal menolak suatu warisan (pasal

1057 - 1065).
tentang pemisahan harta peninggalan (pasal 1066 - 1125).

Bagian kesatu : tentang pemisahan harta peninggalan dan
akibat-akibatnya (pasal 1066 - 1085);

Bagian kedua : tentang pemasukan (pasal 1086 - 1099);

Bagian ketiga : tentang pembayaran utang-utang (pasal
1100 - 1111);

Bagian keempat  : tentang pembatalan suatu pemisahan harta
peninggalan yang telah disetujui (pasal
1112 - 1120);

Bagian kelima : tentang pembagian warisan oleh keluarga

sedarah dalam garis ke atas, diantara
keturunannya atau diantara mereka ini dan
suami atau istri mereka yang hidup terlama
(pasal 1121 - 1125).

tentang harta peninggalan yang tidak terurus {pasal 1126 - 1130},

Bab XIX : tentang piutang-piutang yang diistimewakan (pasal 1131 - 1149).

Bagian kesatu : tentangpiutang-piutangyang diistimewakan
pada umumnya (pasal 1131 — 1138);

Bagian kedua : tentang hak-hak istimewa yang mengenai
benda-benda tertentu (pasal 1139 - 1148);

Bagian ketiga . tentang hak-hak istimewa atas semua benda

bergerak dan tak bergerak pada umumnya
(pasal 1149)
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Bab XX : tentang gadai (pasal 1150 - 1161).
Bab XXI: tentang hipotek (pasal 1162 - 1232).

Bagian kesatu : ketentuan-ketentuan umum (pasal 1162 -
1178);

Bagian kedua : tentang pembukuan hipotek serta bentuk
caranya pembukuan (pasal 1179 - 1194);

Bagian ketiga :  tentang pencoretan pembukuan (pasal 1195
= 1197);

Bagian keempat  : tentang akibat-akibat hipotek terhadap

orang-orang ketiga yang menguasai benda
yang dibebani (pasal 1198 - 1208);

Bagian kelima : tentang hapusnya hipotek (pasal 1209 -
1220);
Bagian keenam  : tentang pegawai-pegawai yang ditugaskan

menyimpan hipotek, tentangtanggungjawab
mereka, dan tentang diketahuinya register-
register oleh umum (pasal 1221 - 1232).

2. Akibat berlakunya UUPA dan UUHT terhadap Buku 11 BW

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043) yang lebih dikenal
dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku sejak
tanggal 24 September 1960 membawa pengaruh besar terhadap ketentuan
yang terdapat pada Buku I1 BW, karena berdasarkan ketentuan dalam diktum
memutuskan UUPA ini mencabut Buku ke-11 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai
hypotheck yang masih berlakn pada mulai berlakunya undang-undang ini.

Dengan demikian sejuk berlakunya UUPA itu, menurut Prof. Sr
Soedewi Masjchoen Sofwan, terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Buku [T BW dapat diperinci sebagai berikut:'

a. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

51 Soedews M:a.'_||.'|:|u=n Sofwan, MHikum Perdiata; Fukuow Beodir, I_1brrt'|.', ‘l:'uay&.u‘ta, 1975, h 4,
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E Ada pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi, vaitu pasal-pasal yang

melulu mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya.

Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa
ketentuan-ketentuannya tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih berlaku
sepanjang mengenai benda-benda lainnya. @

1
Lebih lanjut ProfSri Soedewi Masjchoen Sofwan merinci pasal-pasal yang
masih berlaku penuh, pasal-pasal }rmm'dak berlaku lagi, dan pasal-pasal yang
masih berlaku tetapi tidak penuh lagi, sebagai berilkut-’

it

Pasal-pasal yang masih berlaku penuh:

1) Pasal-pasal tentang benda bergerak, pasal 505, 509 - 518 BW.

2) Pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak, pasal 612, pasal 613
BW.

3) Pasal-pasal bewoming, ini hanya mengenai rumah, pasal 826 - 827
BW.

4) Pasal-pasal hukum waris, pasal 830 — 1130 BW,

5) Walaupun ada beberapa pasal dalam Hukum Waris yang juga
mengenai tanah, tanah diwarisi menurut hukum yang berlaku bagi si
pewaris.

6) Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan (previlegie), pasal
1131 —1149 BW.

7) Pasal-pasal tentang gadai, karena gadai hanya melulu mengenai
benda bergerak, pasal 1150 - 1160 BW.

8) Pasal-pasal tentang Hipotek, karena hipotek meskipun mengenai
tanah memang dikecualikan dari pencabutan oleh UUPA (lihat
catatan kaki no 3)."

Pasal-pasal vang tidak berlaku lagi:

1) Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan
dengan hak-hak mengenai tanah.

2) Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai
tanah.

bid b, 5.

"Pendapat Sri Soedew] Masichoen Sofwan pada mglea 7 ind disanipatkan sebebum berlakunys Undang-
Unndang Mo, 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tasah Beserta Benda-benda yang Berkaitan
Cremgan Tanah (dismgha UUHTL Dengan berlakamya UUHT inl, maka ketentiesn mompenai Hipotck
sepert vang dimaksed daleem Buku [ BW ndonesia scpanjang mengenai hak atas tanah berserta benda-
bends vang berkadtan dengan tanah dinvatakan tidak berkalo lags.




3)

4)
5)

&)
7}

8)
9]
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Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, tak
pernah berfaku.

Pasal-pasal tentang kerja Rodi, pasal 673 BW.

Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan
bertetangga, pasal 625 - 672 BW.

Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan (erfdienstbaarheid), pasal
674 - 710 BW.

Pasal-pasal tentang hak Opstal, pasal 711 - 719 BW.

Pasal-pasal tentang hak Erfpacht , pasal 720 - 736 BW

Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil persepuluh, pasal 737 - 755
BW.

c.  [psal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

Pasal-pasal tentang benda pada umumnya.

Pasal-pasal tentang cara membedakan benda, pasal 503 - 505 BW.
Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di
antara pasal-pasal 529 - 568 BW.

Pasal-pasal tentang Hak Milik sepanjang tidak mengenai tanah,
terletak di antara pasal-pasal 570 BW,

Pasal-pasal tentang hak memungut hasil (vruchtgebruik) sepanjang
tidak mengenai tanah, pasal 756 BW.

Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah, pasal
B18 BW.

Pasal-pasal tentang hipotek sepanjang tidak mengenal tanah (lihat
catatan kaki no. 4).°

B. Istilah dan Pengertian Zaak (Benda)

1. [Istilah Faak

Dalam BW istilah zaak digunakan dalam berbagai arti, artinya
perkataan atau istilah zaak ita dipergunakan juga dalam arti bukan benda,
atan dalam beberapa ketentuan zaak diberikan pengertian yang lebih khusus,
sepertt dalam Pasal 1792 BW istilah zaak digunakan dalam arti "perbuatan

Mengenal angka 7 il belum ada pada pendapat Sni Soedevwl Magohoen Sofwan, karena bhelem
bedalunys Undang-Undasg Hak Tanggurgan (UUHT), Ketentaan inl merupakan konsecuensd dark
bedakunya Undang-Umslang Hak Tinggungen (UUHT), sehingga ketentuan temang Hipotck vang
berkaitan dengan ansh ddak berlku lag, sedangkan sepanijang tdak mengenad wnah tetap bedaku,
sepert uniuk kapal but dengan bobot 20 m3 ke atas den pesawat terbang serta helikopter (liha csatan

kakine 1)




Pengaturan, Pengertian, Pembedaan, dan Hak Kebendaan 9

hukum”atau “peristiwa hukum®; Pasal 1354 dan Pasal 467 BW istilah zaak
digunakan dalam arti "kepentingan”; Pasal 1263 BW istilah zaak digunakan
dalam arti “"kenyataan hukum®; Demikian pula dalam Pasal 99 Ry, istilah
zaak digunakan dalam arti "gugatan™; Pasal 115 HIR zaak diartikan sebagai
“perkara”.

2. Pengertian Zaak (benda)

Pasal 499 BW menetapkan bahwa: "Menurut paham undang-undang
yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tizp hak, yang
dapat dikuasai oleh hak milik™ Atas dasar ketentuan ini, maka menurut Prof.
Subekti, benda atau "zaak” adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.”
Prof. Ko Tjay Sing memberikan pengertian kebendaan (zaken) adalah tiap-tiap
barang (=benda) dan hak, yang dapat menjadi objek dari hak "eigendom”, yaitu
yang dapat dimiliki oleh seorang atau subjek hukum lain.” Prof. 56 Soedewi
Masjchoen Sofwan menyebutkan pengertian benda sebagai segala sesuatu
yang dapat menjadi objek eigendom.” Lebih lanjut baik Prof. Subekti, Prof. Ko
Tjay Sing, maupun Prof. Sri Soedewl Masichoen Sofwan mengatakan benda
merupakan objek hak sebagai lawan dari subjek hak yaitu orang atau badan
hukum. Sebagai objek hak, “zaak” dalam BW mengandung dua pengertian,
Pertama sebagai benda berwujud (terdapat dalam Pasal 500, 520 BW), Kedua
sebagai benda yang tidak berwujud (hak), yang merupakan bagian dari
harta kekayaan (terdapat dalam Pasal 501, 503, 508, dan 511 BW). Dengan
demikian benda dapat dibagi dalam lapangan hukum benda (zaakenrecht) dan

“Menumt Prof. Maram Dares Badrelaman, ks “dapat” dad pengertian bencla memanst Pasal
450 PW e memipunyal antl yang penting, karens membaks berbagal kemmungkinan, yoin padn sast-
sa0% yang terienin sesuam i belum berstanes sebapgal objek hukum, namuen peda saai-saar yang lain
merupalan obel hulus, sepeit] alivan Badk. Untuk mengpdl objek hubum ada syarat yang haros
dipenuhi yaitd penguasian manusia dan memspunysl nibh ekonomd dan karena o dapet dijadikan
achagl objek { perbuatan) hiskum (Mariam Drares Badndzasman, Mencard SUtem Hubum Bendio Nazlonl,
Alomnk, Bandung, 1983, b 35 Sedangkan 5y Hj. Frieda Husnl Hashullah memberi conteh yang Lein
selain alizan listo, yaity pesan-pesan yang disampaikan bewat internet. fika kamputer diganskan unnik
menyampaikan pesan, maks muatan-muatan yang dialiskan akan menghasilban suato pesan yang dapa
hﬂ'u‘p]wlrﬂn afay B:Lml:m'\- gj.ml'q:r dalam bentul *E-mail®, Tullsan atawn Fﬂhu:-allﬂhﬂ' hrrl.l:huld:ng;.u
sendirinya dapst dikategorikan schagal benda tak berwujud yang ks hasilnys merapakan karya asli,
makn akan menpadi bak cipta dari orang yang menciptakannya ( My, Hj. Frieda Husnd Hazbuallab, Hiukums
Keleesdivin Perdara, Hal-Hisk Keberdaan Vg Mesberd Kemibontan, lnd-Hill Co, [ekara, 2002, h. 31,

Shubekil, Pikok-Pokok Hukon Perdati, Intermasa, [akama, 1980, h.ao (selanjumys singhat Subelat 1)

Wi Tay Sing, Hias Perdata fid 2 ekt Benda (Dhikar Lemphap), Enkad Balk, Semarang. tanpa
tahun, b 8.

el Soedewi L{u.l.]:l'm-m Sufwm,ﬂlb. ot h, 13,
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dalam lapangan hukum perikatan (verbintennissenrecht).” Prof. Ko Tjay Sing
menyebut istilah "Kebendaan™ untuk "istilah gabungan” dalam arti benda yang
bertubuh dan benda yang tidak bertubuh (Prof. Ko Tjay Sing menyebut istilah
bertubuh untuk berwujud). Jadi istilah “"benda”™ atau “barang” digunakan
dalam arti benda yang bertubuh, sedangkan istilah “benda tak bertubuh” atau
“hak” digunakan untuk kebendaan tak bertubuh.™

Dalam BW, pembedaan istilah benda dan barang tidak dibedakan secara
konsekwen, bahkan cenderung mencampuradukkan kedua pengertian itu
dalam pasal-pasalnya. Berbeda dengan ketentuan dalam BW, dalam Nieuw
Burgerlijk Wetboek (NBW) yaitu BW Belanda yang baru, dibedakan secara
jelas antara barang (goed) dan benda (zaak) sebagaimana yang terdapat dilam
Buku 3 ]::.ada Pasal 3.1.1.0 tentang Coed {barang]l: Coederen zifn alle zaken en
alle vermogensrechten, sedangkan pada Pasal 3.1.1.1, tentang Zaak (benda):
Zaken zifn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Atas dasar
rumusan pasal-pasal tersebut, menurut Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, istilah
goed (barang) menurut NBW Belanda mempunyai pengertian yang lebih luas
dari istilah zaak (benda) sebab barang adalah semua benda dan semua harta
kekayaan, sedangkan benda adalah semata-mata objek yang berwujud yang

dapat dikuasal manusia."

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, istilah benda dan
barang dipergunakan dalam arti yang lebih khusus, seperti dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dalam Pasal 1
angka 5 memberikan pengertian barang adalah setiap benda, baik berwujud
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan,
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Dalam sistem hukum perdata (BW) pengertian “zaak” atau benda
sebagal objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwitfud (yang dapat
ditangkap dengan pancaindra), tetapi faea benda yang tidak berwujud yakni
hak-hak atas benda yang berwujud, yang oleh para pakar disebut “zaak”
dalam arti bagian dari harta kekayaan.” Dengan demikian dalam hukum

“Tisal. b, 16

“Ko Ty Sing, Loc, Cif,

"My Hi. Freda Husnd Hasbuallsh, Fhukum Kebendaan Perdiona, Hiok-Hak Eebemidean Yang Memberd
Kembomiar, Ind-Hill Co, fakaria, 2003, h. 20, (selanfuinys dsebat My, B Prieds Husnl Fadboalbb o)

B Soedewd Magichoen Safwan, Lic, £
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perdata (BW) dikenal pembagian menjadi dua golongan yaitu: pertama benda
berwujud (lichamelijke zaken) yang dapat ditangkap pancaindra seperti: tanah,
bangunan, kendaraan bermotor, dan lain-lain; kedua benda tidak berwujud
(onlichamelijke zaken) seperti hak cipta, piutang, hak paten, dan lain-lain.
Benda-benda tidak berwujud dapat dilihat dalam Pasal 613 BW mengenai
pemindahan beberapa barang yang tidak berwujud; Pasal 814 BW mengenai
hak memungut hasil atas bunga dan piutang; Pasal 1158 BW mengenai gadai
atas piutang; Pasal 1164 BW mengenai hipotek atas hak- hak tertentu.

Mengenal hak sebagai benda tidak berwujud ini baik Prof. Ko Tjay Sing''
maupun Prof. Mariam Darus Badrulzaman' memasukkan hak cipta, hak merk
dan hak paten ke dalam pengertian benda atau barang yang tidak berwujud.
Sedangkan Prof. 5ri Soedewi Masjchoen Sofwan™ berbeda pendapat, dengan
menyatakan bahwa: "Menurut BW tidak semua hak dimasukkan dalam
pengertian zaak. Hak-hak atas barang immaterieel (rechis op immatereale
goederen) tidak termasuk zaak, misalnya hak octroi (octroeirecht), hak cap
dagang (merkenrecht) atau karangan (autewrsrecht)” Sementara ita Ny Hi.
Frieda Husni Hasbullah' membedakan Zaak (benda) dalam arti luas terdiri
dari benda berwujud (Pasal 499 jo. 503 BW) dan benda tidak berwujud (Pasal
499 BW) yaitw: Hak Cipta ( Aurewrsrechr), Hak Paten (Octrooirecht), dan Hak
Merek (Merkenrechr). Benda berwujud itu sendiri kemudian dibagi lagi dalam
pengertian sempit (nyata, dapat dilihat dan dipegang), dan benda dalam
pengertian bagian dari Harta Kekayaan. Sebagai bagian dari Harta Kekayaan,
benda dibedakan atas benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda
berwujud sebagai bagian dari Harta Kekayaan terdiri dari: hasil karena alam
(natuurlike vruchten), seperti tumbuh di tanah, misalnya buah-buahan dan
pohon, dan produk dar hewan, misalnya susu sapi, telor ayam; hasii pekerjaan
manusia, seperti dari dalam tanah, misalnya ubi, talas, kacang. Sedangkan
benda tidak berwujud sebagai bagian dari Harta Kekayaan timbul karena
hubungan hukum tertentu atan hasil perdata ibu!:nr!ijkf vruchten), yaitu
piutang/penagihan (verderifng) atas nama (op naarm), atas bawa (aan toonder),
atas tunjuk (aan order); dan penagihan-penagihan lainnya, seperti uang sewa,
uang upeti, vang angsuran, vang bunga {Pasal 502 ayat (2) BWL

Ko T]qr ?'urhl, Lisg, CUE

“Martam Darus Badralmaman, Mencar Sistem Hubus Bende Naplome!, Aamnk, Bandung, 1983, b, 34
{selamjutnyn disebot Marism Dares Badnalzaman 1]

“5r Soedewl Masichoen Sofwan, OpoCir, B B4

“My. Hi. Frieda Husni Hasbuallah 1, OpCi b 24,
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Pada bagian lain tulisannya, khusus mengenai Hak Cipta, Hak Paten,
dan Hak Merk, Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah mengemukakan bahwa yang
dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berupa hak-hak
ialah hak pengarang/hak cipta (auteursrecht), hak paten {octrooirecht), dan hak
merek/cap dagang ( merkenrecht). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa:'"

Ketiga macam hak tersebut sebenamya tidak langsung mengenai
suatu benda, tetapi merupakan hak untuk mempergunakan
sesuatu, Hak ini hanya diberikan kepada orang yang memang
berhak, tidak kepada orang lain yang tidak berhak, dan di
dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, oleh karena itu
sering disebut hak monopoli atau kini populer dengan sebutan
hak milik intelektual (intelectual property) disingkat "HAKI" yang
diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud, Namun
demikian, sekalipun tidak langsung mengenai suatu benda,
hak milik intelektual tersebut memiliki sifat kebendaan yaitu
mutlakfabsolut dan droit de suite artinya hak itu terus mengikuti
pemiliknya atau pihak yang berhak, dan dapat dipertahankan
terhadap tuntutan setiap orang.

Dengan demikian menurutnya Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek
termasuk benda dalam arti luas yang tidak berwujud, namun bukan bagian
dari harta kekayaan, meski berbentuk hak-hak. Atas dasar pembagian seperti
itu, Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah menegaskan bahwa: "benda dalam arti
luas mencakup baik benda berwujud dalam arti sempit mavpun bagian dari
harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud ditambah dengan benda tidak
berwujud yang bukan bagian dari harta kekayaan.'

Arti penting pembedaan benda berwujud dan benda tidak berwujud
terletak pada cara penyerahannya kepada pihak lain ketika terjadi
perpindahtanganan misalnya melalul jual beli. Penyerahan benda berwujud
seperti tanah dilakukan dengan balik nama sedangkan penyerahan benda
tidak berwujud berupa piutang dilakukan dengan cara penyerahan surat dan
tangan ke tangan, cessie, endosemen,

Dalam m adat tidak dikenal pengertian benda tidak berwujud.
Perbedaannya dengan BW menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah dalam

Tibid,, o128,
ki, b 26,
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pandangan hukum adat suatu hak atas suatu benda tidak dibayangkangeriepas
dari benda yang berwujud. Sedangkan dalam hukum perdata BW, hak atas
suatu benda seolah-olah terlepas dari bendanya, seolah-olah seperti benda
tersendiri.”* Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perbedaan pandangan ini
disebabkan cara berpikir orang-orang Indonesia asli, yang bersifat mengalami
sendiri, melihat sendiri hal tertentu (belevend, participeerend denken) disatu
pihak, dan cara berpikir orang-orang barat yang bersifat seberapa boleh
ﬂnlsahk.an satu dari yang lain (analiseerend denken). Atau dengan kata lain
cara berpikir orang-orang Indonesia asli cenderung pada kenyataan belaka
{comkreet denken) sedangkan cara berpikir orang-orang Barat cenderung pada
hal yang hanya berada dalam pikiran belaka (absiract denken).”™

3. Benda dalam hukum benda dan benda dalam hukum perikatan

Uraian tentang benda sebagai zaak yvang telah dikemukakan di atas
tersebut adalah merupakan benda dalam lingkup pengertian hukum benda
yang cirinya dapat dilakukan penyerahan dan dapat dijadikan objek hak
milik, seperti contoh sebuah sepeda motor, televisi, rumah, dan lain-lain. Di
samping benda sebagai zaak dalam lingkup pengertian hulnm benda, terdapat
pula benda-benda atau zaak yang dimasukkan ke dalam lingkup pengertian
hukum perikatan, Benda-benda atau zagk ini tidak dapat dimasukkan ke
dalam lingkup pengertian hukum benda, karena tidak dapat dilakukan
penyerahan sehingga tidak dapat dijadikan objek hak milik. Contoh benda
atau zaak dalam lingkup pengertian hukum perikatan, misalnya adalah kamar
atau tingkat dua {(loteng) dari sebuah rumah. Jika dianggap sebagai bagian
dari rumah dan bukan benda atau zaak yang berdin sendiri, maka tidak dapat
dilakukan penyerahan, sehingga benda-benda bagian itu tidak dapat menjadi
objek hak milik. Meski benda-benda bagian itu bukan zaak dalam linglup
hukum benda (zakenrecht), namun kamar sebagai bagian dari sebuah rumah
tersebut dapat disewakan. Dengan demikian kamar atau loteng tersebut yang
merupakan bagian dari rumah merupakan benda atau zaak dalam lingkup
hukum perikatan {verbintenissenrecht).

Mengenai pembedaan zaak dalam lingkup hukum benda dan dalam
lingkup hukum perikatan ini pernah menjadi perhatian saat Hoge Raad

Wirpomo Prodjodikoees, glhm Perdfata Terstang Hok-Hak Aras Bemda, Pembimbing Masa, kkarea,
1963 ko2,
=fhid,
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(Mahkamah Agung Negeri Belanda) dalam arrest tanggal 27 Mei 1910
memutuskan tanpa mempertimbangkan pembedaan benda dalam pengertian
hukum benda dan benda dalam pengertian hukum perikatan. Kasus yang
sampai ke tingkat Hoge Raad ini berasal dari kasus terjadinya perjanjian
sewa menyewa antara para pihak terhadap sebuah pagar batu untuk reklame.
Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut disebutkan menyewa luasnya pagar,
Menurut putusan Hoge Raad perjanjian sewa menyewa ifu tidak sah karena
supaya sewa menyewa itu sah, harus ada zaak yang dijadikan objeknya. Luas
pagar dianggap dianggap bukan zaak. Atas keputusan Hoge Raad itu timbul
reaksi dari kalangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa luasnya pagar
memang bukan benda yang dapat dimiliki dan bukan termasuk benda dalam
lapangan hukum kebendaan, akan tetapi luas pagar itu merupakan benda dalam
lapangan hukum perikatan. Perjanjian sewa menyewa luas pagar itu dianggap
sah dan tetap berlakn berdasarkan asas kebebasan membuat perjanjian (asas
kebebasan berkontrak) yang termakiub dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Jika
luas pagar tidak dianggap sebagai zaak dalam pengertian Pasal 1548 BW,
maka perjanjian tersebut bukan perjanjian sewa menyewa, sehingga tidak
dapat diterapkan ketentuan-ketentuan khusus dari perjanjian sewa menyewa.
Perjanjian tersebut berlaku sebagai perjanjian tidak bernama.

Dalam kaitan dengan benda dalam lapangan hukum kebendaan dan
dalam lapangan hukum perikatan ini, Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah mencatat
beberapa perkembangan dengan mengemukakan bahwa:"

Jika dulu sebuah kamar atau bagian dari Apartemen atau Rumah
Susun atau Satuan Rumah Susun hanya dapat dijadikan objek
sewa-menyvewa maka kini dapat dijadikan objek hak milik.
Apartemen atau Rumah Susun tersebut dibagi atas bagian-bagian
vang dapat dimiliki bersama bahkan satuan-satuannya masing-
masmmnpat dimiliki secara terpisah untuk dihuni. Hal ini diatur
dalam UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS).
Menurut pasal 10 ayat (1) UURS, hak milik atas Satuan Rumah
Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (3), dapat beralih
dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan hak sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Satuan
Rumah Susun sebagai bagian dari rumah susun karena dapat
My Hj. Frieda Hasii Hasbullah 1, Op.Cit,, , 30,
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dijadikan objek hak milik dan dapat dialihkan maka termasuk
dalam pengertian benda dalam lapangan hukum kebendaan
{zakenrecht).

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang No. 16 Tahun 1985
ini diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(selanjutnya disebut Undang- Undang Rumah Susun). Dalam Pasal 46 ayat (1}
Undang-Undang Rumah Susun ini disebutkan kembali bahwa Hak kepemilikan
atas satuan rumah susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang
bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama. Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4)
ditegaskan bahwa penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun umum
dan penguasaan terhadap satuan rumah susun pada rumah susun komersial
dapat dilakukan denga cara dimiliki atau disewa.™

4. Asas-asas umum hukum benda

a. Fungsiasas hukum

Bellefroid mengemukakan bahwa asas hukum wmum adalah norma
dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak
dianggap berasal aturan-aturan yang lebth umum. Asas hukum umum
merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.™ Sementara
itu menurut Paul Scholten: "asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang
terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan
dalam aturan-aturan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya
ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang
sebagai penjabarannya.™ Sedangkan menurut van Eikema Hommes: “asas
hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kenkrit,
tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi
pembentukkan hukum poesitif, oleh karena itu dalam pembentukan hukum

“Penguasman terhadap satuan rumab susun pada rismah swsien Khasus dapat dilakokan dengan cara
pinjam-pakaiatausewa. Std.u.ugknn pengusan I!ﬂiuﬂup stuan rymaly e pu.-lh rumah susun HEgara
dapat dilakukan denyan cara pinpam: pakasi, sewa, sfan sewa-bell | hat Pasal 45 ayat (3 dan (4 Undang
Undang Bumah Sasan|,

“Sudiknin Mertokusumo, Mengenal Hakion (Suafu Peaparitir ), Edisl Ketiga, Liberty, Yogy akarta, 1990,
h iz

“1H. Bruggink, Refekai tentamy Hukwm, alih babas Arif Sidharte, Citre Aditya Bakti, Bandung, 1996,
ho119,
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praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum.* Atas dasar pendapat
para pakar hukum tersebut, Prof. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan
bahwa: “asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit,
melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar
belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang
setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan
dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan
dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut ™

Menurut [J.H. Bruggink: “asas hukum sebagal meta-kaidah (norma),
vang menurutnya dalam suatu sistem kaidah (norma) hukum terdapat kaidah-
kaidah penilaian yang fundamental, yang dinamakan asas-asas hukum™’
Pentingnya kedudukan dan fungsi asas hukum ini dikemukakan oleh G.W.
Paton, yang menurutnya didasari pemikiran sebagai berikut: "pertama, asas
hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan
hukum. Jadi berarti peraturan-peraturan hukum #tu pada akhimya bisa
dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut, kedua, asas hukum itu layak
disebut sebagai alasan bagi lahimya peraturan hukum atau merupakan ratio
legis dari peraturan hukum” Asashukum tidak akan habis kekuatannya dengan
melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan
melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya™ Begitu pentingnya asas hukum
ini, juga dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang mengemukakan
bahwa: asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan
hukum, oleh karena itu menurutnya, asas hukum itu merupakan “jantungnya”
peraturan hukum.™ Selanjutnya Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa
dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-
peraturan. Hal ini disebabkan karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai
dan tuntutan etis. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka
asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan
cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. ™ Meskipun asas hukum
bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa difahami tanpa

“8uidikne Mertokusume, Lo Ol

= Ihid,, b, §).

" Itidd,

“ratppto Rahandio, Mo Fukusi, Alumng, Bandung, 1986, b 85,
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mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.” lika peraturan hukum
vang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas
hukum diterapkan secara tidak langsung." Oleh karena itu menurut Prof.
Agus Yudha Hernoko, dalam posisi asas hukum sebagai meta norma hukum,
asas hulum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta
penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum." Pada bagian
lain tulisannya, menurutnya suatu aturan atau norma pada hakikainya
mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya ™
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa: "suatu norma tanpa landasan flosofis
serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh™® Menurut Prof.
Agus Yudha Hernoko: "kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum
yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang
penting. Asas hukum merupakan landasan atau fondasi yang menopang
kukuhnya suatu norma hukum.™

Proses menemukan asas hukum, dilakukan dengan mencari sifat-sifat
umum dalam norma atau peraturan yang konkrit, artinya mencari kesamaan-
kesamaan yang terdapat dalam peraturan yang dimaksud.”™ Menurut Prof.
Mariam Darus Badrulzaman: “asas hukum diperoleh melalui konstruksi
yuridis, yaitu dengan menganalisa (mengolah) data-data yang sifatnya nyata
(konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifat yang umuom (kolektif) atau
abstrak. Proses ini dapat juga dikatakan “mengabstraksi”” Sementara itu
Prof Satjipto Rahardjo mengemukakan proses menemukan atau mencari
asas hukum (ratio legis) suatu peraturan sebagai berikut "untuk mencari
makna dari suatu peraturan dimulai dengan mengangkat suatu peraturan
hukum kepada tingkat yang lebih tinggi, dan dan proses ini akan ditemukan
pengertian yang lebih luas, lebih umum jangkavannya, dan akan ditemukan
perumusan yang bersifat lebih padat yang sekaligus mengandung penjelasan
mengapa suatu peraturan itu dikeluarkan. Inilah yang disebut ratio legis™

“rhid., b 87

eudikno Memokusumn, Loc Cir,

"'A!;u.'l Yudha Hernoko, Fikuam Fﬂr_.lrr.n_ﬂm| Az F:mlpunumm'uﬂ.; dalaet Kontrak Eowverdial, Prenada
Media Group, Jakarta, 2609, b, 22
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“ilariam Daces Badmabeaman 1, OpGiEL b, 5
“5.1t:|||:!-n- R.ﬂu.rl:lju, Dp.ﬁr., I ®é




18 Dasar-Dasar Hukum Kebendaan

Pada bagian lain tulisannya, Prof. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa
peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri tanpa
ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum
sifatnya yang mengandung suatu untutan etis. Adanya ikatan oleh asas-asas
hukum inilah maka hukum merupakan suatu sistem* Peraturan-peraturan
hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu terikat dalam suatu susunan kesatuan
karena bersumber pada suatu induk penilaian etis tertentu.™

Umumnya asas hukum berubah mengikuti norma hokumnya,
sedangkan norma hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat.
Oleh karena sifat instrumental dari asas hukum yang mengakui adanya
kemungkinan-kemungkinan penyimpangan, maka membuat sistem hukum
itu luwes.® Asas hukum ada yang bersifat umum dalam arti berhubungan
dengan seluruh bidang hukum, disamping itu ada yang bersifat khusus dalam
arti berhubungan dengan bidang hukum tertentu seperti bidang hukum benda,
misalnya asas droit de suite, asas publisitas, asas spesialitas, asas totalitas, asas
perlekatan, asas pemisahan horizontal, dan lain-lain.

b. Asas-asas hukum benda

Berdasarkan pembagian yvang dikemukakan oleh Prof. Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan dan setelah melakukan perubahan, penambahan,
pengurangan dan penyesuaian, maka NyHj. Frieda Husni Hasbullah
mengemukakan 10 (sepuluh) asas-asas umum hukum benda sebagai berikut;"’

1) Merupakan hukum memaksa (dwingend recht);

Maksudnya aturan-aturan yang berlaku menurut undang-undang, wajib
dipatuhi atau tidak boleh disimpangi oleh para pihak
2) Dapat dipindahkan;

Maksudnya semua hak kebendaan dapat dipindah-tangankan, kecuali
ditentukan lain, seperti hak pakai atas nama pemerintah, atas nama
badan keagaamaan dan sosial, dan atas nama perwakilan negara asing
yang berlakunya tidak ditentukan jangka waktunya dan diberikan selama

“Bermurud Belefroid: shtem bukum adalsh keseluroban sturan hokunm yang disosun terpadu
berdasarkan atas asas-asas terienss. Sedangkan menorut Maram Dams Badruleaman: sistem halamm
adalah kompulan ass-ams yang terpadu, yang merupakon landasan, di atas mana dibangun tertib
hukum (Mariam Daros Badrobraman 1, Lo, Cir),

"hatjppte Rahardjo, OpCie, b 89,

“Sadikno Merokwsume, OpCr, b 34,

Uy Hi. Fleda Hosol Hasballah 1, OpCit b, 34 - 39
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3)

4)

6)

tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, walaupun wajib
didaftar namun karena memiliki sifat yang khusus, maka tidak dapat
dipindahtangankan.“

Individualitas;

Maksudnya objek hak kebendaan adalah selalu yang dapat ditentukan
secara individu (individu bepaald), artinya berwujud dan merupakan satu
kesatuan bukan benda yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya,
misalnya memiliki rumah, hewan, alat rumah tangga, dan lain-lain.**

Asas Totalitas:

Maksudnya hak milik hanya dapat diletakkan atas keseluruhan objeknya,
artinya tidak dapat diletakkan atas bagian-bagian dari benda yang
bersanghkutan. Dalam asas totalitas tercakup asas perlekatan (accessic)
karena perlekatan terjadi dalam hal benda pokok (hoofdzaak) berkaitan
erat dengan benda-benda pelengkapnya yaitu benda tambahan (bijzaak)
dan benda pembantu (hulpzaak). Oleh karena itu seorang pemilik benda
pokok dengan sendirinya adalah pemilik dari benda pelengkapnya.”

Tak dapat dipisahkan (Onsplitsbaarheid);

Maksudnya dalam hal ini si pemegang hak, misalnya pemilik tidak dapat
memindahtangankan sebagian dari wewenang vang ada padanya atas
suatu hak kebendaan seperti memindahkan sebagian penguasaan alas
sebuah rumah kepada orang lain. Penguasaan atas rumah harus utuh,
karena itu pemindahannya juga harus utuh.*

Asas Prioritas;

Maksudnya semua hak kebendaan yang melekat pada hak eigendom
harus diatur urutannya, karena walaupun semua hak kebendaan memberi
wewenang vang sejenis dengan wewenang yang dimiliki hak eigendom,
tetapi luasnya berbeda-beda, Asas prioritas timbul sebagai akibat dari
asas nermoplus yaltu asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat
memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dimilikinya atau seseorang
tidak dapat memindahkan haknya kepada orang lain lebih besar dari pada
hak yang ada pada dirinya."

“Ibid., b, 34 - 35
i, h. A5
“Ihid., k. 386,
i,

“Ihid. . h. 37
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B)

9)
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Asas Percampuran ( Vermenging);

Maksudnya percampuran terjadi bila dua atau lebih hak melebur menjadi
satu. Hak kebendaan terbatas seperti hak gadai, hak sewa, hak tanggungan,
dan lain-lain dapat terjadi atas benda milik orang lain. Oleh karena itu
tidak dimungkinkan hak gadai atau hak sewa atas bendanya sendiri.*
Pengaturan dan perlakuan yvang berbeda terhadap benda bergerak dan
benda tidak bergerak;

Maksudnya pengaturan dan perlakuvan dapat disimpulkan dan cara
membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak
serta manfaat atau pentingnya pembedaan antara kedua jenis benda
tersebut. Cara atau kreteria pembedaannya ditentukan oleh undang-
undang. Sedangkan manfaat pembedaannya dapat ditinjau dari sudut
penyerahannya, penguasaannya, kadaluarsa dan pembebanannya.™

Asas Publisitas ( Openbaarheid);

Asas publisitas berkaitan dengan pengumuman status kepemilikan suatu
benda tidak bergerak kepada masyarakat, misalnya penyerahan dan
pembebanan hak atas tanah wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Tanah dan ditulis dalam Buku Tanah (Register) supaya diketahui umum.
Sedangkan untuk benda bergerak, tidak perlu didaftarkan, cukup melalui
pengusaaan dan penyerahan nyata,”

Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeenkomst);

Maksud perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mengakibatkan
berpindahnya hak kebendaan. Setelah perjanjian kebendaan selesai
dilakukan, maka tujuan pokoknya sudah tercapai, yaitu terciptanya
hak kebendaan. Berbeda dengan perjanjian yang menimbulkan suatu
perikatan (Verbintenis Overeenkomst), vaitu perjanjian yang bersifat
obligatoir, artinya dengan selesainya perjanjian, tujuan pokok belum
selesal, karena baru menimbulkan hak dan kewapban bagi para pihak
saja, dan hak belum beralih, karena masih harus dilakukan penyerahan
bendanya.™

*[hid, b, 38.
= i,

* i, 38 - 34,
¥ i, b, 30,
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Tidak jauh berbeda, Prof. Mariam Darus Badrulzaman juga

mengemukakan 10 (sepuluh) asas umum (algemene beginselen) yang sifatnya
relatif konkrit dalam Hukum Benda, yaitu:*

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Asas sistem tertutup;

Maksudnya hak-hak atas benda bersifat imitatif, artinya terbatas hanya
yang diatur undang-undang, Tidak diperkenankan menciptakan hak-hak
kebendaan baru berdasarkan perjanjian.™

Asas hak mengikuti benda (zaaksgevolg, droit de suite);

Maksudnya hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam
tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari Hukum Romawi,
yang membedakan Hukum Harta Kekayaan { Vermogensrecht) dalam hak
kebendaan (zaakelijk recht) dan hak perseorangan (persoonlijkrecht).”
Asas publisitas;

Maksud dari publisitas {openbaarheid) adalah “pengumuman”™ kepada
masyarakat mengenai status pemilikan. Pengumuman hak atas benda

tetap (tanah) terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah (register),
sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui “penguasaan
nyata” benda itu™

Asas spesialitas;

Pada lembaga hak kemilikan atas tanah, secara individual harus
ditunjukkan dengan jelas ujud, batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat
pada hak {(milik, guna usaha, guna bangunan) atas benda tetap.”

Asas totalitas;

Maksudnya hak kemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objeknya
secara totalitas, atau hak itu tidak dapat diletakkkan hanya untuk bagian-
bagian benda.™

Asas aocessie;

Asas perlekatan (accessie) berasal dari asas totalitas. Maksudnya pemilik
benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik benda pelengkap,

"M ariam Darus Badralzaman |, Op. Cir b, 36 - 42,
=hid,, h. 36,

el . 36— 37

., b 37,
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7)
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atau status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda

pokok.™

Asas pemisahan horizontal;

BW menganut asas perlekatan (accessie) vertikal (tegak lurus), sedangkan

UUPA tidak menganut asas perlekatan saja, akan tetapi menganut asas

pemisahan horizontal (diambil dard hukum adat), artinya misalnya jual

beli hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan

tanaman yang terdapat di atasnya.*"

Asas dapat diserahkan;

Maksudnya hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan

benda. Perbuatan penyerahan benda tergantung dengan jenis bendanya,

Dalam BW untuk sahnya penyerahan diperlukan syarat-syarat yaitu:*

a) alas hak (rechititel);

b) perjanjian kebendaan yang dilkuti dengan perbuatan penyerahan
{pendaftaran) dan penerbitan sertifikar;

¢} wewenang menguasai (beschikkings bevoegheid).

Asas perlindungan;

Asas perlindungan dibedakan atas perlindungan uniuk golongan
ckonomi lemah dan perlindungan untuk pihak vang bernitikad baik
{10 goeder trouw) meski pihak vang menvyerahkan tidak berhak (hes-
chikkingsonbevoegheid)

Asas Absolut (hukum pemaksa);

Maksudnya ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum benda bersifat
absolut {memaksa), artinya hak kebendaan itu wajib dihormati atan
ditaati oleh setiap orang. Berbeda dengan hak yang bersifat relatif yaitu
hak-hak yang lahir dar perikatan yang hanya berlaku bagi para pihak
tertentu saja."

= I,
= Ihid, b. ¥,
ki, B o,
=i, b 42,
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C. Pembedaan Benda

1. Menurut BW

Dalam sistem hukum perdata (BW) mengenai benda terdapat dalam
buku II BW mulai dari Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232, yang pada
pokoknya berisi tiga hal yaitu: pengertian benda, pembagian atau pembedaan
benda, dan hak-hak kebendaan. Menurut BW benda dibagi atas beberapa
macam sebagai berikut:

a. Benda berwujud/bertubuh dan benda tidak berwujud/bertubuh
(lichamelijke zaken - onlichamelifke zaken, Pasal 503);
b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (roerende zaken - onroerende
zaken, Pasal 504 BW);
¢. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (verbruikbaar zaken -
onverbruikbaar zaken, Pasal 505 BW);
d. Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan (zaken in de
ndel - zaken buiten de hande, Pasal 537, 1953, 1332 BW);
e. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi (deelbaar
kfri - ondeelbaar zaken, Pasal 1296 - 1303 BW);
[. Bendayang dapatdiganti dan benda yang tidak dapat diganti (vervangbaar
zaken - onvervangbaar zaken, Pasal 1694, 1714, 1740, 1754 BW);
g- Benda vang sudah ada dan benda yang baru akan ada dikemudian hari
[tegenwoordige zaken — toekomstige zaken, Pasal 613, 1131, 1175, 1354 ayat
(2), 1167 BW],
ad.a. Benda berwujud/bertubuh dan benda tidak berwujud/bertubuh
(lichamelifke zaken - onlichamelijke zaken, Pasal 503 BW ).

Benda berwujud/bertubuh (lichamelijke zaken), adalah benda yang
dapat ditangkap pancaindra (dilihat dengan mata dan dapat diraba
dengan tangan), misalnya sepeda, mobil dan lain-lain. Sedangkan
benda tidak berwujud/bertubuh (onlichamelijke zaken), adalah benda
vang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra, misalnya hak merk, hak
cipta, hak paten, hak pintang, hak menuntut sesuatu, saham, dan lain-
lain.

Pembedaan benda berwujud/bertubub dan benda tidak berwujud/
bertubuh ini penting dalam kaitannya dengan cara penyerahan kedua
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macam jenis benda ini berbeda, Penyerahan benda berwujud yang
termasuk benda bergerak dapat dilakukan dari tangan ke tangan,
sedangkan benda berwujud yang termasuk benda tidak bergerak,
misalnya tanah dilakukan dengan cara balik nama. Untuk benda tidak
berwujud penyerahan tergantung dari jenis benda tidak berwujudnya.
Jika benda bergerak tidak berwujud, misalnya piutang atas bawa
{a@an toonder) maka penyerahan dilakukan dengan penyerahan surat
piutang. Namun jika piutang atas tunjuk (aan order), maka dilakukan
dengan endosemen sekaligus penyerahan surat piutang. Bila piutang
atas nama (op naam), maka penyerahan dilakukan dengan cara cessie.
Di samping itu pentingnys undang-undang mengadakan pembagian
benda berwujud/bertubuh dan benda tidak ber wujud/bertubuh adalah
dalam kepentingan cara menggadaikan. Cara menggadaikan benda
bergerak berwujud berbeda dengan cara menggadaikan benda bergerak
tidak berwujud. Mengenai hal iniakan dibahas lebih lanjut pada bagian
hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan,

Benda bergerak dan benda tidak bergerak (roerende zaken - onroerende
zaken).

Benda bergerak dibedakan menjadi duva, yaitu: perfama benda
yang menurut sifatnya bergerak, dalam arti dapat berpindah atau
dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Benda yang
dapat berpindah dengan sendirinya misalnya binatang (pasal 509),
sedangkan benda yang dapat di pindahkan misalnya meja, kursi, buku,
dan lain-lain; kedua, benda yang menurut penetapan undang-undang
sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak,
misalnya hak memetik hasil (vruchtgebruik) dari benda bergerak, dan
hak memakai (gebruik) dari benda bergerak, hak atas bunga, saham-
saham, dan surat-surat berharga lainnya (pasal 511 BW)}. Benda
tidak bergerak dibedakan menjadi tiga, yaitu : pertama , benda yang
menurut sifatnya tidak bergerak, terdiri dari tanah, segala sesuatu yang
bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang,
misalnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik, dan
lain-lain. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan
di atas tanah, misalnya rumah, juga merupakan benda tidak bergerak
karena sifatnya tidak bergerak (pasal 506 BW) ; kedua, benda yang
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ad.c.

menurit tujuan atau tujuan pemakaiannya bersatu dengan benda
tidak bergerak, seperti mesin pada pabrik, kaca, tulisan dan alat-alat
untuk menggantung barang di dinding pada rumah (pasal 507 BW},
ketiga, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda
tidak bergerak, yaitu hak-hak vang melekat pada benda tidak bergerak,
misalnya hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas
benda tidak bergerak, hipotek (Pasal 508 BW).

Pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak berkaitan
dengan, pertama, berkaitan dengan bezit terhadap benda bergerak
(kecuali bunga) berlaku ketentuan Pasal 1977 BW yang menentukan
siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik
(eigencar). Ketentuan ini tidak berlaku ll:rhada]:r yang menguasai benda
tidak bergerak misalnya tanah. Orang yang menguasal tanah belum
tentu pemilik tanah tersebut; kedua, berkaitan dengan penyerahan
{levering), untuk benda bergerak penyerahan dapat dilakukan dengan
penyerahan nyata bendanya (Pasal 612 BW), sedangkan terhadap
benda tidak bergerak harus dilakukan dengan balik nama (Pasal 616
BW); ketiga,berkaitan dengan daluwarsa (verjaring), terhadap benda
bergerak tidak dikenal daluwarsa, sebab bezit sama dengan eigendom
atas benda bergerak, atau orang yang menguasai benda (bezitrer)
dianggap juga sebagai pemilik benda (eigeraar), sedangkan terhadap
benda tidak bergerak berlaku lembaga daluwarsa, artinya sescorang
yang menguasai (bezitter) benda tidak bergerak, misalnya tanah dalam
waktu tertentu dapat menjadi pemilik (eigenaar) tanah tersebut. Jika
ada alas hak, maka daluwarsanya 20 tahun, sedangkan jika tidak ada
alas hak, daluwarsanya 30 tahun (Pasal 1963 BW}; keempaf, berkaitan
dengan "pembebanan” (bezwaring). Terhadap benda benda bergerak
harus dilakukan melalui lembaga gadai (pand), sedangkan terhadap
benda tidak bergerak, misalnya tanah, melalui lembaga hipotek
{hvphateek) (Pasal 1150 dan Pasal 1162 BW).™

Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (verbruikbaar zaken -
omverbruikbaar zaken);

Benda yang habis pakai (verbruikbaar zaken) adalah benda yang bila
dipakai akan musnahatau habis, dan kegunaanatau manfaat dari benda-

“Dengan beelakunys Undang-Undang Hak Tanggungan tanah dibebani dengan hak tanggungan.
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benda itu justru terletak pada kemusnahan atau habisnya, misalnya
makanan dan minuman baru memberi manfaat kalau dimakan dan
diminum. Sedangkan benda tidak habis pakai (enverbruikbaar zaken)
adalah benda-benda yang bila dipakai tidak mengakibatkan benda itu
menjadi habis atan musnah, tetapi memberi manfaat, misalnya sendok,
garpu, piring, mangkuk, dan lain-lain.

Pembedaan benda habis pakai dan benda tidak habis pakai berkaitan
dengan objek hukum dalam hukum perjanjian. Dalam perjanjian
pinjam pakai (Pasal 1740 — Pasal 1753 BW) yang menjadi objek
perjanjian adalah benda yang tetap ada atau benda tidak habis pakai,
sedangkan dalam perjanjian pinjam mengganti (Pasal 1754 - Pasal
1769 BW) adalah benda yang dapat musnah atau benda habis pakai.
Pembedaan ke dua jenis benda ini juga terlihat pada hukum benda,
yaitu pada hak memetik hasil suatu benda (Pasal 756 — Pasal 817
BW) dilakukan terhadap benda habis pakai atan yang dapat musnah,
sedangkan hak memakai (Pasal 818 — Pasal 829 BW) hanya dapat
dilakukan terhadap benda yang tetap ada atau benda tidak habis pakai.

Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan (zaken in de
handel - zaken buiten de hande);

Benda dalam perdagangan adalah benda-benda dalam lalu lintas
perdagangan. Dengan demikian benda-benda itu  dapat dijadikan
objek suatu perjanjian. Semua benda yang dapat dijadikan objek
perianjian i lapangan harta kekayaan termasuk benda dalam
perdagangan. Sedangkan benda diluar perdagangan adalah benda
tidak dapat diperjualbelikan atau benda yang tidak dapat dijadikan
objek suatu perjanjlan di lapangan harta kekayaan. Benda tidak
dapat diperjualbelikan atau tidak dapat dijadikan objek perjanjian,
karena dilarang diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, karena sifatnya tidak mungkin dimiliki, dan benda tersebut
dipergunakan untuk kepentingan umum.

Menurut Yudhi Setiawan, pembedaan benda dalam perdagangan dan
benda di luar perdagangan berkaitan dengan pemindahtanganan, baik
karena jual beli atau karena pewarisan, Benda dalam perdagangan dapat
diperjualbelikandengan bebas, dapat pula diwariskan kepada ahli waris,
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ad.e.

ad.f.

sedangkan benda di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan
jdak dapat diwariskan.™

Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi {declbaar
zaken - ondeelbaar zaken);

Benda yang dapat dibagi adalah benda yang bila wujudnya dibagi
tidak mengakibatkan hilangnya hakikat benda itu sendiri, misalnya
pembagian sekarung beras, pembagian sekarung gula pasir, pembagian
sebidang tanah, dan lain-lain. Benda yang tidak dapat dibagi adalah
benda yang bila wujudnya dibagl mengakibatkan hilangnya hakikat
benda itu, misalnya penyerahan seekor sapi, penyerahan seekor kuda,
penyerahan sebuah sepeda motor, dan lain-lain,

Arti penting pembedaan benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak
dapat dibagi terkait dengan pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan,
Dalam perikatan yang objeknya benda yang dapat dibagi, pemenuhan
prestasi dapat dilakukan sebagian demi sebagian, sedangkan dalam
perikatan yang objeknya benda yang tidak dapat dibagi, pemenuhan
prestasi tidak bisa dilakukan sebagian demi sebagian, misalnya
penyerahan seekor sapi, tidak bisa diserahkan sebagian demi sebagian.
abila hal itu dilakukan, maka hakikat seekor sapi menjadi hilang.

Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti

(vervangbaar zaken - onvervangbaar zaken).

Bendayang dapat diganti, misalnya uang. Dalam perjanjian peminjaman
uang, si peminjam berkewajiban mengembalikan sejumlah vang sesuai
dengan jumlah uang yang dipinjam sebagai penggantian. Benda yang
tidak dapat diganti, misalnya benda yang dipinjam musnah, sehingga
si peminjam hanya bisa mengganti dengan benda yang sejenis atau
serupa dengan benda yang dipinjamnya.

Pembedaa :E'nda yang bisa diganti dan benda yang tidak bisa diganti
terletak pada objek perjanjian penitipan barang cu: perjanjian pinjam
mengganti. Dalam perjanjian penitipan barang, pengembalian benda
oleh yang dititipi harus in natura {tidak boleh diganti dengan benda
lain {Pasal 1694 BW)}|. Dengan demikian objek perjanjian penitipan

“Wisdhd Setiwai. Jastrumen Hukum 'l'_'ur:lrpun'm {Fr:llrrmrlrupch_rkrﬁhr_l Pl Konsalidan Famak,
Raa Gratindo Persaida, Jaboirta, 2004, k158
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barang adalah benda yang tidak akan musnah atau benda yang tidak
dapat diganti. Sedangkan objek perjanjian pinjam mengganti adalah
benda yang dapat diganti.

ad.g. Benda yang sudah ada dan Benda yang baru akan ada dikemudian han
{ regenwoordige zaken — toekomstige zaken);

Benda yang sudah ada (tegenwoordige zaken ), adalah benda yang benar-
benar sudah ada, misalnya X menjual lemari kepada Y, saat perjanjian
jual beli dilakukan lemari sudah ada pada si X. Benda yang baru ada
dikemudian hari (toekomstige zaken) terbagi atas 2 (dua) macam,
yaitu: 1. Subjektifirelatif: contoh, X menjual lemari kepada Y, tapi saat
perjanjian jual beli dilakukan X masih harus membeli lemari tersebut
dari Z; 2. Objektiffmutlak: contoh, X menjual lemari kepada Y, tapi
pada saat perjanjian jual beli itu dilakukan, si X masih harus membuat
lemari tersebut {lemari belum ada). Contoh seperti ini terjadi pada
perjanjian jual beli pesanan.

Pembedaan benda yang sudah ada dan benda yang baru ada dikemudian
hari ini terkait antara lain dengan jaminan dalam perjanjian (Pasal
1131 BW), hibah barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1167
BW}, dan lain-lain.

Di samping pembagian benda yang telah disebutkan di atas, terdapat
pula pembagian atas benda terdaftar (registeren goederen) dan benda tidak
aftar (miet registeren goederen). Menurut Riduan Syahrani, pembagian ini
tidak dikenal dalam sistem hukum perdata (BW). Pembagian benda macam
ini hanya dikenal beberapa waktu kemudian setelah BW dikodifikasikan dan
diberlakukan. Benda-benda yang harus didaftarkan diatur dalam berbagai
macam peraturan yang terpisah-pisah seperti peraturan tentang pendaftaran
tanah, peraturan pendaftaran kapal, peraturan tentang pendafiaran kendaraan
bermotor, dan lain sebagainya.™

Berdasarkan pembagian atau pembedaan benda yang telah disebutkan
di atas, tanah dalam BW digolongkan sebagai benda yang tidak bergerak.
BW membagi benda tidak bergerak atas tiga golongan; pertama, benda tidak
bergerak karena sifatnya tidak bergerak misalnya tanah. Dalam pengertian
tanah termasuk juga segala sesuatu yang bersatu atau melekat di atas tanah

*Riduan Syahrod, Seluk-Beluk dan Asve-Asas Fhakem Pordicfo, Alumnd, Bandung, 2004 b4
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dan menjadi bagian dari a.h karena tumbupdberakar serta bercabang, seperti
tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon dan buah-buahan yang masih belum
dipetik. Kemudian termasuk juga segala sesuatu yang bersatu dengan tanah
karena didirikan di atas tanah yaitu karena tertanam dan terpaku, misalnya
rumah 1mtﬁa.ngun:-m (Pasal 506 BW); kedua, benda tidak bergerak karena
tujuan atau tujuan pemakajannya supaya bersatu dengan benda tidak bergerak,
misalnya mesin dan lain-lain yang terus menerus berada dan dipergunakan
untuk menjalankan pada pabrik (Pasal 507 BW); ketiga, benda tidak bergerak
karena ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai (gebruk) dan hak
memungut hasil (vrudgebruik) atas benda tidak bergerak, dan hipotek (Pasal
508 BW).

Dari pembagian atau penggolongan benda tidak bergerak terscbut di
atas, maka terlihal hubungan antara tanah dengan benda lain yang melekat
padanya. Di dalam BW dikenal asas perlekatan yaitu asas yang melekatkan
suatu benda pada benda pokoknya. Asas perlekatan yang dianut oleh BW
terlihat dari rumusan Pasal 500, Pasal 506 dan Pasal 507 BW, yang padaintinya
bahwa di dalam BW berdasarkan asas asesi maka benda-benda yang melekat
pada benda pokok, secara yuridis harus dianggap sebagai bagian yang tidak
terpisahkan daribenda pokoknya. Pada Pasal 506 dan Pasal 507 BW disebutkan
bahwa pelekatan dari suatu benda bergerak yang tertancap atau terpaku pada
benda tidak bergerak, secara yuridis harus dianggap sebagai benda tidak
bergerak pula. Menurut Prof, Djuhaendah Hasan, dengan dianutnya asas
perlekatan dalam BW, maka tanah merupakan benda pokok sedangkan benda
lain dan segala sesuatu yang melekat padanya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan pada benda pokok itu. Dengan demikian menurutnya apabila
seseorang akan membeli sebidang tanah di mana di atas tanah itu berdiri
sebuah bangunan maka penjualan tanah tersebut dengan sendirinya harus
mencakup bangunannya pula Asas perlekatan yang dikenal di dalam BW
terdiri atas perlekatan secara mendatar (horizontal) dan perlekatan secara
tegak lurus (vertical).” Perlekatan secara horisontal atau perlekatan secara
mendatar melekatkan suatu benda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
benda pokoknya, misalnya dalam perlekatan tanah timbul dalam Pasal 589
BW, atau balkon pada ramah induknya (Pasal 588 BW). Sedangkan perlekatan

"Duhaendah Hasan, Lewdviga famibran Kebendman Bagd Tinalhy Dun Benela Lain Yoy Melekar Pocla
Tararh Durdam R'mmpll Frr:l.n:'nlpurlr Asrs Pemtuches Horisomtal, Muans Madand, Elu.rul‘u.ng_. 011, 5353,
bt (115
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secara vertikal adalah perlekatan secara tegak lurus yang yang melekatkan
semua benda yang ada di atasnya maupun di dalam tanah dengan tanah
sebagai benda pokoknya, misalnya ketentuan Pasal 571 BW yang menyebutkan
bahwa: Hak milik atas sebidang tanah mengandung arti di dalamnya kemilikan
segala apa yang ada di atas dan di dalam tanah.* Dengan demikian menurut
Djuhaendah Hasan, asas perlekatan vertikal atau asesi vertikal atau nafrekking
dapat diartikan bahwa pemilikan atas tanah berarti juga memiliki bangunan
atau rumah dan segala sesuati yang melekat pada tanah i, demikian juga
berarti memiliki segala sesuatu yang ada di dalam tanah.™

2. Menurut doktrin

Dilihat dari hubungannya dengan subjek dari kebendaan, Prof. Ko Tiay

Sing menguraikan dan menggolongkan kebendaan atas:™

g.  Kebendaan yang tidak ada pemiliknya;

b. Kebendaan yang untuk sementara ditinggalkan atau dilempar pemiliknya

disebabkan keadaan terpaksa atan dalam keadaan bahaya;

c. Kebendaan yang ada pemiliknya.

ada. Kebendaan yang tidak ada pemiliknya, terbagi dua, yaitu: 1. Res Nullius,
yaitu benda-benda yang belum pernah dimiliki oleh seseorang, seperti
ikan-ikan di dalam laut, binatang-binatang buruan di hutan, termasuk
harta karun, dan lain-lain. 2. Res Derdictae, yaitu benda-benda yang
pernah dimiliki seseorang, kemudian pemiliknya melepaskan haknya,
seperti benda-benda yang dibuang ke dalam tong sampah. Kedua
macam kebendaan ini hanya berlaku terhadap benda-benda bergerak,
sedangkan benda tidak bergerak selalu ada pemiliknya.™

ad.b. Kebendaan yang untuk sementara ditinggalkan atan dilempar
pemiliknya disebabkan keadaan memaksa atau dalam keadaan bahaya,
misalnya benda-benda yang ditinggalkan pemiliknya karena kedaan
perang; dan benda-benda yang dilemparkan oleh pemiliknya dalam hal
inl adalah penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan (Pasal 583
jo. Pasal 556 KUHD).™

“Ihid,, b, 54,

" Ihid,, h. 55,

"Lihat Ko Tiay Simg, Op O, b 23 - 25
=Ihid,, b 23,

7 Il
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ad.c.

a.
b.

Kebendaan yang ada pemiliknya, terbagi atas dua, yaitu:™
1)  Domeine Public {milik negara): terdiri dari:

a) Res Communes, adalah benda yang dipergunakan untuk
kepentingan umum, seperti jalan raya, jembatan, dan lain-
lain;

b)  Res Publicae, adalah adalah benda yang dipergunakan dalam
dinas negara untuk tujuan umum (Pasal 521 - 525 BW);

¢} Res Sanctae - Res Sacre - Res Religiose, adalah benda yang
dipergunakan untuk tujuan keagamaan, seperti masjid, gereja,
pura, kelenteng, dan lain-lain.

2}  Domeine Privat (milik perseorangan): terdiri dari:

a)  Milik Badan Hukuny;
b} Milik Perorangan.

Di samping dilihat dari sudut pandang subjeknya, pembagian benda
juga dapat dilihat dar sudut pandang kesatuan benda tersebut, yaitu terdiri
darj:™
Benda Utama (hoofdzaak};

Benda Bagian (byjzaak), adalah segala apa yang karena perlekatan menjadi
kesatuan dengan benda lain, merupakan bagian dari benda itu. Pasal 500
BW menentukan bahwa hasil-hasil dari suatu benda, selama hasil itu
masih melekat pada tanaman atau tanah, merupakan bagian dari benda
itu karena perlekatan, Menurut Pasal 502 BW ada 3 (tiga) jenis benda
bagian, yaitu:

1)

Z)

3)

Hasil karena alam (natuurlijke vruchten), terdiri dari:

a) Hasil yang tumbuh - timbul dari tanah sendiri, tanpa pekerjaan
orang ;

b) Segala apa yang merupakan hasil dan atau dilahirkan oleh
binatang.

Hasil karena pekerjaan orang (natuurlijke van nijverheid), yaitu hasil

dari tanah yang diperoleh kerena pekerjaan orang, misalnya tanah

digarap dan ditanami orang.

Hasil perdata, seperti uang sewa, canon (uang upeti}, bunga vang ,

bunga lain.

“hid,  h. 24,
“rhid., b. % = 1w, Mariaom Darus Badrolraman membagi atas Benda Pokok dan Benda Pelengkap,

Kemudian Benda Pelengkap ini dibagi pula atas Benda Bagion (hestarddeel}, Benda tambabhan (bizaak),
dan Benda penclong [helprack], Maram Dorus Bedmalzaman 1, Op O, b, 38,
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¢. Benda Penolong (hulpzaak), adalah benda yang secara ekonomis
merupakan kesatuan dengan benda lain, tetapi tidak melekat dengan
benda lain, seperti kunci dari suatu lemari, kursi dari suatu gedung

bioskop, dan lain-lain.

3. Menurut hukum adat

Dalam hukum adat, dikenal pembedaan benda tanah dan benda bukan
tanah atau benda lain selain tanah. Pembedaan ini menempatkan pengaturan
hak-hak atas benda berpusat pada hak-hak atas tanah. Menurut Prof. Wirjono
Prodjodikoro, benda yang paling penting dalam hukum adat adalah tanah.
Manusia tidak dapat hidup tanpa tanah, ramah berdiri di atas tanah, bekerja
dan hidup sehari-hari di atas tanah, makanan utama beras juga ditanam dalam
tanah. Tanah juga menjadi tempat mengubur jasad orang yang meninggal,
bahkan tanah dianggap mengandung aspek spiritual, yaita tempat menghormati
dan memperingati arwah nenek moyang.™ Lebih lanjut ia menyatakan bahwa:
“adalah layak apabila dalam H Adat berbagai peraturan mengenai hak-
hak atas benda berpusat pada hak-hak atas tanah sedemikian rupa, bahwa
hak-hak atas tanah itu diperlakukan secara agak istimewa, vaitu berbeda dari
hak-hak atas benda lain yang bukan tanah™”

Mengenai kedudukan istimewa benda tanah ini dalam Hukum Adat
dalam hubungannya dengan sistematika pengaturan benda, Prof. Djuhaendah
Hasan mengatakan:

kedudukan istemewa tanah dalam Hukum Adat menyebabkan
pengaturan benda tanah sedemikian rupa sehingga dalam
sistematika Hukum Adat ketentuan hukum tanah dan transaksi
tanah mempunyai pengaturan tersendiri demikian pula terhadap
transaksi yang berkaitan dengan tanah, sedangkan bagi benda
selain tanah diatur terpisah dalam hukum perhutangan. Hukum
perhutangan mengatur tentang penguasaan hak atas benda bukan
tanah, perpindahan hak tersebut dan hukum tentang jasa-jasa.™

Pembagian hak atas tanah dalam Hukum Adat terdiri atas hak
persekutuan atas tanah dan hak perseorangan atas tanah. Van Vollenhoven™,

*Wirjome Prodpodi kera 1, OpCir, b b6,

T I,

*Djuhaerndah Hazan, Op O, sl

"Yan Vaollenbowven dalam Ter Haar, Asas-asei dan Swswrien Mok Adar, terjemaban Soebakel
Posespiopiko, Pradoya Paramia, Jakarta, 1979, h7 2
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menyebut hak atas persekutuan atas tanah ini dengan istilah beschikkingsrechi
dan diterfjemahkan hak purba (oleh Prof. Djojodigoeno), hak pertuanan (oleh
Prof Supomo), hak ulayat (dalam UUPA)™, Di samping itu dikenal pula istilah
panyampeto (Kalimantan), pawatasan (Kalimantan), wewengkon (Jawa),
prabumian (Bali), dan lain-lain sesuai dengan istilah adat setempat® Menurut
Prof Iman Sudiyat, yang dimaksud dengan hak purba atau hak persekutuan
atas tanah atau hak ulayat ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku (clan/gens/
stam), sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa
saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya ™
Ciri-ciri pokok hak ulayat adalah sebagai berikut;®

a) Hanya persekutuan hukum itu sendini beserta para warganya yang berhak
dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya;

b) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa
persekutuan tersebut; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran;

c) Warga sepersekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak
purba dengan restriksi; hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya
sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang [ain, ia dipandang
sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dabulu. Sedangkan
orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak
purba dengan izin Kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti,
miesi (recognitie, retributie) kepada persekutuan hukum;

d) Persekutuan hukum bertanggung-jawab atas segala hal yang terjadi
dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang
merupakan delik;

e) Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, diasingkan untuk
selamanya;

f} Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, vang sudah diliputi
oleh hak perorangan.

Hak perseorangan atas tanah ialah suatu hak yang diberikan kepada
warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah
hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan® Jenis hak perseorangan
yvang penting adalah: hak milik, hak yasan, hak wenang pilih, hak kinacek, hak

®lman Sadiyas, Hukuo Aded Skeran Asies, Liberty, Yopyakarns, 1981 b2
S ockamto, Mesingri Hakum Adad Indorestin, Raowall, lakarta, 1981, hoot
ran Sudiyat, Lo Cir,

#irhid,
Spbhid, b, 2.
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mendahula, hak menikmati hasil, hak pakai dan hak menggarap/mengolah,
hak imbalan jabatan, hak wenang beli. Penggunaan hak perseorangan atas
tanah ini harus memperhatikan hak persekutuan hukumnya, kepentingan
pemilik tanah lainnya, dan peraturan-peraturan Hukum Adat.™

Mengenai hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah, dan
hubungan antara hak pesekutwan (hak ulayat) dengan hak persorangan
dijelaskan oleh Prof. Bushar Muhammad sebagai berikut: ™

Di dalam hokom adat, maka antara masyarakat hukum sebagai
kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan
yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang
bersifat religio- magis.

Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan
masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah
tersebut, memanfaatkan tanah itw, memungut hasil tumbuh-
tumbuhan yang hidup di atas tanah ita, juga berburu terhadap
binatang-binatang yang ada disitu. Hak masyarakat hukum atas
tanah ini disebut sebagai hak pertuanan atau hak ulayai, dan
dalam literatur oleh C. van Vollenhoven disebut bc.ﬂ:hr'.kkmgfedﬂ.

Antara hak persekutuan ini (hak ulayat) dan hak para warganya
masing-masing (hak individu) ada hubungan timbal balik yang
saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antara individu
wargs persekutuan dengan tanah tersebut, maka, semakin
longgarlah kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan,
Sebaliknya bila hubungan individu dengan tanah tersebut menjadi
semakin lama semakin kabur, karena ditinggalkan atau kurang
terpeliharanya lagl, maka tanah dimaksud kembali lambat laun
masuk ke dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan,

Dalam hukum adat dikenal transaksi tanah dan transaksi yang
bersangkutan dengan tanah. Transaksi tanah lalah sejenis perjanjian timbal
balik yang bersifat riil, dilapangan hukum harta kekayaan, merupakan
salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobjek tanah. Pada transaksi tanah
terjadi penyerahan benda (sebagai prestasi) yang berjalan serentak dengan

il b 9.
= ymhar Mobhonmael dalam Yahdi Setiawan, If:llpl.f_'ll.,h. 187,
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penerimaan pembayaran tunai (seluruhnya, bisa sebagian, sebagai kontra
prestasi).”” Dalam pengertian tanah, termasuk juga perairan, misalnya empang/
tebat/ tambak ikan, dan transaksi dilakukan dengan bantuan atau kesaksian
kepala persekutuan hukum, agar menjadi “terang” (tidak "gelap”), artinya para
pihak terjamin atau terlindungi dari pihak ketiga™ Transaksi tanah terdiri
atas tiga bentuk, yaitu: pertama, menjual gadai, adalah menyerahkan tanah
untuk menerima pembayaran sejumlah vang secara tunai, dengan ketentuan
si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya
kembali; keduwa, menjual lepas, adalah menyerahkan tanah untuk menerima
pembayaran sejumlah vang secara tunai, tanpa hak menebus kembali; ketiga,
menjual tahunan, flah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran
sejumlah uang secara tunal, dengan janji. tanpa suatu perbuatan hukum
lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya, sesudah
beberapa tahun/beberapa kali panen (sesuai perjanjian)." Sedangkan transaksi
yang bersangkutan dengan tanah, misalnya transaksi bagi hasil, sewa, pinjam
uang dengan tanggungan tanah.""

Hukum adat menganut asas pemisahan horisontal (horizontal scheiding),
artinya pemilikan atas tanah dan benda atau segala sesuatu yang berada
di atas tanah itu adalah terpisah. Asas pemisahan horisontal memisahkan
tanah dan benda lain yang melekat pada tanah itu. Dengan demikian tanah
terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya atau pemilikan atas tanah
terlepas dari benda yang berada di atas tanah itu, sehingga pemilik hak atas
tanah dan pemilik atas bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda.
Menurut Prof. Djuhaendah Hasan, hukum adat menganut asas pemisahan
horisontal dan memisahkan hak atas tanah dari segala sesuatu yang melekat
padanya, berangkat dari pemikiran hukum adat yang meletakkan benda tanah
sedemikian tingginya dibandingkan dengan benda lainnya. Dalam hukum
adat penilaian dan penghargaan pada tanah adalah sedemikian rupa sehingga
tanah menjadi jenis benda yang sangat istimewa dan mendapat perlakuan
khusus dalam pengaturan hukummya ™

"man Sadlya, OpCk b 24,

Sfhil. h. 2.
=i,
“Ihid, h.37.

"Dijuhaendah Hasan, Op O, b, B
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D. Arti Penting Pembedaan Benda Bergerak dan Benda Tidak
Bergerak

Arti pentingggrerbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak
berkaitan dengan adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi
masing-masing golongan benda tersebut. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
menguraikan pentingnya pembedaan tersebut yang kemudian dikembangkan
(dengan perubahan dan penyempurnaan) oleh Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah
atas empat hal yaitu beckaitan dengan kedudukan berkuasa (bezit), penyerahan
(levering), pembebanan (bezwaring), dan daluarsa (verjaring). Riduan Syahrani
menambahkan arti pentingnya pembedaan benda bergerak dan benda tidak
bergerak tersebut menjadi lima hal dengan menambahkan kaitannya dengan
penyitaan (beslag).

Uraian kelima hal mengenai pentingnya pembedaan benda bergerak
dan benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan kedudukan berkuasa (bezir)

Berdasarkan ketentua.nas.al 1977 ayat (1) BW bahwa barang siapa yang
mengusai benda bergerak dianggap sebagai pemilik, artinya bezit ter dan benda
bergerakadalah eigenaar dan bendatersebut. Dengan demikian bezit atas benda
bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna. Terhadap benda tidak bergerak
tidak berlaku ketentuan ini, artinya seseorang yang menguasai ( bezitter) benda
tidak bergerak belum tentu pemilik {eigenaar) benda tersebut.

2. Dalam kaitan dengan penyerahan (levering)

1

Berdasarkan ketentuan Pasal 612 BW bahwa penyerahan benda bergerak
dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feifeliike leveringl. Dengan
demikian pada benda bergerak penyerahan nyata (fertelirke levering) sekaligus
penyerahan yuridis (juridische levering). Sedangkan berdasarkan ketentuan
pasal 616 BW bahwa penyerahan benda tidak bergerak harus dilakukan
dengan balik nama pada daftar umum, artinya penyerahan benda tidak
bergerak dilakukan melalui pengumuman akia yang bersangkutan dengan
cara schagaimana diatur dalam Pasal 620 BW, yaitu membukukannya dalam
register.
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Ketentuan penyerahan benda tidak bergerak sebagaimana disebutkan
di atas ternyata tidak pernah diberlakukan, karena penyerahan benda tidak
bergerak dilakukan berdasarkan ketentuan lama Overgabrijvings Ordonnantie
S. 1834 No. 27, yaitu terdapat dalam Pasal 24 OV (Bepalingen omivent de
invoering van en de overgang tot de nicuwe welgeving).”

Pengaturan penyerahan benda tidak bergerak ini kemudian mengalami
perubahan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pendafiaran hak atas
tanah dan peralihan haknya menurut ketentuan Pasal 19 UUPA  dan
diawr lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang
kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut ditetapkan
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 dan kemudian
dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2019, selanjutnya
dilakukan perubahan ketiga dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021. Pada tahun
2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Masional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap, Selanjutnya ditetapkan pula Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,
dan Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian ketentuan pengaturan penyerahan benda ggak bergerak juga
mengalamiperubahan dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun (UURS). Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UURS
bahwa hak milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) UURS dapat beralih dengan cara pewarisan atau dengan cara
pemindahan hak sesuai dengan ketentun hukum yang berlaku. Pemindahan
hak tersebut dalam ayat (1) menurut ayat (2) dilakukan dengan akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan pada Kantor Agraria (sekarang
Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten atau Kota yang bersanghkutan menurut

=5l Soedewi Masjchoen Sobwan. Op Cit, b, 23 danc Ny, Hi Frieda Huani Flashallah, OpO8., b, a4,
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Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Dalam
perkembangannya kemudian Undang-Undang Neo 16 Tahun 1985 ini diganti
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dalam
Pasal 45 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Rumah Susun ini disebutkan bahwa
penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun umum dan penguasaan
terhadap satuan rumah susun pada rumah susun komersial dapat dilakukan
dengan cara dimiliki atan disewa. Selanjutnya dalam Pasal 54 Undang-
Undang Rumah Susun ini disebutkan bahwa satuan rumah susun umum yang
memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa
oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); setiap orang yang memiliki
satuan rumah susun umum hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada
pihak lain dalam hal; a, pewarisan; b, perikatan kepemilikan rumah susun
setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; dan c. pindah tempat tinggal yang
dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari yang berwenang; pengalihan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ¢ tersebut hanya dapat dilakukan
kepada badan pelaksana {lihat Pasal 54 ayat (1), (2}, dan (3} Undang-Undang
Rumah Susunl.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang
No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, disebutkan bahwa
pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan atau
dengan cara pemindahan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pemindahan pemilikan rumah tersebut
menurut ketentuan ayat (2) dilakukan dengan akta otentik, yaitu akta yang
dibuat dihadapan pejabat yang berwenang" Dalam perkembangannya
kemudian Undang-Undang No, 4 Tahun 1992 diganti dengan Undang-
Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman
ini ditentukan bahwa rumah tunggal, ramah deret, dan/atau rumah susun
yang masth dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui
sistem perjanjian pendahuluan jual beli™ sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Perjanjian pendahuluan jual beli tersebut dilakukan

=y Hi. Frieda Hosnd Hasballah, 1dd

=Yamy dimaksad dengan “perjanjian pendahuluan jual beli™ adalah kesepakatan melakukon jusl beli
rumah yang masih dalam proses. pembatgunan antire cabon pembedi rumah dengan penyedia rumah
yang diketahui oleh peiabat yang berwenang { Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perumaban
dap Eawasan Permukiman) .
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setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status pemilikan tanah; b.
hal yang diperjanjikan; c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; d.
ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan e keterbangunan
perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) {lihat Pasal 42 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman].

3. Dalam kaitan dengan pembebanan (bezwaring)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 BW, pembebanan terhadap benda
bergerak harus dilakukan dengan gadai (Pand), sedangkan berdasarkan
ketentuan Pasal 1162 BW pembebanan terhadap benda tidak bergerak harus
dilakukan dengan hipotek (hyphoteek). Dalam perkembangannya, dengan
berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), maka
atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat
dibebankan dengan Hak Tanggungan. Sedangkan ketentuan tentang hipotek
sebagaimana diatur dalam Buku II BW hanya dapat dibebankan atas pesawat
terbang (sesual dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No, 15 Tahun
1992 tentang Penerbangan). Ketentuan ini kemudian dicabut dan digantikan
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (lihat
pasal 71 Undang-Undang Penerbangan). Dan atas kapal laut (sesuai dengan
ketentuan Pasal 314 KUHD dan Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran).

4. Dalam kaitan dengan kadaluarsa (verjaring)

Terhadap benda bergerak tidak dikenal kadaluarsa (verfaring), sebab
bezit disini sama dengan eigendom atas benda bergerak itu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (1) BW: bezit atas benda bergerak adalah
sama dengan eigendom, artinya ketika seseorang menguasai benda bergerak,
maka sejak saat itu pula ia dianggap sébagai pemilik. Sedangkan terhadap
benda tidak bergerak berlaku ketentuan kadaluarsa (verjaring), sebagaimana
terdapat dalam ketentuan Pasal 610 BW yang menentukan bahwa hak milik
atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluarsa. Menurut ketentuan Pasal
1963 BW, sescorang memperoleh hak milik (menjadi pemilik) atas benda/
hak melalui daluarsa jika dalam waktu 20 (dua puluh) tahun menguasai suatu
benda tidak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus
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dibayar atas tunjuk dengan itikad baik (jujur) dan dengan alas hak yang sah.
Namun jika seseorang menguasainya dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun
asal dengan itikad baik (jujur), maka tidak perlu menunjukkan alas haknya,
dapat memperoleh hak milik {menjadi pemilik). Ketentuan tentang daluarsa
(verjaring) terhadap benda tidak bergerak (tanah) ini kemudian tidak berlaku
lagi dengan berlakunya UUPA dan ketentuan peraturan pelaksanaannya.

5. Dalam kaitan dengan penyitaan (beslag)
1

Dalam hal revindicatoir beslag, yaitu penyitaan untuk mendapatkan
kembali bendanya sendiri hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda
bergerak. Sedangkan dalam hal executoir beslag yaitu penyitaan untuk
melaksanakan keputusan pengadilan harus dilakukan terlebih dahubu terhadap
benda-benda bergerak. Jika tidak mencukupi untuk membayar hutang tergugat
kepada penggugat, baru dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak.™

E. Hak Kebendaan

1. Pengertian hak kebendaan

Prof., Sri Soedewi Masjchoen Sofwan merind hak perdata kemudian
dikembangkan Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah sebagai berikut:*

a. Hak mutlak (absolut), yang terdini atas:

1} Hak abosolut atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan (zakelijke
recht), dan diatur dalam Buku II BW;

2) Hak absolut yang berkaitan dengan pribadi, disebut juga hak
kepribadian (persoonlitkehelds recht), misalnya hak hidup, hak
merdeka, hak kehormatan, dan lain-lain;

3) Hak absolut yang berkaitan dengan orang dan keluarga, disebut juga
hak kekeluargaan (familicheidsrechr), misalnya hak-hak yang timbul
dari hubungan hulum antara orang tua dan anak, antara wali dan
anak, dan lain-lain;

4) Hak absolut atas benda tidak berwujud, disebut juga immaterice
recht, misalnya, hak merek, hak paten, dan hak pengarang;

b. Hak nisbi (relatif) atau hak perorangan ( persoonlijke recht), yaitu hak yang
timbul karena adanya hubungan perikatan, dan diatur dalam Buku 11 BW,

*Riduan Syahrani, OpCll, b 1L
ek Soedewi M asichoen Salwan, ﬂp.i.‘ll.,ll 2, dan H‘." Hi Frieda Hu=ni ]'!i.'ﬂ'l-ﬂllh,l-.lp'.fl‘] - b A49-50,
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Berdasarkan pembagian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak
kebendaan merupakan bagian dari hak perdata, dan tidak semua hak absolut

adalah hak kebendaan." 0
-
Hubungan hukum antara seseorang dengan benda menimbulkan
hak atas benda atau hak kebendaan (zakelijke recht), yaitu hak absolut yang
memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk

menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda itu berada.

Berdasarkan pengertian hak kebendaan { zakelijke recht) tersebut di atas,
Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan juga Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah
mengemukakan ciri-ciri hak kebendaan itu sebagai berikut:®

a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atau bersifat absolut, yaitu
dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;

b. Hak kebendaan mempunyai zaakgevolg atau droit de swite (hak yang
mengikuti), artinya suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau
hak yang mengikuti bendanya ditangan siapapun (het recht wolgt de
eigendom van de zaak);

c. Hak kebendaan mempunyai droit de preference (hak terlebih dahulu/
prioritas), artinya hak vang didahulukan atau diutamakan di antara para
kreditor;

d. Hak kebendaan mempunyai hak menuntut kebendaan ( revindicatie), yaitu
hak menuntut/menggugat pengembalian haknya dalam keadaan semula.
Tuntutan/gugatan dapat berupa hak menuntut kembali benda vang
bersangkutan, hak menuntut pemulihan benda dalam keadaan semula,
hak menuntut ganti rugi dan sebagainya;

e. Hakkebendaan mempuonyai hak sepenuhnya untuk memindahkan, artinya
pemindahan sepenuhnya suatu hak kebendaan dapat dilakukan misalnya
dalam hal pemilik ingin menjual bendanya, tidak periu minta persetujuan
pihak lain.

2. Perbedaan hak kebendaan dengan hak perorangan

1
Hubungan hukum antara seseorang dengan benda Emimhuﬂ:m
hak atas benda atau hak kebendaan (zakelijke recht), vaitu hak absolut yang
memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk

“Hy. Hj. Freida Hosni Flashallit 1, fiid., . 50,
“ari Socdewi Masichoen Sofwan, Op. i, b 25-26, dan Ny, Hi, Frieda Husni Hasbullah 1, GpCie, b,
53-54,
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menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda itu berada. Hak

kebendaan ini diatur dalam Buku Il BW. Sedangkan hubungan hukum antara
seseorang dengan seseorang yang lain menimbulkan hak tgghadap seseorang
atan hak perseorangan (persoondijke recht), yaitu hak relatif yang memberikan
kekuasaan kepada seseorang yang berhak untuk menuntut seseorang tertentu
yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hak perseorangan
ini diatur dalam Buku IIT BW,

Antara kedua hak perdata tersebut, yaitu hak kebendaan (zakelijke
recht) dan hak perseorangan (pesoonlijke recht ) terdapat perbedaan- perbedaan
sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sri Seedewi Masjchoen Sofwan, yang
kemudian dikembangkan oleh Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, dan Riduan
Syahrani, sebagai berikut-"*

a. Hak kebendaan bersifat mutlak (absolut), artinya dapat dipertahankan
terhadap tuntutan setiap orang, atau berlaku terhadap setiap orang,
Sedangkan hak perseorangan bersifat nisbi (relatif), artinya hanya dapat
dipertahankan terhadap seseorang tertentu, atau berlaku terhadap
sesenrang tertentu saja;

b. Dalam hak kebendaan terdapat hubungan hukum secara langsung
antara seseorang dengan suatu benda; sedangkan dalam hak perorangan
menimbulkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih berkaitan

ngan suatu benda atau suatu hal tertentu;

c. Hakkebendaan umumnya berlangsung lama, sedangkan hak perseorangan
umumnya ditujukan untuk pemenuhan prestasi dalam waktu yang tidak
terlalu lama yaitu dengan dipenuhinya prestasi tersebut hak perseorangan
pun lenyap;

d. Jumlah hak kebendaan terbatas pada apa yang hanya ditentukan undang-
undang. Sedangkan hak perseorangan jumlahnya tidak terbatas pada apa
vang telah ditentukan dalam undang-undang, karena hak perseorangan
timbul dan berbagai macam perjanjian sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;

e. Hak kebendaan bersifat diutamakan atau didahulukan, sedangkan hak
perorangan mengenal asas kesamaan atau keseimbangan hak, artinya
mana yang lebih dulu terjadi atau kemudian, tingkat atay nilainya sama
saja, jadi tanpa memperdulikan vrutan terjadinya;

=hri Socdewi Masjchoen Salfwan, dikl. b, 25-27; Ny, Hi. Frieda Husnd Hasbuollah 1, HWd, b 54-56;
Ridyspn Srahra.n I, ﬂlp.f.'lr., h, 114-117.
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. Dalam hak kebendaan dapat dilakukan gugat kebendaan dan dapat
dilakukan terhadap stapa saja yang mengganggu haknya, sedangkan dalam
hak perorangan hanya dapat dilakukan gugat perorangan dan hanya dapat
dilakukan terhadap pihak lawannya dalam perjanjian;

g. Dalam hak kebendaan pemindahan (hak untuk memindahkan) dapat
dilakukan sepenuhnya, sedangkan pada hak perorangan kemungkinan
untuk memindahkan adalah terbatas;

h. Dalam hak keh-endaandjkﬁn al berlakunya asas perlindungan sebagaimana
vang diberikan oleh Pasal 1977 ayat (1) BW vaitu bahwa seseorang yang
secara jujur menguasai benda-benda bergerak dilindungi, sedangkan
dalam hak perseorangan tidak dikenal asas perlindungan.

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam praktik
pembedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan sangat sumier tidak
mutlak lagi. Pada tiap-tiap hak itu ditemukan adanya hak kebendaan dan
hak perorangan. Hanya saja titik beratnya yang berfainan. Hak yang serupa
dikemukakan pula oleh Ny, Hj. Frieda Husni Hasbullah, bahwa pembedaan
hak kebendaan dan hak perorangan kadang tidak tajam atau batasnya menjadi
kabur. Di satu sisi ada hak kebendaan yang kehilangan cirinya atau memiliki
ciri hak perorangan, di lain sisi ada hak perorangan yang menunjukkan ciri
hak kebendaan. Beberapa contoh dikemukakan Prof. Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan yang kemudian dikembangkan Ny, Hj. Frieda Husni Hasbullah sebagai
berikut:'™

a. Hak perorangan yang mempunyai sifat hak kebendaan, yaitu mempunyai
sifat absolut (mutlak), seperti perlindungan terhadap hak penyewa dalam
perjanjian sewamenyewa, Perlindungan kepada penyewadari ganggunaan
dari pihak ketiga atas ggsar Pasal 1365 BW.

b. Hak perorangan yang mempunyai sifat hak kebendaan, yaitu mempunyai
sifat mengikuti bendanys (droit de suite), seperti hak sewa senantiasa
mengikuti bendanya. Perjanjian sewa menyewa tidak akan putus
dengan berpindahnya/dijualnya barang yang disewa atau jual beli
tidak mengakibatkan putusnya sewa menyewa. Dengan demikian sewa
menyewa yang menimbulkan hak perorangan juga mengandung hak
kebendaan, karena hak sewa terus mengikuti bendanya

¢. Hak perorangan yang mempunyai sifat hak kebendaan, yaitu mempunyai
sifat didahulukan atau prioritas (dreit de preference), seperti dalam hal

“E5A Soedewt Masichoen Sofwan, Thigl, |y, 28, My. Hy. Frieda Husni Hasballah 1, Ikid., b, 5759,
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perjanjian jual beli atau sewa menyewa. Ketika pembeli atau peyewa
pertama berhadapan dengan pembeli atau penyewa kedua, maka pembeli
atau penyewa pertama akan didahulukan.

Hak kebendaan yang mempunysai sifat hak perorangan, seperti sifat droit
de suite yang menjadi tidak mutlak lagi. Menurut prinsip droit de suite
dalam hak kebendaan, hak milik seharusnya tetap mengikuti pemiliknya,
tetapi dalam hal ketentuan Pasal 1977 ayat (1) BW pihak ketiga yang jujur
dilindungi, maka bila terjadi jual beli atas suatu barang, maka pembeli
yang jujur yang dilindungi, sedangkan pemilik sejati harus terlebih dahulu
menuntut pengembalian barangnya dari pembeli yang jujur. Dengan
demikian sifat droit de swife atas benda bergerak tidak mutlak bahkan
sudah bersifat relatif.

Hak kebendaan yang mempunyai sifat hak perorangan, seperti dalam
hal hutang piutang yang difstimewakan (bevoormgghteschulden). Hutang
piutang mempunyai sifat hak kebendaan dan diatur dalam Buku II
BW, tetapi materinya diatur dalam Buoku Il BW yang pada dasarnya
mempunyai sifat hak perorangan.

Pembedaan hak kebendaan
Hak-hak kebendaan yang diatur dalam Buku 11 BW dapat dibedakan

atas 2 (dua) macam, yaitu: hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan
(zakelifk genotsrecht), dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan
(zakelitk zakerheidsrecht ).

a. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan
1) Materiil
Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (zakelijk
genotsrecht) dapat terjadi atas benda milik sendiri dan dapat juga
terfadi atas benda milik orang lain. Dalam ketentuan Buku I BW
vang dimaksud dengan hak atas benda milik sendiri adalah hak

milik (eigendom) dan hak menguasai atau kedudukan berkuasa
(bezit). Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas benda milik
orang lain adalah hak usaha (erfpacht),” hak numpang karang

“iErfpachl adalab hak kebendaan yang memberikan kepada pemegangnya, hak untuk meniknac
secara penuly bendas milik omng lain deogan kewaiiban membayar kepada pemiBiknya sejumbh uang
fewn disebiu conon (Pasal 720 B L
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(apstal),"” hak pakaiatau menikmati hasil (vruchigebruik),"" hak
pengabdian pekarangan (servituut atau erfdienstbaarheid)."™

Hak-hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan baik
yang terjadi atas benda milik sendiri ataupun atas benda milik
orang lain, yaitu eigendom, bezit, erfpacht, epstal, vruchigebruik,
dan servituut/erfdiensthaarheid, yang diatur dalam Buku I1 BW
yiang pada dasarmya berasal dari hak-hak Barat, yang berkaitan
dengan tanah, dengan berlak UUPA dinyatakan tidak
berlakn lagi. Dalam UUPA diatur hak-hak atas tanah antara lain
yaitu hak milik," hak guna usaha,"™ hak guna bangunan,"" hak
pakai.™ Di samping itu disebutkan pula hak-hak yang lain atas
tanah, yaitu hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil
hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-
hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53

Dengan demikian yang dibicarakan dalam tulisan ini hanyalah
hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan atas
benda milik sendiri yaitu hak milik atas benda bergerak/benda
yang bukan tanah, dan bezit atas benda bergerak/benda yang

Mgt sdalah hek kebendaan yang memberikan hepada pom egangiyo hek uniuk memiliki bengunan
arai tanaman di aias sk ik orang lakn (Pasa 7o Bwp

“ Veuchigabrick addah hak kebendaan ving memberikan kepada pemegangnya hak unnik menarik
hauil dari berala mitik orang lain seolab-oish benda tersebut miliknya sendini ( Pasal 756 BW).

“Servim {Egdiensthaarfeid) adalsh susty beban yang diletakkan atns suatu pekarangan guna
keperiuan atau kepentingan pekarangan yang berbamsan (Pasal 674 BW)

“"Hak Milik adalah hak mran-temurun, terkuat, dan erpenuh yang dapai diponyal omng atas tanah,
denpan mengigat ketenman Pasal 6 (Pasal 20 aym (1] ULTPAL

Hak Guna Usaha sdafaly hak untuk meéngusahakan tanab vang dikussd langsung oleh Negam,
dalsm jatgka wakiu sebagaimana tersebal dalam Pasal 29, guna perusaboan pertanian, perikatan, atay
petermakan |Pasal 28 avat (1} ULFPA]L, Kemudian Peratara Pemernfal Moo 40 Tabom] 996 tentang Hak
Grna Usaha, Hak Guna Bangenan, Hak Pakal (PP 400 1996), menainbah obpek Hak Gana Usaha bidang
perkohiaman.

"Hak Guna Bangunan sdalah hak untuk mendirtan dan mempunyad bangunan sas b yang
baukan mikknyn sendird, d.rnau.n pnska walkciu Fﬁllnﬂ.lulu_ﬂl taduan dan bisa i:lapn'[ru.prn.na antuk jangka
wakiu paling luma 3¢ tnhun (Pasal 35 UUFA) Menurwi Pasal 21 PP 4001996, tanak yong dapat diberikan
denpan Hak Guna Bangunan adalah tansh negara, tanah Hak Pengelodasn, stau tamah Hak Milik,

“Hak Pakal adalah kak uniuk mesggenakan den/ean memungat hestl dard tanah pang dikaoss
langsing oleh megars afau tanah milik orang lain, yang memberikan wiwenang dan Kewaiiban yang
shiteriukan dalam keputusan pembetianivva odeh pejabat vaig berwenang memberikannya ataw dalam
perjanjian dengan pemilik tunshaya, vang bukan perjanjian sewa-menyewn atan perjanjian pengolahan
tanaly {Pasal 41 ayat (1] ULUPA|.
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bukan tanah. Sedangkan untuk hak kebendaan yang bersifat
memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain yaitu hanya
bezit atas benda bergerak/benda bukan tanah, hak memungut
hasil atas benda bergerak/benda bukan tanah, dan hak pakai dan
mendiami atas benda bergerak/benda bukan tanah

2} Immateriil
Di samping hak-hak kebendaan yang telah disebutkan di atas,
sebenarnya diluar BW juga ada diatur beberapa hak kebendaan

lain yang bersifat monopolitis dan absolut, yaitu hak-hak
atas benda immaterial, seperti hak merek, hak dpta, dan hak

paten.
b. hak kebendaan yang memberi jaminan

Hak kebendaan yang bersifat memberikan  jaminan  (zakelifk
zekerheidsrecht) ini pada prinsipnya terjadi atas benda milik orang
lain. Hak kebendaan vang bersifat memberikan jaminan yang diatur
dalam Buku Il BW ini pada awalnya terdiri atas gadai (pand) dan
hipotek (hypotheek). Setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak
Tanggungan), hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang
diatur dalam Buku II BW hanya meninggalkan Gadai saja, karena dengan
berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka hipotek
atas tanah dan segala benda-benda yang berkaitan dengan tanah menjadi
tidak berlaku lagh. Namun demikian lembaga hipotek masih dipergunakan
untuk pesawat terbang atas dasar Undang-Undang No.15 Tahun 1992
tentang Penerbangan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut Undang-
undang Penerbangan). Demikian pula untuk kapal laut dapat dijadikan
jaminan hipotek, atas dasar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (selanjutnya disebut KUH Dagang) dan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang
Pelayaran).

Diluar ketentuan Buku 11 BW, terdapat pula lembaga jaminan kebendaan,

yaitu Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hak Jaminan atas Resi Gudang, Awalnya
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lembaga Fidusia berkembang melalui Yurisprudensi, kemudian diatur dengan
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak Tanggungan
merupakan lembaga jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah, yang diamanatkan oleh Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut
UUPA) sebagai pengganti Hypotheek dan Credietverband. Hak Tanggungan
ini baru diatur dengan Undang-Undang setelah berlakunya Undang-Undang
Nuo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah. Sedangkan Hak Jaminan atas Resi Gudang
merupakan lembaga hukum jaminan tersendiri di lvar lembaga-lembaga
jaminan yang telah ada (gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia). Hak
Jaminan atas Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang
No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeoer 9 Tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang.

4. Privilege, hak reklame dan hak retentie
a. [Privilege

Dalam sistematika Buku [1 BW, privilege termasuk yang diatur dalam
titel XIX dari Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 tentang piutang-piutang
yvang diistimewakan yang pembayarannya harus didahulukan dari pada
piutang- piutang vang lain. Jadi privilege termasuk jenis piutang yang diberikan
keistimewaan atau piutang yang lebih didahulukan (hevoorrechte schulden).
Dasar hukum dari adanya piutang-piutage yang diistimewakan atau yang
didahulukan itu dimulai dari ketentuan Pasal 1131 BW yang menentukan
bahwa: semua benda kepunyaan sescorang (debitor) baik vang bergerak
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan
ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua hutang-hutangnya.
Selanjutnya dalam Pasal 1132 BW ditentukan bahwa: semua benda kepunyaan
debitor tersebut menjadi jaminan semua orang yang mempunyai piutang
kepadanya, dan pendapatan penjualan benda-benda itu harus dibagi di antara
Semud orang yang mempunyai plutang menurut perimbangan jumlah piutang
masing-masing, kecuali apabila di antara mereka yang mempunyai piutang itu
ada yang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk didalnggkan daripada
yang lainnya. Rumusan pada bagian akhir Pasal 1132 BW: ., kecuali apabila
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di antara mereka yang mempunyai piutang itu ada yang oleh undang-undang
telah diberikan tuk didahulukan dari pada yang lainnya, ini kemudian
ditegaskan dalam 1133 BW bahwa mereka yang telah diberikan hak
untuk didahulukan itu adalah para kreditor yang mempunyai hak-hak yang
timbul dari privilege, pand dan hypotheek.

lika diperhatikan rumusan Pasal 1131 BW, Pasal 1132 BW, dan Pasal
1133 BW, maka sebenarmya privilege bukan merupakan hak kebendaan, hanya
merupakan hak untuk lebih didahulukan atau diistimewakan dalam pelunasan
atau pembayaran piutang. Oleh karena itu banyak penulis yang menyatakan
tidak tepat diatur dalam Buku IT BW, dan mereka menyarankan lebih baik
diatur di luar BW yaitu masuk hukum acara perdata, lebih tepatnya masuk ke
bagian hukum eksekusi {executierecht), karena hak untuk lebih didahulukan
atau diistimewakan ini menjadi penting dalam kaitan dengan eksekusi dan
kepailitan."" Namun demikian ada juga yang berpendapat lain, meski tidak
murni bersifat kebendaan, tapi hubungannya dengan benda sedemikian dekat,
sechingga sangat beralasan diatur dalam Buku Il BW, bahkan ahli hukum
Belanda ]. H. Fasevur mengemukakan bahwa hak yang didahulukan piutang
istimewa yang berasal dari undang-undang yang dikenal namanya dengan
“privilege” termasuk dalam kelompok hukum jaminan.™ Memang meski
bukan hak kebendaan, namun dalam beberapa hal privilege mempunyai sifat
kebendaan dan menunjukkan sifat droit de suite, dengan demikian dianggap
memberikan jaminan juga, oleh karena itu diatur bersama-sama dengan pand
dan hipotek. Jadi privilege juga merupakan hak vang memberikan jaminan
tapi bukan merupakan hak kebendaan, Ini juga yang mungkin menjadi
pertimbangan pembentuk undang-undang menempatkan pengaturan privilege
sejajar dengan hak-hak kebendaaan lain dalam Buku [1 BW"™

Pasal 1134 BW memberikan pengertian tentang privilege adalah suatu
hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor di atas kreditor
yang lain semata-mata karena berdasarkan sifat dari piutangnya. Jadi privilege
bukan jaminan yang bersifat kebendaan dan bukan juga jaminan yang bersifat
perorangan, tapi juga memberikan jaminan terhadap benda.'* Dengan

el Soedewt Masichoen Sabwan, Op, Cir, b 31

aram Darus Badiulzaman 1, OpiCie, k. 85

i Soedew Masjcloen Solwan, Loc, CiF,

My, Hj. Frieds Husni Hasbullah menyebutkan cin-cirifsifat-sifat Privilege adalah: o Privilege baru
ada kalan I:r:l:;l-il. penyitasn b-p.r.u‘g dan hasil 'Pﬂ1'l.l-'l|ll1l1:|-'d. tidak Luhup untuk men1hura.r seluruh ]'H.'II.H.HE
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demikian terdapat perbedaan antara hak kebendaan (yaitu hak atas sesuatu
benda) dengan privilege (yaitu hak terhadap suvatu benda, benda debitor).
Meski privilege memberikan jaminan, tapi berbeda dengan gadai (pand)
dan hipotek, karena adanya gadai (pand) dan hipotek karena diperjanjikan,
sedangkan privilege diberikan atan ditentukan oleh undang-undang. Demikian
pula privilege bukan jaminan perorangan, karena hak perorangan timbul pada
saat perjanjian terjadi, sedangkan privilege timbul jika benda-benda yang disita
tidak mencukupi untuk melunasi hutang. ™

Mengenai kedudukan/tingkatan (ramgorde) antara gadai [mﬂ dan
hipotek dengan privilege, dapat dijelaskan sebagai berikut: gadai (pand) dan
hipotek mempunyai kedudukan lebih tinggi dari privilege, kecuali ditenitukan
lain oleh undang-undang. Sedangkan gadal (pand) dan hipotek tidak ada
persoalan tingkat, karena objek gadai (pand) mengenai benda bergerak,
sedangkan hipotek mengenai benda tidak bergerak.

1
Privilege terdiri atas dua macam, yaitu: 1). Privilege yang diberikan
terhadap benda-benda tertentu dan; 2). Privilege yang diberikan terhadap
semua kekayaan orang yang berhutang. Privilege yang pertama kedudukannya
lebih tinggi dari privilege yang kedua.
1) Piutang-piutang yang diberikan privilege terhadap benda-benda tertentu
adalah:

a) Biaya-biaya perkara yang telah dikeluarkan untuk penyitaan dan
penjualan suatu benda (biaya eksekusi) dalam hal menjalankan
keputusan atau penetapan pengadilan;'"*

g Tunggakan uang sewa dari tanah atau rumah beserta ongkos-ongkos

perbaikan yang menurut undang-undang dipikul oleh penyewa;''*
g H:ll-l'ga daribenda-benda h-EI'FI.‘Ik yang belum ﬂ_ﬂ];}rg_r oleh Ffmhdlf 18

kepada keeditor b Privilepe tilak meémberikan beouscem langsing terfudag wian benda; & Meruprakan
hak terhadap benda debitor; 4 Merupakan hak unnk didabudukan dalam pelunseannya (By. Hi. Friada
Husiii Hasbullab, Hubues Keberdemn Perdintn Hak-Hak Toag Mernberd Toarnan, B 176). (Selanfrtmya
disebut My Hj. Freeda Husnl Hasbullak £)

"THg Hj. Inda Husni Habullah 2, fad, b 178

“Pustang ind lehih didaholulan dadpads piutang-phuteng yang hin Bahkan, leblh didahulukan
daripads pand dan hypotheek Sebob biaya-biaya ini ditgjukan wntek keperkian semun piotang, dan
hanyn dengan mengebiarkan blaya-blaya inl benda-bends u dapat dijual lelang (Riduan Syahrani,
OpCir, h. 151§

"‘Pmug]han!q sewadan onghos-ongkos perbatkan ini mempunyal peivitige terhadap benda -benda
petabot {mienilsletr) yang beradd dalam romsal itu di atas tinab terselat (Riduan Syahrand, ),

“*fika yang belumn dibayar harganya ini disita; penjual benda tersebun mendapat privilge ams
pesdspatan penjualan beada i, dengan tidak mempedulikan apakah dalam penjualen semula it
tﬂ'pup.:il.ﬁm ppnl:nprm kontan st secara nnhrh:ﬂ I:ilu:ll.l.m S.Fhrml,fﬁ.l.d, k. 192},
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3 Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu

benda;"”

¢} Biaya-biaya pembuatan suatu benda yang belum dibayar.''*

g Piutang-piutang yang diberikan privilege terhadap semua kekayaan orang
yang berutang adalah:

a) Biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan hakim yang
disebabkan oleh penyitaan dan pelelangan benda-benda milik orang
yang berutang;

Biaya-biaya untuk mengubur orang berutang yang meninggal

meninggal dunia;*

Upah buruh untuk satu tahun dan tahun kerja yang sedang berjalan;
Penagihan karena pembelian makanan untuk hidup sehari-hari yang
diperiukan orang yang berutang dan keluarganya selama 6 bulan yang
paling akhir;

f) Penagihan uang penginapan dan perawatan dalam asrama satu tahun
yang terakhir;

g) Piutang orang yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah
pengawasan curalele  terhadap seorang wali atau curater, yang
disebabkan oleh kekurangan dalam mengurus harta benda orang
vang belum dewasa dan orang yang diawasi itu, yvaitu sepanjang
jaminan-jaminan mereka tidak mencukupi,

b. Hak Reklame

b)
dunia;
ﬂ Biaya-biaya pengobatan sakit penghabisan dari orang berutang yang
)
e

Seorang penjual benda bergerak yang belum menerima pembayaran
harga bendanya, mempunyai hak yang diberikan kedudukan istimewa
(privilege) atas hasil penjualan benda tersebut, jika benda itu masih berada
ditangan si pembeli (si berhutang), dengan tidak membedakan apakah
penjualan telah dilakukan dengan cara tunai atau dengan cara kredit.

" 'Tthpmda yang diselamathan ini disita dan dijual, bioys-biava untuk menyelamatkan benda tersebus
dapat diElb lebih dahulo dari pendapatan penjualan benda iu {Riduan Syahrani, (i )

"“*fika bemida yang telah dibuat ini disita dan dijal, pembust benda tersebut mendapat priviles atis
pendapa aalan benda btu (Riduan Syahrand, lbad )

""Hakim dapat mengurang jumlal bisya i vang dapat didabululan spabils basye-biaya pengubisran
ind ada ¥ rlabu tinggi [ Riduan Syabrani, thid. ).

“'Biaya-biaya yung dimaksudkan di sini tidak benys mediputi upab dokrer melainkan jugs meliputi
vang pembelian obal-gbatan dan perawatan di remah saki (Riduan Syahrant, T,
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lika penjualan dilakukan dengan cara tunai, menurut ketentuan Pasal
1145 BW, kepada si penjual diberikan hak untuk menuntut atau meminta
kembali bendanya yang bendanya itu masih di tangan si pembeli dalam
keadaan semula, asal saja permintaan kembali itu dilakukan dalam wakiu
30 hari setelah penyerahan benda tersebut kepada si pembeli. Hak meminta
kembali ini dinamakan hak reklame. Hak reklame yang ditentukan dalam BW
ini hanya dimaksudkan untuk jual beli benda secara kecil-kecilan saja, dan
biasanvya dilakukan dengan cara tunai ™

Di samping diatur dalam BW, hak reklame juga diatur dalam ketentuan
WVE [ Wethoek van Koophandel), yaitu pada Pasal 230 dan selanjutnya, namun
ketetentuan dalam WvK ini hanya berlaku dalam hal si pembeli dinyatakan
pailit. Lagi pula ketentuan tentang hak reklame dalam WvK ini dimaksodkan
untuk jual beli benda secara besar-besaran yang banyak dilakukan dengan cara
kredit."™*

Hak reklame yang diatar dalam WvK ini tidak dianggap sebagai suatu
penagihan dari seorang berpiutang, sebab berdasarkan ketentuan dalam
Failissement Verordening (Peraturan Failisemen) semua penagihan piutang
terhadap si pailit harus diajukan kepada Wesskamer (Balai Harta Peninggalan)
untuk kemudian disahkan dalam rapat verihkasi. Hal ini tentu berbeda dengan
ketentuan dalam BW, hak reklame merupakan suatu tuntutan. Hak reklame
dalam ketentuan BW dianggap mirip dengan swatu hak kebendaan, oleh
karena itu diatur dalam Buku [T BW*

Jika benda bergerak sudah dijual dan diserahkan tetapi harga benda
tidak telah dibayar sepenuhnya, sedangkan si pemilik pailit, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 230 WK, si penjual berhak menuntut kembali atau melakukan
hak reklame sebagai berikut:"

1) Dengan tidak memperhatikan apakah jual beli telah dilakukan tunai atau
kredit;

2) Dalam hal barangnya disimpan oleh seorang pihak ketiga;

3) Dalam jangka waktu 60 hari setelah barangnya diletakkan di rumah st
pembeli atau rumah pihak ketiga;

4) Barangnya harus masih berada dalam keadaan semula,

Siswheba], O Cif. b9

= i,

i,

g Hi Fricda Hussnd Hasbalbsh 3, OpoCir, b 1B
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Bila si pembeli telah membayar sebagian harganya, maka si penjual
berhak meminta kembali benda-bendanya, asal saja di penjual mengembalikan
uang vang telah diterimanya itu kepada Weeskamer selaku kurator dalam
fallisemen. Juga bila si pembeli telah menggadaikan sesuam barang, maka
si penjual dapat meminta kembali barang-barang tersebut, asal saja ia
mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya. Hal yang berbeda terjadi
dalam hal si pembeli telah mengakseptir suatu wesel, maka si penjual barang
kehilangan haknya untuk meminta kembali barangnya. Artinya, undang-
undang mempersamakan akseptasi suatu wesel dengan suatu pembayaran,
Dalam hal akseptasi hanya untuk sebagian dari jumlab harga barang, maka
hak reklame tidak hilang, asal saja si penjual wajib memberikan tanggungan
kepada Weeskamer sama dengan jumlah wesel yang diaksep,'™

Dilihat dari ketentuan tentang hak reklame baik yang terdapat dalam
BW maupun dalam WvK, maka benar apa yang dikemukakan oleh Prof.

Subekti bahwa hak reklame itu pada hakekatnya merupakan sesuatu hak si
penjual untuk membatalkan perjanjian jual beli.™

. Retentie

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang dimaksud dengan
hak retentie adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang
yang bertalian dengan benda itu dilunasi.'” Sedangkan menurut Prof. Mariam
Darus Badrulzaman, hak retensi (retentie) adalah hak kreditor untuk menahan
benda di dalam kekuasaannya oleh karena debitor tidak memenuhi prestas:
yang berupa tagihan yang bertalian dengan benda itu."*

Hak retentic bukan merupakan hak kebendaan, namun mempunyai
sifat kebendaan (zakelifkrecht), yaitu bersifat accessoir, sehingga memberikan
jaminan, dan dianggap memiliki kemiripan atau kesamaan dengan gadai ™
Berbeda dengan privilege, hak retentie tidak merupakan hak yang didahulukan
dalam penentuan hutang melainkan hanya bak untuk menahan benda
sampai debitor melunasi semua hutang yang bertalian dengan benda itu. Hak
refentic juga tidak diperjanjikan secara khusus dan juga tidak diberikan oleh

Ehubektl, Op Cir, bl 92, dan ¥y, Hj. Frieda Husmd Hasbublah 2, OpCir, b 182
e ubedet, Mhaf, I 3.

L8 Soedewi Masjchoen Sofwan, OpCich, 35

“Ihfariam Darus Badrubzaman 1, Op.Cie b, 87,

5 Soedewt Masjchoen Sobwin, l!'.lp.fl'l.,:ll.. 34.
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undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu
dari hasil penjualan benda-benda debitor. Namun demikian hak retentie ini
sedikit banyak memberikan jaminan juga yang menurut Ny. Hj Frieda Husni
Hasbullah, sifat jaminan pada refentie ini muncul demi hukum."" Oleh karena
itu ada pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya hak retentie itu
merupakan hak persecrangan (persoonlikrecht), namun mempunyal aspek
sifat kebendaan. Sifat kebendaan inilah yang menyebabkan hak retentie ini
dimasukkan dalam kelompok hukum jaminan seperti yang dikemukakan oleh
J.E. Fasevur.'™

Pengaturan tentang hak retentie dalam BW tidak terdapat dalam suatu
ketentuan yang bersifat umum, tetapi tersebar secara sporadis dalam pasal-
pasal BW seperti dalam Pasal 567, 575, 576, 834, 715, 725, 1159, 1756, 1616,
1729, 1812 BW. Pada umumnya para pakar hukum berpendapat bahwa
di samping ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW, hak retentie itu
mungkin saja muncul di luar BW karena asas kebebasan berkontrak

Menurut Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, hak retentie mempunyai ciri

~ciri hak kebendaan ditambah sifat-sifat spesifik lainnya sebagai berikur:"*

1) Sifat droit de suite/zaaksgevolg,

2) Sifat accessoir yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok;

3) Dalam hal tertentu dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga karena
diperjanjikan;

4) Memberikan jaminan kepada kreditor bahwa tagihannya akan dipenuhi;

5) Perjanjian pokok (hutang-pistang) harus ada kaitannya dengan benda
vang ditahan;

6) Tidak dapat dibagi-bagi (ondealbaar);'"

7) 5i penahan (kreditor) tidak berhak memakai atau menikmati barang yang
dikuasai melainkan hanya sebatas menahan saja;

B) Mempunyai sifat perorangan yang beraspek kebendaan, karenanya hanya
dapat dipertahankan atau dilaksanakan terhadap debitor tertentu;

9) Hak refentie tidak menimbulkan hak untuk didahulukan.

"“hy Hi, Frieda Husnl Hasbullah 2, OpCie, b, 183,

iariam Darus Badrabzaman 8, Loe O

Uiy Hy. Frieda Husnl Hasbullah 2, OpCie, B 183 -184.

" Artioya, bamng akan dikembalikan setelah hutang dilunasi sedurohnya. Tidak bisa hutang sebagion
deq,-lr Lalu h.::mg selagian dikerhalikan
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Sedangkan kewenangan pada hak refentie adalah sebagai berikut:"*

1) Pemegang hak retentie (retemtor) berhak menahan bendanya sampai
piutangnya dibayar lunas;

2) Hak retertie hanya mengandung hak untuk menolak terhadap tuntutan
penyerahan barang;

3) Hak retentie tidak mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhannya;

4) Hak retentie tidak mempunyai hak pemenuhan terhadap hasil eksekusi
daribarang yang ditahan;

5) Hak refentic hanya tertuju pada barang tidak pada hak;

6) Pemegang hak refentie adalah sebagai houder dari barang bergerak yang
memperoleh perlindungan sebagaimana pemegang hak atas benda
bergerak lainnya;

7)  Hak retentie dapat dilakukan kreditor atas benda milik debitor sendiri atau
atas h:n? bukan milik debitor sendirl.'™

Hak retentie hapus karena hal-hal sebagai berikut:'*

1) Hapusnya piutang yang berkaitan dengan hak retentie tersebut;

2) Jika bendanya dilepaskan dari tangan orang yang menahannya;

3) Jika benda yang bersangkutan menjadi binasa;
4) Dalam hal debitor memberikan jaminan.

“"Wy. Hij. Frieda Hasni Hasbullah 2, Op.Cie, b 184

""Contoh hak retentie stas benda bokan milik debitor sendici: A meminjam sepeds motoe dar B Dalam
h-rl:tnp: waktu setelah dlpmnk.:m. upnia. miskar tersebut rusak, maks A membawa irprdn mitor yang,
rusak it ke bengkel C. 5i C berhak menahan sepeda motor ity sampal s A melunasi biaya perbadan
sepeda motor itn. Comoh lain hak setentie atas benda bukan milik debitor sendirk X memiliki sebuah
mesin etnk, mesin (o dalam keadaan nasak dan X memperbalkinya di benghel milik Y. Sebehim bioga
petbaikan dibayar, X menjual meskn lstrik iiu kepada 2 dengan kescpakatan penyerahan mesin Heorik
ita diakukan melabud Y setelah mesin listrik ini selesal diperbaiki 37 Y berhak menahan mesin stk i
selama biaya perbaikan mesin listrik itu bebum dihenas aleb X aan £

iy Hi, Frieda Husi Hasbullah 2, Cp Ok, b 185




Hak Kebendaan
yang Memberi Kenikmatan

A. Hak Milik
1
1. Pengertian hak milik

Pasal 570 BW memberikan pengertian hak milik (eigendom), yaitu:
hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan
sepenubnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal
tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang
ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak
menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi
kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas
ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian.

Dari rumusan pengertian hak milik yang terdapat pada Pasal 570 BW
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak milik adalah hak yang paling
utama atau dapat dikatakan sebagai hak kebendaan yang paling sempurna
dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, Dikatakan demikian,
karena dengan hak miliknya orang dapat menikmatinya dengan sepenuhnya
dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Menurut Profl Sri Soedewi
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Masjchoen Sofwan, menguasai benda dengan sebebas-bebasnya itu bisa
diartikan dalam dua hal yaitu:'

a. Dapat melakukan perbuatan hukum terhadap sesuatu benda (zaak},
seperti memperlainkan (vervreem den), membebani, menyewakan
dan lain-lain;

b. Dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil, seperti
memetik buahn emakal, merusak, memelihara dan lain-lain.

Dengan demikian hak milik (eigendom) dipandang sebagai hak
yang benar-benar mutlak (absolut). yang tidak dapat diganggu gugat (droit
inviolable ef sacre), dalam arti harus dihormati oleh orang lain bahkan oleh
pembentuk undang-undang sekalipun maupun penguasa yang tidak beleh
sewenang-wenang membatasi hak milik, kecuali dengan memenuhi syarat-
syarat tertentu’ Pada wakiu dahulu, hak milik bahkan dianggap sebagai hak
vang tidak terbatas, karena mengandung unsur perlekatan, dalam arti hak
milik atas tanah dianggap otomatis meliputi apa yang ada di dalamnya dan
melekat di atasnya (asas accessie) sebagaimana disimpulkan dari ketentuan
Pasal 571, Pasal 588 dan Pasal 601 jo. Pasal 603 dan Pasal 604 BW?

Meski dalam rumusan Pasal 570 BW, dikatakan hak milik merupakan
hak yang bersifat sempurna dan tidak terbatas, dalam arti dapat menguasai
dengan sebebas-bebasnya, sedangkan hak kebendaan yang lain merupakan hak
yang terbatas, namun dalam praktiknya terdapat hubungan-hubungan hukum
yang tidak menggambarkan hal seperti itu sebagaimana yang dicontohkan
Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan sebagai berikut:

“seorang penvewa tanah membangun sebuah gudang diatas tanah
yang disewanya, sehingga dapat dikatakan bahwa gudang itu erat
pertaliannya dengan tanah itu. Di sini kalau kita mendasarkan
pada Pasal 571 BW maka gudang itu lalu menjadi hak milik dari
pemilik tanah. Sebab azasnya menurut pasal tersebut hak milik
atas tanah itu meliputi juga segala sesuatu yang di atasnya dan di
dalam tanah tersebut (Pasal 571 BW). Akan tetapi kenyataannya
pemilik tanah itu tak mempunyai wewenang-wewenang apa-apa
ternadap gudang yang didirikan di atas tanahnya itu. 5i penyewa

et Soedewd Masjchoen Sofwan, OpOin, e a2
Uit

"Wy Hj. Erieds Huani Hasbullah 1, ChpliL, h &R
Sri Soedewd Masjchoen Sofwan, OpoCie, b dd-d4.
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tanah itulah yang mempunyai wewenang yang sepenuhnya atas
gudang tersebut, ia dapat memakainya dapat memindahtangankan
ataupun membongkar gudang tersebut. Akan tetapi tokh sistem
BW pemilik tanah itu yang menjadi pemilik dari gudang tersebut
(Pasal 571 BW), tapi dalam kenyataannya tak mempunyai
wewenang apa-apa.’

g)  Dari rumusan pengertian hak milik yang diberikan dalam Pasal 570
BW ini di samping menyatakan hak milik sebagai hak kebendaan yang
sempurna dan bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat, ternyata dalam
rumusan Pasal 570 BW tersebut juga sekaligus memuat ketentuan mengenai
pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan hak milik, yaitu: pembatasan
olech ketentuan-ketentuan undang-undang, penggunaannya tidak boleh
menimbulkan gangguan (hinder) terhadap hak orang lain, dan kemungkinan
pencabutan hak untuk kepentingan omum dengan penggantian kerugian dan
menurut ketentuan undang-undang. Tentang pembatasan penggunaan hak
milik ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian tersendiri di bawah nanti.

Dalam memahami rumusan pengertian tentang hak milik {eigendom)
menurut Pasal 570 BW ini perlu diperhatikan berlakunya UUPA. Dengan
berlakunya UUPA, maka pengertian hak milik menurut Pasal 570 BW ini
tidak termasuk tanah, karena pengertian hak milik atas tanah dirumuskan
dalam Pasal 20 UUPA.

Menurut ketentuan Pasal 20 avat (1) UUPA Hak Milik adalah hak turun-
temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Tentang pengertian turun-temurun,
terkuat, dan terpenuh, Urip Santoso menyatakan:®

Thrun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung
terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya
meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh
ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak
Milik. Terkwat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai
batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak
lain, dan tidak mudah hapus. Terpemuh artinya Hak Milik atas

"U:? Santoss, Hukmon ..ﬂgn.rrm Earfima flﬁ:!mp'rhm.lr',l', Kencane [akarta, 2012, b, 92-93,
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tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila
dibandingkan dengan hak atas tanah lain, dapat menjadi induk
bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah
yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan
dengan hak atas tanah yang lain.

Berbeda dengan eigendom menurut BW yang bersifat mutlak,
individualistik, paling sempurna dibanding dengan hak atas benda yang
lain, dan tidak dapat diganggu gugat, hak milik menurut UUPA dalam
penggunaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:"

a. Penggunaan hak milik tidak boleh disalahgunakan apalagi dirusak.

b. Hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan digunakan untuk
kepentingan masyarakat (Pasal 6 dan 20 UUPA).
Menganut asas pemisahan horizontal (Horizontale scheiding), yaitu
pemisahan antara tanah dengan bangunan atau tanaman yang terletak
di atasnya, artinya sesuai dengan hukum adat, tanah menurut hukum
(juridis}) dipandang terlepas dari bangunan/tanaman vang ada di
atasnya

Di lihat dari sudut batasannya, hak milik menurat UUPA dibatasi oleh

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:™

2. Hak atas tanah tidak boleh semata-mata dipergunakan (tidak
dipergunakan) untuk kepentingan pribadi, tetapi harus seimbang
dengan kepentingan umum.

Tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Harus dipelihara baik-batk.

Pemerintah mengawasi penyerahan hak atas tanah.

Pemerintah mengawasi hak monopoli atas tanah.

2. Karakter hak milik

Vi

L = T O - o

Ciri-ciri hak milik (eigendom)} dikemukakan cleh Prof. Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan yang kemudian dikembangkan dan ditambahkan oleh Ny.
Hj. Frieda Husni Hasbullah sebagai berikut:"

a. Absolut, artinya terkuat dan terpenuh dan dapat dipertahankan
terhadap setiap orang,

"Wy Hi. Prieda Hisind Hasballah §, OpoCir, b 9%

ariam Darus Badrabaman 1, Op G b 52,

My, Hj. Prieda Husni Hasbuallah 1, Op.Git b 96, likat jugn 56 Soedewd Masichoen Safwan, Op Cit,
b 48
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Terkuat dan terpenuh maksudnya adalah bahwa dalam
mempertahankan dan melakukan perbuatan hukum {(menjaminkan,
mengalihkan, dan lain-lain) dan melakukan perbuatan materiil
(menikmati, memakai, dan lain-lain} kedudukannya lebih kuat dari
hak-hak kebendaan lainnya seperti hak pakai, hak memungut hasil,
dan sebagainya, dan dari hak perorangan seperti hak sewa.
Merupakan hak yang paling luas, artinya pemilik (eigenaar) dapat
berbuat apa saja atas bendanya, khususnya pada benda tidak bergerak
dudukan eigeraar lebih luas dan lebih kuat dari bezitter.
Merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan lain. Hak-hak
lain yang melekat di atasnya bersifat terbatas atau hak sampingan saja
ibarat hak anak tr:rlnia.p hak induk.
Memiliki sifat yang tetap artinya tidak alan lenyap walaupun hak-hak
lain menimpanya, sedangkan hak kebendaan lain dapat lenyap jika
menghadapi bk eigendom.
Mengandung benih dari semua hak kebendaan lain. Hak kebendaan
lain hanya merupakan bagian dari hak eigerndom.

3. Pembatasan penggunaan hak milik

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dari rumusan Pasal 570

BW dapat disimpulkan adanya pembatasan terhadap hak milik, yaitu dibatasi
oleh undang-undang dan peraturan umum, tidak menimbulkan gangguan
{hinder), dan kemungkinan adanya pencabutan hak (onteigening). Di samping
pembatasan hak milik (eigendom) sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal
570 BW tersebut, karena perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat,
maka pembatasan terhadap hak milik juga terdapat di luar ketentuan Pasal 570
BW yaitu dibatasi oleh Hulum Tetangga, dan larangan penyalahgunaan hak
(misbrutk van recht atau abus du droit). Dengan demikian penggunaaan hak
milik (edgendom) dibatasi oleh:

hprLh opRE

Dibatasi oleh undang-undang dan peraturan umum.

Tidak menimbulkan gangguan (finder).

Pengrusakan benda (zaaksbeschadiging).

Kemungkinan adanya pencabutan hak {(onteigening),

Adanya Hukum Tetangga (burenrecht).

Larangan penyalahgunaan hak (misbruik van recht atau abus du
draif).
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ad. a. Pembatasan oleh undang-undang dan peraturan umum.

Pembatasan hak milik (efgendom) oleh undang-undang dan peraturan
umum dapat terjadi karena dibatasi oleh Hukum Tata Usaha Negara
atau Hukum Administrasi Negara melalui campur tangan penguasa
terhadap hak milik (eigendom).

ad. b. Tidak menimbulkan gangguan (hinder).

Yang dimaksud gangguan (hinder), jika penggunaan hak milik
menimbulkan kerugian vang bersifat immateriil, sedangkan jika
menimbulkan kerugian yang bersifat materiil (kerugian harta
kekayaan) disebut pengrusakan benda (zaaksbeschadiging). Unsur-
unsur untuk adanya hinder adalah:

1) Ada perbuatan yang melawan hukum (onrecht matige daad);

2) Perbuatan tersebut bersifat mengurangi ataun menghilangkan
kenikmatan dalam penggunaan hak milik seseorang,

Di Belanda terdapat Arrest Hoge Raad yang mengakul pugatan atas
dasar gaggeuan (hinder) melalui perbuatan melawan/melanggar
hukum - Pasal 1365 BW yaitu: arrest tanggal 30 Januari 1914 yang
dikenal dengan Krul Arrest, dan arvest tanggal 31 Desember 1937 yang

dikenal dengan Nobel Arrest.
1

Pada Krul Arrest, perkara antara pengusaha roti yang bernama JLA.H.
Krul dengan Isten. Krul digugat oleh Joosten ke pengadilan karena
pabrik rotinya dengan suara-suaranya yang keras dan getaran- getaran
yang hebat menimbulkan gangguan bagi Joosten. Guga.ln Joosten
dikabulkan Hoge Raad, karena suara dan getaran yang hebat dari
pabrik roti Krul dianggap merupakan gangguan terhadap penggunaan
hak milik Joosten.*

PadaNobel Arrest perkaraantara Willem Jan Nobel dengan Perhimpunan
Mahasiswa. Perhimpunan Mahasiswa digugat oleh Willem Jan Nobel
ke pengadilan karena mahasiswa di dalam gedung pertemuan selalu
membuat gaduh berpesta-pesta sehingga menimbulkan gangguan bagi
para tetangganya. Gugatan Willem Jan Nobel ini dikabulkan oleh Hoge
Raad."

*ork Soedews Masjchoen Sofwan, Op i, b 52-53
" [hid,
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Perlu diperhatikan, tidak setiap gangguan memberi alasan untuk
digugat, karena misalnya dalam suasana perkampungan yang kumuh
atau perumahan yang buruk dimana rumah berdempetan, maka
tidak ada orang yang hidup tanpa menimbulkan gangguan bagi orang
lain. Untuk menentukan gangpuan mana yang memberikan alazan
untuk digugat dan mana yang befum, tidak ada aturannya, karena
sangat situasional dan tergantung pada kebiasaan masyarakal. Namun
demikian untuk dapat melakukan gugatan berdasarkan hinder melalui
perbuatan melawan hukum — Pasal 1365 BW ada beberapa pedoman
yang harus diperhatikan, yaitu:"

1) Gangguan itu harus terhadap penggunaan hak milik secara
normal, dan harus diukur menurut ukuran objektif;

2)  Gangguan itu harus mengenai pemakaian hak milik sendiri, sebab
sering terjadi orang itu justeru memperoleh kenikmatan atas hak
milik orang lain;

3} Gangguan itu harus mengenai pemakalan yang sesungguhnya dari
hak milik seseorang,

ad. ¢. Pengrusakan Benda (Zaaksbeschadiging).

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa jika penggunaan hak milik
(eigendom) mengakibatkan kerugian yang bersifat immateriil
disebut gangguan (hinder), sedangkan jika mengakibatkan kerugian
vang bersifat materiil (harta kekayaan) disebut pengrusakan benda
{zaaksbeschadiging).

Pitlo membagi zaaksbeschadiging atas empat tipe, yaitu:'*

1} Perbuatan yang onrechtmatiy terhadap keadaan hak milik yang
normal;
Contoh: seseorang memecahkan kaca jendela orang lain
(perbuatan yang dilakukan sengaja maupun karena kealpaan,
harus mengganti akibat perbuatannya). Perbuatan memecahkan
kaca jendela orang lain merupakan pebuatan yang onrechtmariy,
sedangkan kaca jendela adalah hak milik yang dalam keadaan

normal.

“Ibid,, k. 53-54
“Thid,, b, 54-56., lhat jugs Ko Tjay Sing, Op.Cit, b, 118120,
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2)

3

4)
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Perbuatan yang onrechitmatiy terhadap keadaan hak milik yang
tidak normal;

Contoh: sebuah barang antik (vaas/tempat bunga) yang mahal
harganya diletakkan diatas meja kecil dekat jendela. Seorang anak
nakal bermain batu dan memecahkan kaca jendela dan tempat
bunga tersebut. Anak nakal itu tidak mengganti harga tempat
bunga it karena pemilik meletakkan tempat bunga sedemikian
rupa, sehingga membahayakan, menciptakan risiko yang tidak
normal. Memang setiap orang yang melakukan perbuatan yang
melanggar hukum (onrechtmatig) seharusnya memperhatikan
kerugian itu, namun tidak semua kerugian harus diganti.

Perbuatannya rechimatig terhadap keadaan hal milik yang normal;

Contoh: rumah seseorang terbakar, dan untuk dapat keluar dari
rumahnya harus melalui atap dan memecahkan kaca jendela
tetangganyva. Perbuatan memecahkan kaca jendela adalah
perbuatan yang rechmatig, karena dilakukan dalam keadaan
darurat, sedangkan kaca jendela tetangganya dalam keadaan
normal. Meski perbuatan memecahkan kaca jendela tetangganya
itu perbuatan rechmatig, namun ia harus mengganti kerugian. Jika
1a menolak, maka perbuatannya menjadi onrechimatig dan dapat
digugat untuk membetulkan kerusakan atau mengganti biaya
pembetulan kaca jendela tersebut.

Perbuatannya rechtmatig terhadap keadaan hak milik yang tidak
normal;

Contoh: seseorang ingin membangun sebuah rumah, dan
untuk membangun rumah tersebut, maka ia harus melakukan
pengerasan terhadap tanahnya terlebih dahulu Pekerjaan
pengerasan tanah itu menimbulkan getaran-getaran yang keras,
sehingga tembok rumah tetangganya yang dihiasi dengan lukisan
yang berharga menjadi rusak. Pekerjaan pengerasan tanah itu
harus dihentikan untuk memberikan kesempatan tetangganya
untuk menyelamatkan barang-barangnya yang berharga, dan
semua biaya ditanggung sendiri oleh pemilik barang-barang
tersebut, karena si pemilik telah menempatkan keadaan hak milik
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secara tidak normal (menaruh barang-barang berharga yang
tidak tahan getaran di tempat/tanah yang dilakukan pengerasan},
sedangkan pengerasan tanah untuk membangun rumah itu adalah
perbuatan yang rechimatig.

ad. d. Kemungkinan pencabutan hak (onteigening).

Schenarnya pencabutan hak termasuk pembatasan hak milik oleh
undang-undang. Pencabutan hak ini hanya dapat diadakan oleh
pembentuk undang-undang. Pencabutan hak atas tanah diatur dalam
Pasal 18 UUPA, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum,
termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama
dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-
undang Ketentuan Pasal 18 UUPA ini dilaksanakan dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan
Benda-Benda yang Ada Di atasnya

Menurut Boedi Harsono, pencabutan hak atas tanah adalah
pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa,
yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang
bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi
suatu kewajiban hukum."” Pengertian pencabutan hak atas tanah ini
kemudian disempurnakan oleh Eman Ramelan, sehingga menjadi:
"pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah kepunyaan
suatu pihak oleh negara secara paksa dengan alasan untuk kepentingan
umum, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa
vang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam
memenuhi kewajiban hulum melalui prosedur yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan” "'

Pada masa penjajahan masalah pencabutan hak diatur dalam Stbl,
1920 No. 574 yaitu "Bepalingen Regelende de onteigeming en het
tijdelijk in gebruik nemen van goederen ten algemeen nutte™ atau yang
lebih dikenal dengan istilah “Onteigenings Ordonnantie’, yang mulai

“abcurrahman, Masdah Pencalias ek -Hik Ars Tiwmah dan Pesibelasm Tonah By ndonesia, Clira
Adlivya Bakei, Bandung, 1991, h. 57

“Eman Remelan, Hdkam Fm_;uiﬁ.um Titnh Bu;gll' Fn:mbuﬂgunu.ﬂ Limtink ﬁ]‘.":ﬂﬁlmﬂil Lo 1N
Trdomesia, Al:rhn;ﬁl L‘mwrnt:,' Press d.l.-.nB.:n LP3 Uspar, i.rlh.rr.:, 2004, holid,
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berlaku tanggal 1 September 1920 yang kemudian ditambah dan
diubah, terakhir dengan Sthl. 1947 No. 96. Pada masa kemerdekaan
Omnteigenings Ordonnantie dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan
Benda-Benda yang Ada Di Atasnya (L.N. Tahun 1961 No. 228, TLN
No. 2324). Kemudian secara silih berganti peraturan- peraturan yang
terkait dengan “pengambilan hak atas tanah” mulai dari Undang-
Undang No. 20 Tahun 1961 sampai sekarang adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya; b, Peraturan Menteni
Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata
Cara Pembebasan Tanah; c. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum; d. Peraturan Presiden No, 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 65
Tahun 2006; e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (LN Tahun
2012 No, 22, TLN No. 5180) jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja,

ad. e. Adanya Hukum Tetangga {burenrechi).

Sama halnya dengan pencabutan hak {onfeigening), hukum tetangga
{burenrecht) juga merupakan pembatasan hak milik oleh undang-
undang,

Peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum tetangga juga
membatasi sesecrang dalam mempergunakan hak miliknya (eigendom),
seperti:”

1) Kewajiban bagi pemilik tanah yang letaknya rendah untuk
menerima aliran air dari tanah yang letaknya lebih tinggi dengan
ketentuan tidak boleh dibendung;

2) Kewajiban bagi pemilik pekarangan yang letaknya di tengah untuk
memberikan atau membuka jalan kelvar menuju ke jalan besar/
umum bagi tetangganya.

My Hj, Frieds Huspf Hashullah 1, OpCif, b, 90,
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ad. f. Larangan penyalahgunaan hak { misbriuik van recht/abus du droit).

Penyalahgunaan hak (misbrutk van recht/abus du droit) juga merupakan
pembatasan terhadap penggunaan hak milik. Penyalahgunaan hak
artinya menggunakan haknya sedemikian rupa sehingga menimbulkan
kerugian terhadap hak orang lain.

Menurut Prof. 5 Soedewi Masjchoen Sofwan, untuk menentukan
adanya penyalahgunaan hak (misbruik van recht/abus du droir)
beranjak pada pendapat:"
1) Pendapat dari Jurisprudensi dan pendapat yang yang lazim
(heersende leer), adalah:
a) Penggunaan hak milik (eigendom) tidak masuk akal (tidak
ada kepentingan yang redelijk);
b) Perbuatan mengpunakan hak milik (eigendom) dilakukan

dengan maksud untuk merugikan orang lain.
2) Pendapat Pitlo, adalah:

Sekalipun perbuatan itu masuk akal dan perbuatan itu tidak
dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain, tetapi
jika manfaal yang diperoleh orang yang menggunakan hak milik
tidak seimbang (dalam arti lebih sedikit) jika dibanding dengan
kerugian yang diderita orang lain akibat dari penggunaan hak
milik itu, maka di gini juga sudah terdapat penyalshgunaan hak
(rmisbruik van recht/abus du droit).

Beberapa contoh kasus penyalahgunaan hak {(misbruik van rechi/abus
du droit) dapat dikemukakan, seperti yang terjadi di Perancis, yaim
keputusan pengadilan di kota Colmar (1855), yang terkenal dengan
Lozen Scheorsteen Arrest. Perkara antara dua orang yang bertetangga,
yaitu seseorang vang mendirikan cerobong asap vang palsu di rumahnya
dengan maksud untuk menggangu pemandangan tetangganya
Perbuatan mendirikan cerobong asap palsu ini kemudian digugat
tetangganya ke pengadilan, Gugatan tetangganya ini dikabulkan oleh
hakim dengan alasan perbuatan mendirikan cerobang asap palsu i
termasuk perbuatan penyalahgunaan hak (misbrugk van recht/abus du
droit).” Kemudian di negeri Belanda juga terjadi kasus sengketa antara

“5ri Soedewl Masichoen Sofwan, OpoCir, b, 57-58.
ki, b, 56 Litua juga Ko Tlay Sing, Op.Cit, b 133




(13 Dasar-Dasar Hukum Kebendaan

seorang insinyur dan seorang sarjana hukum (Meester in de Rechiten)
yang bertetangga di kota Mokerheide, yang diputus oleh Hoge Raad
{Arrest Hoge Raad 1936). Karenaberselisih, si Insinyurmendirikan tiang
di pekarangannya yang digantungi kain-kain kumal yang akibatnya
tetangganya si Meester tidak bisa menikmati pemandangan yang
indah dari rumahnya. Perbuatan mendirikan tiang yang digantungi
kain kumal ini digugat ke pengadilan. Hakim memutuskan perbuatan
mendirikan tiang dengan digantungi kain kumal tersebut termasuk
perbuatan penyalahgunaan hak (misbrutk van recht/abus du droit),
dan memerintahkan tiang ity harus dicabut. Sengketa antara kedua
orang yang bertetangga ini terus berlanjut, ketika di tempat yang sama
si Insinyur kembali membangun "menara tempat air” (watermolen),
tetapi tidak dipasang pipa air, sehingga tidak ada gunanya, hanya
semata-mata untuk mengganggu pemandangan tetangganyasi Meester.
Perbuatan si Insinyur membangunan watermolen ini kemudian
digugat si Meester, dan hakim mengabulkan gugatan tersebut, dengan
menyatakan perbuatan mendirikan watermolen yang tidak dipasang
plpa air adalah perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht/
abiis di droit) dan menyatakan walermolen tersebut harus dibongkar.
Atas putusan itu kemudian si Insinyur memasang pada watermolen itu
pompa air. Perbuatan si Insinyur ini digugat kembali ke pengadilan,
namun pada gugatan ini di Insinyur dimenangkan, karena hakim
beranggapan tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik
van recht/abus du droir)."

Selain dua contoh yang telah disebutkan di atas, di beberapa tempat
juga terjadi sengketa penyalahgunaan hak milik, seperti di Perancis
kasus sengketa sumur antara dua orang yang bertetangga. Tetangga
yang situ terus menerus mengambil air dari sumurnya yang kemudian
dibuang ke sungai dengan maksud agar sumur tetangganya menjadi
kering. Sengketa ini diputus oleh pengadilan kota Lyon (18356) yang
menyatakan perbuatan mengambil air terus menerus dari sumurnya
dan membuangnya ke sungai dengan maksud agar sumur tetangganya
menjadi kering adalah perbuatan penyalahgunaan hak (misbrudk van
rechi/abus du droit).”® Masih di Perancis, juga terjadi kasus sengheta

“Ibid,, b 57, Lilat higa Ko Tiay Sing, dbid., h. 123,
Ko Ty Sdng, fnd,
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antara pemilik pekarangan dengan tetangganya. Pemilik pekarangan
mendirikan di pekarangannya semacam tangga dengan besi-besi yang
tajam di atasnya dengan maksud agar dari pekarangan tetangganya
tidak dapat menaikkan balon. Hal ini terbukti ketika sebuah balon
vang dilepaskan dari pekarangan tetangganya ternyata menancap
pada besi-besi tajam tersebut. Pengadilan di kota Compiegne (1913)
memutus perbuatan mendirikan tangga yang dipasang besi-besi tajam
dengan maksud agar tetangganya tidak bisa melepaskan balon adalah
perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht/abus du droit),
dan kemudian putusan ini dikuatkan dalam tingkat kasasi (1915).%
Di Belgia juga terjadi sengketa antara dua toko besar yang memasang
reklame (iklan), Toko “Inovation® menempatkan reklame-lampu
besar di atas gentengnya yang dapat dilihat dari jalan Boulevard.
Eemudian toke saingannya “Bon Marche” tidak mau ketinggalan, juga
mendirikan reklame-lampu yang sama besarnya yang ditempatkan juga
di atas genteng tokonya dengan sengaja bermaksud agar reklame yang
dipasang toko “Innovation” tidak dapat dilihat dari jalan Boulevard.
Sengketa ini diputus dalam tingkat kasasi pada tahun 1917 Di Swiss
juga terjadi kasus penyalahgunaan hak, antara pemilik hewan dengan
tetangganya pengusaha hotel. Pemilik hewan peliharaan ini tiap hari
pada jam 12 {dua belas) siang membakar kotoran hewannya yang
pada jam yang sama bertepatan waktu makan siang tamu-tamu hotel.
Padahal si pemilik hewan peliharaan ini dapat melakukan pembakaran
kotoran hewan peliharaannya itu diwaktu lain. ™

Baik gangguan (hinder), pengrusakan benda (zaaksbeschadiging),
maupun penyalahgunaan hak (misbruik van recht/abus du droif) tidak
memberikan dasar gugat yang tersendiri. Oleh karena itu untuk melakukan
gugatan atas perbuatan yang menimbulkan gangguan, pengrusakan terhadap
benda, dan penyalahgunaan hak, dapat dilakuka.lnugatau atas dasar perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatige daad) - Pasal 1365 BW (sama dengan Pasal
1401 BW Belanda).

L.
b,
=phid,
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Pasal 1365 BW menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)
enafstrkan perbuatan melanggar hukum (onrechimatige daad) itu hanyalah
sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan, dan hal itu harus
mengindahkan hak dan kewajiban hukum (legal). Pendirian Hoge Raad
mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum itu tercermin daribeberapa
putusannya, yaitu pada perkara Singernaaimachine Mij tanggal 6 Januari 1905
dan perkara Zutphense Juffrouw tanggal 10 Juni 1910.

Pada perkara Singernaaimachine Mij : sengketa antara dua toko yang
samammnnenjual mesin jahit yang letaknya berseberangan jalan. Toko
yvang satu menjual mesin jahit merek Singer, sedangkan toko yang satunya
lagi mnjual mesin jahit merk lain. Toko yang menjual mesin jahit merek
Singer sangat laris dan mempunyai banyak langganan, sedangkan toko yang
menjual mesin jahit merek lain itu kurang laku dan tidak banyak mempunyai

an. Karena korang laku, toko yang menjual mesin jahit merek lain
ini memasang reklame di muka tokonya yang berbunyi Singernaaimachine
Mij (Perseroan Mesin Jahit Singer yang diperbaiki). Perbuatan memasang
reklame ini menimbulkan reaksi dari Singer Manufacturing Co. yang merasa
ﬂmglkan.da.n mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan berdasarkan
perbuatan melanggar hukum (on r'sd:!mn!igdaﬂd}. Gugatan itu ditolak Hoge
Raad dengan pertimbangan tidak terdapat pelanggaran hak legal orang lain
dan tidak terjadi pelanggaran kewajiban legal (kewajiban menurut undang-
undang).”

Pada perkara Zutphense Juffrouw: sengketa antara dua orang yang
tinggal pada rumah kediaman (gedung) bertingkat dua di kota Zutphen , yang
satu di tingkat satu dan yang lain di tingkat dua. Suatu hari dimusim dingin
pipa air leiding yang terletak di ruang tingkat dua }'angdidiami oleh seorang
nona pecah karena suhu udara sangat dingin, dan air mengalir ke ruang di
tingkat bawah (tingkat satu) yang dipergunakan untuk menyimpan barang-
barang yang terbuat dari kulit. Untuk menghentikan aliran air yang masuk ke

“Hidoan 5}'lhn.1'u, l'.lp.l.'.ra.,. o261
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dalam rumah kediaman (gedung) itu krannya berada di bagian atas (tingkat
dua) yang didiami oleh nona tersebut. Penghuni yang tinggal di bagian bawah
(tingkat satu) memben tahu kepada penghuni bagian atas (tingkat dua) untuk
menutup kran, akan tetapi permintaan itu tidak dihiraukan. Setelah dilaporkan
kepada polisi baru kran ditutup, namun air sudah terlanjur mengalir ke ruang
bagian bawah (tingkat satu} yang mengakibatkan barang-barang yang terbuat
dari kulit milik penghuni yang ditinggal di bagian bawah (tingkat satu) itu
menjadi rusak. Kemudian penghuni bagian bawah (tingkat satu) ini menggugat
ke pengadilan penghuni rumah bagian atas (tingkat dua) atas kerugian yang
dideritanya berdagarkan perbuatan melanggar hukum (onrechimatige daad).
Gugatan tersebut ditolak pengadilan dengan pertimbangan bahwa tidak ada
pasal tertentu dalam undang-undang yang menentukan penghuni rumah
bagian atas (tingkat dua} untuk menutup kran air leiding itu.*

Dengan demikian sebelum tahun 1919, perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatige daad) diartikan harus melanggar hak subjektif orang lain yang
diatur dalam undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum
pelaku perbuatan. Jadi perbuatan melanggar hukum {onrechmatige daad) sama
dengan perbuatan melanggar un:fwg—u.ndmg. Pandangan ini dipengaruhioleh
aliran legisme yang memandang tidak ada hukum selain yang termuat dalam
undang-undang, sehingga perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad)
ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang. Penafsiran ini
sempil dan sangat merugikan orang lain, karena tidak semua kepentingan
orang dalam masyarakat diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

Penafsiran sempit vang dipengaruhi aliran legisme ini kemudian banyak
mendapat kritik keras dari beberapa pakar hukum Belanda seperti Molengraaff,
Hamaker, Meijers, H. Krabbe. hnle ngraaff mengemukakan bahwa pengertian
perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud
Pasal 1401 BW Belanda (sama dengan Pasal 1365 BW Indonesia) tidak

nya meliputi perbuatan yang termuat dalam undang-undang, tetapi
meliputi perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada di luar
undang-undang, yang memuat kaidah sosial lainnya.™ Meski ditentang keras
oleh kalangan pakar hukum terkenal di Belanda, Hoge Raad tidak langsung

L.
#rbid,, h. 162
*[hid,
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merubah pandangannya yang sempit terhadap perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatige daad), karena alasan untuk kepastian hukum. Hoge Raad dan
mereka yang mengikuti penafsiran sempit ini berpendirian jika perbutan
melanggar hukum itu dilepaskan dari undang-undang, maka mengakibatkan
hakim tidak memiliki pedoman dalam menentukan apakah perbuatan itu
termasuk perbuatan melanggar hukum atau tidak.”

1

Penafsiran sempit terhadap perbuatan melanggar hulum {onrechtmatige
daad) baru ditingga]h.n sejak tahun 1919, saat Hoge Raad memeriksa dan
memutuskan perkara pada tingkat kasasi terhadap kasus Lindenbaum vs Cohen
pada tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan Drukker Arrest. Pada Drukker
Arrest: perkara antara dua orang pengusaha percetakan buku-buku di kota
Amsterdam. Pengusaha percetakan yang satu bernama Cohen, dan pengusaha
percetakan yang satunya lagi bernama Lindenbaum. Suatu saat, salah sggang
pegawai Lindenbaum dibujuk oleh Cohen untuk memberitahukan segala
sesuatu tentang keadaan perusahaan percetakan Lindenbaum, seperti turunan
penawaran, langganan-langganan yang memesan, daftar harga dan lain-lain.
Bujukan Cohen kepada salah satu pegawai Lindenbaum untuk memberitahu
keadaan perusahaan percetakan ini dibarengi dengan pemberian macam-
macam hadiah kepada pegawai tersebut. Setelah peristiwa itu perkembangan
perusahaan Cohen bertambah maju, sebaliknya perusahaan Lindenbaum
mengalami kerugian terus menerus, hal ini disebabkan rahasia produksi
perusahaan Lindenbaum diketabui lebih dahulu oleh Cohen melalui pegawai
Lindenbaum yang telah disogoknya, misalnya barang vang akan diproduksi
oleh Lindenbaum ternyata barang vang sama lebih dahulu diproduksi dan
diedarkan oleh Cohen. Perbuatan Cohen ini pada akhirnya diketahui oleh
Lindnnbau:ndﬂn ia mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Cohen ke
pengadilan Arrondisement Rechtbank di Amsterdam, dengan dasar gugatan
perbuatan Cohen merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechitmatige
daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1401 BW Belanda (sama dengan Pasal
1365 BW Indonesia). Pada tingkat pertama, gugatan Lindenbaum dikabulkan,
berarti Cohen dikalahkan, namun pada tingkat banding gugatan Lindenbaum
ditolak, berarti Cohen dimenangkan de ngan pertimbangan atas dasar
jurisprudensi saat itu bahwa perbuatan Cohen tidak dapat dianggap sebagal
perbuatan melanggar hukum, karena tidak ada satu pasalpun dari undang-

T ihid., b, 163,




Hak Kebendaan yang Memberi Kenikmatan 7

undang yang telah dilanggar. Putusan at banding ini kemudian diajukan
kasasi ke Hoge Raad oleh Lindenbaum. Hoge Raad dalam putusannya tanggal
31 Januari 1919 memenangkan Lindenbaum. Dalam putusannya tersebut,
Hoge Raad berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum
(onrechimatige daad) tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak
orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiriatan
bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat
baik terhadap diri maupun barang orang lain.™

1
4. Cara memperoleh hak milik dalam gm] 584 BW

1

Cara memperoleh hak milik diatur dalam Eual 584 BW yang
menyebutkan secara limitatif cara-cara memperoleh hak milik. Pasal 584 BW
berbunyi: "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan
cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa,
karena pewarisan, baitk menurut undang-undang, maupun menurut surat
waslat, dan arena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa
perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak
h:rbuahd‘raﬁ terhadap kebendaan itu”

Cara memperoleh hak milik yang disebutkan secara limitatif dalam
Pasal 584 BW tersebut adalah sebagai berilkut:

a, Pendakuan atau pemilikan atau pengambilan (toeigening atau

occupatio); B
b. Ikutan atau perlekatan atau penarikan oleh benda lain (matrekking
atau accessio);

c. Lewat waktu atau daluwarsa (verjaring);

d. Pewarisan (erfopvelging);
¢. Penyerahan (levering atau overdracht).

ad. a. Pendakuan atau pemilikan atau pengambilan (toeigening atau accupatio);

Pendakuan atau pemilikan atau pengambilan ini adalah cara
memperoleh hak milik dengan jalan mengambil atau menguasai
benda-benda bergerak yang belum ada pemiliknya (res mulling), seperti
binatang-binatang liar dalam hutan, tkan-ikan di sungai, di laut, di
danau, buah-buahan di hutan (lihat Pasal 585 dan Pasal 586 BW),

*Iid., b, 264
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ad. b. Tkutan atau perlekatan atau penarikan oleh benda lain (nafrekking atau

ad. ¢.

accessio);

Ikutan atau perlekatan atau penarikan oleh benda lain ini adalah cara
memperoleh hak milik dengan jalan benda itu mengikuti benda yang
lain, atau benda pokok yang dimiliki sebelumnya karena alam bertambah
besar atau bertambah banyak. Dengan demikian pemilik benda pokok
akan menjadi pemilik benda tambahan tersebut. Contoh: buah yang
dihasilkan dari pohon yang berbuah; anak-anak dari binatang ternak
yang beranak. Pemilik pohon dan pemilik binatang ternak juga akan
menjadi pemilik buah dan pemilik anak-anak binatang ternak tersebut
(lihat Pasal 588-605 BW).

Lewat wakiu atau daluwarsa (verjaringl;

Lewat waktu atau daluwmrsa adalah cara atau alat untuk memperoleh
hak kebendaan seperti hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun
dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tabun dalam hal tidak ada alas
hak. Mengenai lewat waktu atau daluwarsa ini diatur dalam Pasal 610
BW dan diatur lebih lanjut dalam Buku IV BW tentang pembuktian
dan daluwarsa. Lewat waktu atau daluwarsa dibedakan atas 2 macam,
yaitu:

1) Acquisitig verjaring, yaitu lampau waktu atau daluwarsa sebagai
alat atan cara untuk memperoleh hak-hak kebendaan, misalnya
hak milik;

2) Extinctieve verjaring, yaitu lampan wakw atau daluwarsa sebagai
alat atau cara untuk dibebaskan dari suatu perutangan.

Dengan demik’mnrang dimaksud dengan lampau wakiu atau daluwarsa

sebagai alat atau cara memperoleh hak milik di sini adalah Acquisitive

verjaring.
Untuk dapat memperoleh hak milik dengan cara Acquisitive verjaring
ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:™

1) Harus ada penguasaan (bezit) terhadap benda;
2) Penguasaan (bezit) terhadap benda tersebut dilakukan terus

menerus (tdak terputus);

Rert Soedew] Masichoen Sal wan, [}F.I"_'.ll., k. B4.
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1) Pengusaan (bezit) terhadap benda tersebut harus diketahui oleh
U

4) Selama penguasaan (bezit) terhadap benda tersebut tidak
terganggu.

5)  Yang menguasai benda (bezifter) harus beritikad baik (te goeder
frouw);

6) Yang menguasal benda {?ﬁz:'m':r] harus merasa dirinya sebagai
pemilik yang sebenarnya; 0

7}  Penguasaan (bezir) terhadap benda tersebut harus lewat waktu 20
tahun atau 30 tahun { 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah,
atau 30 tahun dalam hal thdak ada alas hak).

Perlu diperhatikan, tidak semua benda dapat diperoleh dengan cara
Acquisitieve verjaring, karena menurut ketentuan Pasal 1963 BW, yang
dapat diperoleh dengan lampau waktu atau daluwarsa adalah: benda-
benda tidak bergerak (berwujud maupun tidak berwujud/hak-hak).™
Dengan demikian benda bergerak yang berwujud dan piutang yang
atas bawa (a@an toomder) tidak dapat dipergunakan lampau wakiu
atau daluwarsa, karena atas dasar Pasal 1977 vang menyatakan bahwa
bezitter dari benda-benda bergerak yang berwujud dan piutang yang
aan loonder dianggap sebagai pemilik { eigenaar).

ad. d. Pewarisan (erfopvolging);

ad. e,

Cara memperoleh hak milik melalui pewarisan terjadi jika sescorang
meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Harta warisan yang
ditinggalkan si pewaris ini akan beralih kepada para ahli waris, baik
ahli waris menurut undang-undang (ab infestato) maupun ahli waris
menurut wasiat (festament). Tanpa melakokan suatu tindakan hukum,
para ahli waris memperoleh hak milik dari si pewaris menurut hukum,

Penyerahan (levering atau overdracht);

Penyerahan sebagal cara memperoleh hak milik, menurut hukum
perdata diartikan sebagai penyerahan suatu benda oleh pemilik atau
atas namanya kepada orang i.u. sehingga orang lain ini memperoleh
hak milik atas benda itu. Cara memperoleh hak milik dengan
penyerahan ini merupakan cara yang paling sering dilakukan dalam

PR elentaan ledtang dabanraig ates bend o gidelk b:rEHpk. {tanah ) tidak berakn !qﬁ: -].mg:m |:|='r'|nhurr:,'n
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masyarakat dan merupakan hal yang penting dalam hukum. Oleh
karena itu tentang penyerahan (levering) ini akan diuraikan tersendiri
di sub bab huruf £. di bawah ini.

1
5. Em!lﬂhpﬂﬂldl hak milik di luar pasal 584 BW

Meski dalam Pasal 584 BW disebutkan secara limitatif cara-cara
memperoleh hak milik, ternyata di luar Pasal 584 BW masih ada cara-cara
memperoleh hak milik, yaitu:"

a. Penjadian atau penciptaan atau pembentukan benda (zaaksvorming);

yaitu dengan cara membentuk atau menjadikan atau menciptakan
benda yang sudah ada menjadi benda yang baru, misalnya kayu yang
diukir menjadi patung, marmer yang dibuat menjadi patung marmer,
benang yang ditenun menjadi kain, pelukis yang menjadikan cat
dan kanvas menjadi lukizan, pasir dan batu serta semen yang dilepa
menjadi rumah gedung, dan lain-lain. Orang yang mggjadi kan atau
menciptakan atau membentuk benda yang sudah ada menjadi benda
yang baru adalah juga pemilik benda yang baru itu (lihat Pasal 606
BW).
b. Penarikan buah atau hasil (vruchtirekking);

yaitu seorang yang menjadi bezitter te goeder trouw dari suatu benda
dapat menjadi pemilik (eigenaar) dari buah-buah/hasil benda yang
dibezitnya (lihat Pasal 575 BW).~

c. Persatuan atau penggabungan atau percampuran benda (vereniging);
yaitu memperoleh hak milik disebabkan bercampurnya beberapa
benda yang dimiliki oleh beberapa orang Apabila bercampurnya
benda karena kebetulan bukan karena perbuatan orang, maka
benda itu menjadi milik bersama orang-orang tersebut, seimbang
dengan harga benda mereka semula. Namun bila bercampurnya
benda disebabkan perbuatan seseorang pemilik benda, maka dialah

“iri Soedewi Masjchorn Sofwan, Op CiL, ho 83, 76 - 78, Ko Tay Sing. Op O b, 181, 163, 228, 236,237,
238, Riduan Syahrani, Ope. b, 134 - 135,

“Menurut Ko Ty Sing. sepandang mengenat has-hast dari mnah dan ;nn SEPLnjan g e genak
bendatik bergerak yang terkait demgan tanah, dengan berlakunya ULTPA, maka sudakh tidak berlaiou lagl.
Meouratnyd, yang masil berlaka sdalab ketenin -keteniuan yang nengatur basi-hasil dari benda-
bends bergerak (pimtang, surat berharga, bewan dan temak dun sebagainya (Ko Tay Sing, Opocie, b
163],
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g menjadi pemilik dari benda baru tersebut dengan kewajiban
membayar }uga benda-benda yang bercampur itu kepada pemilik-
pemiliknya serta ongkos-ongkos, ganti rugi dan bunganya (lihat
Pasal 607 - 609 BW).

d. Pencabutan hak (onteigening);

yaitu cara memperoleh hak milik bagi pemerintah dengan cara
pencabutan hak milik atas sesuatu benda yang dimiliki oleh
seseorang atau beberapa orang, dengan syarat harus berdasarkan
undang—unﬁng (harus ada undang-undang pencabutan hak milik
lebih dulu) dan harus untuk kepentingan umum dan harus disertat
dengan pemberian ganti kerugian yang layak kepada para pemilik
hak tersebut.

e. Perampasan (verbeurdverklaring);

Konfiskasi (verbeurdverklaring) atau perampasan, yaitu cara
memperoleh hak milik atas benda kepunyaan terpidana yang
umumnya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh
negara sebagai hukuman (fanpa memberikan ganti kerugian), (lihat
Pasal 10 KUH Pidana).

f. Percampuran harta (boedelmenging);
Cara memperoleh hak milik dengan cara ini terjadi jika suvami dan
isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka terjadi percampuran
harta kekayaan, Harta kekayaan suami dan isteri menjadi satu harta
kekayaan, yakni harta kekayaan milik bersama suami dan isteri, Bagi
suami dan isteri ini merupakan cara untuk memperoleh suatu benda
atau hak. 5i suami menjadi pemilik bersama dari harta kekayaan si
isteri dan sebaliknya si isteri menjadi pemilik bersama dari harta
h:kamu si suami (lihat Pasal 119 BW).

2.  Pembubaran suatu badan hukum;

Cara memperoleh hak milik kamnapnuhu?in suatu badan hukum
ini terjadi karena setelah pembubaran badan hukum anggota-
anggota badan hukum yang masih ada memperoleh bagian dari harta
kekayaan badan hukum tersebut.

h. Ditinggalkannya suatu benda (Abandonnement);
Cara memperoleh hak milik dengan jalan ini diatur dalam Pasal 663
dan Pasal 678 KUH Dagang.
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Disamping pembagian cara memperoleh hak milik seperti dikemukakan

di atas, dilihat dari sudut sifatnya cara-cara memperoleh hak milik dibeda-
bedakan sebagai berikut:"

i,

Secara originair (asli) dan secara derivatief;

Cara memperoleh hak milik secara originair (asli) teradi jika
hak milik itu tidak diperoleh dari orang lain yang lebih dahulu
memilikinya, atau dipercleh tidak dengan bantuan orang lain. Contoh
hak milik yang diperoleh dengan cara originair ini adalah dengan
cara pemilikan atau pendakuan ( foeeigening), ikutan atau perlekatan
atau penarikan oleh benda lain (matrekking), dan lampau waktu atau
daluwarsa (verfaring); Sedangkan cara memperoleh hak milik secara
derivatief terjadi jika hak milik itu diperoleh dari orang lain yang
terlebih dulu memilikinya, atau diperoleh dengan bantuan orang lain.
Contoh hak milik yang diperoleh secara derivatief ini, adalah dengan
cara penyerahan (levering), pewarisan (erfopvolging).

Secara umum dan secara khusus:

Cara memperoleh milik secara umum terjadi jika hak milik it
diperoleh atas dasar alas hak yang umum, misalnya para ahli waris,
suami dan isteri karena adanya persatuan harta kekayaan dalam
perkawinan, anggota-anggota badan hukum yang dibubarkan,
dan negara terhadap harta benda yang terlantar. Sedangkan cara
memperoleh hak mplld secara khusus terjadi jika hak milik i
diperoleh atas dasar alas hak yang khusus, misalnya pembeli setelah
adanya levering dalam perjanjian jual-beli, cessionaris, legataris, dan
lain-lain.

Memperoleh dari seseorang yvang masih hidup dan memperoleh dan
seseorang yang telah meninggal;

Cara memperoleh hak milik dari seseorang yang masih hidup terjadi
jika hak milik itu diperoleh dari orang yang masih hidup. Sedangkan
cara memperoleh hak milik dari seseorang yang telah meninggal terjadi
jika hak milik itu diperoleh dari orang vang telah meninggal, yakni
memperoleh hak milik karena pewarisan (erfopvolging), baik pewarisan
karena undang-undang (ab intestato) maupun karena wasiat (testament).

YKo T-"'"." Sanﬂ_ ﬂ'p.(.’l]’., I8, 152153, dan Riduan S:,ruhnnl_ I.I]'r.f.'lr., l, 136,
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Setelah berlakunya UUPA, maka hahhak kebendaan atas tanah diatur

tersendiri, berarti ketentuan tentang hak atas tanah yang diatur dalam BW
tidak berlaku lagi.

UUPA menentukan cara terjadinya hak-hak atas tanah. Pasal 22 UUPA

menentukan terjadinya Hak Milik atas tanah melalui tiga cara, yaitu:

a.

Hak Milik atas tanah yang terjadi menurut Hukum Adat;

Hak Milik atas tanah yang terjadi menurut Hukum Adat ini adalah
hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah
(pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah
(Aanslibbing). Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah
pembukaan tanah (pembukaan hutan) yang dilakokan secara
bersama-sama dengan masyarakat Hukum Adat yang dipimpin
oleh ketua adat melalui tiga sistem penggarapan, yaitu matok sirah
matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem bluburan. " Yang
dimaksud dengan lidah tanah (Aanslibbing) adalah pertumbuhan
tanah di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh demikian
itu dianggap kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan,
karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena
usahanya. Dengan sendirinya terjadinya Hak Milik secara demikian
it juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan wakiu.*
Menurut Urip Santoso, lidah tanah (Aanslibbing) adalah tanah yang
timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atan tanah yang
timbul di pinggir pantai, dan terjadi dari lumpur, lumpur tersebut
makin lama makin tinggi dan mengeras sehingga akhirnya menjadi
tanah. Dalam Hukum Adat, lidah tanah yang tidak begitu luas
menjadi hak bagi pemilik tanah yang berbatasan.™

Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintaly

Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemernintah adalah hak
milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara.
Hak Milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian Hak
Milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan

*Urip Santoso, Hikam Agrar Keyian Komprehensf, Kencana, Jakarta, 2013, hogs.

“Boedi Harsono, Umidivig-Uedang Pokok Agrarla Salprah Pespcaman: B0 das Pelaksimisias,
Diambatan, Jakaria, 1971, h. 81,

I""I.'-l.'l|:| Cankts, E}F.Erj., Iy, G,




78 Dasar-Dasar Hukum Kebendaan

persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia (BPNRI})

c. Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang;

Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang ini
adalah hak milik atas tanah yang terjadi karena undang-undanglah
yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal I, Pasal
II, dan Pasal IV ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
Terjadinya Hak Milik atas tanah ini atas dasar ketentuan konversi
(perubahan) menurut UUPA. Semua hak atas tanah yang ada
sebelumnya harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang
diatur dalam UUPA. Konversi adalah perubahan status hak atas tanah
dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya
UUPA menjadi hak atas tanah menurut UUPA™

Di samping mengatur terjadinya hak milik, UUPA joga mengatur
peralihan Hak Milik atas tanah dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, yaitu Hak Milik
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih artinya berpindahnya
Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu
peristiwa hukum, misalnya meninggalnya pemilik tanah yang menyebabkan
Hak Milik atas tanahnya berpindah secara hukum kepada ahli warisnya
sepanjangahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Sedangkan
dialihkan artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada
pihak lain disebabkan adanya perbuatan hukum, misalnya perbuatan hukum
jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal
perusahaan, lelang.

Dengan demikian, Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui cara-cara
sebagai berikut:-"
a. Secara originair;

Terjadinya Hak Milik atas tanah secara originair yaitu terjadinva
Hak Milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat,
penetapan pemerintah, dan karena undang-undang,

i, .
ikl b, g8,
i,
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b. Secara derivatif;

Terjadinya Hak Milik atas tanah secara derivatif yaitu terjadinya Hak
Milik atas tanah karena seseorang memperoleh tanah dari seseorang
lain yang semula tanahnya sudah berstatus tanah Hak Milik, dengan
terjadinya peristiwa hukum, misalnya pewarisan, atau terjadinya
perbuatan hukum, misalnya, jual-beli, tukar menukar, dan hibah.

Terjadinya Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 31 UUPA jo. Pasal Pasal
6 dan Pasal 7 PP 40/1996, vaitu Hak Guna Usaha terjadi dengan penetapan
pemerintah, Hak Guna Usaha terjadi melalui permohonan pemberian Hak
GunaUsahaoleh pemohon kepadaKepalaBadan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, Hak Guna Usaha juga dapat dialihkan kepada pihak lain yang
memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha, dengan bentuk dapat
berupa jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan
yang harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
khusus yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan
lelang harus dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat
dari Kantor Lelang {Pasal 28 ayat (3) UUPA jo. Pasal 16 PP 40/1996}.*

Terjadinya Hak Guna Bangunan berdasarkan asal tanahnya adalah
sebagai berikut"
a. Hak Guna Bangunan atas tanah negara;

Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak
yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional,

b. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan;
Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak

atas usul pemegang Hak Pengelolaan, yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional.

¢. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik;
Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan pemberian oleh pemegang
Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).

®Ihid,, h. 106
urhid b, 110=111,
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i samping mengatur terjadinya Hak Guna Bangunan, dalam Pasal 35
avat (3) UUPA jo. Pasal 34 PP 40/1996 mengatur beralih dan dialihkannya
Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan dapat beralih melalui pewarisan,
dan dapat pula dialihkan oleh pemegang Hak Guna Bangunan kepada pihak
lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan, dengan
cara dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal
perusahaan, yang harus dibuktikan dengan akita Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), sedangkan lelang dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat
oleh pejabat dari Kantor Lelang,

Terjadinya Hak Pakai berdasarkan asal tanahnya adalah sebagai berikut:*
a, Hak Pakai atas tanah negara;

Hak Pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atau pejabat
Badan Pertanahan MNasional Republik Indonesia yang diberikan
pelimpahan kewenangan.

b. Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan;

Hak Pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan usul pemegang Hak
Pengelolaan.

¢. Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

Hak Pakai ini terjadi dengan pemberian tanah oleh pemilik tanah
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di samping mengatur terjadinya Hak Pakai, juga diatur beralih dan
dialihkannya Hak Pakai Hak Pakai yang diberikan atas tanah negara untuk
jangka waktu tertentu dan Hak Pa.ni atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih
dan dialihkan kepada pihak lain, sedangkan Hak Pakai atas tanah Hak Milik
hanya dapat dialihkan jika Hak Pakai tersebut dimungkinkan dalam perjanjian
pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang bersangkutan. Hak Pakai
atas tanah negara yang diberikan unmuk jangka waktu yang tidak ditenmukan
selama digunakan untuk keperluan tertentu tidak dapat dialihkan kepada
pihak lain, Hak Pakai vang dipunyai oleh departemen, lembaga pemerintah
non-departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial,
perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional tidak dapat
dialihkan kepada pthak lain.”

“lbidl,, b, 120-121
“Ihid, b, 126,
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Hak Pakai beralih karena pewarisan, sedangkan Hak Pakai dialihkan
karena jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan,
wiajib dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali lelang harus dibukiikan dengan Berita
Acara Lelangatau Risalah Lelang yang dibuat oleh pejabat dari Kantor Lelang.

6. Hapusnya hak milik

Berikut ini dikemukakan sebab-sebab yang mengakibatkan hapusnya
hak milikgyaitu:**
a. Karena orang lain memperoleh hak milik dengan salah satu cara
untuk memperoleh hak milik vang telah divraikan di atas;
b. Karena binasa/musnahnya benda yang dimiliki;
Karena pemilik (eigenaar) melepaskan benda tersebut yang
dimilikinya dengan maksud untuk melepaskan hak miliknya,
Dengan berlakunya UUPA, maka hapusnya hak milik atas tanah
ditentukan oleh UUPA. Paszal 27 UUPA menentukan faktor-faktor yang
menyebabkan hapusnya Hak Milik atas tanah yang berakibat tanahnya jatuh
kepada negara, vaitu:**

a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;

b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

c. Karena ditelantarkan;

d. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak
Milik atas tanah;

e. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah
kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik
atas tanah;

f. Hak Milik atas tanah juga dapat hapus karena tanahnya musnah,
misalnya karena adanya bencana alam.

Pasal 34 UUPA menentukan sebab-sebab hapusnya Hak Guna Usaha
sebagai berikut:*
a. Jangka waktunya berakhir;
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi;
“Ihid..h. 127
501 Soedew] Meskchoen Sofwan, OpGir, b, 82, dan Biduan Syalrank, Op Ot b 1058,

"Urlp Santoso, OpiCel, b 104,
“Ihid. b 107,
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Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir;

Dicabut untuk kepentingan umum;

Dritelantarkan;

Tanahnya musnah;

Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 40 UUPA menentukan sebab-sebab hapusnya Hak Guna

Bangunan, sebagai berikut:*

i,

b.

m o A

Jangka waktunya berakhir;

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi;

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka wakiunya
berakhir;

Dicabut untuk kepentingan umum;

Ditelantarkan;

Tanahnya nusnah

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 menentukan sebab-

sebab hapusnya Hak Pakai, sebagai berikut:-"

b.

=

d.

Berakhirmya jangka waktu sehagaimana ditetapkan dalam keputusan

pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya;

Dibatalkan aleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan

atau pemilik tanah sebelum jangka waktunya berakhir, karena:

1} Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang Hak Pakai
danfatau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam Hak Pakai;

2} Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban
yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara
pemegang Hak Pakai dengan pemilik tanah atau perjanjian
penggunaan Hak Pengelolaan; atau

i) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka

waktunya berakhir;

Hak Pakainya dicabut;

“fhidl,, b, 115-114
frhid., b, 128,
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Ditelantarkan;

Tanahnya musnah;

Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi syarat sebagai pemegang Hak
Pakai.

g

7. Penyerahan (levering)

memperoleh hak milik dengan penyerahan (levering)
ini merupakan cara yang paling sering dilakukan dalam masyarakat, dan
merupakan cara yang paling penting. Berdasarkan sudut pandang hukum
(vuridis), yang dimaksud dengan penyerahan (levering) adalah pemindahan
hak milik (eigendom) atas suatu benda dari seseorang yang berhak
memindahkannya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh
hak milik atas benda it

Dalam sistemn hukum perdata barat, pemindghan atau peralihan hak ita
dikonstruksikan sebagai perjanjian yang terdiri dari dua bagian, yaitu ebligatoir
overeenkomst dan zakelijke overeenkomst. Obligatofr Overgenkomst adalah
perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jusl beli,
perjanjian tukar menukar, dan sebagainya. Sedangkan zakelifke overeenkomst
adalah pemindahan haﬁm sendiri (Jevering). Dengan demikian dalam sistem
hukum perdata (BW), perjanjian jual beli hanya merupakan perjanjian yang
bersifat obligatoir saja, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban
para pihak, bagi penjual menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan
bendanya, dan bagi pembeli meniggbulkan kewajiban membayar harganya,
dan tidak berakibat berpindahnya milik atas benda dari penjual kepada
pembeli, Hak milik atas benda itu baru berpindah kepada pembeli setelah
adanya penyerahan (levering). Dengan demikian penyerahan (levering)
merupakan perbuatan yuridis dalam arti transfering of ownership.

Dalam doktrin, hubungan antara obligatoir overeenkomst dan zakelijke
overeenkomst dalam pengalihan hak dibedakan atas dua sistemn (stelsel), yaitu
sistemn kausal (causaal sisteem) yang dikemukakan oleh Diephuis dan Scholien,
dan sistem abstrak (abstract sisteem) yang dikemukakan oleh Opzoomer
dan Meijers. Menurut sistem kausal (cawusal sisteem), perjanjian obligaroir
(ebligatoir Overeenkomst) hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi
para pihak saja dan belum memindahkan hak. Hak baru berpindah setelah
adanya penverahan (levering) berdasarkan perjanjian kebendaan (zakelijke
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overeenkomst), Dalam sistem kausal ini, sah tidaknya penyerahan tergantung
dari sah tidaknya alas haknya (perjanjian obligateir); jika alas haknya sah,
maka penyerahannya juga sah, namun jika alas haknya (perjanjian obigatoir)
tidak sah, maka tidak sah juga penyerahannya. Jadi dalam sistem kausal ini,
untuk sahnya penyerahan disyaratkan alas hak yang nyata (ril). Dengan
demikian dalam sistem kausal ini antara perjanjian obligatoir (obligatoir
overeenkomst) dengan perjanjian kebendaan (zakelifke overeenkomst) terdapat
hubungan kausal Sedangkan menurut sistem abstrak (abstract sisteem), sah
tidaknya penyerahan tidak tergantung pada alas haknya yang nyata (perjanjian
obligatoir); penyerahan dapat sah, meski alas haknya tidak sah, bahkan tanpa
alas hak (titel) sekalipun. Jadi menurut sistem abstrak ini, untuk sahnya
penyerahan tidak disyaratkan alas hak yang nyata (riil), tetapi cukup adanya
alas hak (titel} anggapan. Dengan demikian dalam sistem abstrak ini, antara
perjanjian obligatoir (obligateir overeenkomst) dengan perjanjian kebendaan
(zakelijke overeenkomst) terpisah satu sama lain atau dengan kata lain levering
sebagai suatu perjanjian kebendaaan (zakelijke overeenkomst) berdiri sendiri,
dalam arti merupakan perbuatan hukum tersendiri yang tidak ada kaitannya
dengan perjanjian obligatoir (obligatoir overeenkomst).™

lika di Belanda menggunakan sistern kausal (causaal sisgeem), dan di
Jerman menggunakan sistem abstrak (absiract sisteem), berbeda dengan
kedua negara ini, di Perancis menggunakan sistem yang berlainan, yaitu
menggabungkan kedua sistem tersebut. Menurut sistem Code Civil Perancis,
hak milik (eigendom) sudah beralih sejak lahirnya perjanjian atau sejak terjadi
kesepakatan mengenai benda dan harga meski benda belum diserahkan
dan harga belum dibayar, Jadi menurut sistem yang dianut di Perancis ini,
perpindahan hak atas benda terjadi pada saat penutupan perjanjian, sedangkan
penyerahan hanya merupakan suatu feitelijke-dand saja.” Dengan demikian
dalam sistem Perancis ini, terdapat penyatuan antara dua sistem yaitu obligatoir
overeenkomst dan zakelijke overeenkomst yang diperas menjadi satu perbuatan
hukum, Dalam hal ini terjadinya pemindahan hak milik tanpa dilakukan
penyerahan atas bendanya. Penyerahan hanya merupakan penyerahan
kekuasaan belaka dan tidak mengandung arti pemindahan hak milik (fransfer

“5ri Socdewi Masjchoen Sobwan, OpCrr, b 74 dan Ry, Hj, Frieda Husm Fasbullah 1, OpCer, B
114,
“hn Soedewi Masjchoen Sofwan, fidd, b 67
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of ownership), karena hak eigendom telah beralih sejak tercapainya kata sepakat
dalam suatu perjanjian.™

Menurut 5ri Soedewi Masjchoen Sofwan, untuk sahnya penyerahan

harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:*

Harus ada perjanjian yang zakelifk;

Perjanjian yang zakelifk adalah perjanjian kebendaan  yang
menyebabkan berpindahnya hak-hak kebendaan (zakelijke rechten)
misalnya hak milik eigendom, bezit, hipotek, gadai. Berbeda dengan
perjanjian obligatoir yang menimbulkan perikatan (verbintenis),
perjanjian zakelijk tidak menimbulkan perikatan (verbintenis).
Perjanjian obligafoir hanya menimbulkan hak-hak perorangan
(persoonlifk), tidak menyebabkan berpindahnya atau beralihnya
hak milik. Untuk dapat terjadinya perpindahan atau peralihan hak
milik harus ada perjanjian kebendaan (zakelijk) yaitu perjanjian yang
bermaksud memindahkan hak milik.

Harus ada titel (alas hak);

Syarat harus adanya titel (alas hak) disebutkan dalam Pasal 548
BW. Titel (alas hak) adalah hubungan hukum yang mengakibatkan
penyerahan atau peralihan benda. Hubungan hukum yang paling
sering mengakibatkan penyerahan, misalnya perjanjian jual beli,
perjanjian tukar menukar, dan perjanjian pemberian hadiah.
Mengenai sah tidaknya penyerahan dalam hubungannya dengan
titel {alas hak) nya tergantung pada ajaran yang dianut, yaitu ajaran
atau sistem kausal (causaal sisteem) atau ajaran atau sistem abstrak

Bstract sisteern).

rus dilakukan oleh orang vang berwenang menguasai benda
(orang yang beschikkingshevoegd);
Syarat harus dilakukan oleh orang yang berwenang mengusal
benda terdapat dalam Pasal 584 BW, vang merupakan pelaksanaan
dari asas hukum memoplus, yaitu bahwa seseorang itu tidak dapat
memperalihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya. Lazimnya
yang berwenang mengusai benda adalah pemilik. Syarat adanya

*Ny. Hj, Frieda Husni Hasbullah 1, OpCi, b 115117,
e Soedowi Maspchoen Sohwan, J.'.Ip.-l'.il., b, 72-76.
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schikkings bevoegdheid ini dipandang diterobos oleh ketentuan

sal 1977 ayat (1) BW, karena seseorang yang menguasai suatu
benda atas dasar Pasal 1977 ayat (1) BW ini belum tentu merupakan
pemilik sejati.
Harus ada penyerahan nyata (feitelijke levering) dan penyerahan
vuridis (juridische levering);™
Harus ada penyerahan nyata (feitelijke levering), yaitu penyerahan
dari tangan ke tangan untuk benda bergerak. Pada benda-benda
bergerak penyerahan nyata (feiteliike levering) dan penyerahan
yuridis (juridische levering) terjadi pada waktu yang bersamaan.
Sedangkan pada benda-benda tidak bergerak, penyerahan nyata
(feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (juridische levering)
terjadi pada saat yang berbeda. Penyerahan yuridis dilakukan
melalui pendaftaran tanah dalam daftar umum di hadapan Kepala
seksi Pendaftaran Tanah. Sedangkan penyerahan nyata dilakukan
secara simbolis, misalnya dengan menyerahkan kunci rumah, atau
dengan pembukaan pagar rumah, dan lain-lain. Setelah berlakunya
UUPA, maka penyerahkan yuridis terjadi pada waktu dibuatnya akte
perpindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Macam-macam pembedaan cara penyerahan benda tergantung dari
jenis dan sifat bendanya, sebagai berikut:

Penyerahan benda bergerak berwujud;

Penyerahan benda bergerak yang berwujud biasanya dilakukan
dengan penyerahan nyata (feitelijke levering) atau penyerahan dari
tangan ke tangan {Pasal 612 ayat (1) BW]. Dalam keadaan-keadaan
tertentu ada kalanya penyerahan benda bergerak berwujud dilakukan
dengan menyerahkan kund dari tempat/gudang benda-benda itu
tersimpan, seperti penverahan kunci gudang yang di dalamnya
tersimpan beras, kopi, dan lain-lain dalam jumlah banyak. Di samping
i dikenal pula penyerahan benda-benda bergerak berwujud yang
tidak perlu dilakukan, karena benda yang akan diserahkan itu
berdasarkan alas hak lain telah berada dalam kekuasaan orang yang
berhak menerimanya {Pasal 612 ayat (2) BW}. Ada tiga macam bentuk

“ Dl bahasa Perancis terdapat dus mocum istilab, yaitu braditio (undische levering] yaltu penyerahan
:,'urh:lu,d.l.n delmvemance U:li:irllir h‘erl'.um yaity Prnfﬂu.'lur: mynta,
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penyerahan benda berwujud yang tidak perlu diserahkan, yaitu:
Traditio Brevi Manu atau levering met de korte hand (penyerahan
dengan tangan pendek), Constifutum Possessorium {penyerahan
dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya), dan Traditio Longa
Manu atau levering met de lange hand (penyerahan dengan tangan
panjang). Contoh Traditio Brevi Mami: 51 A meminjam sepeda
kepada si B, kemudian karena memerlukan vang si B menjual sepeda
itu kepada si A. Sepeda tidak perlu diserahkan kepada si A, karena si
A sudah menguasal sepeda itu. 5i A berubah dari peminjam menjadi
pemilik sepeda. Contoh Constitutum Possessoriumn: 51 X pemilik jas,
karena memerlukan uang, si X menjual jas tersebut kepada Y. Karena
si X masih memerlukan jas tersebut, maka si X meminjam jas itu
kepada Y. [ sini dikenal sebagai penyerahan dengan melanjutkan
penguasaan. fas tidak perlu diserahkan oleh st X kepada si Y sebagai
pembeli, karena setelah itu si X sebagai peminjam jas si Y, sedangkan
jas masih berada dalam penguasaan si X. Jadi si X melanjutkan
penguasaan atas jas, tetapi Si X tidak lagi sebagai pemilik melainkan
sebagal peminjam. Contoh Traditio Longa Mamw: 51 P pemilik
jam tangan, kemudian jam im dipinjamkan kepada si Q. Karena
memerlukan uang, si P menjual jam tangan itu kepada si R dan
meyerahkan hak atas jam tangan itw. Dalam halini hak milik atas jam
tangan telah beralih kepada si R, akan tetapi tidak ada penyerahan
jam tangan dari si P kepada si R. Jam tangan baru diserahkan oleh si
() sebagai pihak ketiga kepada si R setelah si O selesal meminjamnya
dari si P Di sini penyerahan tidak perlu dilakukan, karena benda
yang dijadikan objek perjanjian berada di bawah kekuasaan atau di
tangan pihak ketiga. Jadi penyerahan dilakukan melalui pihak ketiga.
b. Penyerahan benda bergerak tidak berwujud;

Bendgghergerak tidak berwujud terdiri dari piutang-piutang dan hak-
hak. Benda bergerak tidak berwujud vang berupa hak-hak piutang
dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu surat piutang atas bawa/
“Pﬂdﬂ pembawa (vordering aan toonder); surat piutang atas tunjuk/
atas perintah (vordering man order) dan surat piutang atas nama
(vordering op naam).




1}

2}

3)

Dasar-Dasar Hukum Kebendaan

Penyerahan surat piutang atas bawa/kepada pembawa (voedering
aan toonder);

Penyerahan surat piutang atas bawa/kepada pembawa dilakukan
dengan cara menyerahkan surat piutang tersebut (penyerahan
nyata) {Pasal 613 ayat (3) BW}, contohnya penyerahan uang
kertas, cek, dan lain-lain;

Penyerahan surat piutang atas tumjuk/atas perintah {(vordering
aan order);

Penyerahan surat piutang atas tunjuk/atas perintah dilakukan
dengan cara menyerahkan surat piggang tersebut disertai dengan
endosserment (catatan punggung), yakni dengan menulis dibalik
sural piutang tersebut yang menyatakan kepada siapa piutang iu
dialihkan {Pasal 613 ayat (3) BW}, contohnya wesel, dan cek.
Penyerahan surat piutang atas nama ( vogdering op naam};
Penyerahan surat piutang atas nama di dengan cara
membuat akta otentik atau akta di bawah tangan {dinamakan
cessig) yang berisi pdirn;wnn atau penggantian kedudukan
kepada orang lain, yakni penggantian kedudukan berpiutang
dard kreditor lama (disebut cedent) kepada kreditor baru (disebut
cessionaris). Sed bebitur disebut cessus {Pasal 613 ayat
(1) BW}, Supaya peralihan piutang itu berlaku terhadap debitor
{cessus), akta cesste harus diberitahukan kepada debitor secara
resmi. Pintang dianggap beralih dari kreditor lama (cedent)
kepada kreditor baru (cessionaris) bukan pada saat pemberitahuan
kepada debitor (cessus), tetapi sejak saat dibuatnya akta cessie
it

c. Pen].r:rahung:ﬂda tidak bergerak;

Penyerahan benda-benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620
BW, namun ketentuan pasal-pasal ini tidak pernah diberlakukan di
Indonesia. Peraturan yang dipergunakan untuk penyerahan banda-
benda tidak bergerak ini adalah odonansi balik nama (overschrijvings

“pnaie dianur dalaes Buku I BW eniang Bends, kanena mietupakon salah saeu can untuk memperoleh
hak miik (Pasal 584 BW), fadi meropakan soato peqangan kebaadsan { sokaliike overevakomst), i
samping merupakan bagian dari hukom benda, menurut B Scholten, erssie jugn merupakan bagian dari
lembaga bukum perikatan, karena sdanyn penggantian kwalitas kreditar { Ny, Hi. Frieda Husni Hasbullah
] .r-'}'-'r-'ll B 135-126),
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Ordonnantie), 5. 1834 No. 27 yang pada pokoknya menyebutkan
bahwa penyerahan terhadap benda-benda tidak bergerak harus
dilakukan dengan balik nama, yaitu dengan pendaftaran yang
dilakukan di tempat dan dihadapan hakim Raad van Justitie (Rv]).
Kemudian berdasarkan 5. 1947 No. 53 pendaftaran tidak lagi
dilakukan dihadapan hakim Raad van Justitic, tetapl dilakukan
dihadapan kepala seksi pendaftaran tanah (kadaster)."

Setelah berlakunya UUPA, penyerahan hak atastanah dilakukan
dengan pembuatan akta peralihan hak atas tanah dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan kemudian didaftarkan ke kantor
Badan Pertanahan Masional (BPN). Menurut ketentuan UUPA,
mengenai perbuatan pemindahan hak milik harus dibuktikan dengan
akta otentik yang dibuat dihadapan dan oleh Pejabat Pembugy Akta
Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Hal ini
sesudi dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA jo. Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (PP 10/1961) jo. Pasal 37
ayat (1) Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 (PP 24/1997). Pasal
26 ayat (1) UUPA menentukan: “Jual beli, penukaran, penghibahan,
pemberian wasiat, pemberian menurut hukum adat, dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkn untuk memindahkan hak milik
dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Peraturan
Pemerintah yang dimaksud itu adalah Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1961 sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut yang
kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997,
Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian
dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu perubahan pertama
dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor
8 Tahun 2012, perubahan kedua dengan ditetapkannya Peraturan
Mentert Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 2019, dan perubahan ketiga dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

) Soedewi Maspchoen Sohwan, J.'.Ip.{'.il., . 71,
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Nasional Nomor 16 Tahun 2021.% Pasal 19 PP 10/1961 menyebutkan:
“setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanmah,
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah,
atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,
harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria." Kemudian Pasal 37 ayat
(1) PP 24/1997 menyatakan: “peralihan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum memindahkan
hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jika dibandingkan
peralihan hak atas tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA,
maka terlihat adanya perbedaan yang sebelumnya bercirikan kontan
berubah menjadi dua tahap sebagaimana diatur dalam BW, karena
ada pemisahan antara pesetujuan atau perjanjian obligatoir dan
perjanjian zakelijknya (levering) atau penyerahannya, yang kedua
tahap ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan®
Namun demikian menurut Boedi Harsono, peralihan hak atas tanah
yang dianut oleh UUPA berdasarkan hukum adat (Pasal 5 UUPA)
sehingga perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 26 UUPA jo.
Pasal 19 PP 10/1961 jo. Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 masih bersifat
kontan, dan beralihnya hak kepada pembeli saat dilakukan dihadapan
PPAT™ Setelah dibuat akta peralihan hak atas tanah oleh PPAT, maka
didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian
oleh Badan Pertanahan Nasional diterbitkan sertifikat dan diberikan
kepada yang berhak, dan sertifikat ini merupakan alat bukti hak yang
kuat.

7D samping peraturan-peratiran ferscbat, telah pola ditetapkan Peraturan Menteri Agrana dun Tata
R.I.I.lil.l'li,l'l.-.EFiLl Badan Pertanahan Nasional Noemor & Tahan 2008 femang Pend aftaran Tanah Skstematis
Lengkiap, luga pada tabon 2021 ditetaplan Peraturun Pemerintah Momor 88 Tabun 2021 teotang Hak
Pengelolman, Hak Atas Tamah, Satuan Rumash Sasan, dan Pendaftaran Tansh (Persturan Pemerintah
ini mefaksanakan ketenman Passd (42 dan Passl 135 huraf b Undang-Undong Momor 11 Tahon 20630
tentung Chpta Kesfa).

"Yudhi Sethuwan, Fsbnoten Hukan Compuran (gemeemscrapelipkrecht) Dalam Komsofidiel Tanil,
Raja Grafindo Persada, Jakarma, 20049, b, 186,

" Rpecli Harsome dadam Yucdhi Setiowan, [, b 187
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8. Hak milik bersama (mede eigendom)

Pada umum n]m?ak milik atas suatu benda hanya dimiliki oleh seorang.
Namun demikian bisa terjadi hak milik atas suatu benda dimiliki oleh beberapa
orang yang secara bersama-sama menjidip-mﬂik {eigenaar), sehingga dikenal
adanya hak milik bersama (mede cigendom). Hak milik bersama diatur dalam
Pasal 573 BW, yang menyebutkan bahwa "pembagian benda yang merupakan
kepunyaan lebih dari seorang (milik bersama) dilakukan menurut aturan-
aturan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan.”
Dhari rumusan Pasal 537 BW ini ternyata pasal ini merujuk ke Pasal 1066 sampai
dengan Pasal 1152 BW yang mengatur tentang pemisahan dan pembagian
harta peninggalan. Hak milik bersama dapat berupa pemilikan terhadap
benda-benda tertentu seperti rumah susun, pemilikan terhadap benda-benda
yang belum terbagi seperti harta perkawinan, warisan, dan hutang-piutang.™

milik bersama dapat dibedakan atas dua macam, yaitu hak milik
bersama yang bebas (vrije medeeigeridom) dan hak milik bersama yang terikat
(gebonden medeeigmdmu. Dalam hak milik bersama yang bebas, tidak ada
hubungan lain di antara Orangporang yang mempunyal hak milik bersama itu
selain bersama-sama mejadi pemilik, misalnya si A, si B, dan si C bersama-
sama membeli sebuah komputer. Sedangkan dalam hak milik bersama yang
terikal, adanya beberapa orang yang bersama-sama menjadi pemilik atas
sesuatu benda scl:“ai akibat adanya hubungan yang lebih dulu terjadi antara
mereka, misalnya milik bersama suami dan isteri atgy harta perkawinan, milik
bersama para ahli waris atas harta peninggalan, milik bersama pemegang
saham atas harta perseroan, dan lain-lain.

Menurut Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, ciri-ciri E.k milik bersama
yang bebas dan hak milik bersama yang terikat adalah sebagai berikut.*

a.  Ciri-ciri hak milik bersama yang bebas:

1} Hubungan antara para pemilik peserta tidak didasarkan pada
hubungan hukum lain, artinya berdiri sendiri, mereka menjadi
pemilik bersama atas suatu benda karena kebetulan mempunyai
kepentingan yang sama;

2) Ada kehendak diantara pemilik peserta untuk bersama-sama
menjadi pemilik dari suatu benda;

“Ny. Hj, Frieda Husni Hasbullah 1, Op.C#.. b 145,
lbid,, b 147148
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Setiap pemilik peserta mempunyai bagian tertentu dalam hak
cigendom tersebut. Misalnya setengah bagian rumah setengah
bagian tanah tersebut, yang masing-masing dapat digunakan
secara terpisah dari bagian yang lain;

Setiap pemilik peserta mempunyai wewenang untuk melakukan
perbuatan hukum atau perbuatan material misalnya menguasai
dan menggunakan bagiannya tanpa perlu ada izin pemilik
peserta lainnya karena bagiannya itu merupakan objek yang
berdiri sendiri;

Tidak ada unsur badan hukum. Jika misalnya terjadi perkara,
maka hal ini harus dihadapi sendiri oleh yang bersangkutan

tanpa melibatkan peserta lain.

b.  Ciri-ciri hak milik bersama yang terikat:

1}

2)

3)
4)

5)

Pad

Hubungan antara para pemilik peserta adalah sebagal akibat
sudah adanya suatu hubungan tertentu terlebih dahulu diantara
mereka;

Diantara para pemilik peserta belum tentu ada kehendak untuk
bersama-sama menjadi pemilik dari suatu benda.

Contoh:

a) Hak milik bersama atas harta benda perkawinan pada
dasarnya/mungkin dikehendaki oleh para peserta.

b} Hak milik bersama atas warisan biasanya tidak dikehendaki
karena pada umumnya para ahli waris lebih senang harta
warisan dibuka dan dipecah atau dibagi diantara mereka.

Setiap pemilik peserta berhak atas seluruh bendanya;

Setiap pemilik peserta untuk melakukan suatu perbuatan hukum

atau perbuatan materiil harus mendapat persetujuan terlebih

dahulu dari para pemilik peserta lainnys;

Mengandung unsur Badan Hukum.

fika ada tuntutan dari pthak luar terhadap objek hak milik

bersama, maka harus dibadapi oleh semua pemilik peserta

kecuali sebelumnya secara intern telah diperjanjikan sebaliknya
oleh para peserta.

mumnya, menurut dokirin pendapat yang lazim (heersende leer)

perbedaan hak milik bersama yang bebas dan hak milik bersama yvang terikat
berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:™

=5l Soedew] Masichoen Salwan, Op.Cit, b, 81-82,
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a. Dalam ?:k milik bersama yang bebas, para pemilik (para peserta
dalam hak milik bersama/medeiegenaar) dapat meminta pemi
dan pembagian terhadap benda bersama itu. Sedangkan dalam
milik bersama vang terikat, para pemilik (para peserta dalam hak
milik bersama/medeeigenagg)) tidak dapat meminta pemisahan dan
pembagian terhadap benda milik bersama itu.*

b. Dl]lmhakmﬂikh:mlmwlgbebas.muing—masingpmﬂii:p«emﬂtk
bersama/medeiegenaar) mempunyai bagian yang merupakan objek
harta kekayaan yang berdini sendiri, sehingga masing-masing pemilik
berwenang menguasai bagiannya dan berbuat apa saja terhadap
bendanya tanpa diperlukan izin dari pemilik (pemilik bersama/
medeiegenaar) yang lain. Sedangkan dalam milik bersama yang
terikat, hal yang demikian tidak mungkin, karena harus mendapat
izin dari pemilik (pemilik bersama/medeedgenaar) yang lain.

¢. Dalam hak milik bersama yang bebas, tiap-tiap pemilik (pemilik
bersama/medeicgenaar) mempunyai bagian atas benda milik
bersama itu. Sedangkan dalam hak milik bersama yang terikat, tiap-
tiap pemilik (pemilik bersama/medeigenaar) berhak atas seluruh
bendanya.

Dalam perkembangan hukum benda, dikenal pula hak milik bersama
(medecigendom) atas rumah susun. Pemilik rumah susun lebih dari seorang
yang karena kepentingan yang sama menguasai bersama-sama.™ Rumah
susun mempunyai bagian-bagian tertentu yang disebut Satuan Rumah Susun,
Masing-masing pemilik peserta (medeeigenaar) menguasal satuan rumah
susun secara terpisah yang menjadi hak miliknya sendin secara individual,
yang kepemilikannya secara yuridis terpissh dari bagian pemilik-pemilik
satuan rumah susun lainnya meskipun secara fisik bagian-bagian tersebut
merupakan suatu kesatuan atau yang tak terpisahkan dari rumah susun sebagai
bangunan induknya.™

FCatatan keberatan: keberatan terhadap pendapat vang laim ind ilah dalam hal mengenal harta
l'n.-nd.nnll-.m. Harta pmmw]n.u inlah hak milik bersama yang terikat, fedapd le-|:|k sermitla yaib sriak xaag
terbukanya, harta peninggalan itu wdah mungkin disdakan pemiahan dan pembagian (S8 Socdew
Masichasen Safwan, [ad,, b #1.]

“Rumah susun (kepembilikannys diksasal bersama-sama ) disebiar juga condosrisinm san apariemen,
Istilsh condombnium beemal dad Hukum Romaewl yang erdicd darl kata “Co” yang artinya bersama,
dan “domibndum” yang artinya hak milik. fadi condominiom arumya hak milik bersama [dikutip dad AL
Halim aleh My Hj, Frieds Husni Hasbullal 1, OpCit, b 150),

HN}'. ). Frieda Hosm Hashullah 1, ftd., b, 149-150,
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Menurut Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, hak milik bersama atas
rumah susun dikategorikan sebagai hak milik bersama yang bebas (vrije mede
eigendom), karena kepemilikan bersama atas rumah susun diantara para
pemilik peserta sebelumnya sama sekali tidak pernah ada ikatan apapun baik
karena perjanjian maupun perbuatan hukum lainnya *

Mengenai rumah susun ini diatur dalam Undang-Undang Ne. 20 Tahun
2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah
Susun), yang dalam Pasal 1 angka 1 nya disebutkan pengertian rumah susun
adalal: “bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan,
vang terbagi dalam bagian-bagian yang distruliturkan secara fungsional dalam
arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-
masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat
hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah
bersama.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Susun
tersebut, maka sistemn Rumah Susun (condominium) memiliki dua pola yang
khas, sebagai berikut:*

a. Pemilikan/Hak perseorangan;

Pemilikan secara perseorangan dinamakan “satuan rumah susun’,
yaitu unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara
terpisah dengan fungsi utamanya sebagai tempat hunian, yang
mempunyai sarana penghubung ke jalan umum (Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Rumah Susun};

b. Pemilikan/Hak bersama:

Pemilikan/Hak bersama terdini dart:

1} Tanah bersama, adalahsebidang tanah hak atau tanah sewa untuk
bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak
terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan
batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan {Pasal 1
angka 4 Undang-Undang Rumah Susun).

2} Bagian bersama, adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara
tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi

= Ihidl,, b, 150,
"ﬂn‘u:lmghn dﬂl'l.ﬁin h":,'. FIi. Frieda Husni Hashodlaby, fvd, b 151,
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dengan satuan-satuan rumah susun (Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Rumah Susun};

3} Benda bersama, adalah benda yang bukan merupakan bagian
rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara
tidak terpisah untuk pemakaian bersama (Pasal 1 angka &
Undang-Undang Rumah Susun);

B. Hak Memungut Hasil (Vruchtgebruik)

Menurut ketentuan Pasal 756 BW, yang dimaksud dengan ﬁk
memungut hasil (vruchtgebruik) adalah hak kebendaan untuk menarik
{memungut) penghasilan (hasil) dari suatu benda orang lain, seolah-olah
benda itu kepunyaan (milik)nya sendiri, dengan kewajiban menjaga agar
benda tetap dalam keadaan seperti semula,

Rumusan pengertian tentang hak memungut hasil gyrruchigebruk)
scbagaimana yang terdapat dalam Pasal 756 BW ini dianggap kurang lengkap,
karena hak memungut hasil (vruchtgebruik) ini tidak hanya memberikan hak
untuk menarik hasil saja tetapi juga untuk memakai benda itu.* Di samping itu
vruchtgebruik juga selalu diberikan kepada orang tertegiu secara pribadi. Oleh
karena itu vruchtgebruik akan berakhir atau hapus jika orang yang mempunyai
hak vruchtgebruik itu meninggal dunia,™

Vruchigebruik hanya dapat diberikan pada Enda yang tetap ada atau
benda yang tidak dapat diganti, vaitu benda-benda yang tidak akan hilang atau
menjadi berkurang karena pemakaian. Oleh karena itu kewajiban pemegang
hak vruchtgebruik (vruchtgebruiker) adalah membuat catatan pada waktu
menerima hak tersebut, kemudian menanggung segala biaya pemeliharaan dan
perbaikan benda, memelihara benda dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan
benda tersebut dalam keadaan yang baik saat hak itu berakhir,™

Meski pada dasarnya objek hak Pﬁdﬂgﬂ'bﬂdk adalah bendatetapadaatau
benda yang tidak dapat diganti, namun menurut Pasal 757 BW, vruchtgebruik
dapat diberikan atas benda-benda yang habis (musnah) ataughenda yang dapat
diganti, misalnya suatu modal dalam bentuk sejumlah uang, dengan ketentuan
bahwa pemegang hak diharuskan mengembalikan benda tersebut dalam

“Subekel, Op.Cit, b 77,
“rhid,
"Thid,
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jumlah yang sama, keadaan yang sama dan harga yang sama atau dengan
membayar harganya pada waktu hak vruchtgebruik itu berlaku atau di .
Vruchtgebruik atas benda-benda yang habis karena pemakaian atau benda-
benda yang dapat diganti ini dikatakan sebagai oneigenlijk vruchigebruik
(vruchtgebruik yanggidak sesungguhnya). Demikian pula menurut Pasal 763
BW, vruchtgetruik dapat dilakukan atas benda-benda vang tidak berwujud,
misn]raa atas piutang yang hasilnya berupa sejumlah vang.”

Hak memungut hasil (vruchigebruik) terjadi karena adanya perjanjian,
penghibahan dan surat wasiat (festament) dan karena verfaring.” Menurut
Prof. Subekti, hak vruchigebruik biasanya dipergunakan untuk memberi
penghasilan atau tunjangan pada seseorang selama hidupnya, misaloya
seseorang membuat wasiat (festament) yang mewariskan harta bendanya
kepada anak-anaknya dengan ketentuan istrinya selama hidupnya mendapat
hak vruchtgebruik atas harta benda tersebut.™

Mengenai kewajian yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak
veuchtgebruik diatur dalam Pasal 782 sampai dengan Pasal Bp6 BW.
Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal BW tersebut dibagi atas
tiga, yaitu: kewajiban pada awal adanya hak; kewajiban selama adanya hak;
dan kewajiban pada saat hera!:hi.nya hak. Kewajiban pada awal adanya hak
vruchtgebruik meliputi: membuat pencatatan (inventarisasi) benda-bendanya:
dan mengadakan jaminan-jaminan berupa asuransi dan sebagainya terhadap
benda-bendanya. Kewajiban selama adanya hak vruchigebruik meliputi:
mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap benda-bendanya; menanggung
biaya-biaya perbaikan dan pajak yang harus dibayar dalam melakukan
pengurusan benda-benda tersebut; dan memelihara benda-benda itu dengan
sebaik-baiknya. Sedangkan kewajiban pada saat berakhirnya hak vruchtgebruik
meliputi: mengembalikan semua bendanya seperti dalam keadaan semula;
mengganti segala kerusakan atau kerugian atas benda-benda tersebut jika
terjadi.

Vruchigebruik menjadi hapus karena alasan-alasan sebagai berikut:
meninggalnya pemegang hak tersebut; habisnya waktu yang diberikan untuk
hak itu; pemegang hak berubah menjadi pemilik (eigenaar); pemegang hak

"Riduan Syahrm, Op O b 130,
= [hiid,
“Snbekti, Lo ¥,
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melepaskan hak tersebut; karena pemegang hak tidak mempergunakan hak
tersebut selama 30 tahun {verjaring); dan bendanya musnah atau binasa {Pasal
Bo7 BW).

1

1]
C. Hak Pakai dan Hak Mendiami

Pengertian hak pakai dan mendiami tidak ditemukan dalam
rumusan pasal-pasal dalam BW, hanya dalam Pasal 818 BW disebutkan bahwa
hak pakai dan hak mendiami merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan
hapusnya sama seperti hak memungut hasil (wuchegebruik). Pada dasarnya
hak pakai sama dengan hak mendiami, hanya saja jika hak itu bersangkutan
gngan rumah kediaman, maka hak itu dinamakan hak mendiami.™
Kewajiban-kewajiban pemegang hak pakai dan hak mendiami sama dengan
kewajiban-kewajiban pemegang hak vruchtgebruik (Pasal 819 BW),

Hak pakai hanya untuk diri si pemakai dan anggota keluarganya saja.
Pemakai tidak diperbolehkan menyerahkan atan menye hakmya tersebut
kepada orang lain (Pasal 821 dan Pasal 823 BW), Jika hak pakai terhadap
binatang-binatang, maka si pemakai berhak mempekerjakannya, memakai
air susunya dan memakai rabuknya, sekedar diperlukan untuk diri sendiri
dan segenap anggota keluarganya, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk
menikmati anaknya (Pasal 824 BW),

Dalam hal seseorang mempunyal hak mendiami atas sebuah rumah,
maka ia boleh mendiami rumah itu dengan anggota keluarganya, pun jika
tatkala hak mendiami itu diberikan kepadanya ia masih fejaka (Pasal 826 BW).
Hak mendiami tidak boleh diserahkan atau disewakan kepada orang lain
(Pasal 827 BW).

D. Kedudukan berkuasa (bezit)

Hak kebendaan yang disebut bezif yang diterjemahkan Prof. Subekti
sebagai kedodukan berkuasa,” diatur dalam Buku 1T BW dari Pasal 529 sampai
dengan Pasal 569. Menurut ketentuan Pasal 529 BW, bezit jalah kedudukan
seseprang yang menguasal suaiu kebendaan, batk dengan diri sendiri, maupun
dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya

"Ridiaan Syahrani OpoCir, b 141,
“Perkataan beot berasal daci perkatsmn “ztten” yang secara leferfik berarti "menduduki® {Subekai,
Polkeok: Pokok Hukum Perdata, ISF.E-.I!., b A3,
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selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Mengenai pengertian bezif ini,
diantara para sarjana tidak terdapat kesatuan pendapat. Tiap-tiap penulis buku
hukum perdata mempunyai caranya sendiri dalam menjelaskan pengertian
bezit. Hal ini menurut Prof. Ko Tjay Sing™ maupun Prof Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan,” disebabkan ajaran tentang bezit ini terkenal karena
sulitnya. Pengertian bezit tidak akan dipahami dengan mempelajari undang-
undang saja. Lagi pula menurutl Prof. Subekti, pengertian bezit sebagai hak
kebendaan merupakan suatu hal yang khusus dalam hukum Barat, disamping
hak kebendaan yang lain yaitu pengertian eigendom (hak milik).” Hal yang
serupa juga dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, bahwa soal "bezit”
adalah soal istimewa dari Burgerlijk Wetboek yang tidak ditemukakan dalam
Hukum Adat. Keistimewaan pengaturan tentang bezit terletak pada hukum
yang melindung suatu keadaan pemegang suatu benda (tanah) yang belum
tentu berdasarkan atas suatu hak yang sejati.™ Oleh karena itu menurut Prof,
Ko Tjay Sing, bezit sebagai hubungan hukum antara subjek hukum dengan
suatu benda, akan lebih mudah dijelaskan jika diterangkan terlebih dahulu
perbedaannya dengan hubungan-hubungan hukum yang lain antara subjek
hukum dengan sesuatu benda (eigendom dan detentie/houderschap) ™

1. Pengertian bezit

Menurut Prof. Subekti: “bezit ialah suvatu keadaan lahir, dimana
seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang
oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas
benda itu sebenarnya ada pada siapa™" Sedangkan menurut Prof. Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan, yang dimaksud dengan bezit ialah: "keadaan memegang
atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang menguasainya, baik sendin
ataupun dengan perantaraan orang lain, sew.h-nlﬂ.h itu adalah kepunyaannya
sendiri™ Riduan Syahrani merumuskan:” bezit adalah suatu keadaan dimana
seseorang menguasal sesuatu benda, baik sendiri maupun dengan perantaraan
orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri.™

Ko Ty Sing. OpoCie. b, 26,

785l Soeedewd Magchien Solwan, G, k. 83,

“Subeksi, Op Cit., b, 83,

"Wirjame Prodiodikocs, Hukusr Perdara Tentang Hak-Hak Ara Beradd, Pembimbing Masa, lakarta,
cetakan ke 3, 1963, k13- 140,

“Ko Ty Sag, Loc G

“uibekid, Loc Cat.

“eri Soedewd Magichoen Sofwan, LocCiL

“Hadoan Syshrnd, Ope O b 109,
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Dari beberapa pengertian bezil yang telah dikemukakan di atas,
dapat dipahami bahwa dalam setiap hak ada orang yang bertindak seolah-
olah berhak atas hak tersebut. Jadi dalam setiap hak itu ada yang berhak, di
samping itu ada pula orang yang seolah olah berhak atas hak tersebut. Oleh
karena itu Pitlo sebagaimana dikutip oleh Prof. Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan, mengungkapkan bahwa di samping setiap hak itu ada bayangan dari
hak itu yang dinamakan bezit. Dengan demikian dalam setiap hak milik ada
pemiliknya, di samping itu ada bezit dari hak milik; dalam setiap hak piutang
ada pemilik piutang (kreditor), di samping itu ada bezit dari hak piutang, dan
sebagainya* Atay dasar pengertian-pengertian yang telah disebutkan tentang
bezit itu, Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah mengemukakan bahwa: “pengertian
bezit mendekati atau hampir sama dengan pengertian hak milik (eigendom),
Bedanya pada eigendom lebih menunjukkan suatu hubungan hukum dengan
pemiliknya, sedangkan pada bezif lebih menunjukkan adanya hubungan nyata
antara si pemegang dengan bendanya.™

Untuk terdapat bezit harus terpenuhi dua unsur, yaitw perfama, harus
ada corpus; ada hubungan antara orang dengan bendanya, dan hubungan
itu dalam bentuk kekuasaan nyata atas suatu benda, atau dengan perkataan
lain ada keadaan nyata seseorang menguasai suatu benda. Kedua, harus ada
animus: hubungan antara orang dengan bendanya harus dikehendaki dalam
arti ada kemauan orang tersebut untuk memiliki benda ™

Kedua unsur tersebut harus terpenuhi untuk adanya bezit, oleh karena
itu untuk menjadi bezitter seseorang harus sehat akal pikirannya. Orang yang
gila dianggap tidak memiliki animus, artinya tidak dapat mempunyai bezit.
Sedangkan anak vang belum dewasa tapi sudah dapat membeda-bedakan dapat
mempunyai bezit melalui wakilnya menurut undang-undang. Seorang pencuri
dapat mempunyai bezit atas benda yang dicurinya meski sebagai bezitter yang
“riﬁk&d tidak baik (fe kwader trouw).” Mengenai kedudukan detesntie, yaitu
seseorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum antara
yang bersangkutan (detentor) dengan pemilik (¢igenaar) benda itu, terdapat
perbedaan pendapat, ada yang menyatakan bahwa seorang defentor (penyewa
atau peminjam) dianggap kemauan (animus) untuk memiliki benda yang

“ari Soedewi Masjchoen Sofwan, LocCit

“My. Hi. Frieda Husni Hasballah 1, Olp.Ci. b 67
"5 Boedewi Maspchoen Sotwan, Cp, Cif, b, 84
“Ridusn Syahrand, OpCit, b 119
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dikuasainya itu tidak ada, sehingga bukan bezitter, seperti yang dikemukakan
oleh Asser dan Scholten, cleh karena itu tidak dapat mempergunakan pasal-
pasal yang terdapat dalam BW yang memberikan perlindungan kepada bezitter.
namu.n pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Suyling yang menyatakan
bahwa perantara seperti penyewa harus tetap dianggap sebagal bezitter.

Bezit mempunyai dua fungsi, yaim: ™

a, Fungsi pelisionil;
Yang dimaksud fungsi polisiomil dari bezit adalah bahwa bezit
itu mendapat perlindungan hukum, tanpa mempersoalkan siapa
sebenarnya yang mempunyai hak milik atas benda itu (hukum
melindungi keadaan nyata tanpa mempersoalkan keadaan juridis).
Siapa yang membezif sesuatu benda meski benda ygug dikuasainya
it dari hasil pencurian, ia mendapat perlindungan hukum, sampai
terbukti di muka Pengadilan bahwa fa sebenarnya tidak berhak.
Barang siapa yang merasa haknya dilanggar harus minta penyelesaian
lebih dulu pada polisi atau Pengadilan, Inilah yang dimaksud dengan
fungsi polisionil dari bezit. Fungs polisionil ada pada setiap bezit.

b. Fungsi zakenrechtelijk;

Yang dimaksud fungsi zakenrechtelijk dari bezit adalah bahwa setelah
keadaan nyata (bezit }itu berjalan beberapa wakiu tanpaadanya protes
dari pemilik sebelumnya, maka keadaan nyata (bezit) itu berubah
menjadi hak milik (eigesidom) melalui lembaga lampau wakio
(verjaring). Inilah yang dimaksud dengan fungsi zakenrechtelijk dari
bezit. Fungsi zakenrechtelijk tidak ada pada setlap bezit, tetapi hanya
ada pada burgerlik bezit (biasanya disebut bezit saja),™

2. Macam bezit

Bezit dapat dibedakan atas dua macam, yaitu-"'

@. Burgerlijk bezit, yang biasanya disebut bezit saja, dan orang yang
membezit disebut bezitter, adalah bezit yang bezitternya mempunyai
kehendak untuk mempunyai suatu benda bagi dirinya sendiri
Burgerlijk bezit biasanya ada pada pemilik.

“Wirjono Prodpodikera, Op. Gt b 142

“5ri Soedewi Masichoen Solwan, LocCiL

"Pack -.fﬂnrhp'rpu;hu:?luiu tidak ada Fungsd :Mﬂhdl_lli:, sehingga seomng detentorouder
misalnya penyewa tidak mungkin menjadi pemilik (eigenanr) melahd lembaga verjoring

" [lsinl., . 85,
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. Detentie biasanya juga disebut houderschap, dan orangnya disebut
detentor atau houder, adalah orang yang menguasai benda tapi
tidak mempunyai kehendak untuk memiliki benda tersebut bagi
dirinya sendiri. Penguasaan terhadap suatu benda itu terjadi karena
adanya hubungan hukum dengan orang lain, seperti misalnya dalam
hubungan sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Detentie
atau houderschap disebut juga Natuurlijke bezit.

Seperti telah dikemukan di atas, bezit dapat terjadi atas hak milik
(eigendom) maupun atas hak-hak kebendaan lainnya. Ngmun yang sering
dibicarakan adalah bezit dari hak milik {(eigendom). Jika bezit berada pada
pemilik benda itu sendiri, maka orang rersebut dinamakan bezitier-eigenaar.
Dalam kaitan bezit pada hak milik (eigendom) dimana eigenaar sekaligus
sebagal bezitter ini menurut Ny, Hj. Frieda Husni Hasbullah bezir dapat terjadi
pada:*®

a. Eigendoms bezit;

Pada eigendoms bezit, penguasaan juridis berhimpitan dengan
penguasaan nyata (feitelijk) karena pemegang (bezitfer) adalah juga
sekaligus pemilik {eigenaar) suatu benda;

b. Burgerlijk bezit;

Pada burgerlijk bezit, seseorang menguasai suatu benda secara nyata
dan bersikap seperti seorang pemilik serta berkeinginan untuk
menjadi pemilik tetapi sebenarnya dia bukanlah pemilik sejati;

c. Natuurlijke bezit,

Pada natuurlijk bezit, seseorang secara murni menguasai suatu benda
tanpa kehendak untuk memilikinya. Dalam hal ini tidak ada unsur
animus, seperti penguasaan atas benda karena adanya perjanjian
sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain.

Dari ketiga bentuk bezit tersebut di atas, sama-sama terdapat kekuasaan
nyata. Pada eigendoms bezit maupun burgerlijk bezit sama-sama terdapat unsur
corpus dan animus, namun pada eigendom penguasaan atas benda sesuai
dengan keadaan hukumaya, sedangkan pada burgerlijk bezit penguasaan nyata
atas benda tidak sesval dengan keadaan hukumnya.™

=My, Hj. Frieda Husni Hasballah 1. OpCir b 71-72
"Thid k. 72-73.
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Seorang bezitfer dapat berubah menjadi detentor/houder demikian juga
sebaliknya seorang detentor/houder dapat berubah menjadi bezitter. Keadaan
ini disebut pertukaran bezit atau interventie bezit, dengan syarat: pertama, harus

ada perubahan kehendak dari bezitter, dan kedua, harus diperjanjikan antara
pihak yang berkepentingan (persetujuan pihak lawan sangat menentukan}.™

Di samping pembedaan bezit yang telah disebutkan di atas, terdapat
pula pembedaan atas bezit benda dan bezit hak. Bezit benda adalah bezit
mengenai benda-benda yang berwujud, sedangkan bezit hak adalah bezit
mengenai benda-benda tidak berwujud atau hak. Secara umum semua benda
dapat dibezit, namun ada beberapa benda vang tidak dapat dibezit, diantaranya
adalah benda yang tidak dalam perdagangan (Pasal 537 (1) BW).*

Pembedaan lain yang juga sangat penting dalam membicarakan bezit
adalah bezit beritikad baik (bezit te goeder trouw) dan bezit beritikqgl tidak
baik (bezit te kwader trouw). Bezit yang beritikad baik terjadi jika bezitter
yang memperoleh benda yang dikuasainya itu dengan salah satu cara untuk
memperoleh hak milik, dan ia tidak mengetahui cacat yang terkandung di
dalammnya (Pasal 531 BW ). Dengan demikian bezitter yang beritikad baik adalah
Bezitter yang sungguh-sungguh menyangka bahwa benda yang dikuasainya itu
adalah wﬂm]rn sendiri. Sebaliknya, bezit yang beritikad tidak baik terjadi jika
pezitter mengetahui bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya (Pasal
532 BW). Menurut pendirian Hoge Raad, bezit te kwader trouw terjadi jika
bezitter pada awal adanya bezit mengetahui atau setidak-tidaknya seharusnya
mengetahui bahwa dengan itu 1a merugikan orang lain.*

Kedua bezit ini, baik bezit yang beritikad baik/bezit yang jupar (bezit
te goeder trouw) maupun bezit yang beritikad tidak baikfbezit yang tidak
jujur (bezit te kwader trouw) sama-sama memperoleh perlindungan hukum,
meski tingkat perlindungannya tidak sama. Perlindungan hukum yang
diberikan bagl bezitter Y beritikad baik meliputi: 1). Hak untuk memetik
hasil dari bendanya; 2). Hak untuk mendapat penggantian ongkos-ongkos
yang telah dikeluarkan untuk benda yang bersangkutan; 3). Kemungkinan

itter menjadi eigenaar melalui lampau waktu (verjaring). Sedangkan bagi
zitter yang beritikad tidak baik hanya memperoleh hak untuk mendapatkan

= [, b. 73,
=hri Soadewi Masichoen Salwan, oI, b, 86,
® Tl
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penggantian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk benda yang
bersangkutan, itupun kurang dari pada yang ada pada bezitter yang beritikad
baik.*

Berdasarkan Pasal 548 BW dan Pasal 549 BW ditentukan hak-hak
bezitter yang merupakan bentuk perlindungan sebagai perwujudan fungsi
bezit baik fungsi polisionil maupun fungsi zakenrechrelik. Menurut Pasal
548 BW, bezitter yang beritikad baik memiliki hak-hak sebagai berikut: 1).
Bezitter untuk sementara wakiu harus dianggap sebagai pemilik benda sampai
saal haknya dituntut kembali di muka Hakim; 2). Bezitter dapat memperoleh
hak milik atas suatu benda karena daluwarsa; 3), Bezitter berhak menilkmati
hasil kebendaan sampai suat terjadinya penuntutan kembali di muka Hakim;
4). Bezitter harus dipertahankan atau dipulihkan kedudukannya jika saat
i mendudukinya mendapatkan gangguan atau kehilangan kedudukannya.
Sedangkan menurut Pasal 549 BW, bezitter yang beritikad tidak baitk memiliki
hak-hak sebagai berikut: 1}. Bezitter untuk sementara harus dianggap sebagai
pemilik benda sampai ia dituntut kembali di muka Hakim; 2). Bezitfer berhak
menikmati hasil kebendaan yang bersangkutan dengan kewajiban akan
mengembalikannya kepada yang berhak; 3). Bezitter harus dipertahankan atau
dipulihkan kedudukannya jika saat ia mendudukinya, mendapat gangguan
atau kehilangan kedudukannya ™

Dalam hal bezitter mengalami gangguan terhadap benda yang
dikuasainya itu ia dapat bertindak dengan perantaraan hakim melawan siapa
s3ja yang mengganggu penguasaannya atas benda tersebut, karena bezitter
mempunyai hak gugat bezit atau bezitactie. Gugat bezit hanya ada pada
burgerlijk bezit saja, sedangkan detentor/houder tidak mempunyai kewenangan
mengajukan gugat bezit. Gugatan yang dapat dilakukan bezitter antara lain
berwujud: 1). Meminta pernyataan declaratoir dari hakim bahwa ia adalah
bezitter dari benda itu ; 2). Menuntut agar jangan menggangu lebih lanjut/
gangpuan dihentikan; 3). Meminta pemulihan dalam keadaan semula; 4).
Meminta penggantian kerugian ™

Gugat beait Elrus diajukan dalam tenggang wakiu satu tahun, karena
hak bezit dapat dinyatakan hilang, jika orang lain dapat menguasai benda itu
selama satu tahun dan bezitter tinggal diam saja (Pasal 545 BW).

“Iiid., b 47,

“Hy. Hi. Frieda Husni Hasbullah i, OpCi., b, 8o
*5r1 Soedew] Masprhoen Sofwian, OO, b, 95
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3. Cara memperoleh dan berakhirnya bezit

yaitu:

Pada dasarnya cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan dua cara,

A,  Dengan cara Occrupalio

Berakhir

a,
b.

c.

d.

Cara memperoleh bezit dengan cara occupatio ini dilakukan tanpa
bantuan orang lain yang membezit lebih dulu, yakni dengan cara
menduduki atau menguasai atau mengambil benda baik benda
bergerak maupun benda tidak bergerak." Jika pengambilan terhadap
benda yang bergerak, maka dapat dilakukan terhadap benda bergerak
yang tidak ada pemiliknya (res nullius), misalnya ikan di sungai,

rung di hutan, buah-buahan di hutan, binatang-binatang burnan

hutan, dan lain-lain. Cara memperoleh bezit dengan occupatio ini
disebut juga memperoleh bezit yang bersifat originair (asli).

Dengan cara fraditio,
Cara memperoleh bezit dengan cara traditio ini dilakukan gmgan
bantuan orang lain yang membezit lebih dulu, yakni dengan cara
penyerahan bendanya dari bezitter lama kepada bezitter yang baru.
Cara memperoleh bezit dengan traditio ini disebut juga memperoleh
bezit yang bersifat derivatief.

a bezit dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

Bendanya diserahkan sendiri oleh bezitter kepada orang lain;
Bendanya diambil oleh orang lain dari kekuasaan bezitfer dan
kemudian selama satu tahun menikmatinya tidak ada gangguan
apapun juga;

Bendanya telah dibuang (dihilangkan) oleh bezitter;

Bendanya tidak diketahui lagi dimana adanya;

**Hezir aras benda nidak bergerak dengan cara secupatat dintar dalam Pazal 545 ayar (1) BW dan Pasal
1963 BW. Pasal 545 ayat {1 ) BW: sescorang yang menguassd suate benda tidak bergerak akan menjadi
beziiter dard bends tersebuat setelah selama satu tahun menikmatinya tanpa susty gangguan apapan,
Pasad 1963 BW. o, Sispa yang dengan ifikad baik dan berdasorkan suaty alis hak yang sah memperoleh
suatyl bends tidak bergerak, suat bungs atau sestu plasng lain yang tdak harus dibayar sus tonjuk,
memperobh hak milik atasnye dengan jaln daluwarsa setelah menguasat selama 20 tehun bermurai-
twrut; b Sk vang dergan fikad badk menguasiaia selama 30 tahun bertarut- turat skan memperaleh
hak milik dengan Gdak perlu menunjukkan alas bakaya. Sejak berlakumya ULUPA whun 1960, kedua
pasal tu, Pasal 545 dan Pasd 1963 BW dinvatekan ticdak berlabok bgh (lhat By, Hi Prieda Husni
Hashullsh 1, Op,Cif, b, 76-78),
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e. ?ﬂlﬂlﬂ?ﬂ musnah oleh sebab peristiwa yang luar biasa atau karena
alam.

1
( Disebutkan dalam Pasal 543, 544, 545, 546, dan 547 BW).
4. Bezit atas benda bergerak

Pengaturan bezit atas bendd:ergemk terdapat ghm Pasal 1977 ayat
(1) BW, yang menentukan bahwa: terhadap benda bergerak yang tidak berupa
bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka
barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.”

Ketentuan tentang bezif atas benda bergerak ini tidak diatur dalam Buku
II BW tentang Benda, tggapi diatur dalam Buku IV BW tentang Pembuktian
dan Daluwarsa, karena ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat (1}
BW mengandung ketentuan tentang daluwarsa (verjaring), yaitu verjaring
yang membebaskan dari suatu perutangan (extinctive verjaring), dengan
gnegang waktu 0 {nol) tahun. Dengan demikian barang siapa atau setiap orang
yang membezit benda bergerak dalam waktu seketika (nol tahun) bebas dari
tuntutan pemiliknya. Hal inilah yang menyebabkan bezit atas benda bergerak
diatur dalam Buku IV BW yang mengatur mengenai extinctive verjaring.""

1

Mengenai rumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat
(1) BW ini menimbulkan beberapa pendapat yang memberikan berapa
penafsiran yang dikemukakan para pakar hukum yang terkemuka, yaitu
pendapat Diephuis yang dikembangkan Meijers dengan Eigendoms theorie,
dan pendapat P. Scholten dengan Legitimatie theorie, "™

Dahulu I:""endu-msrhmn'e merupakan pendapat yang paling banyak
ditkuti. Teori im m:mbﬂﬂn’i penafsiran secara gramatikal terhadap ketentuan
Pasal 1977 ayat (1} BW. Menurut teori ini bezit terhadap benda bergerak
berlaku sebagai alas hak (hak) yang sempurna (volkomen titel). Hak yang

HeH Soedewn Mas|choen Sofwan, Op O, b o6-51.

=hebenarmyd ada puls afaran stau beori yang menyatakan baliva deenie (houdemchup) adalah
cigerulm. Ajran atao teori ind dikemokakan dan dikembanghan oleh BLEF, Land. Menurul sarmnfieon
ini baruny bergerak detentiv adalah hak yang paling lengkap. Jadi mengenasi barang-barang ini tidak ada

Tit atan efgendom, Konsekwensd dani ajaran ini, adalph hahwa orang yang mendtipkan, memisjamkan
afoy menyewakan soat barang berperak kepads orang lain, kehilangan hak eigendom atae barang
tefseiot, 1o hamye metmpumyad taatuten perofangan (perspanlike wendenng ), bulan tuntutan kebendaan
{ zakelijie vordering) kepada orang vang menyiempan, mervewd ataa meningim (tdak mempuamyai hak
revieidikasi otas barang tersebut). Ajaran bahwa aleierne adalah eigendor il tidal pernal menjadi
pemdapat umum dan Kind ajeran terscbut sodah ditinggalkan sama sekali (lihat Ko Ty Sing. Dikeat
Lengkape Hiskum Perdota, G i Hukses Bernda, b S0-82).
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paling sepypurna itu adalah hak milik (eigendom). Dengan demikian berarti
bezit atas benda bergerak adalah sama dengan hak milik {bezitfer sama dengan
eigenaar). Dan artinya bezit atas benda bergerak adalah merupakan hak yang
paling sempurna. Jadi siapa saja yang membezit benda bergerak tidak peduli
apakah bezit itu diperoleh dengan titel yang sah atau tidak, apakah berasal dari
orang yang berwenang menguasai benda itu atau tidak, maka bezit i sama
dengan hak milik (edgenmdom), asal saja pada bezit im bezitternya beritikad
baik/jujur (de gnrdn:mmvj. Eigendomstheorie ini dipandang menghilangkan/
mengabaikan dua syaral untuk sahnya penyerahan (levering) vang terdapat
dalam Pasal 584 BW, yaitu: (1) harus ada titel yang sah; dan (2) harus dilakukan
oleh orang yang berwenang untuk mengasingkan benda itu, Jadi kedua syarat
penyerahan {levering) itu diabaikan, asal saja bezitternya beritikad baik/jujur
(de goeder frouw)."™"

Legitimatie theorie merupakan pendapat yang banyak ditkuti/lazim
(heersende leer). Menurut teogggini. bezit bukan/tidak sama dengan hak milik
(eigendont). Tetapi siapa saja yang membezit benda bergerak dengan itikad
baikfjujur (de goeder trouw) maka ia dalam keadaan aman. Dengan demikian,
keadaan bezit itu fungsinya mengesankan bezitter dari benda itu sebagai
eigenaar  sebagai orang yang mempunyai hak penuh). Jika Eigendoms theorie,
dipandang mengabaikan kedua syarat penyerahan (levering) sebagaimana
dimaksud dalam Peggl 584 BW, maka Ligitimatie theorie dipandang hanya
mengabaikan salah satu syarat penyerahan (levering) saja, yaitu syarat tidak
perlu berasal dari orang yang berwenang untuk mengasingkan benda tersebut,
cukup mengira berasal dari orang YEE berwenang mengasingkan benda itu,
Meski demikian Ligitimatie theoric tetap mengharuskan syarat adanya titel
yang sah untuk memperoleh hak milik atas suatu benda,"™

Pasal 1977 ayat (1) BW ini diadakan dalam rangka menjaga kelancaran
dalam lalu lintas hukum di masyarakat, sebab jika berpegang pada ketentuan
bahwa hak milik atas suatu benda hanya dapat berpindah secara sah, jika
seseorang memperolehnya dari orang yang berhak memindah ak milik
atas benda tersebut (pemilik benda), maka akan sangat terganggu, jika dalam
setiap jual beli benda yang bergerak pembeli harus menyelidiki terlebib dahulu
status penjual apakah benar-benar sebagai pemilik atas benda tersebut. Oleh

"85l Soedewi Masichoen Solwan, ﬂlp.l:'.‘l'l. Jhog-9 lihe flaga K Ty Ein“. ﬁ,u.Er'J’., . B2
58 Soedewl h!a.ljrjmm Sobwan, hid, h. 932 likat Jquﬂ-T’q' ﬂi.rl.g, Boid, b, B3 st
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g:enaitulah Pasal 1977 ayat (1) BW menetapkan bahwa untuk benda bergerak
penjual dianggap cukup membuktikan hak miliknya dengan menunjukkan
bahwa ia menguasai benda itu seperti seorang pemilik, vaitu menurut keadaan
vang tampak keluar benda itu seperti kepunyaannya sendiri (bezit). Dengan
demikian, tidak perlppmemperlihatkan bagaimana cara mendapatkan benda
bergerakitu dan juga tidak perlu memperlihatkan tanda bukti tentang miliknya,
tapi cukup memperlihatkan bahwa la adalah mempunyai bezit (bezitter atas
benda bergerak) "™

Pembeli yang mempercayai bahwa penjual adalah pemilik sebenarnya
benda itu hanya dengan melihat secara tampak luar (bezitter atas benda)
dilindungi oleh hukum, meski kemudian ternyata misalnya penjual hanyalah
sebagal peminjam benda itu dari pemilik sebenarnya Ketentuan Pasal 1977
ayat (1} BW ini melindungi pembeli benda dan mengenyvampingkan atau
mengorbankan kepentingan pemilik benda yang sebenamya atau sejati.
Sebagai contoh: A meminjamkan bukunya kepada B, kemudian B menjual
buku yang dipinjamnya itu kepada C. Hukum memberi perlindungan kepada
pembeli benda (C) meski benda diperoleh dari seorang yang tidak berhak (B)
dibanding dengan pemilik sebenarnya (A) atas pertimbangan bahwa pemilik
benda (A) dengan suka rela menyerahkan benda d“m kekuasaan orang lain
{B), sehingga harus menangpung resiko. Ketentuan Pasal 1977 ayat (1) BW ini
hanya berlaku untuk terhadap perbuatan-perbuatan dalam dunia perdagangan
(handelsdaden), artinya bila seorang menerima suatu benda sebagai hadiah
?:i seseorang yang bukan pemilik benda tersebut, maka tidak dilindungi

ari tuntutan pemilik sejati benda tersebut, karena menerima hadiah tidak
termasuk perbuatan dalam perdagangan,'™

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1977 ayat (1) BW terdapat dalam
ketentuan Pasal 1977 ayat (2) BW, yang menentukan bahwa perlindungan yang
diberikan oleh Pasal 1977 gyat (1) BW tidak berlaku bagi benda yang berasal
dari pencurian. Siapa saja yang kehilangan atau kecurian suatu barang dalam
jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang
itu, berhak meminta kembali miliknya, dari setiap orang yang memegangnya
(hak revindicatic). Pemilik barang tidak diwajibkan membayar ganti kerugian

“aubekdl, Op Cif. b 57.

= ehd . &4, Memrat P Scholten, pu'linduugm vang diberian oleh ketentuan Pasal 1977 spat (1)
B haaya berlaku ferhadap perbuatan dalam danla perdagangan, memspakan suatw comoh penghalusan
atau pelembutan hukuem (rechiiverfming) {Sebekl, i, b 6l
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ﬁpmia pemegang barang untuk uang yang telah dibayarkannya guna
membelinya, kecuali barang itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya,
di pelelangan umum, atau seorang pedagang yang lazim memperdagangkan
barang-barang demikian, maka pemilik barang harus mengembalikan harga
barang yang telah dibayar oleh pemegang barang itu ( lihat Pasal 582 Bw).'"

"rRbuan Syahranl, lf'.!p.['.'u., 5. 1246=127.




Hak Kebendaan
yang Memberi Jaminan

A. Gadai (Pand)

1. Pengertian dan sifat-sifat gadai

Lembaga Gadai diatur dalam Buku II BW, Bab XX mulal Pasal 1150
sampai Pasal 1161 BW. Menurut Pasal 1150 BW, yang dimaksud dengan gadai
adalah: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang
atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada
si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah
didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan
untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.”

Berdasarkan pengertian gadai yang disebutkan Pasal 1150 BW dan
pasal-pasal lainnya, Prof. Mariam Darus Badrulzaman menyimpulkan sifat-
sifat umum dari gadai, yaitu: Benda yang menjadi objek gadai adalah benda
bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;

a. Sifat kebendaan;
b. Benda gadai dikuasai pemegang gadal (inbezitstelling);
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Hak menjual sendiri benda gadai (recht van eigenmachtige verkoop;

a. Hak yang didahulukan;

b. Hak accessoir (hak gadai tergantung pada perjanjian pokok).

Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah membagi sifat-sifat gadai atas sifat
kebendaan pada umumnya dan sifat-sifat khusus hak gadai. Sifat kebendaan
pada umumnya adalah hak absolut, droit de suit, droit de preference, hak
menggugat, dan lain-lain.' Sedangkan sifat-sifat khusus hak gadai, yaitu:*

a. Accessoir, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau
tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, artinya jika perjanjian
hutang piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian
tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian hutang piutang
tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian jika
perjanjian hutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih; tetapi
sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya
perjanjian hutang-piutang. Dan jika karena suatu alasan tertentu
perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang-piutang masih tetap
berlaku asal dibuat secara sah.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 BW, barang gadai tidak dapat
dibagi-bagi (ondeelbaar), sekalipun utangnya di antara para waris si
berhutang atau di antara para waris si berpiutang dapat dibagi-bagi.
Dengan demikian gadai meliputi seluruh benda sebagai satukesatuan;
artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya
sebagian hutang.

c. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran
kembali hutang debitor kepada kreditor. Jadi barang jaminan
tidak boleh dipakai, dinikmati apalagi dimiliki; kreditor hanya
berkedudukan sebagai houder bukan burgerlijke bezitter.

d. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditor atau penerima gadai
sebagai akibat syarat inbezitstelling.

2. Para pihak (subjek) dalam gadai
Dilihat dari pengertian gadai yang telah ggebutkan di atas, maka

sebenarnya hak gadai hanya merupakan tambahan atau buntut (accesoir) dan
perjanjian pokok yaitu perjanjian peminjaman uang atau hutang piutang antara

"W Hi. Frieds Husni Hashollah 2, b 27,
ki, e 2824,
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kreditor dan debitor. Dari perjanjian pokok, perjanjian peminjaman cang
atau hutang piutang inilah dilanjutkan dengan perjanjian gadai antara debitor
sebagai pihak yang memberi gadai {pemberi gadai/ pandgever) dengan kreditor
sebagai pihak pemegang atan penerima gadai (pandnemer). Dengan demikian
para pihak dalam perjanjian gadai adalah pihak pemberi hak gadai (pandgever)
dan pihak pemegang/penerima hak padai (pandnemer). Baik pemberi hak
gadal maupun pemegang/penerima hak gadai, sebagaimana halnya dalam
perbuatan-perbuatan hukum pada umumnya, harus dilakukan oleh orang
yang bekwaam atau orang yang cakap untuk bertindak atau melakukan
perbuatan hukum. Di samping cakap bertindak menurut hukum, pihak
pemben hak gadai (pandgever) haruslah orang yang berhak mengasingkan
benda yang digadaikan. Yang dimaksud dengan berhak mengasingkan benda
yang digadaikan mizalnya menjual, menukar, menghibahkan, dan lain-lain.
Perbuatan hukum menggadaikan suatu benda dipandang sebagai perbuatan
mengasingkan suatu benda meski dianggap tidak langsung, karena membuka
kemungkinan dijualnya benda yang digadaikan itu untuk melunasi hutang
debitor. Jika dikemudian hari ternyata si pemberi gadai (pandgever) adalah
orang yang tidak berhak mengasingkan benda tersebut, misalnya ia hanya
seorang penyewa atau seorang peminjam benda tersebut yang tentu tidak dapat
menjual benda itu, maka menurut ketentuan Pasal 1152 ayat (4) BW perjanjian
pemberian gadai tetap sah dan tidak dapat dibatalkan, karena s1 penerima
gadai (pandnemer) dianggap menyangka si pemberi gadai (pandgever) adalah
orang yang mempunyai hak milik atas benda tersebut, asal saja si penerima
gadai (pandnemer)ghenar-benar menyangka si pemberi gadai (pandgever)
adalah orang yang berhak untuk memberi gadai. Apabila si penerima gadai
(pardnemer) mengetahui atan snya dapat menyangka si pemberi gadai
{parndgever) bukan orang yang berhak memberi gadai, maka si penerima
gadai {pandnemer) tidak mendapat perlindungan hukum dan hak gadai harus
dibatalkan.’ Ketentuan ini diberlakukan karena objek hak gadai adalah benda
bergerak. Oleh karena itu Prof. Subekti menyatakan bahwa ketentuan Pasal
1152 ayat (4) BW ini serupa dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1977
BW yaitu mengatur tentang perolehan hak milik atas benda yang bergerak.*

‘Richsan Syahrani, Dp.l"_‘ir.. h.145.
Subekt, Op.C#., b, 80,
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3. Objek gadai

Objek gadai adalah benda bergerak, baik benda bergerak yang berwujud
atau bertubuh (lichamelijk) maupun benda bergerak yang tidak berwujud atau
tidak bertubuh (onlichamelijk). Benda bergerak yang tidak berwujud ntﬂu'dﬂk
bertubuh (enlichamelijk) ini adalah merupakan bermacam hak tagih untuk
mendapatkan pembayaran vang yang berwujud surat-surat piutang. Surat-
surat piutang itu terdiri dari: surat piutang atas bawa atau kepada si pembawa
(vordering aan foonder);” surat piutang atas tunjuk {(vordering gan erder);" dan
sural piutang atas nama (vordering op naam).’

4. Prosedur mengadakan gadai

Secara umum Prof. Mariam Darus Badrulzaman membagi saat
terjadinya hak gadai kedalam dua fase sebagai berikur:®

a. Fase pertama:
Fase pertama adalah perjanjian pinjam uwang (kredit) dengan janji
sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian
ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari
perjanjian (pemberian) gadai.

b. Fase kedua:

Fase kedua adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasaan
penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak,
maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitor atau pembeni
gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan
pernyataan debitor, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan
debitor itw.

Gl piutang atis bowa st kepada sl pemibawa (vonderiag aan foomder), merspakan sirst atau akia
vang di dalam sura atain akta tersebil nama kraditer tidak diseban, ataw disebut dengan pelas dadam akta
tapi dengan tambaban kata-kata “stas pembaws’, comoh cek [lihar Pasal 1152 #vat (8] BW dan Pasal 132
WE} (My. Hj. Frieda Husni Hasballab 2, Gp. Gt b 270

“hural plutang alos fungk (vordering gan opder) atan disebut juga surat putang kepada penggant,
merupakan surai atou skis yang &i dalam sirat aton akia tersebol nama kreditor disebut dengan jelas
dengan tambaban keta-kats “stao pengganti’, contoh wesel (lihat Pasal 1152 bis AW (My, Hi. Frieda
Husal Hasbadlah 2, fid. ).

Yhiral plufang alas nema (vonlering op nmar ) merapakan surad atag alots pang di dalam surat atau akia
tersebul nama kredivor disebail desigan jelas tanpa tambahan apa-apa (Hhat Pasal 1153 BW) (Hy. Hi
Frieda Husni Hasbullah 2, Thid ],

"lar e Dams Badrubaan, l.'.l'p.'l.'.'ﬂ., h.ga
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Menurut Prof. 5ri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak gadai diadakan
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis
barangnya, Jika yang digadaikan adalah benda bergerak berwujud dan surat
piutang atas bawa atau kepada si pembawa (aan toonder), maka syarat-
syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Harus ada perjanjian untuk memberi
gadal (pand-overcenkomst);" 2. Barang yang digadaikan harus dilepaskan/
berada di luar kekuasaan si pemberi gadai (inbezitsrelling).” Jika yang
digadaikan berwujud surat piutang atas nama (op naam), maka syarat-syarat
yang harus dipenuhi adalah: 1. Harus ada perjanjian gadai; dan 2. Harus ada
pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan.* Sedangkan
jika yang digadaikan berupa surat piutang atas tunjuk (aan order) .
maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Harus ada perjanjian gadai;
dan 2. Harus ada endossemen, dan penyerahan surat piutang itu.

Rincian cara mengadakan gadai berdasarkan jenis benda bergerak
dikemukakan pula oleh Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah sebagai berikut:™

a. Benda Bergerak Berwujud

1) Padatahap pertama dilakukan perjanjian antara para pihak yang
berisi kesanggupan kreditor untuk meminjamkan sejumlah uang
kepada debitor dan kesanggupan debitor untuk menyerahkan
sebuah/sejumlah benda bergerak sebapai jaminan pelunasan
hutang {pand overeenkomst).”

2} Tahap kedua diadakan perjanjian kebendaan (zakelijke
overeenkomst) yaitu kreditor menyerahkan sejumlah uang kepada
debitor, sedangkan debitor sebagai pemberi gadai menyerahkan
benda bergerak yang digadaikan kepada kreditor penerima gadai
{inbezitsteling)."

Thalan BW bentuk perjunjian gadai tidak ditemtulan, jadi boleh s atao tertalis {okts otentik atuu
akta di bawab mngan] (5 Soedewd Masichoen Sofwan, Gp.Cit, b 99,

“Barang harus berada dalom kekvasaan & pemegang gadal, Dalum ketentuan BV gadal thdak sah fika
bendanys diblarkan tetap berada dabam kekuasaan si pemberi gadal (5 Soedewd Masichoen Sofwan,
Hhdl},

"Dengan pespheriiahuan kepada debltor dad plutsng terebut, maka sptinya hak untuk fiesdspatkan
tagihen dari plutang ditarik darl keloasaan s pemberi gadal Pada saab in debitor berkewasiban
mesrbaysr hutang ke pads péose gang gacdal (Sck Soedewl Masichoen Sofwan, bl b, 1o0a),

“Ny. Hj. Frieda Husni Hasballah 2, OpCi b 30-32)

"Disini perfanfian masih bersifat obligaioir konsensual oleh karena baru meletakkan hok-hak
dan kewsjihan-kewajitan para pihak Undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertentu, maka
peraniion dapat dilakukan secars tertulis artiny dalam bentuk otemtik (via notaris) stas dibawsh tan gan
{onderhands) dan dapot jaga secar lsan (Ny, Hj. Frieda Husn| Hasballah 2 O O, b 3000

“Penyerabinn secara nyvata ind e neyaratkan babwa secarn yaridis gadal telah terjadi. lika debitor ddak
menyerahban bemlanys kepada kredilor, maka berdasrkan ketemuan Pasal 1152 syal (2) BW gadsd
tersebisl tidak sab {My, Hi Frieda Husni Hasbullab 2, Thid, b 51,
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b. Benda Bergerak Tidak Berwujud
1} Gadai piutang kepada pembawa (Vordering Aan Toonder)

Terjadinya gadai piutang kepada pembawa sama dengan

terjadinya gadai pada benda bergerak yang berwujud yaitu

melalui tahap-tahap berikut:

a) Para pithak melakukan perjanjian gadai yang dapat dilakukan
baik secara tertulis {otentik) maupun dibawah tangan
ataupun secara lisan. "

b) Penyerahan surat piutang atas bawa kepada pemegang
gadal atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak
{inbezitstelling).""

2) Gadai piutang atas tunjuk { Vordering Aan Order)

a) Diadakan perjanjian gadal waitu berupa persetujuan
kehendak untuk mengadakan hak gadai yang dinyatakan
oleh para pihak.

b) Dilakukan endosermen’ atas nama pemegang gadal dan
sekaligus penyerahan suratnya. Dengan endosemen, kreditor
dimungkinkan untuk melakukan hak-hak yang timbul dari
sural piutang tersebut, sedangkan pemegang gadai berhak
menagih menurut hukum sesuai dengan isi surat piutang itu.

3} Gadai piutang atas nama ( Vordering Op Naam)

a) Pihak debitor dan kreditor mengadakan perjanjian gadai
vang bentuknya tertulis.

b) Dilakukan pemberitahuan™ oleh pemberi padai kepada
seseorang yang berhutang kepadanya atau debitor bahwa
tagihannya terhadap debitor telah digadaikan kepada pihak
ketiga. '

“lLihat Fasal 1158 BW

“Lihat Pasal 1152 ayat {1} BW. Sumi preteng ini dibuat aleh debitor yang didalammya meneranghan
balnwa debitor mempunysl hutang scjumlbah vang kepada pemegang surat terschat, Pemegangnya ini
berhok menagih kepada debitor sejumbah vang terscbut, sembil mengem balikan sarat vang bersngkatan
kepaila debor. Contoli: Sertifkat Deposto (My. Hj Prieda Husisi Hasbullah 2, B ),

" Endodermen adalah santu catetan punggieng sty folisan dibalik sural wesd sau cek yang mengandung
permyatman peryemban atou pemindaban s wpihen wesel atan el kepada orang lain yang dibabubi
tanda tangan clel orang yang memindabkanma (endian). Inl berarti endosemen merpakan sustu
catatan yang mengesahkan perboatan pemegang gadai, coatole wesel (My. Hj. Prieda Husni Hasbullah
2, [hid. . b SR,

"Orang yang wajib membayar ini dapat memendut bukti teraudis dad pembergabuan dan izin pemberi
gadal.

"Serurut Pasal 1153 BW, hak gadai atas benda-bends berperak vang tidak bermbuh, kecuali surai
surat turpuk (man order] dan surat-surst bawes (aas fooieder), dilakukan dengan pemberitabiuan tentang
telah terjadinya gndal kepads oraeng e sty saps bk, pang digadaikan it hanos dilaksanokan,
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lika dibandingkan antara cessie™ terhadap piutang atas nama
dan gadai pada piutang atas nama, maka terdapat beberapa
perbedaan sebagai berikut:"

b)

c)

Untuk adanya cessic diperlukan adanya akta otentik atau
dibawah tangan. Sedangkan pada gadai perjanjiannya tidak
terikat pada suatu bentuk tertentu (bebas).

Pada cessic dengan adanya akta itu perbuatan hukum itu
selesai, sedangkan pemberitahuan kepada debitor supaya
debitor terikat oleh adanya cessie. Pada gadai dengan adanya
akta saja perbuatan hukum itu belum selesai dan baru selesai
setelah adanya pemberitahuan.

Pada cessie pemberitahuan itu harus dilakukan oleh juru
sita dengan exploif, artinya dengan surat pemberitahuan
untuk menghadap di pengadilan oleh juru sita. Sedangkan
pemberitahuan pada gadai dapat dilakukan dengan bebas,
baik secara tertulis maupun secara lisan.

5. Hak dan kewajiban para pihak

a. Hak dan kewajiban penerima/pemegang gadai
1} Hak penerima/pemegang gadai ( pandnemer):™

a)

b}

c)

Hak melakukan parate executie (eigenmachtige verkoop),
yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitor
jika bebitur lalai memenuhi prestasinya (lihat Pasal 1155 ayat
(1) BWY)

Berhak menjual benda-benda bergerak milik debitor melalu
perantaraan Hakim (rieel executic) (lihat Pasal 1156 BW);
Berhak mendapat penggantian semua biaya yang bermanfaat
yang telah dikeluarkan kreditor untuk keselamatan benda
gadai {lihat Pasal 1157 ayat (2) BW};

"Berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (1) BW, penypernban srst plateny stas nema dilakukan
drnﬁ;n cessie, yaitu dilakukan d.mp.n cari memibuat akta obentik atas akt & bawah tangan yang ksimya
menyatakan piutang fersebut dalibkan kepada orang lin. Menurot ketentuan Pasal 810 ayat (2] BW
ceasie thllak e mpusyai akibat apapon bagl debitor (cess]) sebaum cessie i diberitshukan secam resmil
oleh jarusita kepada debitor atau debltor memvenajul dan mengakal secara teriulis temtang adarya oessle

.

SRaduan Syabirani, OpoCin, B 144
=M. Hi, Frieda Huenl Hashullah 2, O, o1, b 36-39; boca g Subelai, Op.Cir, b, 81; Sri Socdewi
L{Aqf]'uhm. Lofwan, I'JF. Cif,, |, 101 -102: Ridaan 5'|.'.lh.l'l:'|.|.|I Ihid b 147,
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d) Berhak memperhitungkan bunga piutang untuk minta
pembayaran, jika yang digadaikan itu putang yang
menghasilkan bunga (lihat Pasal 1158 BW);

¢) Mempunyai hak retensi, yaitu hak untuk menahan benda
debitor sampai debitor membayar sepenuhnya utang pokok
ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan
untuk menjaga keselamatan benda gadai (lihat Pasal 1159
BW).

Di samping ha]dlak vang telah disebutkan di atas, terdapat pula

hak dalam hal melaksanakan hak gadai dengan menjual benda

yang dijaminkan, penerima/pemegang gadal (pandnerner)
berhak unwuk didahulukan menerima pembayaran piutangnya
sebelum piutang-piutang lainnya, kecuali biaya-biaya lelang,
biaya-biaya pemeliharaan agar barang it tidak rusak/musnah.”

flemikian pula hak penerimafpemegang gadai (pamdnemer)

untuk menggadaikan lagi benda yang dijadikan jaminan, jika hal

itu sudah menjadi kebiasaan, seperti menggadaikan surat-surat

sero atau obligasi.™

Kewajiban penerima/pemegang gadai ( pandnemer )=

a) Hanya menguasai benda selalu houder bukan sebagai
bezitter, dan menjaga keselamatan benda gadat;

b} Wajib memberi tahu debitor jika benda gadai akan dijual
selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya bila ada suatu
perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf,
atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos
vang berangkat pertama {lihat Pasal 1156 ayat {2) BW};

¢) Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosoinya nilai
benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya (lihat Pasal 1157
BW;

d) Wajib mengembalikan benda gadai setelsh hutang pokok,
bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang
bersangkutan telah dibayar lunas [lihat Pasal 1159 ayat (1)
BW},

“Riduan Syahrand, M.

“aabekai, [nd.

"‘!‘Jg,': Hij. Frieda Husni Hashallah 3, TJ:P.!'_'r'I., b w; baca jugga Sabekt, Loc O - SH Socdewd Mup:lmu'l
Solwrn, Mid., b 102; Rdoan Svaluram, ﬂin Ol K, 147 -14R
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b. Hak dan kewajiban pemben gadai
1} Hak pemberi gadai {pandgever):™

a) Berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang
gadai;

b} lika barang gadai menghasilkan pendapatan yang dapat
dipergunakan uniuk mengurangi hutang debitor, maka
debitor dapat minta diperhitungkan dalam pembayaran
hutangnya.

2) Kewajiban pemberi gadai (pandgever)”

a) Wajib menyerahkan fisik benda yang digadaikan kepada
penerima gadai;

b) Wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai bukti
kepemilikan barang gadai {jika ada);

¢) Wajib mengganti segala biaya yang berguna dan diperlukan
oleh penerima gadai untuk keselamatan barang gadai.

6. Hapusnya gadai

Gadai menjadi ghapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya
perjanjian pokok yaitu perjanjian peminjaman uang; b, perintah pengembalian
benda yang digadaikan karena penyalahgunaan oleh pemegang gadai; c. benda
yang digadaikan dikembalikan atas kemauan sendiri oleh pemegang gadai
kepada pemberi gadai: d. pemegang gadaikarena sesuatu sebab menjadi pemilik
benda yang digadaikan; e. dieksekusi oleh pemegang gadai; f. lenyapnya benda
vang digadaikan; dan g. hilangnya benda yang digadaikan.™

B. Hipotek [Hypotheek)

Hipotek merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan
vang diatur dalam Buku II BW bersama dengan hak kebendaan lain yang
juga memberikan jaminan yaitu gadai. Jadi dalam BW hak kebendaan yang
memberikan jaminan itu terdiri dari gadai (pand) dan hipotek (hypotheek).
lika objek gadai adalah benda bergerak, objek hipotek adalah benda tidak
bergerak. Lembaga Hypotheek (hipotek) diatur dalam Buku 11 BW titel XXI
mulai Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Namun demikian, sebenarnya
tidak semua ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut berlaku,

*My. Hj. Frieda Husni Hashuallah 2, [ixd
=rhia,
*Riduan Syahrani, OpCit, he 148
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karena beberapa ketentuan seperti mengenai cara pemberian, daftaran
dan pencoretan hipotek dinyatakan tidak berlaku oleh Bepalingen omivent de
invoering van en de overgang tot de nicuwe welgeving, Stb. 1848 No. 10, Sebagai
penggantinya ditunjuk ordonansi balik nama, Overschrijvingordonnantie,
Sth. 1834 No. 27 beserta perubahannya, Sth. 1947 No. 12 jo. Sth. 1947 No.
53.™ Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agrage (UUPA) tahun 1960,
maka ketentuan Buku IT BW yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Meski
ketentuan tentang hipotek (objek hipotek) ini terkait dengan tanah, namun
ketentuan tentang hipotek dikecualikan dan dinyatakan tetap berlaku.
Tapi sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tahun
1996, maka ketentuan tentang hipotek mengenai hak atas tanah dan benda-
benda yang berkaitan dengan tanah, dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun
demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang
Penerbangan, pesawat terbang dan helikopter dapat dijadikan objek jaminan
hipotek. Kemudian Undang-Undang Penerbangan ini diganti dengan Undang-
Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal yang sama juga terdapat
dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan
Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyebutkan
bahwa kapal laut dapat dijadikan objek jaminan hipotek, Jadi sekarang jaminan
hipotek hanya berlaku untuk pesawat terbang dan helikopter, serta kapal laut
dengan ukuran tertentu.

1. Pengertian dan sifat-sifat hipotek

Menurut rumusan Pasal 1162 BW, yang dimaksud dengan hipotek
adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil
penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Berdmrlun
rumusan Pasal 1162 BW ini para sarjana menjelaskan bahwa hipotek adalah
hak kebendaan yang bersifat memjggri jaminan kepada kreditor jika debitor
ingkar janji, karena benda debitor yang dibebani hipotek dapat dijual lelang,
dan vang hasil penjualan lelang i digunakan untuk melunasi piutang
kreditor yang memegang jaminan hipotek itu lebih didahulukan dan kreditor-
kreditor lainnya. Dari kata-kata .."bagi pelunasan suatu perikatan” dalam
rumusan Pasal 1162 BW itu menunjukkan bahwa perjanjian pembebanan

Mariam Darps Badrolzsman, Bab-Bab Trnnml;' Hyparﬁl.-:*., Alammnd, J]=.11.|:|.|.|r|.|..-|., 1983, b 13-14.
I':Elu.njun:.'u dissbot Mariam Dares Badmulearman 2}
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hipotek I‘l’l.l]}lk-ﬂ:l] perjanjian tambahan (accessoir) dari suatu perjanjian
pokok berupa perjanjian peminjaman uvang Dengan demikian perjanjian
pembebanan hipotek hanya diadakan sebagai buntut dari suatu perjanjian
pokok yaitu perjanjian peminjaman uang yang dilakukan terlebih dahulu.
Oleh karena itu perjanjian pembebanan hipotek ini keberadaannya tergantung
pada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian
pembebanan hipotek juga menjadi hapus. Meski hipmtek merupakan hak yang
hanya bersifat memberi jaminan saja, artinya bukan hak untuk menguasai atau
memiliki suatu benda, namun demikian sifat kebendaan pada hak hipotek
itu akan tetap ada. Hal ini disebabkan karena hgh hipotek itu melekat pada
bendanya, artinya jika benda berpindah tangan kepada orang lain, schingga
tidak lagi dimiliki debitor (pemberi hipotek), hak hipotek itu tetap ada dan
melekat pada bendanya.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1162 BW tersebut dan pasal-
pasal selanjutnya, yaitu Pasal 1168," Pasal 1171," Pasal 1175, dan Pasal 1176"
BW, Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah menyimpulkan unsur-unsur jaminan
hipotek adalah sebagai berikut:"

a. Harus ada benda yang dijaminkan;
b. Bendanya adalah benda tidak bergerak;
>, Dilakukan oleh orang yang memang berhak memindahtangankan
benda jaminan;
d. Ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan yang
ditetapkan dalam suatu akta;
e, Diberikan dengan suatu akta otentik;
f. Bukan untuk dinikmati atau dimiliki, namun hanya sebagai jaminan
pelunasan hutang saja.
Prof. Sri Soedewl Masjchoen Sofwan mengemukakan 5 (lima) sifat dari
hipotek, yaitw:™ 1). Hipotek merupakan perjanjian accessoir, oleh karena itu

“Pasal 1068 BW: Hipotek tidak dapar diletakan selaim oleh sigpa yang berbuass memimdibtangankan
bends yany dibebani.

"Pasal 1171 BWEH ipotek hanym dapat diberikan dengan suatu akia (Rentik, kecuall dalam bal-hal yang
dengan fegas ditonjuk oleh undang-undang.

"Pasal 1175 BW: Hipotek hamya dapat diletakkan atas benda-benda yang sudaly ada, Hipotek atas
benda-bemda vong bary akan ada dikenuadian har adalah batal,

"Pazal 1176 BW: Suatu Hipotek hanvalal sah, sekedar jumnlah vang witak mana b telab diberikan,
adalah tentu dan ditetapkan di dalim alkia

“My. H}, Frieda Husni Hasbuallah 2, Cp L0 B Sd-a5.

e Soedewid H.u'rdmen Zndwan, J.'.Ip.-l'.il., k. 103,
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tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam
uang, dan akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus; 2). Mempunyai sifat
zaaksgevolg, yaitu hak hipotek it selalu mengikuti bendanya dalam tangan
siapa benda itu berada (droit de swite). Hipotek tidak dapat dibagi-bagi dan
melekat di atas seluruh benda yang menjadi objeknya; 3). Lebih didahulukan
pemenuhannya dari piutang yang lain (droit de preference); 4). Objeknya
adalah benda-benda tetap, baik yang berwujud maupun vang berupa hak-
hak atas tanah; 5). Hak hipotek hanya berisi hak untuk pelunasan hutang
saja (verhaalsrecht) dan tidak mengandung hak untuk menguasai/memiliki
bendanya, namun diberi hak untuk menjanjikan menjual atas kekuasaan
sendiri bendanya jika debitor wanprestasi. Sedangkan Prof, Mariam Darus
Badrulzaman mengemukakan 10 {sepuluh) sifat-sifat umum hipotek, yaitu:™

a. Bersifat hak kebendaan (zakelijkrecht);

Hak hipotek mengikuti bendanya, walau di dalam tangan siapapun
benda itu berada [Pasal 1163 ayat (2) dan Pasal 1198 BW|.

b. Asas accessorilas;
Hipotek merupakan perjanjian accessoir, artinya hak hipotek bukan
merupakan hak yang berdin sendiri (zelfstandigrecht), adanya dan
hapusnya tergantung {accessorium), pada perjanjian pokok, misalnya
perjanjian pinjaman uang.

€. Asas preferen;

Hak hipotek merupakan hak yang lebih didahulukan pemenubannya
dari piutang vang lain (droit de preference), pasal 1131, 1134 dan pasal
1198 BW.

d.  Asas kemudahan;

Maksudnya ialah bahwa melalui hipotek mudah dilakukan eksekusi.

e. Objeknya adalah benda-benda tetap;

f. Hak hipotek hanya berisi hak untuk melunasi hutang dari nilai
benda jaminan dan tidak memberi hak untuk menguasal bendanya
(memiliki };

g. Hipotek hanya dapatdibebankan atas benda orang lain dan tidak atas
benda milik sendiri;
lika hipotek dan hak milik berada disatu tangan, maka hipotek itu
dengan sendirinya batal.

*“Mariam Dards Badrul Zameie 1, Op O, B 99- 100
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h.

Hipotek adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi;

Artinya hak tersebut pada hakekatnya tak dapat dibagi-bagi dan
terletak di atas semua benda tak bergerak yang diikatkan dalam
keseluruhannya, di atas masing-masing dari benda-benda tersebut,
dan di atas tiap bagian dari padanya (Pasal 1163 BW). Jika sebagian
hutang dibayar, pembayaran ini tidak membebaskan sebagian dari
benda yang di hipotekkan.

Terbuka {openbaar);

Maksudnya ialah bahwa setiap orang dapat meneliti hak hipotek itu,
Mengandung pertelaan (specialiteit);

Maksudnya falah bahwa situasi benda yang dihipotekkan harus
dijelaskan,

Mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri hipotek ini, Ny. Hj. Frieda Husni

Hasbullah membedakan sifat-sifat umum dari hipotek sebagai hak kebendaan,
dan ciri khas atau khusus dari hipotek. Menurutnya, hipotek mempunyai sifat
dari hak kebendaan pada umumnya antara lain adalah:*

a.  Absolut, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan

b.

siapapun;

Diroit de suite atan zaaksgevolg, artinya hak itu senantiasa mengikuti
bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada {Pasal 1163 ayat
{2), Pasal 1198 BW};

Droit de Preference, yaitu seseorang mempunyai hak untuk
didahulukan pemenuhan piutangnya diantara orang berpiutang
lainnya {Pasal 1133, 1134 ayat (2) BW}. Hak jaminan kebendaan tidak
berpengaruh oleh kepailitan ataupun oleh penyitaan yang dilakukan
atas benda yang bersanghkutan.

Sedangkan ciri-ciri khas hipotek adalah sebagal berikut:™

Accessofr, artinya Hipotek merupakan perjanjian tambahan yang
keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu hutang-
piutang:

Ondeelbaar, yaitu Hipotek tidak dapat dibagi-bagi karena Hipotek
terletak di atas seluruh benda yang menjadi objeknya artinya sebagian
hak Hipotek tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari
hutang {Pasal 1163 ayat (1) BW}

My. Hi. Frieda Hosni Hashallah 3. OpCa b9,
“Ihid., h. 4.
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€. Mengandung hak untuk pelunasan hutang (verhaalsrecht) saja.
Jadi tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya. Namun
jika diperjanjikan, kreditor berhak menjual benda jaminan yang
bersangkutan atas kekuvasaan sendiri (eigenmachtig-verkoop/parate
executie) kalau debitor lalai atau wanprestasi {Pasal 1178 ayat (1) dan

(2) BWI.
D samping sifat dan ciri, terdapat pula asas-asas yang menjadi dasar

dalam Hipotek, yaitu:®

a, Asas Publiciteit (Openbaarheid);

Asas  Publiciteit adalah asas yang mengharuskan perfanjian
pembebanan hipotek didaftarkan dalam Register Umum, supava
dapat diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini yang
didaftarkan adalah akte hipotek kepada Pejabat Kantor Kadaster
Seksi pendaftaran Tanah (sekarang Pejabat Kantor Badan Pertanahan
Nasional);
b. Asas Specialiteit

Asas  Spesialiteit adalah asas yang mengharuskan perjanjian
pembebanan hipotek hanya dapat diadakan atas benda-benda yang
ditunjuk secara khusus, misalnya bendanya berwujud apa, dimana
letaknya, berapa luas atau besarnya, berbatasan dengan siapa atau
dengan apa, dan lain-lain.

2. Objek hipotek

Mengenai objek hipotek, Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan
Prof. Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan atas dasar ketentuan Pasal
1164 BW, dan di luar ketentuan Pasal 1164 BW. Kemudian Prof. Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan juga mengemukakan objek hipotek setelah berlakunya
UUPA, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 dan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Selanjutnya uraian
mengenai objek hipotek ini dilengkapi oleh Ny, Hj, Frieda Husni Hasbullah
gng:m mendasarkan pada beberapa peraturan yang berlaku belakangan, yaitu
ndang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; gdndang -Undang
No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; dan Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangpgungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah.

“hri Soadewi Masgichoen Sofwan, OpCir, b, 1oa; Ny, Hj, Frieds Hosi Hasbullih 2, Op Cir, b 96-97.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1164 BW, yang dapat dibebani hipotek
ialah:*

a. Benda-benda tidak bergerak yang dapat dipindahtangankan beserta
segala perlengkapannya yang dianggap sebagai benda tidak bergerak;

b. Hak pakai hasil (vruchigebruik) atas benda-benda tersebut beserta
segala perlengkapannya;

¢. Hak numpang karang (opstal),” dan hak usaha (erfpacht);=

d. Bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan uang maupun yang
harus dibayar dengan hasil tanah;

e. Bunga sepersepuluhy;

f.  Pasar-pasar yang diakui oleh Pemerintah, beserta hak-hak istimewa
vang melekat padanya.

Sedangkan di luar ketentwan Pasal 1164 BW, yang dapat dibebani
hipotek ialah:"

a. Bagian yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tak bergerak yang
merupakan Hak Milik Bersama Bebas { Viije Mede Eigendom);

b. Kapal-kapal yang didaftar menurut Pasal 314 ayat (1) KUH Dagang;

€. Hak Konsesi Pertambangan menurut Pasal 18 Indische Mijnwet;

d. Hak Konsesi menurut 8. 1918 No. 21 jo. No. 20 yang juga dapat
dijadikan jaminan Hipotek.

Setelah berlakunya UUPA, vaitu berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria No. 2 Tahun 1960, diadakan penggolongan-penggolongan hak-hak
tanah yang dapat dibebani Hipotek dan Credictverband, Hak-hak tanah yang
dapat dibebani Hipotek meliputi: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha yang berasal dari konversi hak-hak tanah Barat yaitu hak Eigendom,
hak Opstal, dan hak Erfpach. Sedangkan hak-hak tanah yang dapat dibebani
Credietverband ialah: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha
yang berasal dari hak-hak Indonesia vaitu yang beasal dari hak-hak tanah
Adat, Kemudian setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Agraria
(PMA) No. 15 Tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hipotek
dan Credietverband, maka tidak lagi diadakan penggolongan mengenai hak-

#50 Sendewl Maspchoen Sofwan, fbad, dan Madam Daros Badrelessmsan, OnoCid, he 100

"Identik dengan Hak Guna Bangunai

“Identik dengan Hak Guoa Usaha

e Soedow Maspchoen Solwan, J.'.Ip.{'.il., b, 105; dans My, Hj. Frieda Husni Habuilah 2, ﬂp.fat, I, qf.
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hak tanah mana yang dapat dibebani Hipotek dan yang mana dapat dibebani
Credietverband. Dengan demikian baik hipotek maupun Crediefverband dapat
dibebani pada: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha baik yang
berasal dari konversi hak-hak Barat maupun yangn berasal dari konversi hak-
hak Adat. Demikian pula hipotek dan Credietverband dapat dibebani pula
pada: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha yang baru (yang tidak
berasal dari konversi) yaitu yang baru diadakan setelah tanggal berlakunya
UUPA vaitu tanggal 24 September 1960.* Pasal 1 PMA No. 15 Tahun 1961
menyatakan bahwa tanah-tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha yang telah dibukukan dalam Daftar Buku Tanah menurut ketentuan-
ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dapat dibebani
Hipotek maupun Credietverband.”

Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah membandingkan objek hak jaminan
dalam ketentuan BW dengan UUPA sebelum berlakunya Undang-Undang No.
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Menurutnya, jika diperhatikan ketentoan
BW, maka objek utama hak jaminan adalah hak atas tanah dan segala sesuatu
yang menjadi satu dengan tanah tersebut. Dengan demikian termasuk di
dalamnya tumbuhaan dan bangunan dengan status Eigendom, Opstal, Erfpacht
yang kesemuanya dapat dijadikan jaminan Hipotek. Ini disebabkan karena BW
menganut asas perlekatan (accessie). Sedangkan menurut UUPA jo. PMA No.
15 Tahun 1961, objek jaminan adalah hak atastanah dengan status Hak Milik,
Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, kesemuanya dapat dijadikan
jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan. Hal ini disebabkan karena UUPA
menganut asas pemisahan horizontal (horizontal scheiding). Jadi menurutnya
UUPA hanya mengatur tentang status hak atas tanah saja dan tidak mengatur
bagaimana status bangunan, rumah dan lain- lainnya yang terletak di atas tanah
yvang bersangkutan apakah dapat dijaminkan secara terpisah dan tanahnya
atau tidak dan melalui lembaga apa.*

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun, maka objek utama hak jaminan adalah bangunan Rumah Susun bukan
tanahnya. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang menentukan

“Pasal 1 PMA Moo 15 Tohun 1961 Tanah-tansh hak malik, hak puna bangunan, hak gona usaha
vaing telah dibukukan dalam Dafrar Baku Tonah menund ketentuan PP Moo 16 Tahun (961 tenting
Pendaftarin Tanah dapat dibeband Hipotek dan Credietverband,

“hri Soedewi Magichoen Sofwan, Op.Cit, b, 105- 106

"My Hj, Frieds Husni Hasbullah 2, Dp.Cir,, b, 9= 1043,
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bahwa: Rumah Susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta
benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat
dijadikan jaminan hutang dengan: a Dibebani Hipotek, jika tanahnya tanah
hak milik atau hak guna bangunan; b. Dibebani Fidusia, jika tanahnya tanah
hak pakai atas tanah negara. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan
bahwa: Hipotek atan Fidusia dapat juga dibebankan atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) beserta rumah susun yang akan dibangun sebagai
jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan rumah susun yang telah direncanakan di atas tanah yang
bersangkutan dan yang pemberian kreditnya dilakukan secara bertahap
sesuai dengan pelaksanaan pembangunan rumah susun tersebut, Atas dasar
ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Rumah Susun tersebut,
My. Hj. Frieda Husni Hasbullah menyimpulkan bahwa bangunan Rumah Susun
merupakan objek utama hak jaminan, karena Undang-Undang Rumah Susun
menganut asas pemisahan horizontal. Dalam hal ini, tanah hanya menentukan
jenis hak jaminan yang dapat dibebankan, yaitu Hipotek atan Fidusia.”
1

Catatan:" Dalam perkembangan selanjutnya Undang- Undang No, 16 Tahun
1985 tentang Rumah Susun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan
diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Pasal 47 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 menentokan bahwa sebagai
tanda bukti kepemilikan atas satvan rumah susun di atas tanah hak milik, hak
guna bangunan, atan hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau
hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM)
satuan rumah susun {Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No, 20 Tahun 2011},
Sertifikat Hak Milik (SHM) satuan rumah susun ini dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan {Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011}.

Selanjutnya dengan berlalunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Pemukiman, maka objek Hipotek juga mengalami
perubahan. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Perumahan
dan Pemukiman: Pembebanan Hipotek atas rumah beserta tanah yang
haknya dimiliki pihak yang sama dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) sesual dengan peraturan perundang-undangan yang

“hid b 101
tan darl i:eml'.u. ::hubunﬁ.a.n. denian P:'ruh.:.han pengaturan tentang Famnah Susun.
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berlaku. Kemudian dalam Penjelasan atas Pasal 15 ayat (1) nya disebutkan:
Pemilikan rumah oleh pemilik hak atas tanah, rumah beserta tanahnya dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hipotek. Dengan demikian jika
diperhatikan, maka objek Hipotek menurut Undang-Undang Perumahan dan
Pemukiman memiliki persamaan dengan objek Hipotek menurut BW. Baik
menurut Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman maupun BW objek
jaminan Hipotek sama-sama hak atas tanah dan bangunan. Meski demikian,
menurut BW status tanah adalah Hak Eigendom, Hak Opstal dan hak Erfpach,
sedangkan status hak atas tanah menurut Undang-Undang Perumahan dan
Pemukiman adalah Hak Milik. Di samping itu BW menganut asas perlekatan,
sedangkan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman menganut asas
pemisahan horizontal, oleh karena itu meski pemilik tanah dan bangunan
orangnya sama, namun maksud mengikutsertakan bangunan untuk dijadikan
objek jaminan harus dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dalam akita
pembebanan Hipotek.™

1

Catatan:™ Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang No. 4 Tahun
1992 tentang Perumahan dan Permukiman ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku dan diganti dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Pasal 43 Undang-Undang
Perumahan dan Permukiman ini disebutkan bahwa pembangunan untuk
rumah tunggal, ramah deret, danfatau rumah susun, dapat dilakukan di atas
tanah: a. hak milik; b. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di
atas hak pengelolaan; atau ¢ hak pakai di atas tanah negara. Pemilikan rumah
itu dapat difasilitasi dengan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah. Kredit
atau pembiayaan pemilikan rumah tersebut dapat dibebani hak tanggungan
{lihat Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 1| Tahun 2011},

Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)
membawa perubahan besar baik rerhadap istilah Hipotek dan Fidusia maupun
terhadap objek jaminan Hipotek dan Fidusia Istilah Hipotek dan Fidusia
dalam Pasal-pasal 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 Undang-Undang Rumah Susun
menjadi tidak berarti lagi karena Hipotek dan Fidusia bukan lagi merupakan

"Ny Hi Frieds Husnl Hasbalkh 2, Op.Cet, b 102
“Cataten  dari penubis sehubongan dengan perubaban pengaturun tentang Perumaban  dan
Permukiman
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hak jaminan atas tanah. Oleh karena itu pasal-pasal itu harus disesuaikan
dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).* Berdasarkan
ketentuan UUHT (Pasal 27 UUHT) ditentukan bahwa UUHT ini berlaku
juga terhadap pembebanan hak jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun, sehingga Hak Tanggungan dapat dibebankan pada
Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang didirikan di atas
tanah Hak Pakai atas Tanah Negara. Kemudian perubahan lain yang terjadi
dengan berakunya UUHT adalah dengan berlakunya UUHT, Fidusia yang
dulunya atas dasar Undang-Undang Rumah Susun (UURS) dapat dijadikan
jaminan atas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara, maka sejak berlakunya
UUHT, memjadi tidak dapat lagi dijadikan jaminan atas tanah Hak Pakai atas
Tanah Negara, karena Fidusia tidak dapat dijaminkan atas tanah. Di samping
itu UUHT juga menentukan bahwa Hak Pakai tersebut merupakan objek Hak
Tanggungan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUHT yang
menentukan bahwa Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan
yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan
dapat juga dibebani Hak Tanggungan.™

Khusus mengenai objek hipotek berupa pesawat terbang dan helikopter,
serta kapal laut dengan ukuran tertentu akan di uraikan tersendiri pada bagian
angka 6 di bawah.

3. Prosedur mengadakan hipotek

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu dari tulisan ini
bahwa dengan berlakunya UUPA, maka ketentuan Buku II BW yang berkaitan
dengan , air dan kekayaan alam vang terkandung di dalamnya dinyatakan
tidak berlaku lagl, kecuali ketentuan tentang hipotek yang meski berkaitan
dengan tanah, namun tetap dinyatakan berlaku, Sebenarnya UUPA mengenal
hak jaminan atas tanah yang dinamakan hak tanggungan. Hak tanggungan
ini dapat dibebankan atas hak milik, hak guna usaha, dan hakga bangunan
(lihat Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 UUPA). Selanjutnya dalam Pasal 51
UUPA ditentukan bahwa hak tanggungan tersebutakan diatur dengan undang-
undang. Berdasarkan ketentuan peralihan vaitu Pasal 57 UUPA disebutkan
bahwa: “Selama Undang-Undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam

"Undang-Undang No. 16 Tehun 1985 tentang Rumah Susan tefah dicabut dan dinvatakan ddak

berliku dan digant dengan Undang- Undang No. 20 Tabun 2010 tenting Rumah Susan.
B, b, 103
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Pasal 51 UUPA belum terbentuk, maka yang berlakuialah ketentuan-ketentuan
mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hulkum Perdata dan
Credietverband tersebut dalam Srb. 1908 No. 542 sebagaimana yang telah
diubah dengan Sth. 1937 No. 190. Dengan demikian sebelum berlakunya
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan
atas tanah mengikuti ketentuan tentang hipotek sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan tentang Credietverband
sebagaimana diatur dalam Sth. 1908 No. 542 yang telah diubah dengan Stb.
1937 No. 190. Mengenal penggunaan ketentuan hipotek untuk jaminan atas
tanah berdasarkan ketentuan UUPA ini, Prof, Mariam Darus Badrulzaman
memberikan beberapa catatan sebagai berikut: pertama, perubahan penting
vang dilakukan UUPA terhadap hipotek terkait dengan hukum materiil adalah
mengenai objek hipotek, sedangkan mengenai hukum formal, UUPA telah
mengadakan perubahan total sebagaimana tertuang dalam berbagai aturan
pelaksanaannya; kedua, hukum materiil yang dilanjutkan pemakaiannya oleh
UUPA itu bukan hipotek dan Credietverband dalam kedudukannya sebagai
lembaga akan tetapi hanya ketentuan-ketentuannya saja.*’ Dengan demikian
prosedur mengadakan hipotek merujuk pada sistem UUPA. Meskipun dengan
ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentan Hak Tanggungan,
hipotek bukan lagi sebagai hak jaminan atas tanah, namun dalam kesempatan
ini tetap disajikan prosedur mengadakan hipotek dengan maksud sebagai
pembanding dengan prosedur mengadakan hak tanggungan.

Proses terjadinya hipotek terbagi dalam 3 (tiga) fase sebagai berikut:

a, Fase pertama: Perjanjian yang bermaksud meminjam vang dengan
jaminan hipotek;
Perjanjian peminjaman uang ini merupakan perjanjian pokok antara
kreditor dan debitor. Pada nsipn',ra perjanjian peminjaman uang
ini bentuknya bisa dibuat tertulis dengan akta di bawah tangan
maupun tertulis dengan akia otentik (akta notaris), Dalam praktek
perbankan perjanjian kredit selalu dibuat tertulis dan dalam bentuk
baku. Di dalam praktek perbankan juga dipisahkan perjanjian
peminjaman uang (perjanjian kredit) dengan perjanjian pemberian
(pembebanan) hipoteknya.

U ariam Derps Badrulznman L,ﬂp.ﬁr., h, qR.
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b.

Fase kedua: Perjanjian pemberian {pembebanan) hipotel;

Perjanjian pemberian (pembebanan) hipotek, harus dibuat dengan
akta otentik yaitu akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Isi akta
hipotek terbagi atas dua bagian, yaitu:

1)

2)

Isi yang bersifat wajib;

Hal-hal yang wajib dimuat dalam perjanjian pemberian
{pembebanan) hipotek adalah rincian (pertelaan) mengenai
benda yang dijadikan atau dibebani hipotek, meliputi luas atau
ukuran, letak, batas-batas tanah, jumlah benda, dan lain-lain.

Isi yang bersifat tambahan {fakultatif};

Meski bersifat tambahan (fakultatif), namun dalam perjanjian
pemberian (pembebanan) hipotek lazim diadakan pula janji-
janji (beding) antara kreditor dan debitor yang tujuannya untuk
melindungi kepentingan para pihak terutama kepentingan
kreditor sebagai pemegang hipotek. Janji-janji tersebut meliputi:
a) Janji untuk menjual benda atas kekuasaan sendiri (beding
van eigenmachtige verkoop);
lanjiuntuk menjual bendaataskekuasaan sendiriini bertujuan
untuk melindungi kepentingan kreditor, artinya pemegang
hipotek (kreditor) berhak untuk menjual sendiri benda yang
dibebani hipotek tersebut tanpa melalui Pengadilan, jika
bitor tidak memenuhi kewajibannya, dengan cara menjual
i depan umum dan hasil penjualan setelah dikurangi dengan
piutang kreditor sisanya dikembalikan kepada debiror.™
Meski menurut peraturan perundang-undangan janji untuk
menjual benda atas kekuasaan sendiri itu hanya dapa
diperjanjikan oleh pemegang hipotek pertama, namun dalam
praktik pemegang hipotek yang kedua, atau ketiga dapat
pula menjanjikan dengan maksud jika debitor memenuhi
kewajiban atas hutang-hutangnya kepada pemegang hipotek
(kreditor}, maka pemegang hipotek kedua dengan sendirinya

"Wewenang untuk menmual benda yang dijadikan jaminan stas kekuasan sendin ini amtara gada
l_pund.l dengan hipokek “J_l.'F'.hlIrfdt] 'Iﬂd.:l.p.l ?erhnhm. yiiine |1:|.||L|. F.da.l. weWenng untuk menjual
benda gadai stas kekuasaan sendin adanya ditenmkan oleh undang- undang, ssdengkan pada hipoiek,
wewe s g uniak menjual bends yang dibebani hipotek atas kokoasen seralin adanyn harag dijanfikan
verlebis duby
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b)

c)
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berposisi sebagai pemegang hipotek pertama dan berhak
menjual benda yang dibebani hipotek itu atas kekuasaan
sendiri, ™

Janji tentang sewa {kuurbeding);

Janji tentang sewa ini dimaksudkan untuk melindungi
kreditor, artinya pihak pemegang hipotek (kreditor) dapat
meminta diadakanjanji yang bersifat membatasi pihak debitor
dalam hal akan menyewakan bendanya, misalnya kalau ingin
menyewakan, pihak debitor harus mendapat persetujuan
pemegang hipotek, dan pihak debitor dibatasi untuk tidak
menyewakan bendanya dalam waktu yang lama, Pembatasan
terhadap debitor dalam hal akan menyewakan bendanya ini
dilakukan mengingat ketentuan dalam Pasal 1576 BW yang
menyatakan bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan
sewa menyewa yang terjadi sebelumnya, sehingga jika pihak
debitor menyewakan benda yang dijadikan jaminan, maka
pemegang hipotek (kreditor) akan mengalami kesulitan jika
ingin menjual benda jaminan, karena tentu calon pembeli
akan berpikir berkali-kali mengingat ada perjanjian sewa
benda jaminan itu antara debitor dengan orang lain. Lagi
pula benda yang disewakan dalam jangka waktu yang lama

ﬁan mengalami kemerosotan harga jualnya. Oleh karena itu

Pasal 1185 BW memberikan kemungkinan pihak kreditor
untuk minta diadakan janji untuk membatasi pihak pemberi
hipotek (debitor) dalam hal ingin menyewakan benda
jaminan, misalnya harus mendapat izin pemegang hipotek,
batas waktu menyewakan benda jaminan dibatasi tidak
terlalu lama, atau harus dengan cara tertentu dan lain-lain,

Janji tentang asuransi {(assuranticbeding);

H'HED!_EUIJ 'Pn'l.p.l.ql.an yang dilakukan aleh pemegang I:qF-ntn:l: atas benda yang dibebani hlpnhrk atas
kekunssin sendiri ini, apaksh s pemegang hipoiek bertindak sebagal pemegang kuas dar pemberi
hipotek atas 38 pemegang hipotek dianggap melsksanakan haknys sendin, Pencapat pars pakar hukm
paida umiam rya menganggsp pemegang hak hiposek bertindok melsksannkan habmya sendin { mengans
exéautic theoriv ). Sedanghon pendapar Hoge Rand, pemegang hipotek bertindak sebagal penetimad ki
ard pl::l'n:r:l higrotek | menganul miardaaly Sheorle atau bsi-gevingi teore (50 Socdew! Masjchoen
Sofwon, Hukum Perdota Hak asis Jominen gras Tial, Sehsi Huloom Perdata, Fakulias Hukum UGM,
Yopyukirta, 1976, h. 29, dan Subelkti, Pakok-Podok Hiukuw Perdatn, Op Cit, be B8),
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Janji tentang asuransi ini dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan kreditor. Pemegang hipotek (kreditor) dapat
meminta diperjanjikan agar pemben hipotek (debitor)
mengasuransikan benda jaminan, dan jika dikemudian hari
terjadi kebakaran, banjir dan lain-lain atas benda jaminan,
maka uang asuransi diserahkan kepada pemegang hipotek
untuk pelunasan piutangnya. Adanya janji asuransi antara
pemberi hipotek (debitor) dan pemegang hipotek (kreditor)
ini harus diberitahukan kepada perusahaan asuransi, agar
perusahaan asuransi tersebut terikat dengan janji tersebut.

d) Janji untuk tidak dibersihkan (beding wan nietzuivering);

Janji untuk tidak dibersihkan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan kepada kreditor. Dalam hal
benda yang dibebani hipotek dijual baik oleh pemegang
hipotek dalam rangka untuk memenuhi piutangnya maupun
dilakukan oleh pemilik benda sendiri, maka undang-undang
memberikan hak kepada pembeli benda untuk meminta
zuivering yaitu dibersihkannya benda dari beban hipotek-
hipotek yang melebihi harga pembeliannya. Jikahal ini terjadi
maka tentu akan merugikan pihak pemegang hipotek, karena
sudah tidak ada jaminan hipotek lagi atas sisa piutangnya itu.
Untuk menghindari kejadian seperti ini , maka pemegang
hipotek diberi hak untuk meminta diperjanjikan hipoteknya
tidak dibersihkan jika benda jaminan dijual oleh pemiliknya.
c. Fase ketiga: Pendaftaran hipotek;
Akta hipotek harus didaftar dan untuk melakukan pendaftaran itu
sertifikat beserta warkah lain yang diperlukan untuk pembuatan
akta diserahkan oleh PPAT kepada seksi pendaftaran tanah pada
kantor agraria yang berwenang untuk mendaftarkan dalam buku
tanah. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah membuatkan buku tanah
yang bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kemudian setelah selesai dilakukan pendafiaran, diterbitkan
sertifikat hipotek dan diberikan kepada pihak yang berhak. Sertifikat
Hipotek adalah salinan buku tanah hipotek disertai salinan akta
PPAT yang dibuat oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang diberi
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sampul. Sertifikat Hipotek berfungsi sebagai grosse akte hypotheek
yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 224 HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Stb.
1941 No. 44) dan Pasal 258 RBg (Sth. 1927 No. 227),

Dengan demikian perjanjian pemberian (pembebanan) atau
pemasangan hipotek menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman
adalah perjanjian kebendaan vang terdiri dari serangkaian perbuatan-
perbuatan hukum yang dimulai dari akta hipotek dan diakhiri dengan
pendaftaran dan pemberian sertifikat.™

Dalam praktik, pemberian (pembebanan) hipotek seringhkali dilakukan
dengan pemberian kuasa memasang hipotek, maksudnya kreditor mendapat
kuasa dari debitor untuk memasang hipotek. Menurut ketentuan Pasal 1171
ayat (2) BW kuasa untuk memasang hipotek ini harus dibuat dengan akta
otentik (akta notaris). Jika dianggap aman oleh kreditor, maka cukup dengan
kuasa memasang hipotek saja, misalnya kreditor menaruh kepercayaan
terhadap debitor, karena selama ini perbuatan atau prilaku debitor tidak tercela/
dapat dipercaya, atau hutang debitor jumlahnya relatif kecil” Pemasangan
nyata hipotek baru dilakukan jika benar-benar diperlukan, misalnya ada
gelagat debitor akan wanprestasi dan tidak memenuhi kewajiban membayar
hutangnya. Penggunaan kuasa memasang hipotek ini terjadi disebabkan
karena tata cara pemasangan/pemberian/ pembebanan hipotek itu melalui
prosedur atau formalitas tertentu yang memerlukan waktu dan biaya. Oleh
karena itu supaya tidak menyita waktu yang banyak, cukup dengan kuasa
memasang hipotek saja. Demikian juga untuk menghemat biaya, cukup dengan
kuasa memasang hipotek saja pemberi dan penerima hutang/pinjaman/kredit
merasa aman, karena hutang/pinjaman/kredit dapat direalisasikan dengan
tidak mengeluarkan biaya pemasangan hipotek. Pemasangan hipotek baru
dilakukan bila ada tanda-tanda debitor ingkar janji atas hutang/pinjaman/
kreditnya. Di samping itu kuasa memasang hipotek ini diperlukan untuk
mengatasi hambatan-hambatan dalam pemasangan hipotek, misalnya dalam
hal hak-hak atas tanah yang akan dibebani hipotek itu belum bersertifikat.™

*Mariam Dhicus Badralzaman 1, OpCir, b to6,
=hri Soedewi Magichoen Sofwan, OpCit, b 113
“Martam Derus Badrulenman 20 I'Jp.ﬁr., Iy, da.
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Apabila hipotek hapus, maka dilakukan pencoretan (roya) terhadap
pendaftaran hipotek. Pencoretan dilakukan berdasarkan izin dari pihak
vang berkepentingan atau menurut putusan hakim yang dijatuhkan dalam
tingkat penghabisan atau telah memperoleh kekuatan mutlak. Dalam praktik
perbankan, biasanya bank memberikan surat keterangan yang menyatakan
bahwa piutangnya telah dilunasi oleh debitor dan memberikan kuasa izin
untuk menghapuskan pendaftaran hipotek. Selanjutnya debitor mengajukan
permohonan kepada seksi pendaftaran tanah untuk dilakukan roya dengan
melampirkan surat kuasa izin menghapuskan hipotek tersebut. Kemudian,
atas dasar surat permohonan itu, seksi pendaftaran tanah melakukan
pencoretan dan membuat catatan pada sertifikat. Setelah itu, seksi pendaftaran
tanah menyimpan sertifikat hipotek tersebut dan menyerahkan kembali
{mengembalikan) sertifikat hak atas tanah kepada pemilik (debitor),*

4. Peralihan Hipotek

Sebagai hak atas harta kekayaan (wermogensrecht), hipotek dapat
dialihkan. Meski demikian, peralihan hipotek tidak bisa terjadi tanpa
peralihan duta.ng pokoknya, karena hipotek merupakan hak yang bersifar
accessoir. Peralihan piutang pokoknya yang dijamin dengan hipotek yang
berupa penjualan, penyerahan dan pembenan suatu piutang hipotek menurut
ketentuan Pasal 1172 BW harus dilakukan dengan akta otentik (akta notaris).
lika terjadi peralihan piutang vang dijamin dengan hipotek, maka harus
diberitahukan kepada pegawai pendaftaran tanah agar dilakukan pencatatan
nama pemegang hipotek yang baru dalam sertifikat hipotek, tentu dengan
melampirkan perfanjian peralihan piutang yang dijamin hipotek tersebut.

Untuk memudahkan mﬂn#ml peralihan  hipotek ini, berikut
dikemukan ilustrasi: §i A (kreditor) memberikan pinjaman uang kepada si B
(debitor) dengan jaminan hipojgk. Kemudian si A mengalihkan piutangnya
kepada si C. Dalam hal ini si C selain menerima piutang juga menerima
peralihan hipotek sebagai suatu hak accessoir. Dengan demikian peralihan
hipotek tidak berarti hutang debitor menjadi hapus, melainkan tetap saja ada
(kreditor beralih kepada si C), hanya saja telah terjadi perubahan pemegang
hipotek (beralih kepada si C},

"hLariam Dares Badealeamaen l,ﬂp’.i’_'.;r.,h. LI0=1 1L,
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5. Hapusnya hipotek

Undang-Undang menyebutkan hal-hal yang menyebabkan hapusnya
hipotek sebagaimana terdapat dalam Pasal 1209 BW, yaitu: a. karena hapusnya
perikatan pokok: b, karena kreditor melepaskan hipoteknya; dan c. karena
penetapan tingkat oleh hakim. Cara hapusnya hipotek yang disebutkan dalam
Pasal 1209 BW ini merupakan cara hapusnya hipotek yang sering atau biasanya
terjadi.

Di samping yang disebutkan dalam BW itu, para pakar hukum juga
menyebutkan cara hapusnya hipotek di luar dari yang ditetapkan Pasal 1209
BW itu, misalnya Vollmar mengemukakan bahwa: "undang-undang hanya
menyebutkan beberapa hal saja dari cara-cara hapusnya hipotek yaitu cara-
cara yang paling sering terjadi. [ luar BW masih ada cara-cara lain misalnya
karena adanya percampuran hutang yaitu si berpiutang menjadi eigenaar dan
benda yang dihipotekkan. Juga karena adanya verjaring atau karena tidak
dilaksanakannya hakitu dalam waktu tertent™™ Pendapat lain dikemukan oleh
Stein dan Pitlo sebagaimana dikutip Mariam Darus Badrulzaman. Menurut
Stein cara hapusnya hipotek adalah sebagai berikut: a hapusnya hutang,
yang dijamin oleh hipotek; b. afstand hipotek; c. lenyapnya benda hipotek; d.
pencampuran kedudukan pemegang dan pemberi hipotek; dan d. pencabutan
hak milik. Sedangkan Pitlo mengemukan berbagai cara hapusnya hipotek
sebagai berikut: a. karena hapusnya hutang sebagai perikatan pokok; b. karena
pemegang hipotek melepaskan hipotek: ¢, karena hapusnya benda hipotek;
d. karena kualitas pemegang hipotek bercampur dengan kualitas pemilik
benda hipotek; e. berakhirnya hak pemberi hipotek sebagaimana disebut
Pasal 1169 BW; f. berakhirnya jangka wakiu untuk mana hipotek diberikan; g.
karena dipenuhinya syarat batal untuk mana hak hipotek diberikan; h. karena
pencabutan hak; i karena adanya penetapan tingkat oleh hakim (gerechtelijke
rangregeling); dan j. hak pemegang hipotek berakhir jikalau eksekusi telah
dilaksanakan."

6. Hipotek atas pesawat terbang dan kapal laut

Padabagian terdahulu dari tulisan ini telah dikemukakan bahwalembaga
jaminan hipotek diatur dalam Buku II yaitu pada Bab XX1 dimulai dari Pasal

el Soedewl Masichoen Sofwan, OpCit. b, 117,
“Murlam Darus Bedrulzaman 1, OpCir, b, 104,
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1162 sampai Pasal 1232, Meski sejak diberlakukannya UUPA, dinyatakan
bahwa ketentuan yang berhubungan dengan bumi, air dan kekayaan alam
vang terkandung di dalamnya yang terdapat dalam Buku [ BW dinyatakan
tidak berlaku lagi, namun demikian walaupun objek hipotek itu adalah tanah,
tapi berdasarkan ketentuan UUPA dikecualikan dan dinyatakan tetap berlaku.
Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah, maka hipotek mengenai hak atas tanah dinyatakan tidak berlaku
lagi. Sekarang lembaga hipotek hanya berlaku untuk Pesawat Terbang dan
Helikopter, serta Kapal Laut dengan ukuran tertentu saja.

Dahulu berlakunya ketentuan lembaga jaminan hipotek untuk Pesawat
Terbang dan Helikopter didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yang dalam
Pasal 12 nya ditegaskan bahwa Pesawat Terbang dan Helikopter yang telah
mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani
hipotek. Pembebanan hipotek pada pasawat terbang dan helikopter tersebut
harus didaftarkan. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran ini diatur
“:»j.h lanjut dengan Peraturan Pemerintah (lihat Pasal 12 ayat (1) dan (2}
Undang-Undang No, 15 Tahun 1902}, Dalam Penjelasan atas Pasal 12 ayat
(1) tersebut dinyatakan bahwa: "Terhadap hipotek pesawat terbang dan
helikopter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini berlaku ketentuan-
ketentuan Hipotek dalam BW Indonesia. Ketentuan dalam pasal ini tidak
menutup pembebanan pesawat terbang dan helikopter dengan hak jaminan
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku” Namun

dang-Undang No, 15 Tahun 1992 ini kemudian dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang No. | Tahun 2009
tentang Penerbangan, yang mulai berlaku tanggal 12 Januari 2008.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
ini (selanjutnya disebut UU 1/2009/UU Penerbangan) hanya menyebutkan
bahwa objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional
yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian
pengikatan hak bersyarat, danfatau perjanjian sewa guna usaha. Dalam
Penjelasan atas Pasal 71 UU 1/2009/UU Penerbangan  ini ditegaskan
pengertian kepentingan internasional, dan pengertian perjanjian-perjanjian
vang dimaksud dalam pasal itu. Yang dimaksud dengan “kepentingan
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internasional” adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditor yang timbul
akibat perjaniian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan
hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk pada
konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan
protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara (Protocol
to the Convention on Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to
Aircraft Equipment). Sedangkan pengertian perjanjian-perjanjian dalam Pasal
71 UU 1/2009/UU Penerbangan itu, Penjelasan pasal ini menyebutkan, yang
dimaksud dengan “pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement)”
adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan kebendaan (chargor)
memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima jaminan
kebendaan (chargee) suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan)
atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi
atan yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.
Yang dimaksud dengan "perjanjian pengikatan bersyarat (title reservation
agreement) adalah suatu perjanjian penjualan objek pesawat udara dengan
ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan beralih sampal terpenuhinya
persyaratan yang tercantum dalam perjanjian. Yang dimaksud dengan
“perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) adalah suatu perjanjian di
mana seseorang (pemberi sewa guna usaha/lessor) memberikan hak kepada
orang lain (penerima sewa guna usahaflessee) untuk menguasai suatu objek
pesawat udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi
berupa uang sewa atau pembayaran lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 72 UU 1/2009/UU Penerbangan disebutkan,
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU 1/2009 tersebut dapat
dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada perjanjian
tersebut. Kemudian pada Pasal 73 UU 1/2009/UU Penerbangan ditegaskan
bahwa dalam hal perjanjian tersebut tunduk pada hukum Indonesia, perjanjian
tersebut harus dibuat dalam akta otentik yang paling sedikit memuat: a.
identitas para pihak; b. identitas dari objek pesawat udara; dan c. hak dan
kewajiban para pihak.

Undang-Undang No. 1| Tahun 2009/UU Penerbangan ini juga
memberikan pengertian pesawal udara, pesawat terbang, dan helikopter.
Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer
karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara
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terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan (Pasal 1 angka
3 UL 1/2009/UU Penerbangan). Pesawat terbang adalah pesawat udara yang
lebihk berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri
(Pasal 1 angka 4 UU 1/2009/UU Penerbangan). Sedangkan helikopter adalah
pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotormya
digerakkan oleh mesin (Pasal 1 angka 5 UU 1/2009/UU Penerbangan).

Dalam UU 1/2009/UU Penerbangan ini ditentukan bahwa setiap pesawat
udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.
Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut: a. tidak terdaftar di negara lain; dan b. dimiliki
oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia; c.
dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan
oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu
pemakaiannya minimum 2 (dua) tzhun secara terus menerus berdasarkan
suatu perjanjian;”’ d. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah
daerah, dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan
hukum; atau e. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang
pesawat udaranya dikoasal oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu
perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan
penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat udara (Pasal 24 dan
25 UU 1/2009/UU Penerbangan).

Pendaftaran pesawat udara diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa
dengan persyaratan: a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan
pesawat udara; b. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak
didaftarkan di negara lain; ¢. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia
pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri; d. bukti asuransi pesawat udara;
dan e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara [Pasal 26
ayat (1) UU 1/2009/UU Penerbangan}. Pesawat udara yang telah memenuhi
persyaratan tersebut diberi sertifikat pendaftaran yang berlaku selama 3 (tiga)
tahun {Pasal 26 ayat (1), (2), dan {3) UU 1/2009/UU Penerbangan}.

Pesawatterbang, helikopter, balon udaraberpenumpang, dan kapaludara
(mirship) yang telah mempunyai sertifikat pendaftaran Indonesia diberikan

“Vang dimaksud dengan “perjunjian” adalih perjanjian sews beli. sewa gunn asaha, atan bemuk
perandian lainnys yang tunduk pada hokum vang discpakati para pihak (Penjelasan Pasal 25 haref ¢ U0
1200 LI Penerbamgan ),
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tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat terbang, helikopter, balon udara
berpenumpang, dan kapal udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran
Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia wajib dilengkapi dengan bendera
MNegara Kesatuan Republik Indonesia {Pasal 27 ayat (1) dan 2 UU 1/2009/UU
Penerbangan].

Pesawat udara yang telah memiliki tanda pendaftaran dapat dihapus
tanda pendaftarannya apabila: a. permintaan dari pemilik atau orang
perseorangan yang diberi kuasa dengan ketentuan: 1) telah berakhir sewa
guna usaha; 2) diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak; 1) akan
dipindahkan pendaftarannya ke negara lain; 4) rusak total pesawat udara
akibat kecelakaan; 5) tidak digunakannya lagi pesawat udara; 6) pesawat
udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan; atau 7) terjadi cedera janji
(wanprestasi) oleh penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan; b. tidak
dapat mempertahankan sertihkat kelaikudaraan secara terus-menerus selama
3 (tiga) tahun (Pasal 29 UL 1/2009/UU Penerbangan).

Sedangkan berlakunya ketentuan lembaga hipotek untuk kapal faut
didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) dan Undang -Undang Nomor l?Tﬂ.m 2008 tentang
Pelayaran (selanjutnya disebut UU 17/2008/ UU Pelayaran). Pasal 314 ayat (3)
KUHD menentukan bahwa: “Atas kapal-kapal yang didaftarkan (dibukukan)
dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembuatan dan saham-saham
dalam kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan
hipotek Demikian pula dalam Pasal 60 ayat (1) UU 17/2008/ UU Pelayaran,
dinyatakan bahwa kapal vang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia
dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. UU
17/2008/ UU Pelayaran memberikan pengertian hipotek kapal adalah hak
agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang
tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor lain.

Pada prinsipnya dilihat dani sifatnya kapal termasuk benda bergerak,
karena atas dasar ketentuan Pasal 509 BW dinyatakan bahwa kebendaan
bergerak karena sifatnya ialah kebendsan yang dapat berpindah atau
dipindahkan. Jadi kapal laut termasuk benda bergerak karena menurut sifatnya
dapat dipindahkan. Oleh karena itu dalam Pasal 510 BW disebutkan bahwa:
“Kapal-kapal, perahu-perahu, perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-
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tempat pemandian yang dipasang di perahu atau berdiri terlepas dan benda-
benda segmnis itu, adalah kebendaan bergerak”™ Pengertian kapal itu sendiri
terdapat 309 ayat (1) KUHD yang menyebutkan bahwa kapal adalah
semua perahu dengan nama apapun dan dari macam apapun juga. Sedangkan
pengertian lebih jelas dan rinci terdapat pada Pasal 1 angka 36 17/2008/
UL Pelayaran yang menyebutkan bahwa yang dimaksud denganﬁpal adalah
kendaaan air dengan bentuk dan jenis tertentu digerakkan dengan
tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawash permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Untuk dapat dibebani hipotek, kapal harus didaftar dalam daftar kapal
Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 314 ayat (1) dan (3) KUHD
dan Pasal 60 ayat (1) UU 17/2008/ UU Pelayaran. Pasal 314 ayat (1) KUHD
menyatakan bahwa: "Kapal-kapal Indonesia, yang berukuran paling sedikit
duapuluh meter kubik isi - kotor, dapat dibukukan di dalam suatu register kapal
menurut ketentuan-ketentuan pRog akan ditetapkan dalam suatu undang-
undang tersendiri. Selanjutnya dalam Pasal 3114 ayat (3) KUHD disebutkan
bahwa atas kapal-kapal yang didaftarkan (dibukukan) dalam register kapal,
kapal-kapal dalam pembuatan dan saham-saham dalam kapal dan kapal-kapal
dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotek. Sedangkan menurut
Pasal 60 ayat (1) UU 17/2008/ UU Pelayaran disebutkan bahwa kapal yang
telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang
dengan pembebanan hipotek atas kapal.

1

Sebelum dilakukan pendaftaran, kapal vang akan Egunakﬂ.n dalam
pelayaran wajib diukur yang dilakukan oleh instansi yvang berwenang.
Undang-Undang 17/2008/UU Pelayaran menentukan bahwa setiap kapal
sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah
gpus diberi wewenang untuk itw" Atas dasar pengukuran itu, kemudian
diterbitkan surat ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-
kurangnya GT 7 (tujuh) Gross Tonnage) {lihat Pasal 155 ayat (1) dan (3) UU
17/2008/UU Pelayaran}.™

“Perngukuran kapal dapar dilakukaen menur 3 (iiga) metosde, valoo: a pergukumn dalam negert amuk
kapal vang berikuran panpang kurang dael 24 (dua puluh empat) meter; b, penguluran internasonal
ik kapal yang berukurmn panjang 24 (dua pidub empar) meter atau lebib; dan & pengukiran khiisus
untuk kapal vang akan melalul terusan tenenty |Pasal 155 ayat (2) U 177200800 Pelayamn|

Phada k:l:lul yany telab dindour dan rp:ql.lq:ut Swrat Ukur 'nl:l;lh I.‘l.l_Pﬂﬂ.l’]E Tunda Selir. Tanda Selar tetnp
terpasang di kapal dengan baik dan mudah dibaca (lthat Pasal 156 ayat (1} dan (2) UL 17/ 20080000
Pelayarsn].
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Selanjutnya kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur tersebut
pat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar
Pencatat Balik Nama Kapal. Kapal yang didaftar di Indonesia adalah:

4, Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh
Gross Tomnage);

b. Kapal milik warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan

c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan
yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

{lihat Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU 17/2008/ UU Pelayaran}.

Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan
dicatat dalam dafiar kapal Indonesia {lihat Pasal 158 ayat {(3) UUL7/2008/
UU Pelayaran}. Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh
Menterl, dan pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran
kapal untuk mendaftarkan kapalnya, Kapal dilarang didaftarkan jika pada saat
yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain, Sedangkan
kapal asing yang akan didaftarkan di Indonesia harus dilengkapi dengan surat
keterangan penghapusan dari bendera asal kapal {lihat Pasal 159 ayat (1), dan
(2), serta Pasal 160 ayat (1) dan (2) UU 17/2008/UU Pelayaran}]. Sebagai ppkti
kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akia pendaftaran yang
berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar. Grosse
akia pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse
akta baru sebagal pengganti. Grosse akta pengganti hanya dapat diberikan oleh
pejabat pendafiar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan
berdasarkan penetapan pengadilan negeri {lihat Pasal 158 ayat (4) dan Pasal
161 ayat (1) dan (2) UU 17/2008/UU Pelayaran}.

Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik
nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan. Balik nama dilaksanakan
dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang
bersangkutan. Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal
kepada pemilik yang baru diberikan grosse akia balik nama kapal (lihat Pasal
162 UU 17/2008/UT Pelayaran). Ketentuan dalam Pasal 162 UU 17/2008/ UU
Pelayaran ini juga terdapat dalam Pasal 314 ayat (2) KUHD yang menyebutkan
bahwa: cara peralihan hak milik, penyerahan kapal, atau kapal-kapal dalam
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pembuatan yang dibukukan dalam register kapal tersebut, andil-andil dalam
kapal atau kapal-kapal dalam pembuatan dilakukan oleh pejabat pendaftar

kapal.

Sel:ln':m}ra pada kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut
diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia. Kapal berkebangsaan
Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan
kapal. Sedangkan kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang
mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya. Setiap kapal
yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalmya
secara jelas. Kapal asing yang memasuki pelabuhan di Indonesia dan akan
bertolak dari pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia
?Lnin bendera kebangsaannya. Demikian pula kapal berkebangsaan Indonesia

ilarang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan {lihat
Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 165 ayat (1) dan (2), Pasal 166 ayat (1) dan (2),
serta Pasal 167 UU 17/2008/UU Pelayaran}.

Jadi kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat
Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia dan juga kapal negara dapat diberikan
Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indnnw {lihat Pasal 163 ayat (1) dan Pasal
164 UU 17/2008/ UU Pelayaran}.** Kapal Indonesia wajib mengibarkan
bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan, dan Tanda Kebangsaan Kapal
menentukan hukum nasional yang berlaku di atas kapal dimanapun kapal itu
berada.™

Bila diperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran kapal baik
yang terdapat dalam KUH Dagang maupun dalam UU 17/2008/UU Pelayaran
yang telah disebutkan di atas, maka ternyata pendaftaran kapal berkaitan
dengan persyaratan pemilikan kapal dan kebangsaan kapal. Pendaftaran kapal
juga berkaitan erat dengan persyaratan pembebanan kapal dengan hipotek,
karena hanya kapal yang telah terdaftar yang dapat dibebani jaminan hipotek.

“Surui Tanda Kebangssan Kapal Indomnesia diber lkan dalam bentak: o, Surad Laoiwniuk kopal berularan
GT 175 (seratus tugeh puloh lma Grogy Tewsage) ataw lebibh b Pas Besar aotuk kapal berukuren GT
7 (mijuh Gres Tormage) sampal dengan ukuran kurang dael GT 075 (seratus tujuh pulah Hesa Gress
Tommage i abau ¢, Pas Kecll wiviakl kagral berakaran kuring dael GT 7 (ujuh Gros Smaage) Sedangkan
kapal ying hanya berkiyar di peradran sungal dan dansu diberikan pas sural singad dan danai [1ihat Pasal
163 ajat (2} dan {3) UL 1702008/ UL Pelayaranj.

“Ny. Frieda Husnl Hasbullah 2 Op, Cie b, 129
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Pendaftaran terhadap kapal ternyata membawa konsekuensi terhadap
sifat dan hakikat kapal. Kapal yang belum didaftar termasuk benda bergerak
sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 510 BW. Oleh karena
pendaftaran diperuntukkan bagi kapal dengan bobot sekurang-kurangnya 20
(dua pulub) npgier kubik (menurut UU 17/2008/UU Pelayaran, kapal yang
dapat didaftar diIndonesia adalah kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-
kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage) maka berarti kapal-kapal dengan berat
yang kurang dari 20 meter kubik {kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tornmage))
dianggap sebagai benda bergerak, vang tunduk pada sistern publisitas melalui
penguasqgn nyata (inbezitstelling). Sementara itu untuk kapal yang telah
didaftar, Pasal 314 ayat (4) KUH Dagang menyatakan bahwa Pasal 1977 BW
tidak berlaku terhadap kapal terdaftar. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa ketentuan itu telah merubah sifat bergerak dari kapal menjadi benda
tidak bergerak yang terdaftar.” Dengan demikian kapal-kapal yang yang telah
terdaftar tidak dapat dijadikan jaminan gadai, karena termasuk benda tidak
bergerak. Kapal yang beratnya kurang dari 20 meter kubik {kurang dari GT
7 {tujuh Gross Tomnase)} termasuk benda bergerak sesuai dengan ketentuan
Pasal 510 BW, sehingga dapat dijadikan jaminan gadai dan fidusia. Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) menegaskan
dalam Pasal 3 huruf b bahwa UU Fidusia tidak berlaku terhadap hipotek atas
kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter kubik atau lebih.
Dari ketentuan Pasal 3 huruf b inilah menurut Hj. Frieda Husni Hasbullah
dapat disimpulkan bahwa kapal yang berbobot kurang dari 20 meter kubik
dapat dijaminkan dengan fdusia, dan memang objek utama jaminan hdusia
adalah benda bergerak™

Di samping kapal yang sudah ada, ternyata kapal yang masih dalam
proses pembuatan dapat diletakkan jaminan hipotek. Hal ini ditentukan dalam
Pasal 314 ayat (13) KUH Dagang. Ketentuan ini merupakan ketentuan khsus
(lex specialis) dari ketentuan umum (lex generalis) yang terdapat dalam Pasal
1175 ayat (1) BW yang menyebutkan bahwa hipotek atas barang-barang yang
akan ada dikemudian hari adalah batal™ Ketentuan seperti ini tidak diatur
dalam UU 17/2008/UU Pelayaran,

*Riduan Syahm, Op O, b 180
M Ny Frieds Husni Hasbulloh 2, Op G b 127
=Hidoan 5}'lhn.ru, l'.lp.i.'.ra.,. o 181
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Dalam perjanjian jaminan hipotek, para pihaknya adalah pemberi
hipotek (hypotheek gever) dan penerima hipotek (hypotheek nemer). Dalam
hal objek hipotek adalah kapal laut, pemberi hipotek adalah orang erhak
menghipotekkan kapal yaitu orang yang berhak memindahtangankan kapal itu
(lihat Pasal 1168 BW}, baik orang perorangan maupun badan hukum pemilik
kapal itu. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri
Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan
Kapal (selanjutnya disebut Permenhub PM 35/2017), pemberi hipotek adalah
pihak pemilik kapal yangglibuktikan dengan akia pendaftaran atau balik nama
kapal. Dengan demikian,orang dilarang menghipotekkan kapalbukan miliknya
atau belum dimilikinya. Kepemilikkan kapal ini dapat dilihat dari surat tanda
pendaftaran atau balik nama kapal. Orang diperbolehkan menghipotekkan
kapal miliknya untuk menjamin pelunasan hutang orang lain. Sedangkan
pihak penerima hipotek tidak dipersyaratkan apa-apa. Menurut Pasal 1| angka
14 Permenhub PM 39/2017 yang dimaksud dengan penerima hipotek adalah
lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman
kepada pemilik kapal. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (3) Permenhub PM
39/2017 disebutkan bahwa penerima hipotek atas kapal antara lain terdiri
atas: a, Warga Negara Indonesia atau warga Negara asing; b. bank nasional
atau internasional; ¢ lembaga keuangan nasional atau internasional; atau d.
lembaga non keuangan nasional atau 'i“'rnaziiunai. Jadi penerima hipotek
bisa orang perorangan baik warga negara Indonesia atau orang asing, maupun
badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan asing, baik
berkedudukan (domisili) di Indonesia atau dilvar negeri. Dalam pelaksanaan
pembebanan hipotek pihak pemberi hipotek maupun pihak penerima hipotek
dapat diwakili oleh orang lain dengan akta otentik (akta notaris) (lihat Pasal
1171 BW).™ Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Permenhub PM 39/2017
disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal,
pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas
kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didafar,

Hak-hak yang ada pada pemberi hipotek, antara lain adalah: a. berhak
tuk tetap menguasai kapal yang dihipotekkan; b, dapat menghipotekkan
Epal yang dijadikan jaminan itu lebih dan satu kali kepada kreditor-kreditor

“Thid b 182
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Etn, sehingga kapal dibebani hipotek yang masing-masing mempunyai
tingkatan-tingkatan sesuai dengan tanggal pendaftarannya. Sedangkan
“k—hak yang ada pada penerima (pemegang) hipotek antara lain adalah: a.
memperoleh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutangnya dari hasil
n'.njuah.n kapal it jika terjadi wanprestasi dari debitor; b. pemegang hipotek
pertama dapat meminta diperjaniikan hak untuk menjual kapal atas kekuasaan
sendiri jika debitor wanprestasi.”

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kapal vang telah
didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang
dengan pembebanan hipotek atas kapal {lihat Pasal 60 ayat (1) UU 17/2008/
UU Pelayaran}. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan
akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat
kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Setiap
akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Ana Hipotek yang diberikan kepada
penerima hipotek. Grosse Akta Hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial
yvang sama dengan putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.” Jika Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse
akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan {lihat Pasal 60 ayat (2),
(3}, (4), dan (5) UU 17/2008/UU Pelayaran|. Kapal dapat dibebani lebih dari
1 {satu) hipotek, dan peringkat masing-masing hipotek ditentukan sesuai
dengan tanggal dan nomor urut akta hipotek {lihat Pasal 61 ayat (1) dan (2)
UU 17/2008/UU Pelayaran),

Pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima hipotek
vang lain dilakukan dengan membuat akta pengalihan hipotek oleh Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan
dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Sedangkan pencoretan hipotek
(roya) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal
atas permintaan tertulis dari penerima hipotek. Jika permintaan pencoretan
hipotek (roya) diajukan oleh pemberi hipotek, maka permintaan pencoretan
hipotek (roya) tersebut dilampiri dengan surat persetujuan pencoretan dari
penerima hipotek {lihat Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU 17/2008/
UU Pelayaran}.

" lixidl, b, 184,

"Yang dimakmd dengan “kekuatan eksekutorial” sdalah pemegang hipotek dapat menggunakan grosse
akda hipotek sebagal landasan hokom untuk melaksanakan elseioni tanps melalul proses gugstan di
pengadilan [Penjelasan Posal 64 eyat (4] UL 1772008/UU Pelaparan).
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Demikian pokok-pokok pengaturan pembebanan hipotek atas kapal
vang diatur dalam UU 17/2008/UU Pelayaran. Namun dalam Pasal 64 UU
17/2008/UU Pelayaran ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pembebanan hipotek™ diatur dengan Peraturan Menteri. Atas dasar
ketentuan inilah kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan
yang mengatur Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, dan yang terakhir adalah
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendafiaran
dan Kebangsaan Kapal (Permenhub PM 38/2017), vang menggantikan
Permenhub PM 13/2012.

Permenhub PM 39/2017 menentukan tata cara pembebanan hipotek
sebagai berikut: Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan
akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang
bersangkutan. Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal,
pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri
atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Balikmama Kapal di tempat kapal didaftar. Permohonan
tersebut wajib dilengkapi dengan: a. perjanjian kredit; dan b. asli grosse akta
pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. Dalam hal permohonan

Frol Manam Darus Badrulzaman mengemukikan prodes terjadinya hipotck kapal sebagal bernlot:
Fase pertann: Pembuatan perfanfian kredit den ninan hipotek antars Bank sebagai pembert kredin
dengan calon penerima keedit, yang dituangkan dalam bentuk akia & bawalh tingan sty akia oteatik
{akfs maMariz), yang dalam perianjian kredit inl dicantumkan fnji membebankan I'upnhrk atas |||:.:|:|.i
Perjundian kredie ini merupakan perjanjian yang berstfal konsensusd dan ofdigntorr, sedangkan jang
hipotek yang dicertumbkan dalam pezjanjian keedit it hersidag ocoessor terhadap perfanjion keedateya,
D samaping dtu pernjien knedic merupakan pedasiion penidabalusn (overeerikomin ! darl penyerahan
uang (kredit),

Fuse kedhat: Pada fase inl dilakukan perianian pemnberian atou pembebanan hipotek. Bank bersama-
sama dengan penerima kredit aten Bank seisdiri berdasarkan surat kusss memazang hipobek menghadag
pejabat petidafing kapal dan mlnts dibustkas skt (pembsebanan) hipotek kipal. Pember| kradit {Bank)
wajib membawa grodie peadafteran kapal. Selinjumva pejabar pendafiar kapal membus konsep akia
hipotek, yang keowdun konsep tersebat dibows ke [nspeksi Pajpk untuk memperaleh 5K UM (Surat
Kuasa Unfuk Membayar) bea metera, Bea meterad dibayar ke Kas Negara sebesar 1% dard besamya nila
hipotek, Di samping ito juga ditayar uang leges.

Fase ketipa; Pada fase ini dilakukan pendaftaran akta hipotek dalam buky dafiar hipotek (lihat Pasal
515 KUH Dagang). Perjanilan pemberian hipotek {fase kedua)] dan pendaftaran hipotek {Gse ketga)
merupakan perjanjlan Kebendasn (rakelile overecmkowrar). Sesudah pendsfroran seless] dHisBlan
barulab hipotek lahir, sehinggs melabitkan hak-hak pemegang hipoick, yaitu pemegang hipuiek
melaksanakin heknya dias kapal stan andil-andil dalam kapal i, di dalam tangan sspapun kapal itu
berada (lihat Pasal 315h KUH Dagong), Pendaftaran akta hipotek juge menuncolkan tingkat- tingkat
{rang] h yaitu tinghat-tingkat hipotek ditentukan menurut hari pembukuan. Hiposck yang
dibuloakan han yang sama., mempunyal tngkst yan g sama. (Mariam Danes Badralzaman 2. Op.Cir,
hole .}
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dilakukan dengan kuasa pemilik kapal, maka harus berupa akta kuasa pemilik
kapal dan harus dibuat dihadapan Notaris {lihat Pasal 28 ayat (2); Pasal 29
ayat (1), (2), dan (3) Permenhub PM 39/2017}. Selanjutnya, setelah semua
persyaratan telah dipenuhi, maka dibuat akta hipotek kapal yang bentuk dan
isinya dibuat dengan menggunakan format Contoh 10 Lampiran I Permenhub
PM 39/2017. Akta hipotek kapal memuat: a2 nomor dan tanggal akts; b, nama
dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal; ¢.
nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek; d. nomor dan tanggal akta
pendaftaran atau akta baliknama; e. data kapal; {. dasar pembebanan hipotek;
g. nilai hipotek: dan h, hal-hal lain yang diperjanjikan. Setelah akta hipotek
kapal selesai dibuat, akta hipotek kapal tersebut ditandatangami oleh pemilik
kapal, penerima hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal,
dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. Penandatanganan,
pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal, dan pencatatan dalam daftar
induk harus dilakukan pada tanggal yang sama {lihat Pasal 30 ayat (1), (2), (3),
dan (4) Permienhub PM 39/2017}.

Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek kepada penerima hipotek
diberikan grosse akta hipotek kapal, yang bentuk dan isinya dibuat dengan
menggunakan format Contoh 11 Lampiran [I Permenhub PM 39/2017. Grosse
akia hipotek kapal tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat
Baliknama Kapal atau Pegawal Pembantu Pendaftar dan Baliknama Kapal
Grosse akta hipotek kapal diberikan kepada penerima hipotek bersamaan
dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal {lihat
Pasal 31 ayat (1), (2),(3), (4). dan (5) Permenhub PM 39/2017}. Jika penerima
hipotek dari beberapa kreditor yang merupakan sindikasi, pemberian gosse
akta hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan grosse akta pendaftaran
kapal atau grosse akta baliknama kapal kepada salah satu kreditor anggota
sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi (lihat Pasal 32 Permenhub
PM 39/2017).

Dalam hal terjadi pengalihan hipotek atas kapal, maka setiap pengalihan
hipotek atas kapal itu harus dilakukan dengan pembuatan akta pengalihan
hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat
kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
Untuk dapat dilakukan pengalihan hipotek atas kapal, penerima pengalihan
hipotek atas kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan
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Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE (Sistem
Pendaftaran Kapal Elektronik). Permohonan pengalihan hipotek tersebut
wajib dilengkapi dengan ashi: a bukti pengalihan hipotek; b. grosse akta
pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; dan c. grosse akta hipotek
kapal. Atas dasar permohonan tersebut, Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu
paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima. Jika berdasarkan
hasil penelitian belum terpenuhi, maka Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon
untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan
dilengkapi {lihat Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (5). dan (6) Permenhub PM
39/2017}.

Dalam hal kelengkapan persyaratan pengalihan hipotek atas kapal
terpenuhi, maka Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta
pengalihan hipotek kapal yang bentuk dan isinya dibuat dengan menggunakan
format Contoh 12 Lapiran Il Permenhub PM 39/2017, dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja. Akta pengalihan hipotek memuat: a. nomor dan
tanggal akia pengalihan hipotek kapal; b. nama dan tempat kedudukan Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal; ¢. nama dan domisili penerima
pengaliban hipotek; d. nomor dan tanggal akta hipotek kapal; ¢. nama kapal;
f. bukti pengalihan hipotek atas kapal; dan g nilai hipotek. Akta pengalihan
hipotek kapal ditandatangani oleh penerima pengalihan hipotek, Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran
dan Baliknama Kapal. Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta
pengalihan hipotek, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada
tanggal yang sama {lihat Pasal 33 ayat (7) dan Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4)
Permenhub PM 39/2017}.

Sebagai bukti telah dilakukan pengalihan hipotek atas kapal diterbitkan
grosse akta pengalihan hipotek kapal yang bentuk dan isinya dengan
menggunakan format Contoh 13 Lampiran II Permenhub PM 39/2017 yang
kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama
Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan baliknama kapal. Grosse akia
pengalihan hipotek tersebut diberikan kepada penerima pengalihan hipotek
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atas kapal bersamaan dengan grosse akta hipotek kapal, dan grosse akia
pendaftaran kapal atau grosse akta Baliknama Kapal {lihat Pasal 35 ayat (1), (2),
dan (3) Permenhub PM 39/2017}. Jika penerima pengalihan hipotek atas kapal
terdiri atas beberapa kreditor yang merupakan sindikasi, pemberian grosse
akta pengalihan hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan grosse akta
hipotek kapal dan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama
kapal kepada salah satu kreditor anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk
mewakili sindikasi (lihat Pasal 36 Permenhub PM 39/2017).

Kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan pembebanan
hipotek atas kapal, dilakukan pencoretan hipotek (roya) yang dilakukan oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Pencoretan hipotek (roya)
dilakukan berdasarkan: a permohonan penerima hipotek atas kapal atau
penerima pengalihan hipotek atas kapal; b, pcrrn“n:na.n pemberi hipotek
atas kapal; atau ¢. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 38 ayat (1) Permenhub
PM 39/2017].

Dalam hal pencoretan hipotek (roya) dimohonkan oleh penerima
hipotek atas kapal melalui SPKE, permohonan wajib dilengkapi dengan asli:
a. grosse akta hipotek kapal dan atau grosse akta pengalihan hipotek atas
kapal dan b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal,
Jika pencoretan hipotek (roya) dimohonkan oleh pemberi hipotek atas kapal,
permohonan wajib dilengkapi dengan asli: a. surat persetujuan dan penerima
hipotek atas kapal; b. grosse akta hipotek kapal dan atan grosse akta pengalihan
hipotek kapal: dan c. grosse akta pendaftaran kapal atau grasse akta baliknama
kapal [lihat Pasal 38 ayat (2) dan (3) Permenhub PM 39/2017}. Permohonan
pencoretan hipotek (roya) atau surat persetujuan pencoretan hipotek {roya)
tersebut yang diajukan atau diberikan oleh penerima hipotek atas kapal yang
merupakan badan hukum asing, harus dilegalisasi oleh Notaris di tempat
dibuatnya permohonan atau surat persetujuan tersebut {lihat Pasal 38 ayat (4)
Permenhub PM 39/2017).

Pencoretan hipotek (roya) dilakukan dengan cara membuat catatan
mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal dan mencoret catatan
vang telah dibuat sebelumnya tentang pembebanan hipotek atas kapal dalam
daftar induk kapal vang bersangkutan. Jika telah dilakukan pencoretan
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hipotek (roya), Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat
surat jawaban kepada penerima hipotek. Catatan mengenai berakhirnya
pembebanan hipotek atas kapal selanjutnya disalin ke dalam groesse akta
hipotek kapal. Grosse akta hipotek kapal dikembalikan kepada pemilik kapal
bersama dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal
{lihat Pasal 19 ayat (1}, (2), (3), dan (4) Permenhub PM 39/2017].

C. Fidusia

1. Pengaturan fidusia

Pengaturan tentang Fidusia merujuk pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut
UU 42/1999 atau UU Fidusia). Undang-Undang ini berlaku pada tanggal
30 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembdran Negara Republik
Indonesia Nomor 38849,

Dalam konsideran menimbang hurafa sampai dengan huruf ¢ Undang-
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan
alasan-alasan membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia ini, yaitu:

a, Bahwa kebutuhan yang yang sangat besar dan terus meningkat bagi
dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya
ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai
lembaga jaminan;

b. Bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan
sampai sast ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan
komprehensif;

c. Bahwa unuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih
memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian
hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak
yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap
mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, pada bagian Umum ditegaskan kembali alasan
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membentuk Undang-Undang Fidusia, yaitu: Pembangunan ekonomi, sebagai
bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 Dalam rangka memelihara dan meneruskan
pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik
pemerintah maupun masyarakat, balk masyarakat perseorangan maupun
badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang
sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam, Selama ini, kegiatan pinjam
meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai
pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Di samping
itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah
Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-Undang yang
berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa
rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat
dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan
rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika
tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan Fidusia telah digunakan
di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan
yang lahir dari yurisprudensi, bentuk jaminan ini digunakan secara luas
dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap
sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.
Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk
menguasal Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang
dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya,
Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak
vang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan
selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda
bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Undang-Undangini,
dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan
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Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan
untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi
para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun
sehaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin
kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja
menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak
lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-Undang ini
dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah
benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda
dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena
itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka
menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian
vang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud,
dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan
sebagaimana dimaksud ditentukam dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-Undang ini, diatur tentang
pendattaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para
pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan
hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia
untuk menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan
kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yvang diatur dalam Undang-
Undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan
pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
ini yang dimaksud dengan:

a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam pengnasaan pemilik benda.

b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
stbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
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Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia
terhadap kreditor lainnya.

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik
yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang
tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang
mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan
Fidusia

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah vang baik dalam mata vang Indonesia atau mata vang lainnya,
baik secara langsung maupun kontijen.

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian
atau undang-undang,

Debitor adalah pihak yang mempunyal utang karena perjanjian atau
undang-undang.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini
terdiri dari 8 bab dan 41 pasal, dengan strukiur sebagai berikut:

Bab 1
Bab Il
Bab III

Bab IV
Bab vV
Bab VI
Bab VII

: Ketentuan Umum (Pasal 1);

: Ruang Lingkup (Pasal 2 dan Pasal 3);

: Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan
Fidusia (Pasal 4 — Pasal 26);

: Hak Mendahulu (Pasal 27 dan Pasal 28);

: Eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 29 - Pasal 34);

: Ketentuan Pidana (Pasal 35 dan Pasal 36);

: Ketentuan Peralihan (Pasal 37 dan Pasal 38);

Bab VIII : Ketentuan Penutup ( Pasal 39 - Pasal 41).

2. Pengertian fidusia dan jaminan fidusia

Undang-Undang Fidusia membedakan pengertian Fidusia dan Jaminan
Fidusia sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2. Pasal 1 angka
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I Undang-Undang Fidusia memberikan pengertian Fidusia adalah pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan
pemilik benda.™ Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia
memberikan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,
sebagal agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan
yang diutamakan kepada Pencrima Fidusia terhadap kreditor lainnya,

Dari bunyi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka
2 Undang-Undang ﬁ;lm'-ia tersebut dapatlah dijelaskan bahwa Fidusia
merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan. Fidusia merupakan suatu perjanjian tambahan
atau ikutan dari perjanjian pokok utang-piutang antara kreditor dan debitor
dimana antara debitor dan kreditor terdapat kesepakatan bahwa debitor
menyerahkan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik
debitor kepada kreditor dengan ketentuan benda-benda tersebut tetap dikuasai
oleh debitor sebagal peminjam pakai, dan hanya bertujuan untuk memberikan
jaminan bagi pelunasan atagy pembayaran hutang debitor kepada kreditor,
Diengan demikian perjanjian Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan yang
bersifat memberikan jaminan bagi pembayaran utang debitor kepada kreditor.
Utang debitor yang pelunasannya dijamin dengan fidusia itu dapat berupa: a,
utang yang telah ada; b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah
diperjanjikan dalam jumlah tertentu;” dan c. utang yang pada saat eksekusi
dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban memenuhi suatu prestasi.™

stlah Fdusia asal dari  Fiduciore Eigendom Overdrich atan yang laxim disebol Fldocia, Fldacia
beramal dari kata fules yang berarti kepercoyaan

"Uiang yamg akan dmbul dl keeudian hard yang dikenal dengan Brilabh “komijen’, misalnya wang
vang ttmbial dari pembayarin vang dlbkukan oleh kraditor untok kepentingan debitor dalam rangka
pelaksanaan garans| bank {Penjelasan Pasil 7 barid b Undang- Undang Fdusia)

*Utany yang dimaksud dulam ketentuan ind sdaluh oteng bunga atas pinjansn pokok dun binye lainoye
Fpngpumhhu:ﬁ:. |:|.u.F=1. diterntukan bemudian I;P:rl.?dunn Pasal 7 hurul ¢ Urui:n:-l.‘pdm; Fihmdal
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Menurut Ny. Frieda Husni Hasbullah, dalam perjanjian dengan jaminan
Fidusia terjadi suatu perjanjian dengan dua perbuatan sekaligus dalam satu
momen, yaitu perfarra, perbuatan pihak debitor menyerahkan hak milik atas
benda-bendanya secara kepercayaan kepada kreditor (yang diserahkan hanya
hak miliknya saja, sedangkan fisik benda tidak diserahkanftetap dikuasai
debitor) dan kedwa, perbuatan kreditor sebagal pemilik baru benda-benda
itu meminjamkan benda-benda itu secara kepercayaan kepada debitor untuk
dipakai/digunakan (kreditor tidak menyerahkan secara fisik benda-benda i,
karena benda-benda itu masih dalam penguasaan debitor).”

3. Ciri, sifat, dan asas jaminan fidusia

Prof. Mariam Darus Badrulzaman mengemukan sifat-sifat hukum
fidusia sebagai berikut:™
a.  Accessoir;

Penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan mempunyai
sifat accessoir karena melekat pada perjanjian pokok yaitu berupa
perjanjian peminjaman uang.™

b. Luas hak milik idusia;
Perjanjian fidusia bukan menciptakan hak milik, akan tetapi sebagai
jaminan saja.™

"Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan Fidusia sepentt: “besitloos, pard ™ { pard 1anpa
ezl “zakesheids digenidoon” (hai milik sebagsi jaminan); “hesifoos sekerbeichireche ™ (hak jaminan
tarpa penguasan); veriimid pendbernp” (gadid yang dipeduas]; Teigendonn sventrochd it soberfeid™
[ penyershan hak milik sebagai pminan ] ( Ky, Frieda Fusni Hasbollah 3, OpGie, b 46)

"Mariam Drirus Baclralzaman 1, CpCit, B 113 = 115,

" Memzrut Prod, Marom Darus Badrubmman, terdapat dus pendapst tentang sifat accesior dan fidusia
inf, yaine: pertoma, pendapat yang menyatakan bahwa fdusia memilikt stfor aocessodr sesual dengan
sifit vang abedekat pada buboom peminen (gadal dan hipotek: bedisg, pendapat yan g mesyvarakan babiwa
peryershan hak millk secara Haisia tidak memilkl sifar accessoir, akan tetapd berdisl sendisl Aninya
lahir dan berakhirnya pemeralian hak milik secara Gdusa tdak erganiung pada perikatan pokok, Jika
penyerahain hak milik secarm fdusis akan diakhirh , psaka hares disdakan perbuatsn hiskam sendid, yang
menyalakan balwa penyerahan hak milik secara fidusis it telab berakhir (Maram Dards Badrubzman
1 fheef., b 113l

Eadenurut Prod, Mangm Daros Badrulzaman, I!eniq'rn.t dua rﬂdﬂnl tentang F:n’:.'ﬂ'.l.l'l.l:l‘l. hak malik
sevara fidusia sebagal juminan, spakah merupakan hak milik semparma (voalwaordig etpendomarechil) atau
terhatas { beperks eipendomirech? ], yaitu: perfosva, pendapat yang kuno, yang mengemukakan babwa
hik milik fidusla adalab sempurma, berdasarkan perlanfian fidusia (o merupekan perjoniian oblignior,
Pendapat tni disnut pada raman Romiwl dan disebu “fducis cum credifore”. Ada vang menetima
pendapat ini dengan catatan bahwa hak milik dalam hal ind bergfar sempurna vang terbatas, kirena

digantungkan pada syarat tertentu. Bagi pemibik Adusia, hak milik digantungkan pada syarat putus. Hak
milik sempuama bary lakir jika pu‘lﬂ:ﬂ'l fhcbiesia tidak mememehi h:wlﬂ.lun Imqp’:ﬂpn!. E:du.ua,}.ln h.agt
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c.

Parate eksekusi;

Pemilik fidusia mempunyai hak melakukan parate eksekusi, artinya
berhak menagih piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia tanpa
executoriale titel.

Hak preferen;
Pemilik fidusia mempunyai hak preferen, artinya jika pemberi
jaminan fidusia pailit, maka benda fidusia tidak jatuh ke dalam boedel

pailit. Pemilik jaminan fidusia mempunyai kedudukan “separatis”,
artinya berhak menjual benda fidusia untuk pelunasan piutangnya.

MNy. Frieda Husni Hasbullah membedakan ciri-ciri fidusia secara umum

dan ciri-ciri dan sifat-sifat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang
Jaminan Fidusia. Menurutnya ciri-ciri fidusia adalah:"'

i Acesisalr;

Timbulnya fidusia didabului dengan perjanjian pinjam meminiam
uang atau perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok.
Perjanjian pokok ini dilanjutkan dengan mengadakan perjanjian
tambahan atau ikutan berupa perjanjian dengan jaminan hdusia
tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang. Jika peranjian pokok
(perjanjian pinjam meminjam vang/hutang piutang) lunas, maka
dengan sendirinya perjanjian jaminan fidusia juga berakhir. Jadi, lahir
dan berakhirnya penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan
(fidusia) tergantung pada perfanjian pokoknya.

Sebagai jaminan pelunasan hutang;

[Dalam penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan {fidusia), meski
terjadi pemindahan hak milik, tetapi tidak menciptakan hak milik
sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai
debitor melunasi hutangnya kepada kreditor. Jadi penyerahan/
pemindaban hak milik kepada kreditor hanya sebagai jaminan
pelunasan hutang dalam perjanjian pokok saja. Jika debitor melunasi
hutangnya, maka hak milik atas benda (penguasaannys masih ada

pemberl fidasia, hak mikk sempurna digantanghon pada syara tangguh. lks penberl Gdusia memenuhi
kv thannya mebanas hutang, makas demi hiskum berdo fidhisia kembals menjadi hak miliknya Eedua,
pendapal yang modern, yang mengemubakan bahwa perjanfan penyeraban haek milik sevars Adusia
sebag jaminan, merupakan hak milik terbatas, Perjaniian ind hanya melahidkan hak jaminan dan bikan
hak milik (Mariam Darus Badrobmman 1, T, T 104),

"Ny Frieda Husni Hasbullh 2, Op Cir. b, 61 - 63,
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pada debitor) akan kembali kepada debitor sebagai pemilik asli dan
benda fidusia tersebut.

Constitutum Possessorium;

Dalam perjanjian fdusia benda fidusia tetap dikuasai oleh debitor
meskipun hak milik atas benda tersebut telah berpindah kepada
kreditor. Keadaan seperti ini dikonstruksikan sebagai penyerahan
hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas benda jaminan, yaitu
yang dikenal dengan sebutan constitutum poccessorium,

Droit de Preference;

Penerima fdusia (kreditor) mempunyai hak preferen karena
mempunyai kedudukan “separatis, artinya ia berhak menjual benda
fdusia sebagal jaminan pelunasan hutang debitor kepadanya lebih
dulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Parate Executie { Eigenmachtige Verkoop);

Karena Adusia merupakan jaminan kebendaan, sehingga kreditor
memiliki kedudukan "separatis” dan mempunyai hak preferen, maka
kreditor sebagai pemegang atau penerima fidusia berhak melakukan
parate eksekusi (eigenmachtige verkoop) dan menagih piutangnya dari
hasil penjualan benda yang dijaminankan tanpa suatu executoriale
titel,

Sedangkan ciri-ciri dan sifat-sifat Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-

Undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:*

il.

Jaminan Kebendaan (Zakelijkezekerheid/ security right in rem};
Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan dapat
disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang
Jaminan Fidusia, yaitu Pasal | angka 2; Pasal 11; Pasal 12; dan Pasal
20, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan
hak jaminan atas benda yang dikaitkan dengan hak yang didabulukan
atau diutamakan yang dimiliki oleh penerima fidusia terhadap
kreditor lainnya.* Kemudian dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditentukan

=il b, 7ER &2,

“laminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak batk yang berwujud maupun yaog tdak
berwujud dan benda tidak bergerak khusisnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
schagamana dimaksad dalam Undang-Undang Nomor 4 Taham 1996 tentang Hak Tanggungan vang
tetap berada dalam penguassan Pemberl Pidusia, sebagal agunan bagl pelunasain wtang tertemt, yang
membenkan kedodukan yang diusiemakan kepadi Penerima Frdusia wrhadap keedits larnys (Pasal 1
anpka 3 Undang -Undang Jaminan Fidusia),
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tentang kewajiban pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan
fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia." Selanjutnya dalam Pasal
20 ditegaskan bahwa jaminan hdusia tetap mengikuti benda yang
menjadi objek jaminan idusia dalam tangan siapapun.™ Dari ketetuan
pasal-pasal tersebut yang mengkaitkan jaminan fidusia déengan hak
yang didahulukan/diutamakan, kewajiban mendaftarkan benda yang
dibebani dengan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia,
serta adanya sifat hak jaminan fidusia yang mengikuti benda yang
dijaminkan di tangan siapapun benda tersebut berada (sifat droir de
suite), maka dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia merupakan
jaminan kebendaan,

b.  Accessoir:

1

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan atau
ikutan dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang piutang,
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a
Undang-Undang fJaminan Fidusia. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan
Fidusia menegaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban
bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.™ Selanjutnya dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf a disebutkan akibat dari kedudukan Jaminan
Fidusia sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok adalah
hapusnya Jaminan Fidusia karena hapusnya perjanjian pokok.”

*Bendn yong dibehant dengan lamanan Fidasia wajib didaftarkan [Pasal 10 syt (1) Undang-Undang
Taanai many Fochesda) . Doalam hal Benda vangdibebani dengan Jaminan Fidesia beradadi uar wilovah negara
Republik Indonesia, kewaghan sebagatmana disaksud dalam wyai (1) tetap berlaku [Pasal 11 ayat (2)
Undang -Undeng lminan Fidasa]. Pendaftaren Jaminan Fdusia sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) dilakukan pads Kantor Pendaftaran Fidosia (Pasal 12 aval (1) Undang-Undang faminan Fdusia),
Untuk pertama kali, Kanfor Pendaftaran Fidusia didinkan i Jukarta dengan wilayah kerja mencakup
seluruh wilaysh negam Repoblik Indonesia {Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Pdusta), Kantor
Pendaftaran Fidusa schagaimana dimaksod dalam ayat (2] berada dalam lingkup tugas Departemen
Eehakiman [Pasal 12 sym (3) Undang-Undang laminan FPldusda), Ectentuan mengenal pembentakan
Rantor Pendaftaran Fiduse wntuk dierah bin dan penetapan wilaysh kerjamya distur dengan Kepunisan
Presdden (Pasal 12ayat (4) Undang-Undang Jasbnen Fidess],

Mlusmirein Fiduss woap mengikot Benda vang menfali objek [aminan Fidusia delam tangan siapapun
Benda tervebut berada, kecual pengalihan atas benda persedizan yang menjadi objek lminan Fdusia
{Pasal 20 Undf@l- Undang Jaminan Fidusa).

“Perfanjiun Fidusia menapakan perjanjian tkutan dag soate perianjian pokok yang menimbulkan
kewajiban bagi para pibak untuk memenuhi siats prestast (Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Flaminan Fidusia hapus karena hal-had schagai berikut: o hopusnyn utang yang didamin dengan
fidusia; b, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oldh Penerima Fidusia; afan ¢ musnshoya Benda vang
menpedl obfek Tominan Fdusla (Pesal 25 ayar (1) Undeng-Undang Taminan Fidusia). Sesusd den gan
Ubmtan dard Meminan Filusia, maka adamyva Jaminan Fedusia tergantung pads adanys platang veng
dijamin pefunssannys. Apabila plutang wrsebut hapus karena hapusnya utang aton kanena pelepasan,
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c. Droit de Suite/Zaaksgevolg,

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada,
ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan
Penjelasannya. [alam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia
ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang
menjadiobjek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut
berada, kecuali pengalihan atasbenda persediaan yang menjadiobjek
Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Penjelasannya ditegaskan bahwa
ketentuan Pasal 20 ini merupakan pengakuan prinsip “droit de suite”

d. Droit de Preference;

Penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan
terhadap |kreditor lainnya, sebagaimana disebutkan dalam
ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang
Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia
menegaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda
tidak bergerak khususnya bangunan e tidak dapat dibebani hak
tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap
kreditor lainnya.™ Selanjutoya dalam Pasal 27 Undang-Undang
Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak
yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, Hak yang didabhulukan
tersebut adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan

maka dengan sendirinys faminan Fidosia yang bersangkutan mergadi hapus. Yang dimaksed dengan
“hapuwsya wian g™ antara lain kerena pelunasin dan buktl hapusmya atang beruga keterngan yang dib st
kreditor [ Penpelasan Pasal 35 myat (1] Undang-Undang Jaminan Fduosial.

“lminan Fidosis tetap menglooti Bends yang menjadi objek Jaminan Pidusia dalam tangan sapapan
Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atis benela persediaan yang menjadi objek Jamnan Fudusia
[ Paxal 26 Unﬂmu_-'l."nl!mg Jaminan Fidusia ) Ketentuan ind mnm:ll.up prinsip “deait ille wajne” yang telah
mernpakan bagian dari perataran perundang-undangan Indonesia dalam kaitanma dengan hak muothk
atas keb Cir reen ) | Pendelasan Pasal 20 Undang-Undang Jamidnan Fadusia ),

“lminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak balk yang berwujud maupan yang vidak
bervujud dan benda tidak bergerak Ehususnya bangunan yang tidok dagar dibebani hak tanggungan
sebagaimaona dimakeid dalam Undang-Undang Nomor 4 Tohun 1996 entang Hak Tanggungan yang
tetip berada dalam penguassn Pemberi Fidusia, sebagal agunan bagi pelunasin wang tertemy, yang
memberikan keduduksn yang dintamakan kepada Penerima Fidusid terbhadap kreditor ldnnys (Pasal 1
angka 2 Undany - Unidang Jaminan Fidusia).
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piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tersebut tidak
hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia™
Kemudian dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia
disebutkan pula bahwa apabila atas benda vang sama menjadi objek
Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka
hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu
mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia."
e. Constitutum Possessoriun,

Pada Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak milik atas
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang
hak kemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Kuasa. Pengalihan hak kemilikan atas benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan dengan cara comstitutum
possessoriurn, artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan
melanjutkan penguasaan atas benda yang bersanghutan. Jadi inti dari
faminan Fidusia adalah pengalihan hak kemilikan atas suatu benda
secara constitultum posséssorium.™

f. Jaminan Pelunasan Hutang;

Fidusia merupakan jaminan bagi pelunasan hutang,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 Undang-
Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan
Fidusia menegaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas

"Penerima Fidosa memiliki hak yang didahulukan serhadap kredisor lainnya (Pasal 27 ayat (8)
Undang-Undeng Jamdnan Fidusial. Hak yang didahulukan dibbung sejak tangpal pendafiaran Rendo
vang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantes Pendaftaren Fidusia (Penjelasan Pasal 27 aya (1)
Undang -Undsng leminan Fidosss ], Hak vang didabwlukan sebagaimana dimaksud dalam avan (1) adalah
hak Penennma Fiklusia untuk mengambi] pelunssan plutengnys ats hasil cksekusi Benda yang menjadi
objek [aminan Fidusa (Pasal 27 ayat {2) Undang-Unidsng Jaminan Fidisia). Hak yang didahaluksn dan
Peperima Fidusia tidak hapuos karenn adanys kepailitan dan atas Blwidasi Pemberi Fidusia |Pasal 27
ayat {3} Undsng-Undang Jaminan Fidiesia). Ketentoan dalam ayst ini berbubungan dengan ketentuan
bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak sgunan atas kebendaan bagl pelunasan uinng. I8 sanyping ina,
krtentuan dulam 'I.Jnd::n.! “"-'"-'I“-'-"L be it g Eq:rn.l]ﬂm menentukan bahwa Rends yang n'l.n:'n_rn.l.ll nhp:l'.
laminen Fidusias berada di luar kepailitan dan atas lkgidas) (Pendelasan Pasal 27 ays (20 Undang-
Undang laminan Fdizsia)

" Apatila atas Bemila yang sama menjadi olyek luninan Fidusia kel dar 1 {sam) perjanian fambndn
Fidusia, maks hok vang didahuluksn sehagaimana dimaksad dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak
yang lebih dodwly mendafiarkannys pada Kamor Perdaflaran Fidusia (Pasa 28 Undang-Unidang
Jammdman Flelusia)

My Frieds Husni Hasbulkih 3, Oy (50, B 77
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benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia
terhadap kreditor lainnya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang faminan
Fidusia juga ditegaskan kembali bahwa Jaminan Fidusia merupakan
jaminan bagi pelunasan suatu utang ™
. Asas Publisitas;

Asas Publisitas dalam Jaminan Fidusia dapat ditemukan pada
Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 11
Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Benda yang
dibebani dengan [aminan Fidusia wajib didaftarkan. Kewajiban
mendaftarkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tetap
berlaku meski Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tersebut
berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Penjelasan
Pasal 11 ini ditegaskan bahwa pendaftaran Benda yang dibebani
dengan Jaminan Fidusia ini dilaksanakan untuk memenuhi asas
publisitas.* Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan
bahwa segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka
untuk umum.* Makna dari ketentuan Pasal 18 ini yaitu dilakukannya
pendaftaran kemudian pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia adalah
agar pihak ketiga atau masyarakat/publik dapat mengetahui suatu
benda telah dijadikan Jaminan Fidusia {(openbaarheid).™

h. Asas Spesialitas;

*Urang yang pelunssannys &jamin dengan Giduska dapat berupa: a. utang ying telah ada; b wlang yang
akan timbul di kemudian har yang telah diperjonjikan dalam jumlah tertentu; dan ¢ utang yang pada
sdat ckschust dapat ditentukan jumdalinya berdasarkan perjanpan pokok yang menimbukkan kewsiiban
memenuhi saaiu prestasi (Pasal 7 Undang- Undang Jeminan Fiduasia).

"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusts wajib dideftarkan [Pasal 11 ayai (1} Undang-Undang
leminan Fldusia), Dalim hal Benda yang dibebard dengin Jaminen Fldusts berada & luar wilayah
negars R:Fn.lhl.lk. [rndemsga, kevajiban ldug.l.l.m.lnu. dimaksnd dalam ayas (1) Letap berlaku {Pasal 51
ayat (2] Undang-Undang Jaminan Fidusia). Perndaftaran Benda yung dibebani dengan Tamiman Fidusia
dilaksanakan dtempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannyn mencakup benda, batk vang
berada di dalam maispion & luar wilsyah negars Republik Indopesia anmuk memenuhl ssas publsitas,
sekaligus merupaken jaminan kepastian terhadap kreditor binnya mengenal Benda yvang selah dibelsani
[aminan P ia { Penjelasan Pasal 11 Unalsnp-Undang Jamdran Fldusia).

“Segala keterangan meéngenai Benda yang menjadi objek faminan Fidusia yang sde pads Bantor
Pendaftiran Fdusia ferbuka entuk amuam {Pasal 18 !.|‘|1.|:l.1.1'||g-L||:u:|.1|:|5I lamminat Fidizida)

=2y, Frieda Husnd Hatballah 2, !'J;l Gt b 79,
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Asas Spesialitas dalam Jaminan Fidusia dapat ditemukan
pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang [aminan Fidusia menyebutkan
bahwa pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan
akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan
Fidusia. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini ditegaskan bahwa
dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal,
juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembutan akta tersebut.
Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Akta Jaminan Fidusia
sekurang-kurangnya memuat: a, identitas pihak Pemberi dan
Penerima Fidusia;” b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia®™
¢. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;*™ d.
nilai penjaminan; dan e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia.

L Dapat diberikan kepada lebih dari seorang Penerima Fidusia;

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari seorang
Penerima Fidusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-
Undang Jaminan Fidusia. Pasal & Undang-Undang Jaminan Fidusia
dan Penjelasannya menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia dapat
diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada
kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut." Dari bunyi Pasal
1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga dapat disimpulkan
dimungkinkannya Jaminan Fidusia diberikan kepada lebih dari
seorang Penerima Fidusia, yaitu dari ketentuan yang menyebutkan

"Yang dimakoud dengan “identitas” dalam pasal ini adalsh meliputl naona lenghap, agama, tempat
tinggal, atau tempat kedudokan, tempat dan gl lahin jenis kelamin, status perkawinan, dan
pekeriaan (Peopelasan Pasal 6 hurof 8 Undang-Undang iminan Fiduwsia).

“Yoang dimaksud dengan “data peraniian pokok™ pdakih mengenad macam perjanjian dan @wang vang
i jarmin dengan fidusia [ Penjelasan Pasal 6 harei b Undang- Undang laminan Fidusial,

“Uralan mengemal Bendsa vang menfadi objek [ominan  Fidusia ookwp  dilakuken  dengan
mengidentifikasikan Benda tereebun, dan dijelaskan mengen sura buki kepemilikannya. Dalam hal
benda yany menjadi objek faminan Fdaes mergpakan beada dalom persediaan (inventory ) yang selalu
berubati-ubah dan atau tidak tetap, seperth stok bahan bako, barang jadi, stsu poriofolio perusahaon
efek, maka dalam akts faminan Fidusia dicanturnkan urdan mengensi jenis; merek, kualitss dari Benda
tersebuet (Penjelasan Pasal 6 horef ¢ Undang-Undang fminan Fdazia)

" Reteptuan inl dimaksudkan sehagai pemberian fidusin kepada lebib dard sty Penerima Fidusia
dalsm rangla pembiaynan kredit konsomium, Yang dimaksud dengan “kuass”™ adalsh orang yang
mendapat kuasy khosus dar Penerima Fidusia umtuk mewakili kepentingannya dalam penerimsan
Tamniman Fldosia darl Pemnbert Fidusia Yang dimaksad dengan “wabdl™ adalah orang yang secara hukuim

dianggap mevwakill Penerima Fidazia dabom pemed maan faminan Pidusia, nslsaleys Wik Amanat dalams
mewakili kepentingan pemegang obligasd (Penjelican Pasal 8 Undang-Undang [aminan Fidusia).
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memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia
terhadap kreditor lainnya.

Tidak boleh ada Fidusia ulang (ganda);

Tidak diperkenankannya Fidusia ulang ditegaskan dalam
Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Penjelasannya.
Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa
Pemberi Fidusia dilarang melakukan Adusia ulang terhadap Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Dalam
Penjelasan Pasal 17 tersebut dijelaskan bahwa Fidusia ulang oleh
Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak
memungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada
Penerima Fidusia.

Parate Eksekusi (Eigenmachtige Verkoop);

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur secara khusus
tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi,
sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (3) dan Penjelasannya.
Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan
bahwa apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai
hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
atas kelmasaannya sendirl, Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat {3) ini
disebutkan bahwa salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan
dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia
cidera janji. Oleh karena itu dipandang perlu diatur secara khusus
tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.
D samping itu pada Pasal 29 ayat (1) huruf'b juga disebutkan bahwa
apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan
cara penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Tan Kamelo mengemukakan asas-asas hukum jaminan fidusia yang

terdapat Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:"

Kreditor penerima hdusia berkedudukan sebagai kreditor yang
diutamakan dari kreditor lainnya;

“rTan Kameko, Hukurs famitnan Cidlesta Seirt Kebsoubon Yieg Didesevikan, Alumel, Basbung, 3004,
h. 159- 170,
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Asas ini dalam ilmu hukum disebut dengan droit de preference.

Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda vang
menjadi objek jaminan fidusia {Pasal 27 Undang-Undang Jaminan
Fidusia).

b. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan
fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada;
Dalam ilmuo hukum asas ini disebut dengan droit de suite atau

zaaksgevoly.

Pengakuan asas ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia
menunjukkan bahwa jaminan Adusia merupakan hak kebendaan
(zakelifkrecht) dan bukan hak perorangan (persoonlijkrecht).

Dalam karakter droif de swite terdapatl prinsip hak yang tua
didahulukan dan hak yang lebih muda. Jika terdapat beberapa hak
kebendaan diletakkan atas sesuatu benda, kekuatan hak itu ditentukan
oleh urutan waktunya.

Hak kebendaan jaminan fAdusia baru lahir pada ranggal
dicatatnya jaminan fidusia dalam bubu daftar fidusia. Pemberlakuan
asas droil de suite baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia
dalam buku daftar idusia. Jika jaminan idusia tidak dicatatkan dalam
buku daftar fidusia, maka hak jaminan fidusia bukan merupakan hak
kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan.'™

Asas droit de suite tidak berlaku bagi objek jaminan fidusia
berupa benda persediaan. Pada prinsipnya, pemberi jaminan fidusia
dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada
pihak lain objek jaminan fidusia, tetapi terhadap benda persediaan,
prinsip ini dikecualikan [Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan
Fidusia]."™

¢. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan;
Asas ini lazim disebut dengan asas asesoritas.

Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fdusia
ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian

el by 162
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principal. Perjanjian utama bagi jaminan fAdusia adalah perjanjian
hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan
jaminan fidusia. Oleh karena jaminan hdusia bersifat assessor, maka
hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang atau
karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditor penerima
jaminan fidusia {Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jika
terjadi pengalihan hak atas piutang dari kreditor pemegang jaminan
fidusia lama kepada kreditor pemegang jaminan fidusia baru, maka
pihak yang menerima peralihan hak jaminan Adusia mendaftarkan
perbuatan hukum (cessie) tersebut ke kantor pendaftaran fidusia
(Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia)."™

Jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada
(kortijen);

Jaminan atas hutang vang akan ada, artinya pada saat
dibuatnya akta jaminan fidusia, hutang tersebut belum ada tapi sudah
diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu. Asas ini dipandang
untuk menampung aspirasi hukum dari dunia bisnis perbankan,
misalnya utang yang timbul dari pembayaran vang dilakukan oleh
kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan
garansi bank (Penjelasan Pasal 7 huruf b Undang-Undang faminan
Fidusia). Menurut Tan Kamelo, pengaturan asas ini juga ingin
menuntaskan perbedaan pendapat antara pihak pengadilan dengan
kalangan perbankan tentang problema hulum jaminan pada masa
lalu dalam menentukan besarnya jumlah hutang yang pasti™

Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada;

Menurut Tan Kamelo, dengan ditetapkannya bahwa jaminan
fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada sebagaimana
tersebut dalam Pasal 9 Undang-Undang laminan Fidusia, berarti
asas ini menampung dan mengakui prinsip yang terdapat dalam
Pasal 1131 BW yaitu prinsip bahwa benda yang akan ada milik
debitor dapat dijadikan jaminan hutang Lebih lanjut menurutnya,
pengaturan asas ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan
dunia bisnis dan sekaligus dapat menjamin kelenturan objek jaminan
fdusiayang tidak terpaku pada benda vang sudah ada,'™

Sapkdf B 184 <165,
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#

[aminan hdusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang
terdapat di atas tanah milik orang lain;

Dalam itmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisahan horisontal.

Dalam Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Jaminan
Fidusia ditegaskan bahwa bangunan di atas tanah milik orang lain
yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,
dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Dengan adanya asas ini, maka dapat menampung pihak
pelaku usaha yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai hak atas
bangunan/rumah. Biasanya hubungan hukum antara pemilik tanah
dan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa '

Jaminan fdusia berisikan uralan secara detail terhadap subjek dan
objek jaminan hdusia;
Dalam ilmu hukum asas ini disebut asas spesialitas atau pertelaan.

Uralan tentang subjek jaminan fidusia yang dimaksud adalah
identitas para pihak yaitu pihak pember jaminan fidusta dan pihak
penerima jaminan fidusia, sedangkan uraian tentang objek jaminan
fidusia yang dimaksud adalah data perjanjian pokok yang dijamin
fidusia, uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan
dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 6 Undang-
Undang Jaminan Fidusia).

Pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan
hukum atas objek jaminan fidusia;

Menurut Tan Kamelo, kewenangan hukum vang dimaksud
harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor
fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwapemberi jaminan fidusia
bukanlah orang yang wenang berbuat. Lebih lanjut ia menjelaskan
bahwa dalam Undang -Undang Jaminan Fidusia, asas ini belum
dicantumkan secara tegas, berbeda dengan jaminan hak tanggungan
yang dengan tegas mencantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang
Hak Tanggungan."™

i, . 168,
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Jaminan Adusia harus didaftar ke kantor pendaftaran hdusia;
Asas ini dalam ilmu hukum disebut asas publikasi.

Pendaftaran akta jaminan fidusia menjadikan perjanjian fidusia
lahir dan momentum tersebut menunjukkan perjanjian jaminan
fidusia adalah perianjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan
adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia (Penjelasan Pasal 11
Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh
kreditor penerima jaminan hdusia sekalipun hal itu diperjanjikan;
Dalam ilmu hukum asas ini disebut asas pendakuan.

Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa
setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia
untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila
debitor cidera janji, batal demi hukum,

Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor penerima
fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor idusia daripada
kreditor yang mendaftarkan kemudian;

Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa
apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih
dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan
diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada
Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus
mempunyai iktikad baik ( fe goeder frouw, in good faith);

Asas iktikad baik di sini memiliki arti subjektif sebagai
kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum
perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan
fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalibkan,
menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain, "™

. Jaminan fidusia mudah dieksekusi.

Tan Kamelo menemukakan bahwa kemudahan pelaksanaan
eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan

ke b 170
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Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan
fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi
yuridis bahwa jaminan fdusia mempunyai kekuatan yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
te.mp__llll

4. Subjek dan objek jaminan fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah para pihak dalam perfanjian pembebanan
jaminan fidusia, yaitu pihak pemberi fidusia dan pihak penerima fidusia.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian
pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang
menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia menurut Pasal
1 angka 6 Undang-Undang jaminan fidusia adalah orang perseorangan atau
korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan
jaminan fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia
disebutkan pula bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu
penerima fdusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini ditegaskan
buhwa ketentuan Pasal 8 ini dimaksudkan pemberian fidusia kepada lebih dan
satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium, Kemudian
dalam Penjelasan Pasal 8 ini disebutkan yang dimaksud dengan “kuasa” adalah
orang yvang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili
kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia.
Sedangkan yang dimaksud dengan “wakil” adalah orang yang secara hukum
dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia,
misalnya Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Menurut Riduan Syahrani, pemberi Adusia disyaratkan adalah pemilik
benda yang dibebani jaminan fidusia, sehingga berwenang mengali hak
kepemilikan benda tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa: “jika benda
yang menjadi objek jaminan hidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar
menurut undang-undang seperti perhiasan, maka akan sulit bagi penerima
fidusia untuk menyelidiki apakah pemberi fidusia benar-benar sebagai
pemilik atas benda itu, karena Pasal 1977 BW menentukan, barang siapa yang

2 [l
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menguasai suatu kebendaan bergerak, ia dianggap sebagai pemilik.™"' Pada
bagian lai nEnjeLasann}ra tersebut Riduan Syahrani menjelaskan lebih lanjut
bahwgmiika ternyata benda vang dijaminkan itu bukan milik pemberi hdusia,
maka hal ini tergantung kepada itikad baik penerima hdusia. Jika ia betul-betul
mengira pemberi idusia adalah pemilik sejati benda yang dijaminkan itu, maka
ia mendapat perlindungan hukum, yaitu jaminan Adusia yang dibuat tidak bisa
dibatalkan. Namun jika penerima fdusia mengetahui atau seharusnya dapat
mengira pemberi fidusia bukan pemilik benda yang dijaminkan, maka fa tidak
mendapatkan perlindungan hukum, yaitu jaminan fidusia vang dibuat bisa
dibatalkan."*

Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa penerima
fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian
pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul
dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan
pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Mengenai objek jaminan fidusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan
Pasal | angka 2 dan angka 4, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Jaminan
Fidusia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan
bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangmnl vang tidak dapat dibebani hak tanggungan, vang tetap berada
dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
fidusia terhadap kreditor lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 diberikan
pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialibkan,
baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang
tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Dari pengertian jaminan fidusia yang telah dikemukakan di atas tersebut
dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan,
vaitu bangunan di atas tanah milik orang lain, dan rumah susun. Undang-

""Righuan Syahrani, Op, it b 151
"l e 152
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Undang Nomeor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur mengenai
Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yvang diterbitkan sebagai
tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas barang milik negara/
daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. SKBG satuan rumah
susun tersebut dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia {lihat
Pasal 48 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Rumah Susun}.

Selanjutnya Pasal 9§ Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan
bahwa jaminan fdusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau
jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan
maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau
piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian
jaminan tersendiri. Dalam Penjelasan Pasal 9 ini ditegaskan bahwa ketentuan
pasal ini secara tegas membolehkan jaminan Adusia mencakup benda yang
diperoleh di kemudian hari.

diemudja.n dalam Pasal 10 Undang- Undang Jaminan Fidusia disebutkan
pula bahwa jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek
jaminan Adusia'' dan kiaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek
jaminan fidusia diasuransikan,"* kecoali diperjanjikan lain.

5. Pembebanan jaminan fidusia

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan
fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
Kemudian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “prestasi” dalam ketentuan ini
adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang
dapat dinilai dengan vang. fika dijghat dari ketentuan Pasal 4 dan Penjelasannya
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian
ikutan atau tambahan dari perjanjian pokok, yang prestasinya dapat dinilai
dengan uang. Dari Penjelasan Pasal 4 itu pula dapat disimpulkan bahwa

"¥ang dimakeud dengan “hasl dan Benda yang menjsdl objek laminan Fidusia® sd alab segali sesust
yang diperoleh dan benda yang dibebani [aminan Fidusia ( Pendelasan Fassl 10 hurf o Undasg-Undang
lammaifam Fldasia).

Retentuin dalim pasal ind dimaksedkan anuk menegaskan apabila Bends #u diasuransian, maka
kbim asurans tersebut merupakan hak Penerima Fidusda { Penjelasan Pasal 10 hural'b Undang -Unidang
Taminan Fidusial.
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perjanjian pukukgdak selalu perjanjian pinjam-meminjam uang, akan tetapi
dapat pula perjanjian lainnya yang prestasinya dapat dinilai dengan vang.

Proses atau tahapan pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah
sebagai berikut:""

a. Antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dilakukan janji untuk
serah terima benda sebagai Jaminan Fidusia yang dicantumbkan
dalam perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai perjanjian pokok.
Janji di sini masih bersifat konsensual obligatoir oleh karena itu masih
merupakan hak perseorangan (persoonlijkrecht).

b. Kemudian dilakukan perjanjian pembebanan/pemberian Jaminan
Fidusia. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan
Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan
Fidusia {pasal 5 ayat (1)}."* Dalam Akta Jaminan Fidusia selain
dicantumbkan hari dan tanggal juga dicantumkan mengenai wakiu
{jam) pembuatan akta tersebut.

¢, Sebagal tahap terakhir dilakukan Pendaftaran ?mda yang dibebani
dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan di Kantor Pendaftaran
Fidusia (pasal 11 dan 12)."" Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian
mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia [pasal 13
ayat (3)}.""" Dengan dicatatnya [aminan Fidusia dalam Bulm Daftar
Fidusia, maka sejak tanggal itu pula Jaminan Fidusia lahir {pasal 14
ayat (3)1."*

“"Ny. Frieda Husni Hasbullah 2, 00,0, b 86

“Pasal 5 ayat (1] Undang-Undang faminan Fidusia: Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia
dibuat dengan akin notaris dalim bahasa Indancsia dan merupakan akta Jamiman Fidesia {catatan kaki
dan penulis).

"TPasal 11 Undang-Undang |aminan Fidosia: (1) Bends yamg dibebani dengan Jaminen Fidusia
wajib didaftarkan: {2} Dalam hal Bends vang dibebani dengan faminan Fadusis berada di luar wilayah
negars Republik Indonesia, kewajiban sebagaimans dimaksud dalam ayvat (1) tetap bedaku Pasal 22
Undang-Undang Jansinan Pidusta: [ 1) Pendafaran liminan Belusts sebagaimana dimaksnd dalam Pasal
11 ayat (1) dilakukan pada Kantos Pendaffaran Falusie (2) Unmk pertama kali, Kantor Pendafiaran
Fidusta didirzkan di [alarta dengan wilayah kerja mencakup selerih wilivah negars BEepublik Indonessa;
(3) Kantor Pendaffuran Feusia scbagaimans dimaksud dalam ayat (2) berada dalum lingkup nagas
D:plrﬂqutrn Kehakiman; (4) Ketentimn mEnge thrpmlm.u Kantor Pendaltoran Fidusla wntuk
daerah lsin dan penctapan wilayah kerjenys diatar dengan Kepuiusan Presiden (Catatan kaki dari
penulis).

Pyl 13 ayar (§) Undang-Undang Jaminan Fidusia: Kantor Pendafiaran Fidusia memaar Jaminam
Fidusia dalam Buku Dafiar Bdusta pada tanggal yang sama dengan tanggal penenimaan perosohondn
pendafiran (Catatan kakl dad penuilis

“1Pasal 14 ayat (3) Un.:luq-l..‘ndmugn'mm Fidugia: laminan Fidusia lahir pada tanggad yany ama
dengan tanggal dicatateya Jaminan Fidheis dalam Baky Daftar Fidusia (Catatan kaki dari penulis),
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6. Pendaftaran jaminan fidusia

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:'*
identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;'"
data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;'*
uratan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"™
nilai penjaminan; dan
nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

p RO TR

Sesudah selesai pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maka penerima
jaminan fdusia, kvasa atau wakilnya mengajukan peggohonan pendaftaran
jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia ?mgm melampirkan
pernyataan pendaftaran jaminan fAdusia yang memuat:™*

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan
notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
nilai penjaminan; dan
nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran tersebut, dan
jika permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan, maka pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia memuat
Jaminan Fidusia dalam Buku Dafiar Fidusia pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.™

meoaEn

“Pagal & Unclang-Undang Jamiman Fidusia,

"¥ang dimaksed dengan “identiton” dalam pasal ind adaloh meliputl nama lenpkap, sganva, tempaa
tnggal. atau tempat kedudukan, tempar din tanggal lahie jenls kelamin, status perkawinan. dan
pekerjoan (Perpelusan Pasi] 6 bieruf a Undin g-Undang laminans Fdiesda).

“Yamp dimaksud dengan “dats perjanfian pokok” adalah mengensl mracam perjn)an dan utang vimg
ijamin dengan fSdusia [ Penfelasan Pasil 6 kuirul b Undang-Undang laminan Fidusial,

lraian mengenal Benda yang menjadi objek lamiman Fidusia cukup dilabukan i
mengidentiikasikan Bemla terscbut, dan dijelaskan mengenal surat bukt kepemilikannya, Dalaen hal
benda yang Tnnrl.:u.d'J nbjek Jaminan Fduasia rn.rrl.p:ll:in bhenda dakim ]'rn'md.!.uq ﬂml.r:ntlrﬂ fp:ng.uhlu.
berubsh -ubah dan atan tidak fefap, seperti stok bahan bake, barang jadi, ateu portedolio perusahaan
elek, maka dalany akta faminan Fiduss dicantumkan wraian mengens jenis, merek, kualitas dar Benda
tersebnat (Penpelasan Pasal 6 huraf ¢ Undang-Undang fominan Bdesia )

SPassl 15 ayat {3) Undang- Undang laminan Fadusia

“Retcntn ini dimaksudkan agar Kantor Pesdaftaran Fidust tidak msclakukan penilaban Echadap
kebenaran yang dicantuenkan duam peroyataan Pendafiaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya
melakulcan 'PIEI'IEI.‘EEEIII data (kikat Penpdasin Pasal 1} ayal (3] L'I:Inilnl-und.ll'li Tamirnsn Fidusial,
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Eeemudian, Kantor Pendaftaran Eduﬁa menerbitkan dan menyerahkan
kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan
Fidusia merupakan salinan dari Bukn Daftar Fidusia yang memuat catatan
tentang hal-hal yang terdapat pada pernyataan pendaftaran jaminan fdusia.
Jaminan fAdusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya
jaminan Adusia dalam Buku Daftar Fidusia {Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3)
Undang-Undang Jaminan Fidusial.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “"DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA' sehingga
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jika debitor
cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda
yvang menjadi objek jaminan hdusia atas kekuasaannya sendiri {Pasal 15 ayat
(1}, (2), dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusial.

:

Pasal 16 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, jika terjadi
perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia,
maka Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas
perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor
Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam
Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Unda:niami.n-.m Fidusia dan
Penjelasannya, pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga
dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan
fdusia yang sudah terdaftar, karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah
beralih kepada penerima fidusia,

Demikian ketentuan-ketentuan pokok tentang pendaftaran jaminan
fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun demikian
dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan
biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk keperluan itulah
pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, dan yang terakhir {sampai
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dengan naskah buku ini dibuat) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan
Akta faminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor B0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).
Selanjutnya untuk tindak lanjut pelaksanaan peraturan pemerintah telah pula
dikeluarkan peraturan menterl, dan yang terakhir (sampai naskah buku ini
dibuat) adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan
Jaminan Fidusia, yang mulai berlaku tanggal 19 Juli 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun
2021 (selanjutnya disebut Permenkumham 25/2021) ini terdiri atas 8 (delapan)
bab yang berisi 25 par..al yang terdiri atas a. pl:ndaftamn Jaminan Fidusia: b.
perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dan ¢, penghapusan sertifikat Jaminan
Fidusia. Dalam konsideran menimbang huruf a disebutkan alasan membuat
permenkumham ind, yaitu: bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum
dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman khususnya
jaminan fAdusia, perlu diberikan hak akses kepada seluruh masyarakat untuk
dapat mengakses sistem pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Permenkumham
25/2021 ini yang dimaksud dengan:

a. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penenima Fidusia
terhadap kreditor lainnya.

b. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima
permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan sertifikat
Jaminan Fidusia secara elektronik.

c. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk
mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun
yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi,

d. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud




174 Dasar-Dasar Hukum Kebendaan

dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan
undang-undang lainnya.

e. Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya.

t. Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia.

g. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat
adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan
Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan
Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Hari adalah hari kalender.

Untuk dapat melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, perubahan
sertifikat Jaminan Fidusia, dan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia,
pemohon harus mendapatkan hak akses. Pemohon yang telah mendapatkan
hak akses dapat mengajukan permohonan pendafiaran, perubahan, dan
penghapusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem
pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.'*

Dalam rangka mendapatkan hak akses, pemohon mengisi formulir
permohonan hak akses. Pemohon bisa berasal dari: a. notaris; b. korporasi;
atau c. perseorangan. Korporasi itu sendiri terdiri atas: a. industri perbankan;
b. industri keuangan nonbank; atau c. bentuk korporasi dengan bidang usaha
lainnya. Dalam hal pemohon adalah notaris, maka pengajuan hak akses untuk
sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ' Dalam hal yang mengajukan permohonan
hak akses adalah korporasi industri perbankan, maka pemohon mengisi
formulir permohonan hak akses yang paling sedikit memuat:**

Identitas pemohon;

Nomaor pokok wajib pajak pemohon;

Nomor induk berusaha;

Nomor dan tanggal izin usaha sebagai industri perbankan; dan
. Alamat surat elektronik Pemohon.

Dalam hal yang mengajukan permohonan hak akses adalah korporasi industri
keuangan nonbank, maka pemohon mengisi formulir permohonan hak akses
vang paling sedikit memuat;'®

“Lilat Pasal & ayat (2] dan [ 3) Permenloam bam 25020210,
““Lihit Pasad 4 Permenkumbam 25/2021
4 that Pasall & Permenkumbam 325/32031.
“FLikat Pasal & Permenkumbam 25/2031.
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Identitas pemohon;

Nomor pokok wajib pajak pemohon;

Nomor dan tanggal izin usaha sebagai industri kevangan nonbank;
Jenis bidang usaha industri kenangan nonbank; dan

Alamat surat elektronik Pemohon.

Dalam hal yang mengajukan permohonan hak akses adalah korporasi industri
dengan bidang usaha lainnya, maka pemohon mengisi formulir permohonan
hak akses yang paling sedikit memuat:""

Bentuk badan usaha atau badan hukum;

Identitas pemohorn;

Nomor pokok wajib pajak pemohon;

Nomor surat pendirian badan usaha atau badan hukum; dan

. Alamat surat elektronik Pemohon.

Sedangkan dalam hal yang mengajukan permohonan hak akses adalah

perseorangan, maka pemohon mengisi formulir permohonan hak akses yang
paling sedilit memuat:*'

oD g

nep oe

a. ldentitas pemohon;

b. Nomor pokok wajib pajak pemohon;

¢. Nomor induk kependudukan pemohon; dan
d. Alamat surat elekironik Pemohon.

Permohonan hak akses dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan hak
akses, pemohon haros telah membayar blaya. Dan pemohonbertanggungjawab
atas penggunaan hak akses.'™

Masa berlakunya hak akses adalah sebagai berikut: bagi korporasi
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mendapatkan hak
akses. Sedangkan bagi perseorangan untuk jangka waktu 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal mendapatkan hak akses. Jika jangka waktu hak
akses berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang. Ketentuan
mengenai tata cara permohonan hak akses berlaku mutatis mutandis terhadap
permohonan ulang hak akses. '™

™1 jhat Pasal 7 Permenkumbam 25/2021

“lihat Pasal & Permenkumham 252021

1] it Tasal @ ayat (1], {2} dan ayat (6 ) Permenkumbam 353021,
] it Pasal 9 ayat (3], {4} dan (5) Permenbumbam 252021,
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Setelah mendapat hak akses, baru pemohon dapat melakukan
pendaftaran jaminan fidusia dengan mengajukan permohonan kepada Menten
Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menkumham) melalui
sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elekironik dengan cara mengisi
formulir permohonan pendaftaran yang memuat:**

a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fdusia;
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan
notaris yang membuat akia faminan Odusia;
Data perjanjian pokok yang dijamin hdusta;
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan hdusia;
Nilai penjaminan; dan
Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Kemudian, setelah mengisi formulir  permohonan  pendaftaran,
pemohon memperoleh buktu pendaftaran yang paling sedikit memuat; "

A O =

a. Nomor pendaftaran;

b. Tanggal pengisian aplikasi;

c. Nama pemohon;

d. Nama kantor pendaftaran Adusia;

e. Jenis permohonan; dan

f. Biaya pendaftaran jaminan fidusia sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran
Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan buku pendaftaran tersebut,
Setelah melakukan pembayaran, pemohon dapat mencetak sertifikat Jaminan
Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran
Fidusia."™"

Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan
pendaftaran Jaminan Fidusia yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia
dicetak, pemohon mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan
Fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang permohonan
pengajuannya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

*Lilat Pagal vowyut (1), (21, dan (3) Permenkumnsham 2572021
UiLihat Pasel 10 ayat (4 dan (5} Permenkombam 35/302 1,
1L ilan Pasal 11 myae {1} dan (3} Permenkumbam 253021,
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sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan. Jika permohonan perbaikan sertifikat
diajukan melewati jangka waktu tersebut, maka pemohon harus mengajukan
permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia,'”

Pengajukan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh
pemohon setelah melakukan pembayaran biaya perbaikan data fidusia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dengan mengisi formulir permohonan perbaikan secara elekironik,
yang paling sedikit memuat:"*

a. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki;

b. Data perbaikan; dan
c. Keterangan perbaikan.

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia juga dilampiri dokumen
pendukung yang meliputi:*®

a. Surat permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia;

b. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki; dan

¢. Salinan akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya, terhadap permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia
tersebut dilakukan verifikasi oleh verifikator dalam jangka wakiu 3 (tiga)
hari kerja. Jika berdasarkan hasil verifikasi permohonan perbaikan sertifikat
Jaminan Fidusia dinyatakan lengkap dan benar, maka Pejabat Pendafiaran
Fidusia menerbitkan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia. Pemohon dapat
mencetak perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani
secara elektronik, Namun jika berdasarkan verifikasi permohonan perbaikan
sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dinyatakan tidak lengkap dan/atau terdapat
kekeliruan, maka pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan. Jika pemohon
dalam jangka wakiu tersebut tidak melengkapi danfatau memperbaiki
dokumen, maka permohonan dinyatakan ditelak. Dalam hal permohonan
ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali."*

W ilat Pasal 12 avat (1), {2), den (3} Permenkambam 3552021,

1] Slaat Pasal 12 avat (4) dan Pasal 13 avat (1), dan (2] Pemnekamham 2572021
"™ Lilkat Pasal 13 avar (3} Permenkumbam 2572021,

=Litet Pasal 14 ayat (1), {2}, (3f, (4], {5} dan (8] Permenkumban 25/ 2021,
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Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam
permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan
dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, maka pemohon mengajukan
perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia juga
dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan data tentang: a. identitas pihak
pemberi fidusia dan penerima fidusia; b. tanggal, nomor akia Jaminan Fidusia,
nama, dan tempal kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian mengenai benda
vang menjadi objek Jaminan Fidusia; dan e nilai benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia. Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dikenai
biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, "

Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan dengan
mengisi formulir permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia secara
elektronik yang paling sedikit memuat:'"

a,  Nomor dan tanggal sertifikat terakhir;

b. Namadan tempat kedudukan Notaris;

c. Data perubahan; dan

d. Keterangan perubahan.
Jika pemohon telah melakukan pengisian formulir permohonan perubahan
tersebut, maka pemohon dapat mencetak sertifikat perubahan Jaminan Fidusia
yvang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan
Fidusia.'*

lika terjadi kesalahan pengisian data dalam sertifikat perubahan Jaminan

Fidusia, pemohon, mengajukan permohonan perbaikan sertifikat perubahan
Jaminan Fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketentuan
mengenal tata cara permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia berlaku
secara mutatis mutandis terhadap permohonan perbaikan sertifikat perubahan
Jaminan Fidusia. Permohonan perbaikan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia
melampirkan dokumen pendukung yang meliputi:'*

5 ilaat Pasad 15 ayat (1), (21, dan (37 j0, Pasal 10ayat (1) Peomenkumbam 25020601
“ililsat Pasal b6 ayat (1) dan (2} Permenkombam 255002 1,

“Lilsat Pasal ¥6.ayat () Permsmn kamsham 2502021

il ilant Posall §8 ayar 8 ) (2], dan (3] Permenkumsham 252021,
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a, Surat permohonan perbaikan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia;

b. Salinan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
dan

¢. Salinan akta Jaminan Fidusia atau dokumen lainnya yang memuat
keterangan perubahan Jaminan Fidusia.

Pasal 19 Permenkumham 25/2021 menegaskan kembali bahwa Jaminan
Fidusia hapus karena: a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b.
pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau ¢. musnahnya
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Jika Jaminan Fidusia hapus, maka
pemohon wajib memberitahukan kepada Menterd Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan Jaminan
Fidusia diajukan secara elektronik dengan mengisi formulir pemberitahuan
penghapusan yang paling sedikit memuat:"**

a. Keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
b. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;

c. Nama dan tempat kedudukan Notaris; dan
d. Tanggal hapusnya Jaminan Fidusia,

Atas dasar }'ﬂ:rnrrlilahusn penghapusan tersebul, Jaminan Fidusia
dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan sural keterangan
penghapusan yang menyatakan sertifkat Jaminan Fidusia yang bersangkutan
tidak berlaku lagi. Jika pemohon tidak memberitahukan penghapusan Jaminan
Fidusia tersebut, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan
kembali'*

Dalam hal terjadi kesalahan pengisian tanggal pelunasan dalam
surat keterangan penghapusan, pemohon dapat mengajukan permohonan
perbaikan surat keterangan penghapusan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Permohonan perbaikan surat keterangan penghapusan tersebut
diajukan secara elektronik paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal surat keterangan penghapusan diterbitkan. Jika permohonan surat
keterangan penghapusan melewati jangka waktu tersebut, maka permohonan
tidak diterima. Jika permohonan perbaikan surat keterangan penghapusan
tersebut diterima, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan
perbaikan surat keterangan penghapusan tersebut.'*’

U] il Pasal 19 ayat (1), (2], dan (35 Permenkumbam 25/ 2021,
1 it Pasal 20 wyar (1) dan (2] Permenbumbom 35/2021,
15 ihist Pasal 21 avat (1], {2). (3) dan (4] Permenkumbam 2503021,
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Dalam Pasal 22 Permenkumham 25/2021 ditegaskan bahwa seluruh
data yang diisi dalam permochonan Hak Akses, permohonan pendaftaran,
permohonan perbaikan pendaftaran, permohonan perubahan, permohonan
perbaikan perubahan, permohonan pemberitahuan penghapusan, dan
permohonan perbaikan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan
Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi
tanggung jawab pemohon.'™*

7. Pengalihan jaminan fidusia

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa,
pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan hdusia mengakibatkan
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada
kreditor baru. Beralihnya jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh kreditor
baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian dalam Penjelasan Pasal
19 tersebut ditegaskan bahwa "pengalihan hak atas piutang” dalam ketentuan
ini, dikenal dengan istilah “cessie” yakni pengalihan piutang yang dilakukan
dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka
segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima
Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada
Pemberi Fidusia,

Selanjutmya Pasahm Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan
bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan
fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan
atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fdusia. Ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 20 ini mencakup prinsip “droit de suite” yang telah
merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam
kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan {in rem).

Dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini ternyata
untuk benda persediaan yang menjadi objek jaminan hdusia dikecualikan,
artinya meski pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang
menjadi objek jaminan fAdusia itw, jaminan hdusia tidak mengikuti. Jadi
pada prinsipnya pemberi hdusia dapat mengalihkan benda persediaan yang
menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan
dalam usaha perdagangan, kecuali apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor

S5 ikag Pasall 22 Permenkumbam 250202 1.
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dan atas pemberi fidusia pihak ketiga {Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Jaminan Fidusia}. |ika terjadi pengalihan benda persediaan, antara
lain tunisuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya,
maka untuk menjaga kepentingan penerima hdusia, benda persediaan yang
dialihkan itu wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setaraﬁajk
nilai maupun jenisnya. Dalam hal pemberi fidusia cidera janji,"" maka hasil
pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan
tersebut, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek
jaminan fidusia yang dialihkan {Pasal 21 ayat (3) dan (4) dan Penjelasannya
Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Walaupun pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan
fidusia dapat dilakukan, namun pembeli benda yang menjadi objek jaminan
fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun
pembeli tersebut mengetahui adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan
pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan
harga pasar yaitu harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan
benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak
pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut (Pasal 22 dan
Penjelasannya Undang -Undang Jaminan Fidusia).

JTka penerima hdusia menyetujui, pemberi fidusia dapat menggunakan,
menggabungkan,' mencampur,' atau mengalihkan benda atau hasil dan
benda yang menjadi objek jaminan Adusia, atau menyetujui melakukan
penagihan atau melakukan kompromi atas piutang. Meskipun demikian
persetujuan tersebut tidak berarti penerima fidusia melepaskan jaminan
fidusia {Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia}.

Pemberifidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan,atau menyewakan
kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan,'* kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih

"Yamg dimaksud dengan “dders jond® adakh tidak memenuhi prestas, baik yang berdasarkan
pernuniion pokok, perongon lamingn Fidusla maupun perjonfian jaminan lainnyas (Penjelagin Pasal 20
Uinclirg -Umdang lambinan Felus i),

“Yamp dimaksed dengan “menggabungkan” adslah penyatuan bagien-baglan dand benda tersebwut
{Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Udang laniimin Fidusia),

"“Yamp dimaksed dengon “mencempur” sdalah peayaman benda yang sepadan dengan benda vang
wienfadi obyjek jaminan fcdusts [Penjelasan Fasal 23 ayat (1) Undang-Undang laminan Fdusia).

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan” misilnya mesin
mobil pribadi, atay rumah pribadi yaog menjadi objek jaminan fidusia [Penjelasan Pasal 23 ayat 1"']
Undanyg -Undang laminan Fidusia|,
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dahulu dari penerima Adusia {Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan
Fidusia}. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari penerima hdusia, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 {(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50000000, (lima
puluh juta rupiah) (Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Kemudian dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditegaskan
bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakkan
atau kelalajan pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontrakiual
atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan
penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

8. Hapusnya jaminan fidusia

Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan jaminan
fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikui:
a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fdusia;
b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
¢,  Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan iidusia

Yang dimaksud dengan “hapusnya utang” antara lain karena pelunasan
dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor {Penjelasan
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusial.

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan hdusia musnah dan
benda tersebut diasuransikan, maka musnahnya benda yang menjadi objek
jaminan fidusia tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi, dan klaim
asuransi itu akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia {Pasal 25 ayat (2)

dan Penjelasannya Undang-Undang Jaminan Fidusia),
1
lika jaminan fidusia hapus, maka penerima fidusia memberitahukan

kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan
melampirkan pernyataan mengenal hapusnya utang, pelepasan hak, atau
musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Selanjutnya
Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku
Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat
keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan
tidak berlaku lagi {Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1} dan (2) Undang-
Undang Jaminan Fidusia),
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9. Eksekusi jaminan hdusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Jaminan
Fidusia menyebutkan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji,
eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fdusia dapat dilakukan
dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) oleh penerima fidusia.

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapa
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi faminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial
merupakan cara dengan menggunakan kekuatan eksekutorial dan Sertifikat
Jaminan Fidusia yang di dalamnya dicantumkan kata-kata"DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" schingga mempunyai
kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yangtelah memperoleh
kekuatan hukum tetap, artinya langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui
pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan
putusan tersebut {lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Penjelasannya Undang-
Undang Jaminan Fidusia}.

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara penjualan benda yang menjadi
objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan pintangnya dari hasil penjualan,
merupakan cara yang dikenal dengan istilah parate eksekust (edgenmachtige
verkoop), Cara inl merupakan kemudahan yang diberikan oleh undang-
undang kepada penerima fidusia dalam pelaksanaan eksekusi dalam rangka
mengambil pelunasan piutangnya jika pemberi hdusia cidera janji {lihat Pasal
15 ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Jaminan Fidusial.

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan yang
dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fdusia jika dengan
cara ini dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
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Cara ini dipandang dapat mempermudah penjualan benda yang dijaminkan
dan sekaligus dapat memperoleh harga penjualan tertinggi sesuvai dengan
kesepakatan penerima dan pemberi jaminan hdusia. Pelaksanaan penjualan
dengan cara di bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan
sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumbkan sedikitnya dalam 2
{dua) surat kabar yang tersebar di daerah vang bersangkutan {Pasal 29 ayat (2)
Undang-Undang Jaminan Fidusial.

Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda
perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka
penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat Pasal 31 Undang-Undang
Jaminan Fidusia),

Selanjutnya dalam Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditegaskan
bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi
objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.
Diemikian pula setiap janji yang memberi kewenangan kepada pemberi fidusia
untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fdosia apabila debitor
cidera janji, batal demi hukum (Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Kemudian dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan
bahwa pemberi idusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan
fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam Penjelasan
Pasal 30 ini disebutkan bahwa dalam hal pemben fidusia tidak menyerahkan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada wakiu eksekusi dilaksanakan,
penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia
dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

lika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib
mengembalikan kelebithan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan
apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap
bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar {Pasal 34 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Jaminan Fidusia}.
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10. Ketentuan pidana

Ketentuan pidanadiatur dalam Pasal 35dan 36 Undang-Undang faminan
Fidusia. Dalam Pasal 35 Undang-Unadang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa
setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan
atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang
jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian
Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 {lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.0:00,-
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyvak Bp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 36 ditentukan bahwa Pemberi Fidusia yang
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)"° yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tabun dan denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

D. Hak Tanggungan
1. Pengaturan hak tanggungan

Pengaturan tentang hak tanggungan merujuk pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya
disebut Undang-Undang Hak Tanggungan). Undang-Undang ini berlaku
sejak tanggal 9 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3632,

Dalam konsideran menimbang huruf a sampai dengan huruf d Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, disebutkan alasan-alasan
membentuk Undang-Undang Hak Tanggungan ini, yaitu:

a. Bahwa dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional
yang menitik beratkan pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan

“Pasal 23 ayat (2} Undang-Undang laminan Fidusia: Pemberi Fidusis dilarang mengalihian,
menggadaikan, stan menyewskan kepada pihak lain benda vang menjadi objek minan Fidusin yang
tidak merupakun benda persedisan, kecuali dengan persetiguan tertulis terlebib dabulu dan Penerima
Fidusia,
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dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan
vang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak
yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat
yangsejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945

b. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sampal dengan saat
int, ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai Hak Tanggungan
sebagai lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut
atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum
terbentuk;

c. Bahwa ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana diatur dalam
Buku IT Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang
mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband dalam
Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad
1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masih
diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-
Undang tentang Hak Tanggungan, dipandang tidak sesuailagi dengan
kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan
tata ekonomi Indonesia;

d. Bahwa mengingat perkembangan yvang telah dan akan terjadi di
bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, selain Hak Milik, Hak
Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan yang telah ditunjuk sebagai
objek Hak Tanggungan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai
atas tanah tertentu yang wajib didaftar dan memurut sifatnya dapat
dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani Hak
Tanggungan,

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah, pada bagian Umum ditegaskan kembali alasan membentuk Undang-
Undang Hak Tanggungan, dan pokok-pokok pengaturan Hak Tanggungan,
yaitu:
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Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan
tersebut, yvang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun
masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat
diperlukan dana dalam jumlah yang besar Dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya
dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut

dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan
penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan
melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat
pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang
berkepentingan;
Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-
Undang Pokok Agraria, sudah disediakan lembaga hak jaminan
vang kuat vang dapar dibebankan pada hak atas tanah, yaitu
Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga Hypotheek dan
Credietverband. Selama 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya
Undang-Undang Pokok Agraria, lembaga Hak Tanggungan di
atas belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum
adanya undang-undang yang mengaturnya secara lengkap, sesuai
vang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 51 Undang-undang tersebut,
Dalam kurun waktu itu, berdasarkan ketentuan peraliban yang
tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria, masih
diberlakukan ketentuan Hypotheek sebagaimana dimaksud dalam
Bulu II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan
ketentuan Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana
yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, sepanjang mengenai
hal-hal yang belum ada ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-
Undang Pokok Agraria.

Ketentuan-ketentzan dalam peraturan perundang-undangan
di atas berasal dari zaman kolonial Belanda dan didasarkan pada
hukum tanah yang berlaku sebelum adanya Hukum Tanah Nasional,
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sebagaimana pokok-pokok ketentuannya tercantum dalam Undang-
Undang Pokok Agraria dan dimaksudkan untuk diberlakukan hanya
untuk sementara waktu, yaitu sambil menunggu terbentuknya
undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 51 di atas.

Oleh karena itu ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan
asas-asas Hukum Tanah Nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat
menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan
dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan
ckonomi. Akibatmya ialah timbulnya perbedaan pandangan
dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan
hukum jaminan atas tanah, misalnys mengenai pencantuman titel
cksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, schingga
peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan
jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan.

Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera ditetapkan undang-
undang mengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan
cin- ciri:

1} Memberikan kedudukan yang distamakan atau mendahulu
kepada pemegangnya;

2} Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun
obyek itu berada;

3} Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat
mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum
kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

4) mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Memperhatikan ciri-cirl di atas, maka dengan undang-undang ini

ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai lembaga hak jaminan yang

oleh Undang-Undang Pokok Agraria diberi nama Hak Tanggungan.

Dengan dinndangkannya undang-undang ini, maka kita akan maju

selangkah dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang Pokok

Agraria membangun Hukum Tanah Nasional, dengan menciptakan

kesatvan dan kesederhanaan hukum mengenai hak-hak atas tanah

bagi rakyat seluruhnya.
Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan dintamakan
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kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti,
bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan
berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan
jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor
yvang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak
mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku.

¢. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang ditunjuk sebagai hak
atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani
Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak
Guna Bangunan, sebagai hak-hak atas tanah yang wajib didaftar dan
menurut sifitnya dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu dalam
Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang harus diatur dengan
undang-undang adalah Hak Tanggungan atas Hak Milik, Hak Guna
Usaha, dan Hak Guna Bangunan.

Hak Pakai dalam Undang-Undang Pokok Agrara tidak
ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan, karena pada waktu it tidak
termasuk hak-hak atas tanah yang wajib didaftar dan karenanya tidak
dapat memenubi syarat publisitas untuk dapat dijadikan jaminan
utang. Dalam perkembangannya Hak Pakai pun harus didaftarkan,
vaitu Hak Pakai yang diberikan atas tanah MNegara. Sebagian dari
Hak Pakai yang didaftar itu, menurut sifat dan kenyataannya dapat
dipindahtangankan, yaitu yang diberikan kepada orang perseorangan
dan badan-badan hukum perdata. Dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Hak Pakai yang dimaksudkan
itu dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia

Dalam Undang-Undang ini Hak Pakai tersebut ditunjuk
sebagai obyek Hak Tunggungan. Sehubungan dengan itu, maka untuk
selanjutnya, Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga
hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah
unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan
utama Undang-Undang Pokok Agraria. Pernyataan bahwa Hak
Pakai tersebut dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan merupakan
penyesuaian ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dengan
perkembangan Hak Pakai it sendiri serta kebutuhan masyarakat.
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Selain mewujudkan unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang
tidak kurang pentingnya adalah, bahwa dengan ditunjuknya Hak
Pakai tersebut sebagai obyek Hak Tanggungan, bagi para pemegang
haknya, yang sebagian terbesar terdiri atas golongan ekonomi lemah
yang tidak berkemampuan untuk mempunyai tanah dengan Hak
Milik atau Hak Guna Bangunan, menjadi terbuka kemungkinannya
untuk memperoleh kredit yang diperlukannya, dengan menggunakan
tanah yang dipunyainya sebagai jaminan.

Dalam pada itu Hak Pakai atas tanah Negara, yang walaupun
wajib didaftar, tetapi karena sifatnya tidak dapat dipindahtangankan,
seperti Hak Pakai atas nama Pemerintah, Hak Pakai atas nama
Badan Keagamaan dan Sosial, dan Hak Pakat ates nama Perwakilan
Negara asing, yang berlakunya tidak ditentukan jangka waktunya dan
diberikan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu,
bukan merupakan obyek Hak Tanggungan.

Demikian pula Hak Pakai atas tanah Hak Milik tidak dapat
dibebani Hak Tanggungan, karena tidak memenuhi kedua syarat di
atas, Tetapi mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat dan
pembangunan di kemudian hari, dalam Undang-undang ini dibuka
kemungkinannya untuk dapat juga ditunjuk sebagai obyek Hak
Tanggungan, jika telah dipenuhi persyaratan sebagai yang disebutkan
di atas. Hal ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Dengan demikian maka hak-hak atas tanah yang dengan
Undang-undang ini ditujuk sebagai obyek Hak Tanggungan adalah
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Paka
atas tanah Negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.
Sedang bagi Hak Pakai atas tanah Hak Milik dibuka kemungkinannya
untuk di kemudian han dijadikan jaminan utang dengan dibebani
Hak Tanggungan, jika telah dipenuhi persyaratannya,

Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan, dan tanah-tanah
yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci

lainnya, walaupun didaftar, karena menurut sifat dan tujuannya tidak
dapat dipindahtangankan, tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
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#

Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang ini pada
dasarnya adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas
tanah. Namun kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa
bangunan, tanaman, dan hasilkarya, yang secaratetap merupakan satu
kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Sebagaimana
diketahui Hukum Tanah Nasional didasarkan pada hukum adat, yang
menggunakan asas pemisahan horizontal. Sehubungan dengan itu,
maka dalam kaitannya dengan bangunan, tanaman, dan hasil karya
tersebut, Hukum Tanah Nasional menggunakan juga asas pemisahan
horizontal, benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang
bersangkutan. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai
hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda
tersebut.

Namun demikian penerapan asas-asas hukum adat tidaklah
mutlak, melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan
perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang
dihadapinya. Atas dasar kenyataan sifat hukum adat itu, dalam
rangka asas pemisahan horizontal tersebut, dalam Undang-undang
ini dinyatakan, bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah,
dimungkinkan pula meliputi benda-benda sebagaimana dimaksud
di atas. Hal tersebut telah dilakukan dan dibenarkan oleh hukum
dalam praktek, sepanjang benda-benda tersebut merupakan satu
kesaman dengan tanah yang bersangkutan dan keikutsertaannya
dijadikan jaminan, dengan tegas dinyatakan oleh pihak- pihak dalam
akta Pemberian Hak Tanggungannya Bangunan, tanaman, dan
hasil karya yang ikut dijadikan jaminan itu tidak terbatas pada yang
dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, melainkan
dapat juga meliputi yang dimiliki pihak lain. Sedangkan bangunan
yang menggunakan ruang bawah tanah, yang secara fisik tidak ada
hubungannya dengan bangunan yang ada di atas permukaan bumi di
atasnya, tidak termasuk dalam pengaturan ketentuan mengenai Hak
Tanggungan menurut Undang-undang ini.

Oleh sebab itn Undang-undang ini diberi judul: Undang-
Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
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Yang Berkaitan Dengan Tanah dan dapat disebut Undang-Undang
Hak Tanggungan.

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua

tahap keglatan, yaitu:

1} Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta
Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah, untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan
perjanjian utang piutang yang dijamin;

2} Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan
saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPAT
adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan
hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas
tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya
perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam
daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukan sebagai yang
disebutkan diatas, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan
akta otentik.

Pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atas tanah
yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan PPAT, meliputi
pembuatan akta pembebanan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak
Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang
Pokok Agraria dan pembuatan akta dalam rangka pembebanan Hak
Tanggungan yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak
Tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab
tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai
kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan,
disingkat SKMHT, yang berbentuk akta otentik. Pembuatan
SKMHT selain kepada Notans, ditugaskan juga kepada PPAT yang
keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka
memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang
memerlukan.

Pada saat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak
Tanggungan, harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT
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yang bersangkutan, bahwa pemberi Hak Tanggungan mempunyai
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek
Hak Tanggugan, walaupun kepastian mengenai dimilikinya
kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian
Hak Tanggungan itu didaftar.

Pada tahap pemberian Hak Tanggungan oleh pemberi Hak
Tanggungan kepada kreditor, Hak Tanggungan yang bersangkutan
belum lahir. Hak Tanggungan itu baru lahir saat dibukukanmya
dalam buku tanah di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu kepastian
mengenai saal didaftarnya Hak Tanggungan tersebut adalah
sangat penting bagi kreditor. Saat tersebut bukan saja menentukan
kedudukannya yang diutamakan terhadap kreditor-kreditor yang
lain, melainkan juga menentukan peringkatnya dalam hubungannya
dengan kreditor-kreditor lain yang juga pemegang Hak Tanggungan,
dengan tanah yang sama sebagai jaminannya. Untuk memperoleh
kepastian mengenai saat pendaftarannya, dalam Undang-Undang
ini ditentukan, bahwa tanggal buku tanah Hak Tanggungan yang
bersangkutan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan surat-
surat yang diperlukan bagi pendaftaran tersebut secara lengkap oleh
Kantor Pertanahan, dan jika hari ketujuh itu jatah pada hari libur,
maka buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja
berikutnya.

Dalam rangka memperoleh kepastian mengenai kedudukan
vang diutamakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan
tersebut, ditentukan pula, bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan
beserta surat-surat lain yang diperlukan bagi pendaftarannya,
wajib dikirimkan cleh PPAT kepada Kantor Pertanahan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganannya.
Demikian pula pelaksanaan kuasa membebankan Hak Tanggungan
yang dimaksudkan di atas ditetapkan batas waktunya, yaitu 1 (satu)
bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan
untuk hak atas tanah yang belum terdaftar.

h. ©Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan
atau accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada
suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran
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dan keberadaannya ditentukan oleh adanya plutang yang dijamin
pelunasannya.

Dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor
lain, Hak Tanggungan yang menjaminnya, karena hukum beralih
pula kepada kreditor tersebut. Pencatatan peralihan Hak Tanggungan
tersebut tidak memerlukan akia PPAT, tetapt cukup didasarkan pada
akta beralihnya piutang yang dijamin. Pencatatan peralihan it
dilakukan pada buku-tanah dan sertipikat Hak Tanggungan yang
bersangkutan, serta pada buku-tanah dan sertipikat hak atas tanah
yang dijadikan jaminan.

Demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus karena
hukum, apabila karena pelunasan atau sebab-sebab lain, piutang yang
dijaminnya menjadi hapus. Dalam hal ini pun pencatatan hapusnya
Hak Tanggungan vyang bersangkutan cukup didasarkan pada
pernyataan tertulis dari kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya
hapus.

Pada buku-tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan
dibububhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedang
sertipikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan
atau lebih dikenal sebagai "roya’, dilakukan juga pada buku-tanah dan
sertipikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertipikat
hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan
kembali kepada pemegang haknya.

Dengan tidak mengabaikan kepastian hukum bagi pihak-pihak
yang berkepentingan, kesederhanaan administrasi pendaftaran Hak
Tanggungan, selain dalam hal peralihan dan hapusnya piutang yang
dijamin, juga tampak pada hapusnya hak tersebut karena sebab-
sebab lain, yaitu karena dilepaskan oleh kreditor yang bersangkutan,
pembersihan  obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan
peringkat oleh Ketua Pepgadilan Negen, dan hapusnya hak atas
tanah yang dijadikan jaminan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas,
Undang-Undang ini mengatur tata cara pencatatan peralihan dan
hapusnya Hak Tanggungan, termasuk pencoretan atau roya.
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Salah satu i Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti
dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun
secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum
Acara Perdata yang berlaku, dipandang periu untuk memasukkan
secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam
Undang-Undang ini. vaitu vang mengatur lembaga parate executie
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang
Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal
258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
{Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten
Java en Madura),

Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan,
yang berfungsi sebagai surat tanda-bukti adanya Hak Tanggungan,
dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA| untuk
memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain
itu sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti
grosse acte Hypotheek, yang untuk eksekusi hypotheek atas tanah
ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal
kedua Reglemen di atas.

Agar ada kesaman pengertian dan kepastian mengenai
penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut
dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai
eksekusi hypotheek yang diatur dalam keduas Reglemen tersebut,
berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

Untuk memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaan ketentuan-
ketentuan Undang-Undang ini bagi kepentingan pihak-pihak
vang bersangkutan, kepada Ketua Pengadilan Negeri diberikan
kewenangan tertentu, yaltu: penetapan memberikan kuasa kepada
kreditor untuk mengelola obyek Hak Tanggungan, penetapan hal-
hal yang berkaitan dengan permohonan pembersihan obyek Hak
Tanggungan, dan pencoretan Hak Tanggungan.
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k. Untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam Undang-Undang
ini diatur sanksi administratif yang dikenakan kepada para pelaksana
vang bersangkutan, terhadap pelanggaran atau kelalaian dalam
memenuhi berbagai ketentuan pelaksanaan tugasnya masing-masing,

Selain dikenakan sanksi administratif tersebut di atas, apabila
memenuhi syarat yang diperlukan, yang bersangkutan masih dapat
digugat secara perdata dan/fatau dituntut pidana.

Undang-undang ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang

Pokok Agraria yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan

dan mengatur berbagai hal baru berkenaan dengan lembaga Hak

Tanggungan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang cakupannya

meliputi:

1} Obyek Hak Tanggungan;

2} Pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;

3} Tata cara pemberian, pendaftaran, peralthan, dan hapusnya Hak
Tanggungan,

4) Eksekusi Hak Tanggungan;

5} Pencoretan Hak Tanggungan;

6) Sanksi administratif;

dan dilengkapi pula dengan Penjelasan Umum serta Penjelasan
Pasal demi Pasal.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut hal-hal yang diatur dalam
Undang-Undang Hak Tanggungan ini, terdapat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sedang sebagian
lagi masih perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan
peraturan perundang-undangan lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang
dimaksud dengan:

a, Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan

dengan tanah, yang selanjuinya disebut Hak Tanggungan, adalah
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikuot
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;
Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-
plutang tertentu;

Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-
plutang tertentu;

Pejabat Pembuat Akta Tanah, vang selanjuinya disebut PPAT
adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akia
pemindahan hak atas tanah, akia pembebanan hak atas tanah, dan
akta pemberian koasa membebankan Hak Tanggungan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta PPAT yang berisi
pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai
jaminan untuk pelunasan piutangnya;

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional
di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain
yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ini terdiri dan 9
bab dan 31 pasal, dengan struktur sebagai berikut:

Bab I
BahII
Bab 111
Bab IV

BabV
Bab V1

+ Ketentuan Umum (Pasal 1 — Pasal 3);

: Obyek Hak Tanggungan (Pasal 4 - Pasal 7);

: Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan (Pasal 8 dan Pasal 9);

. Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, Peralihan, dan Hapusnya Hak
Tanggungan (Pasal 10 - Pasal 19);

: Eksekusi Hak Tanggungan (Pasal 20 dan Pasal 21);

: Pencoretan Hak Tanggungan (Pasal 22);

Bab VII : Sanksi Administratif (Pasal 23);
Bab VIII ; Ketentuan Peralihan (Pasal 24 — Pasal 26);

Bab IX

: Ketentuan Penutup (Pasal 27 - Pasal 31).
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2. Pengertian hak tanggungan

Pasal 1 angka | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UU 4/1996/
UL Hak Tanggungan) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak
Tanggungan atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,
vangselanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalahhak jaminan yang dibebankan
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomaor
5 Tuhun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
itw, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor-kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dalam Penjelasan Umum angka 3 UU Hak Tanggungan, disebutkan ciri-
ciri hak tanggungan adalah: a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau
mendahulu kepada pemegangnya; b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan
dalam tangan siapa pun obyek itu berada; c¢. memenuhi asas spesialitas dan
publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian
hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu ditegaskan
bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan distamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor
cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui
pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada
kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut tentu dengan
memperhatikan atau tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara
menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

3. Karakter hak tanggungan

Ciri-ciri Hak Tanggungan dapat dilihat dalam Penjelasan Umum angka
3 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu:
0. Memberikan kedudukan yang divtamakan atau mendahulu kepada
pemcgangnyx
Dalam Pasal 1 angka 1| Undang-Undang Hak Tanggungan
disebutkan ciri Hak Tanggungan ini sebagaimana terdapat pada
pengertian Hak Tanggungan itu, yaitu: Hak Tanggungan atas tanah
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besertabenda-benda yangberkaitan dengan tanah adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor
lain. Ciri memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu
kepada pemegangnya ini juga terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat
(1) huruf b yang menyebutkan bahwa obyek Hak Tanggungan dijual
melalui peledangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang
Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor
lainnya.

b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun
obyek itu berada;

Ciri ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang

Hak Tanggungan, yang menentukan bahwa Hak Tanggungan
tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut
berada. Dalam Penjelasan Pasal 7 tersebut ditegaskan bahwa sifat ini
merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang
Hak Tanggungan. Walaupun obyek Hak Tanggungan sudah
berpindahtangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap
dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor cidera
fanji.

¢. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat
pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak
yang berkepentingan;

Ciri pemenuhan asas spesialitas ini terdapat dalam ketentuan

Pasal 11 ayat (1) gd/ndang-Undang Hak Tanggungan, yang
menentukan bahwa: Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
wajib dicantumkan: a. nama dan identitas pemegang dan pemberi
Hak Tanggungan; b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar
Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan
di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan it tidak dicantumkan,
kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
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dianggap sebagai domisili yang dipilih; ¢. penunjukkan secara jelas
utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1); d. nilai tanggungan; dan e, uraian yang
jelas mengenai obyek Hak Tanggungan. Dalam Penjelasan Pasal 11
ayat (1) ini ditegaskan bahwa: ketentuan ini menetapkan isi yang
sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak
dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan akta yang
bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan, baik mengenai
subyek, obyek, maupun utang yang dijamin.

Ciri pemenuhan asas publisitas terdapat dalam ketentuan
Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang pada ayat (1)
nya menentukan bahwa: pemberian Hak Tanggungan wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Dalam Penjelasan Pasal 13
ayat (1) ini disebutkan bahwa: "Salah satu asas Hak Tanggungan
adalah asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian
Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak
Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap
pihak ketiga® Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 13 ayat (5) nya
ditegaskan bahwa: “Dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan,
asas publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu mengikat juga
pihak ketiga.”

Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya;

Kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi Hak
Tanggungan dicantumkan dalam Pasal 20 ayat (1) hurufa dan b serta
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan.

Pasal 20 ayat (1) menetapkan bahwa: “Apabila debitor cidera janii,

malka berdasarkan:

1} Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

2} Titeleksekutorial vang terdapatdalam sertipikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara
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yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ontuk

pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan:
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” Kemudian
dalam Penjelasan Pasal 6 ini ditegaskan kembali bahwa: "Hak untuk
menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan
salah satu perwujudan dari kedudukan divtamakan yang dipunyai
oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan
pertamadalam halterdapatlebih dari satu pemegang Hak Tanggungan.
Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi
Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang
Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari
pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-
kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi
Hak Tanggungan.

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat b‘,l Undang-Undang Hak
Tanggungan disebutkan bahwa, sertifikat Hak Tangpungan memuat
irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" Dalam ayat (3) Pasal 14
ini disebutkan, sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti
grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah, Penjelasan
Pasal 14 ayat (2) dan (3) kembali menegaskan bahwa, irah-irah yang
dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan
pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan
eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila
debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
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melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie
sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

Di samping kedua cara eksckusi tersebut di atas, yaitu
berdasarkan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum
(parate executie) dan melalui titel eksekutorial yang terdapat dalam
sertipikat Hak Tangpungan, masih ada lagi cara eksekusi yang diatur
dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, yang
menyebutkan bahwa: "Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak
Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan
di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dalam Penjelasan Pasal
20 ayat (2} ini ditegaskan kembali bahwa: “Dalam hal penjualan
melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan
harga tertinggi, dengan menyimpang dar prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberi kemungkinan melakukan eksekusi
melalui penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati
oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan syarat yang
ditentukan pada ayat (3)"™' dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan
untuk mempercepat penjualan obyek Hak Tanggungan dengan harga
penjualan tertinggi”

Disamping memiliki ciri-cirl, Hak Tanggungan juga memiliki sifat-sifat

khusus sebagai berikut:

il

Hak Tanggungan tid pat dibagi-bagi (ondeelbaar);

Pada prinsipnya Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat
dibagi-bagi, artinya Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek
Hak Tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Jika telah dilunasi
sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian
obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak
Tanggungan itu tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan
untuk sisa utang vang belum dilunasi. Meski pada prinsipnya
Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, namun demikian ada

" Pelaksanaan penjudlin di bawah tangan banys dapat dilskukan setebuh lewat wikiu 1 (ssiu) bulin
sejak dibertabukun secam termulis oleh pemberi dan/atan pemeygang Hak Tanggungin kepada. pibak-
pihak yang berkepentingan dan divmumkan sedikn-dikitoya dalam 2 {duoa) sare kabar yang beredar
di dacrah yang bersanghutan danfatan media messa setempat, serta tidak ada pehak yang menyatakan
keberatan [lihat Fasal 20 pyat (1) Undang-Undang Hak Tanggongan),
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kekecualiannya yaitu jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan, dalam hal Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa
hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin
dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan
nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari
obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan
tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani
sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum
dilunasi {lihat Pasal 2ayat (1) dan (2) beserta Penjelasannya Undang-
Undang Hak Tanggungan}.

Pengecualian terhadap asas tidak dapat dibagi-bagi tersebut
di atas dimaksudkan untuk menampung kebutuhan perkembangan
dunia perkreditan antara lain untuk mengakomodasi keperluan
pendanaan pembangunan kompleks perumahan yang semula
menggunakan kredit untuk pembangunan seluruh kompleks dan
kemudian akan dijual kepada pemakai satu persatu, sedangkan untuk
membayarnya pemakai akhir ini juga menggunakan kredit dengan
jaminan rumah yang bersangkutan [Penjelasan Pasal 2 ayat (2}
Undang-Undang Hak Tanggungan].

b. Perjanjian tambahan atau &nm (@ccessoir);

Hak Tanggugan meropakan perjanjian tambahan dari
perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang, artinya adanya
Hak Tanggungan tergantung pada adanya perjanjian utang-piutang,
sehingga hapusnya perjanjian pokok juga menyebabkan hapus Hak
Tanggungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa Hak
Tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan Hak
Tanggungan. Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a ditegaskan
kembali bahwa sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan,
adanya Hak Tanggungan tergantung pada adanya piutang yang
dijamin pelunasannya. Apabila piutang itu hapus karena pelunasan
atau sebab-sebab lain, dengan sendirinya Hak Tanggungan yang
bersangkutan menjadi hapus juga.
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¢. Pembebanan objek Hak Tanggungan lebih dari satu kali;
Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari

satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang
{Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan}. Jika suatu obyek
Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan,
maka peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan
menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan, vaitu
tanggal buku tanah Hak Tanggungan. Dalam hal lebih dari satu Hak
Tanggungan atas satu obyek Hak Tanggungan dibuat pada tanggal
yang sama, maka peringkat Hak Tanggungan tersebut ditentukan
oleh nomor urut Akta Pemberian Hak Tanggungannya. ™ Dengan
demikian, karena suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih
dari satu Hak Tanggungan, maka bisa jadi terdapat pemegang Hak
Tanggungan peringkat utama, peringkat kedua, dan seterusnya {lihat
Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan beserta
Penjelasannya}.

4. Subjek dan objek hak tanggungan

Mengenai subjek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan
Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan. Menurut ketentuan pasal-pasal
tersebut baik pemberi maupun penerima atau pemegang Hak Tanggungan
adalzsh orang perseorangan atau badan hukum. Pemberi Hak Tanggungan
harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan {Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
Hak Tanggungan}. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) ini, karena lahirnya
Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut,
maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek
Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat
pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan. Sehingga dengan demikian untuk
kepentingan itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat
didaftarnya Hak Tanggungan yang bersangkutan. Sedangkan pemegang Hak
Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan
sebagai pihak yang berpiutang (Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan).

""Halini dm‘lunﬂ_kil:h.ln karenia pembuiatan beberapa Akls Pemberian Hak Tenggiengan tersebut hanya
lh.l:ld dilakukan odeh PPAT YR sami IF'-rqlrLu:ln Pazal 5 ayi [3) 'L‘.ruia.nu_ L.'I.'II!IHH_ Flak Tu.nﬂunl._[a.nL
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Syarat-syarat sebagai pemegang Hak Tanggungan adalah sebagai
berikut: "

a.  Warga Negara Indonesia;

b. Warga Negara Asing, baik yang berdomisili di Indonesia maupun

yang berdomisili di manca negara;

Badan Hukum Indonesia;

d. Badan Hukum Asing, baik yang mempunyai kantor perwakilan di
Indonesia maupun yang berkantor pusat di manca negara.

L]
F

Syarat-syarat sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah sebagaiberikut:'*

a.  Warga Ne Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal sebagai
pemegang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah Negara; @

b. Badan Hukum Indonesia sebagai pemegang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara;

c. Warga Negara Asing vang berdomisili dan menjadi penduduk
Indonesia sebagai pemegang Hak Pakai Atas Tanah Negara;

d. Badan Hukum Asing yang mempunyai kantor perwakilan di
Indonesia sebagal pemegang Hak Pakai Atas Tanah Negara,

Dalam hal pihak-pihak yaitu pemegang atau pemberi Hak Tanggungan ada
yang berdomisili digguar Indonesia, maka di dalam Akita Pemberian Hak
Tanggungan harus dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia. Jika
domisili itu tidak dicantumkan, maka kantor PPAT tempat pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih {Pasal 11
ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan}.

Mengenai objek Hak Tanggungan, Ny, Frieda Husni Hasbullah
mengemukakan bahwa, berdasarkan Penjelasan Umum angka 5 dan Penjelasan
atas Pasal 4 ayat (1}, objek Hak Tangggungan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:'**

a. Dapat dinilai dengan uang, karena hutang yang dijamin adalah berupa
uang;

b. Termasuk hak yang wajib didaftar dalam Daftar Umum karena harus
memenuhi syarat spesialitas dan publisitas;

g Fréeds Husnl Hasbullah 2, OpoCni, b 158
= Wi, B 159,
M., B 153,
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Mempunyai sifat yang dapat dipindahtangankan karena apabila
debitor cidera janji, benda yang dijadikan jaminan akan dijual dimuka
Lmm;

Memerlukan penunjukkan oleh undang-undang.

Atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi tersebut di atas, maka objek
Hak Tanggungan adalah hak atas tanah dengan status sebagai berikut:"**

A,

Yang ditunjuk oleh UUPA sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) a, b, ¢
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA {Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan} yaitu

1) Hak Milik (Pasal 25)

2) Hak Guna Usaha (Pasal 33)

3} Hak Guna Bangunan (Pasal 39}

Yang ditunjuk oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun (lihat Pasal 27 Undang-Undang Hak Tanggungan je.

Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah

Susun).

1} Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara {Pasal 12 ayat
(1) a Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun jo. Pasal 27 Undang-Undang Hak Tangpungan berikut
Penjelasannyal.

2} Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berdiri
di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah Megara (Pasal 13 a Undang-Undang No. 16 Tahun
1985 tentang Rumah Susun jo. Pasal 27 Undang-Undang Hak
Tanggungan berikut Penjelasannya).

1
Catatan:'™ Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang gﬂ.
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ini kemudian dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pasal 47 Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 menentukan bahwa sebagai tanda bukti kepemilikan atas
satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atao
hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di
atas tanah hak pengelolaan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM)

5Pl

e satan darl F‘Hlﬂ.lll.l |.r|1u|:r|.|:r!=.|1 -d.enﬂa.n 'Fl:'nl.i'nlu.n pengaturan tentany Bumah Sesurn
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satuan rumah susun {Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 20
Tahun 2011}. Hak kepemilikan atas satuan rumah susun merupakan
hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang
terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama {Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun
2011}, Sertifikat Hak Milik (SHM) satuan rumah susun ini dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 47 ayat (5)
Undang-Undang No. 20 Tahun 2011}." Dalam Undang-Undang No.
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga
disebutkan bahwa pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret,
dan/atau rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah: a. hak milik;
b. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak
pengelolaan; atau . hak pakai di atas tanah negara. Pemilikan rumah
itu dapat difasilitasi dengan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah.
Kredit atau pembiayaan pemilikan rumah tersebut dapat dibebani
hak tanggungan {lihat Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang
Mo 1 Tahun 2011},

c. Yang ditunjuk oleh Undang-Undang Hak Tanggungan {Pasal 4 ayat
{2) Undang-Undang Hak Tangpgungan}, yaitu:
Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yvang berlaku
wajib didaftar dan menurut sifainya dapat dipindahtangankan.

Jadi dalam UUPA yang ditunjuk sebagai hak atas tanah yang
dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan
adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan,
scbagai hak-hak atas tanah yang wajib didaftar dan menurut
sifatnya dapat dipindahtangankan." Hak Guna Bangunan yang
dapat dibebani Hak Tanggungan meliputi Hak Guna Bangunan di
atas tanah Negara, di atas tanah Hak Pengelolaan, maupun di atas
tanah Hak Milik. Dalam kaitan dengan syarat hak atas tanah yang

“Disamping itu Undang-Undong Mo, 20 Tahun 2001 tepang Kumah Swsen ind juga msengatar Dontang
keperniliban sas sibuan rumsh susen di 2tas barang milik negaraddaerab berupa tanah atau tanak walod
iil!l'.'lﬂ,a.l'l SEWa, YiLng ﬂhd.H,aJ tamala l'lukl:ln:ru iiterhitkan Sertifikat H:p:mi.’l.i.i.:.n Ea.nﬂunun Guh.mﬁ [SKBL)
satuan rummah sumn. SERG zauan romah seman ini d.;puj leudl'kan jaminan uang dergan idibehami
fichisia | I5hat Pasal 48 wyat (1) dan (4] Undang-Undang No. 20 Tahun 201 1]

“lenunst Pasal 51 UUPA | yang hane digtur demgan andang-undang adalah Hak Tanggungan atas
Hak Mfilik, Hak Guna Usaha, dan Hak Gunas Bampanan.
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dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan yaitu wajib didaftar dan
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan tersebut,"* maka Hak
Milik yang sudah diwakafkan tidak dapat dibebani Hak Tanggungan,
karena sesuai dengan hakikat perwakafan, Hak Milik yang demikian
sudah dikekalkan sebagai harta keagamaan. Sejalan dengan itu, hak
atas tanah yang dipergpunakan untuk keperluan peribadatan dan
keperluan suci lainnya juga tidak dapat dibebani Hak Tanggungan
{Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan).

Hak Pakai dalam UUPA tidak ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan,
karena pada wakeu itu tidak termasuk hak-hak atas tanah yang wajib didaftar
dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat publisitas untuk dapar dijadikan
jaminan utang. Mamun dalam perkembangannya Hak Pakai harus didaftarkan,
yaitu Hak Pakai yang diberikan atas tanah negara, dan sebagian darl Hak Pakai
vang didaftar itu, menurut sifat dan kenyataannya dapat dipindahtangankan,
yaitu Hak Pakai yang diberikan kepada orang perseorangan dan badan-badan
hukum perdata. Oleh karena itu Hak Pakal yang dimaksudkan itu dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Rumah Susun.

Kini dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Pakai tersebut
ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu: Selain hak-hak atas tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah Negara yang
menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat
dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. Dengan demikian,
maka Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. ™

“ia unsud adlak dad ek atas yang dapat diadikan obyek Hak Tanggangan adalah:

&, Hakrersebut sesua kenentuanoya yang bevlaku wagb didaftar dalam doftar wmem, dalam hal ini pada
Kantor Pertanahan, Unsar ini berkazan dengan kedudukan distamakan (preferent) yang diberikan
kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk itu harus ada cstatan
mvengernai Hak Tonggun gan tersebot pada buku tansh dan sertipikit hak ated 1anah yang dibebaniny,
echingga setiap n:mgd:q:nl miengetnhuinya {asas ;pubhniul. dan

b Hak tersehut menorut sifatrym hargs dapat dipindaltangankan, sehingga apabila diperiukan daps
srger direilsas untik membayar wang yang diginsin pelunsannya

[ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Unefang Hak Tanggungan|

" Dengan ditgjuko@BHek Pakal sebagai obyek Hak Tonggungan dalam Undapg-Undang Hak

Tanggungan, schingga Tangpungan merupakin soiu-satunya lembeaga hak jaminan sas tanah, nuka

tentaslah unifikasd Huban Tansh Nasional, yang merupakan salsh sato tojsen wtamas Undang-Undang

Pokok Agrarig. Pernyataan babwa Hak Pakai terselut -lﬁpul: dlllm.ﬂha.n.u]:fek Hak Tangpungan mmlpal'.nn

penyesuaian ketentuan Undung-Undang Pokok Agraria dengan perkembangan Hak Pakad itu sendiri

serta kebutaban masvambat Selain mewuindkan unifiked Hubkem Tansh Masional, yang tdek kurang
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Ditunjuknya Hak Pakai sebagai obyek Hak Tanggungan mengakibatkan Hak
Pakai tersebut tidak dapat lagi dijadikan jaminan fidusia.

Berkaitan dengan Hak Pakai sebagai obyek Hak Tanggungan,
perlu diperhatikan, bahwa Hak Pakai vang dapat dijadikan obyek Hak
Tangungan adalah Hak Pakai atas tanah MNegara yang diberikan kepada
orang perseorangan atau badan hukum untuk jangka waktu tertentu yang
ditetapkan di dalam keputusan pemberiannya."” Sedangkan Hak Pakai atas
tanah Negara, yang walaupun wajib didaftar, tetapi karena sifatnya tidak dapat
dipindahtangankan, seperti Hak Pakal atas nama Pemerintah, Hak Pakal atas
nama Badan Keagamaan dan Sosial, dan Hak Pakai atas nama Perwakilan
Asing, yang berlakunya tidak ditentukan jangka waktunya dan diberikan
selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, bukan merupakan

k Hak Tanggungan (lihat Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang
Hak Tanggungan).

Hak Pakai atas tanah Hak Milik tidak dapat dibebani Hak Tanggungan,
karena tidak memenuhi kedua syarat di atas ( wajib didaftar dan menurut
sifatnya dapat dipindahtangankan) (lihat Penjelasan Umum angka 5 Undang-
Undang Hak Tanggungan ). Meski demikian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat
(3) Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa pembebanan
Hak Tanggungan pada Hak pakai atas tanah Hak Milik akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum
angka 5 Undang-Undang Hak Tanggungan ditegaskan bahwa, mengingat
perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di kemudian
hari, dalam Undang-Undang ini dibuka kemungkinannya untuk dapat juga
ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan, jika telah dipenuhi persyaratan
sebagai yang disebutkan di atas. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-
Undang Hak Tanggungan ini ditegaskan kembali bahwa, Hak Pakai atas
pentingmya ddalab, babwa dengan dimnjuknya Hak Pakai persebul sebagal obyek Hak Tanggungan,
bagi para pemogang haknya, yang sebagian techesar terdin atas golongan ekonemi lemah yang tdak

kemampuesn unfuk mempanyal tansh dengan Hak Milik atou Hak Guna Bangunan, meajadi terbaka
kﬂmu‘k.lnmp untik mempernleh kredit yang :Ilp-:duhnn},'l, d:nga.n mr.nEEu.nuJ:an tapah yang
dipumyninys sehagai jomiman { Penjelasin Unom anglo 5 Undang- Undang Hak Tanggangun)
“"Walappun di dalam Pasal 43 Undanp-Undang Nemor 5 Tahun 1960 tentang Persturan Dagar
Pokok-Pokok Agraria ditentukan babwa antok memindahtangankan Hak Pakal stas tanah Megara
diperukan igin darl pejbat yang berwenan g, naman menurul sifeinya Hak Fakal ioe niemoat hak unuk
memindshiangankan kepada phak lain lxin yvang diperfukan dari pejabat yang berwenang hanyalah
berkaitan dengan persyaratan apakah penerima hak memenuhi syarat untuk menjads pemegany Hak
Pakai [Penjpelazin Pasal 4 ayai {21 Ll'ru.‘lu.r‘-l.n'mhuﬂ_ Hak T“’H““E"-ﬂl-
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tanah Hak Milik baru dapat dibebani Hak Tanggungan apabila hal itu sudah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini diadakan, karena
perkembangan mengenai Hak Pakai atas tanah Hak Milik tergantung pada
keperluannya di dalam masyarakat. Walaupun pada waktu ini belum dianggap
perle mewajibkan pendaftaran Hak Pakai atas tanah Hak Milik, sehingpga hak
tersebut tidak memenuhi syarat untuk dibebani Hak Tanggungan, namun
untuk menampung perkembangan di wakiu yang akan datang kemungkinan
untuk membebankan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik
tidak ditutup sama sekali,

Di samping Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak-hak atas
tanah seperti yang telah disebutkan di atas, Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang
Hak Tanggungan menentukan bahwa Hak Tanggungan dapat juga dibebankan
pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah
ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut,
dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya
dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
bersangkutan. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (4) tersebut ditegaskan bahwa
yang dimaksud dengan hasil karya itu misalnya candi, patung, gapura, relief
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Sedangkan
bangunan yang dapat dibebani Hak Tanggungan bersamaan dengan tanahnya
tersebut meliputi bangunan yang berada di atas maupun di bawah permukaan
tanah misalnya basement, yang ada hubungannya dengan hak atas tanah yang
bersangkutan.

lika bangunan, tanaman, dan hasil karya tersebut tidak dimiliki oleh
pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda
tersebut hanya dapat dilakukan denpan penandatanganan serta pada Akta
Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang
diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik. Yang dimaksud dengan
akta otentik di sini adalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas
benda-benda yang merupakan satu kesatvan dengan tanah untuk dibebani
Hak Tanggungan bersama-sama tanah yang bersangkutan (lihat Pasal 4 ayat
(5) Undang-Undang Hak Tanggungan dan Penjelasannya}. Dengan demikian
sebagai konsekuensi dari pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan,
tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu Kesatuan dengan tanah yang
pemiliknya lain daripada pemegang hak atas tanah, maka wajib dilakukan
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bersamaan dengan pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan
dan dinyatakan di dalam satu Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang
ditandatanganibersama oleh pemiliknya dan pemegang hak atas tanahnya atau
kuasa mereka, keduanya sebagai pemberi Hak Tanggungan (lihat Penjelasan
Pasal 4ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan}.

Dari uraian tentang obyek Hak Tanggungan yang telah dikemukakan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa obyek Hak Tanggungan terdiri atas:

Hak Milik;

Hak Guna Usaha;

Hak Guna Bangunan;

Hak Pakai atas Tanah Negara;

Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara; dan

£.  Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang bangunannya berdini di
atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
MNegara.

Pasal 5 ayat (1), (2}, dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan dan
Penjelasannya  menentukan bahwa suatu obyek Hak Tanggungan dapat
dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan
lebih dari satu utang. Oleh karena dibuka kemungkinan suatu obyek Hak
Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan, maka terdapat
pemegang Hak Tanggungan yang berkedudukan atau menempati peringkat
utama, peringkat kedua, dan seterusnya. Jika suatu obyek Hak Tanggungan
dibebani dengan lebih dari satu, maka peringkat masing-masing Hak
Tanggungan tersebut ditentukan menurut tanggal pendaftarannya (tanggal
buku tanah Hak Tanggungan) pada Kantor Pertanahan. Dalam hal lebih dari
saty Hak Tanggungan atas satu obyek Hak Tanggungan dibuat pada tanggal
yang sama, maka peringkat Hak Tanggungan tersebut ditentukan oleh nomor
urut akta pemberiannya.

LI - -

5. Prosedur pemberian hak tanggungan

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap
kegiatan sebagai berikut:
a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta
Pemberian Hak Tanggunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
yvang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;
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b. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat
lahi Hak Tanggungan yang dibebankan.

Sebagai ikutan (accessoir) dari perjanjian pokok ( yaitu perjanjian
utang-piutang), maka pemberian Hak Tanpgungan didahului dengan janji
untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang
tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak rerpisahkan
dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya
yang menimbulkan utang tersebut. Perjanjian yang menimbulkan hubungan
utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat
dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi
perjanjian itu. Dalam hal hubungan utang-piutang itu timbul dari perjanjian
utang-piutang atan perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat di
dalam maupun di luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang
persecrangan atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersanghutan
dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik
Indonesia {lihat Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasannyal.

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akia
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Jika obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah
vang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk
didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, maka pemberian
Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak
atas tanah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan hak lama adalah hak
kepemilikan atas tanah menurut hukum adat yang telah ada akan tetapi proges
administrasi dalam konversinya belum selesai dilaksanakan {Pasal 10 ayat (2)
dan {EaUndang-Und.nug Hak Tanggungan beserta Penjelasannyal.'™

[ dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumbkan:
a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;™

"hlengingat tanah dengan hak schagainians dimakzpd di atas pu.d.a. wakio inl mauh banyak,
pembebanan Hak Tanggungan pada bak atas tansh #o dimenglkinkan asakan pembernemya dilakakan
bemmmaan dengan permehonan pendafiamn bak atas tanah terscbut. Bemungkinan ink dimaksodkan
wvtik memmberi ke sempatan kepada pemegang hak atas tanah yangbelum bersertiplkat uniuk memperoleh
kredit. [0 sangping (o, kemengkinan di ates dimakoedkan juga untuk mendorong pensertipicatin hak
abas tanah pads umumnys [Penjelasan Pasal i0ayat (1] Undang-Undang Hik Tanggungan|,

7 Apabila ek Tanggungan dibebanken puld pada benda-benda vang merugakan wte kesatuan deagin
tannh milik OFARE Perieorangan sta badan ukom bxin d.lrl.Fd.l ptmralng]:u.h aitas tamaby, pﬂnherl Hak
Tanggungan adalah pemegang hafflicas tanah bersama-sama pemilik henda tersebut | Penjelusan Pasal 11
ayat (1 ] Baruf a Undang-Linda ng TRE Tengrungin ).
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b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia,
baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia,
dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT
tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap
sebagal domisili yang dipilih;*

c. Penunjukkan secara jelas uwtang atau utang-utang yang dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);"

d. Nilai tanggungan;

e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.'™

Jika tidak dicantumkam secara lengkap hal-hal yang disebut di atas dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan, maka akta yang bersangkutan batal demi hukum.
Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan,
baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin {lihat Penjelasan
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan}.

Di samping hal-hal wajib yang harus dicantumbkan, terdapat pula hal-hal
yang tidak wajib atau bersifat fakultatif dicantumkan dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan, yaitu:

a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
menyewakan obyek hak tanggungan dan/atau menentukan atau
mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka,
kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak
langgungan;'™

b. Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tangpungan untuk
mengubah bentuk atau tata susunan obyek hak tanggungan, kecuali

"Dengan dimggapnya kantor PPAT sebagal domisili Indoteska bagl plhak yang berdomisili di
luar pegeri apabifa domisli pilihemnya tsdak disebat di dabam akta, syarat pencanfuman domisis
pilibian versebut dianggap sudah dipenuhd |Penjelisan Pasal 10 aya 1) hurad b Undang- Undang Hak
Tanggungany,

S Penonjuban ulang atag utang-uting yang dijsmin sebagaimand dimeksud pads hunal il melipai
fuga naems dan identitas debator yarg ben:l.ng]mlm {Penjelasan Pasal 11 ayai L) hurLd'cUnde-Lh:lmE
Hak Tanggungan|.

S Uralan yang jelas memgenai obyck Hak Tanggungan schagaimana dimaksud pada horof ini melipui
rinclan mengenal sertipikar hak atas tanah yang bersamghotan atau bagl tanah yang belum terdaftor
sckurang-kurangnya memaal uradan mengenal kepemilikan, ek, bates-batas, dan luas tanaheya
[Penjelasan Pasal 10 ayat {1) huruf ¢ Undang-Undang Hak Tanggungan|.

“Pemberi Hak Tanggobgen mush dipecbolehkan mdaksanskon kewensngin yang dibatas
uhnf;.lmum ik od pods huarul: boraf ini sepanjang untuk fdu telah J.ipumleh. persetujuan leraulis
dari pemegang Hak Tanggungan [lihat Penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Undang -Undang Hak
Tanggungan),
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dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak
tanggungan;'”’

¢. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak
tanggungan untuk mengelola obyek hak tanggungan berdasarkan
penetapan ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
letak obyek hak tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera
i n'i:m

d. ;:.njji vang memberikan kewenangan kepada pemegang hak
tanggungan untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan, jika hal
itu diperlukan untuk melaksanakan eksekusi atau untuk mencegah
menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek hak
tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan
undang-undang;"™

¢, Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila
debitor cidera janji;""

f. Janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa
obvek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan;"™

T Pember] Hak Tm“unpn maxsih dip:rhnHlEm melaksansdkan h.!'w:l:l.l.l'l.ﬂln g chikatasi
sehugaimang dimaksad pada borof-buraf ini sepanfang wntuk ito telah dipemleh persetujuan tertualis
dari pemegang Hak Tangmungan | Penjelssan Pasal 10 ayot (2) heruf & dan b Undang-Unidang Hak
Tanggungan)].

"angl yang memirorikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan wivhak mengeloda obyek
Hak Tanggungan dagat merugikan pembert Hak Tanggungan. Oleh karena lu, jani tersebus haruslah
disertai persyaratan babwa pelaksanasnnys masth memerluban penetapan Ketia Pengadilan Megen.
Sebelum mma;e]u.a.rkln penietagein tersehut Kehua F'n:ﬂﬂ_an:hl:.u Kegeri Fu.-.riu mnm.lnuli dun I:|'I.E.I'IJ|I:'I1.EH.I
pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pemegang Hak Tang pungan dan pemben Hak Tang pungan serta
debitor apabila pemiberi Hak Tanggungan bukan debior (Penpelasan Pasal 11 ayag (2} hurod © Undang-
Undang FHak Tangpungan],

Tl jan il ermosuk pembenan kewenangan kepada pemegang Haok Tanggungan uniuk atas
blaya pemberd Hak Tanggungsn mengunss perpamjangan hak atas tanady yang dijsdikan obyek Hak
langgingan unbak mencegab hapustya Hak Tanggungan karena hapusnya hak hak ates tanah, dan
mefakukan pekeduan lin yang diperlukan entuk menjaga agar obyek Hak Tanggangan tidak berkarang
niluinys yang skan mengakibatian berkurangrva harga penjualan sehingge Bdak cukup wntck mebanst
utang yang dijmmin (Penjelasn Pasal 11 ayat {20 harot d Undang -Undan g Hak Tanggangan |

T hatuk dipunysinys kewsnangan schagaimans dimaksud dalam Pazal & df dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan dicantumkan janji int {Penjelasan Pasal 10 ayat (2) humd ¢ Undang-Undimg Hak
Tanggungan], Pasal & Unslang-Undang Hak Tongpungan: Apsbila deblior cidera janjl, pemeging Hak
Tanggungan pertama mempuanyal hak uniok menjusl obyek Hak Tanggungan atns kekuasaan sendird
molalid pelelangan serta menganbil pelunasan plutan gaya dari hasil pertualan tersebut.,

Tanjl inl dimaksudian unuk melindungl kepentingsn pemeging Hak Tanggungan kedus dan
seteruanya Dengan scdarva jand ink, npa pesetujuan pemberslhan dorl pemegang Hak Tanggungan
kedua dan seterusnye, Hak Tanggungan kedua setermmym tetap membebani obyek Hak Tanggungan,
walsupun cbyek ity sudah dicksckusi untuk pelunaffl] patang pemegang Hak Tanggongsn pertama
[ Penjelasan Pasal 18 ayat (2) hurud § Undang- Undang Hak Tanggangan|
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g. Janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya
atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu
dari pemegang hak tanggungan;*”

h. Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh
atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan
untuk pelunasan piutangnya apabila obyek hak tanggungan dilepaskan
haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk
kepentingan umum;'™

L. Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh
atau sebagian dari wang asuransi yang diterima pemberi hak
tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek hak tanggungan
diasuransikan;

j.  Janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak
tanggungan pada wakiu eksekusi hak tanggungan;™

k. Janji yang dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (4)."™

Janji-janji yang disebut di atas bersifat fakultatif dan tidak mempunyai
pengaruh terhadap sahnya akta. Pihak-pihak bebas untuk menentukan
mencantumkan atau tidak janji-janji tersebut dalam Akra Pemberian Hak
Tanggungan. Namun jika janji-janji itu dimuat dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan, yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka janji-
janji tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga (lihat
Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan).

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera

"Yang dimaksad pada hurof inl adakh melepaskan haknya secara sukarels {Penjclasen Pasal 11 ayal
{2 1 huraf g Undang- Lindang Flak Tenggungan )

"Yang dimaksud pada huruf inl adslah pelepasan hak secara sukarela, atau pencabutan hak amuk
kepentingan ummem berdazarkan peraturan perupndang-undangan [Penpelasan Pasal 11 ayar (2) horuf b
Undanyg -Undeng Hak Tangpungan |.

" lanji ind penting untuk dapat memperaleh hargs vang tinggl dabim penjuakin abyek Hak Tunggun gan
[Penjelasan Pasal 11 ayat { 2) huraf | Undang- Undang Hak Tanggungan).

“Tanpa dicantumkan fnji ind, sertipikat hak atas moah yang dibebani Hak Tanggunpan diserahkan
kepada pomberi Hak Tanggungan (Penjelasan Pasal 11 ayat (2} horet k& Undang-Undang Hak
Tanggungan). Pasal 14 ayat (4] Undang- Undang Hak Tanggungan: Kecwli dipenanpikan lain, sertipika
hak atas tatah yong ielab dibubabi catatan pensbe bavan Hak Tingg ungan scbagsd mana dinsaksnd dalam
Pasal 13 ayar [3) dikernbalikan kepada peregang hak aras tanah yang bersanghoutan. Pasal 13 ayat (3)
Ulidang-Undang Hak Tangguispan: Pendaftaran Hok Tanggungan sebapaimans dimakasd pada syat (1)
dilakukan oleh Kantor Pertanahan depgin membuatkan buka tansh Hak Tanggungan dan mencatatma
dalam baku-tansh hek ntas tanoh yang menjadi obyek Hak Tonggungan seria menyalin cotatan tersebut
paida sertipikat hak sias fanah yang bersanghutan, Pasal 13 ayat (1) Undang-Unslang Hak Tan ggungan
Pemberian Hak T;nwmga.n w:_ph iiafarkan pp.d:.l. Kantor Pertanaban.
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janji, batal demi hukum. Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi
kepentingan debitor dan pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai
obyek Hak Tanggungan melebihi besarnya utang yang dijamin. Pemegang
Hak Tanggungan dilarang untuk secara serta merta menjadi pemilik obyek
Hak Tanggungan karena debitor cidera janji. Walaupun demikian tidak
dilarang bagi pemegang Hak Tanggungan untuk menjadi pembeli obyek Hak
Tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20 Undang-
Undang Hak Tanggungan (lihat Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan
dan Penjelasannya).

6. Kuasa membebankan hak tanggungan

Pada prinsipnya dalam pemberian Hak Tanggungan, pemberi Hak
Tanggungan wajib hadir sendiri di hadapan PPAT, namun jika berhalangan
hadir karena sesuagy sebab, maka ia diwajibkan menunjuk pihak lain sebagai
kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT),
yang wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan harus memenubhi
persyaratan sebagai berikut:""

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain
daripada pembebanan Hak Tanggungan;'*

b. Tidak memuat kuasa substitusi;'™

¢. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang
dan nama serta identitas kreditor, nama dan identitas debitor apabila
debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.'*

lika SKMHT tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka SKMHT
tersebut batal demi hukum, artinya SKMHT yang bersangkutan tidak dapat
digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan,

WPysal 15 ayar (1) Undang- Undang Hak Tanggungan.

“Nang dimaksed dengon tidak memimt kuasa antuk mcakuken perbuatan hukam fain dalam
ketentunn ind, misloya tklak memmiat kaass antok menjpal, menyewakan olwek Hak Tanggungan, atiu
moemiperpran ang hak atas tansh | Penjelasan Pasal 15 ayvat (1) harel a Undang-Undang Hak Tenggungan,

"Yany dimakiod dengun pengertian substitusi menurat Undeng-Undany ini adalah penggantian
penerima ke melalui Fq-nsa]:hm. Budkan mn'upulr.m substitue, '|h.= penerima ks miemberfkan
kuasi kepada pihak lein dalam rangkn penugasan untok bertindak mewakilinya, misalnya Chirelod Bink
menugaskan pelakuanaan ks vang diterimanya kepoda Kepals Cabangnys atau pthak lain (Penjeiasan
Pasal 1 5 ayas (8 hurufk Undanp-Undang Haok Tanpgungan],

PR ehdasin mengenal wnsur-unsar pokok dalam pembebanan Hak Tomggungan saagat diperkukan
uniluk kepentmgan pedindungzs pemberi Hak Tanggungan. Jumlah uting yang dimaksud pada haru
ini ndalah jumdah uting sesuni dengan vang diperfaniifh sebagaimana di maksud dalam Pasal 3ayat (1)
[Penjelasan Pasal 15 ayal (1) bngrud € 'L-"|'|-|hnﬂ_~ L‘ul.llns me.n}
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dan PPAT wajib menolak permchanan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan. PPAT juga waiib menolak permohanan
untuk membuat APHT, jika SKMHT tidak dibuat sendiri oleh pemberi
Hak Tanggungan {lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak

Tanggungan}.

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ditentukan bahwa SKMHT
tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga
kecuali karena kuasa tersebut telzh dilaksanakan atau karena telah habis
jangka waktumnya {lihat Pasal 15 ayat (2} Undang-Undang Hak Tanggungan}.
Selanjutnya ditentukan pula batas waktu knurajiban untuk pembuatan APHT
sejak diberikannya SKMHT, yaitu: untuk SKMHT mengenai hak atas tanah
yang sudah terdaftar, waktunya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah
diberikan. Sedangkan untuk SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum
terdaftar, waktunya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan'"
{lihat Pasal 15 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Tanggungan}. Ketentuan
batas wakiu pembuatan APHT ini tidak berlaku dalam hal SKMHT
diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku {lihat Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang
Hak Tanggungan}. Penentuan batas waktu berlakunya SKMHT untuk jenis
kredit tertentu tersebut dilakukan oleh Menteri yang berwenang di bidang
pertanahan setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri
Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan pejabat lain yang terkait {lihat
Penjelasan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan). Jika SKMHT
tidak dipergunakan atau diikuti dengan pembuatan APHT dalam jangka
waktu yang ditentukan tersebut, maka batal demi hukum (lihat Pasal 15 ayat
(6) Undang-Undang Hak Tanggungan}.™

“haes wakon penggunaan SEMHT mengenai hak stss ranah yang belum rendafing ditennakan lebih
larma daripads tenah vang sadab tendaftar, kirena permbustan AFHT pada hak atas temah yang belum
terdaltor hans dilakiskan bermmaan dm.pn purﬂﬂ'hmu.n prﬂhﬂ.ln:n hak Mumhmbmmﬂknhn.
yang terlebih dahuln periu dilengiapi peramtannya, Pessyaratan bagi pendaltaran hak atas tanah yang
helum terdabar meliputi discrahlannya surat-sarm yang memerlukan wakio untuk memperolahnya,
misulnyas sarsl keterangan rivayat tanah, surat keterangan dari Kantor Pertanahan babwa tanah vang
bersanghutan belum bersertipikat, dan apabila bakii kepemilikan tanah versebat musih acas nama orsng
vang sudah nweninggal, surar keterangan warls dan surat pembagiun wards, Ketenfuan pada ayat ind
berlaku jugs terhadip tanah yang sadab bersertipikar, tetapi belom didaftar atas nama pemberi Hak
Tangguingan sebagal pemegany hak atas tanab yany bary, yeind ansh yang belom didadtar peralihan
haknya, pemecahannya, atao penggabungannya {lthat Penjelucan Pasl 15 ayat (4) Undang-Undang Hak
Tanggungan),

“Hetentuan menpgenal batas waktu berlakunys SEMHT dimaksidksp antuk mencegah berlanst-
famutmya waki pelaksansan kyas o, Ketennaan inl tidek menwup kemungkinan dibgsarnys SEMHAT

bary |Penjelasan Pasal 15 ayat (&) Unslang-Undang Hak Tanggungan|.
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7. Pendaftaran hak tanggungan

Sesudah selesai pembuatan APHT dan sudah ditandatangani oleh PPAT,
maka pemberian Hak Tanggungan tersebut wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ditentukan, selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib
mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan
kepada Kantor Pertanahan'” APHT dan warkah lain yang diperlukan it
disampaikan ke Kantor Pertanahan melalui petugasnya atau dikirim melalui
pos tercatat. Bahkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ditegaskan
bahwa PPAT wajib menggunakan cara yang paling baik dan aman dengan
memperhatikan kondisi dacrah dan fasilitas yang ada, serta selalu berpedoman
pada tujuan untuk didaftarnya Hak Tanggungan itu secepat mungkin® [Pasal
13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Tanggungan dan Penjelasannya}.

Setelah menerima APHT dari PPAT, Kantor Pertanahan membuat buku
tanah Hak Tangggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah yang menjadi
obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat
hak atas tanah yang bersangkutan {Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Hak
Tanggungan],

Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah
penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya
dan jika hari ketujuh itu jatuh pada harn libur, buku-tanah yang bersangkutan
diberi bertanggal hari kerja berikutnya, Hak Tanggungan lahir pada hari
tanggal buku-tanah Hak Tanggungan [Pasal 13 ayat (4) dan (5) Undang-
Undang Hak Tanggungan).

Pendaftaran pemberian Hak Tanggungan yvang telah diuraikan di atas
ini merupakan perwujudan dari salah satu asas dalam Hak Tanggungan, vaitu
asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan
merupakan syaral mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan
mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga {lihat Penjelasan Pasal
13 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan}.

“rwarkeh lain yang dimakosd bnd eliputl sirst-arat ol yang bedkiiten dengan obyek Hak
Tanggungan don identas plhak-pibak vang bersanghutan, ermasuk di dalamnoya sertipikat hak sos
tanah danfatan surat-sural keterangan mengenai obyek Hak Tanggangan [lihat Penjelasan Pasal 13 oys
(2} Undang-Undang Hak Tonggungin)

HEPPAT wajib melaksinakan ketentuan bd kivens jebstanmya. Sanks stas pelanggaranmya akan
dditetapkan dalam peramran perundang-undangan yang mengaiar jabetan FPAT (lhat Pendclasan Pasal
13 ayat (2} Undang-Undang Hak Tenggungan |,
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Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan
menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sertipikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-
irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA" artinya sertipikat Hak Tanpgungan itu mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte
Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah ™ Sertipikat Hak Tanggungan
diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan, sedangkan Sertipikat hak atas
tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan
kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, kecuali jika diperjanjikan
lain {Pasal 14 ayat (1), (2). (3), (4), dan {5) Undang-Undang Hak Tanggungan}.

Demikian ketentuan-ketentuan pokok mengenai pendaftaran Hak
Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian,
dalam rangka meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas
keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan
dalam pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum,
teknologi dan kebutuhan masyarakat, perlu memanfaatkan teknologi
informasi agar prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara
elekironik sehingga menjadi lebih efekiif dan efisien, maka dikeluarkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik, yang kemudian diganti dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
{selanjutnya disebut Permen ATR/Kepala BPN 5/2020) yang mulai berlaku
sejak tanggal 8 April 2020,

Permen ART/Kepala BPN 5/2020 ini terdir atas 7 (tujuh) bab yang berisi
38 Pasal yang terdiri dari: a. penyelenggaraan Sistem HT-e; b. mekanisme
pelayanan HT-el; c. penoclakan/pembatalan layanan; dan d. persiapan
pelaksgnaan.

=lrab-irah "DEMI KEADILAN BERDARARKAN KETUHARAN YANG MAHA BESA yang
dicantumban pada sertipikar Hak Tanggungan dan dalam ketentuan ind, dimaksadkan unisk menegaskan
adanys keluatan ekedioutorial pada seripikal Hak Tanggungan, schinggs spabila debiiae ddera janji,
sbap diekselozs sepert halmyas sustn putusan pengadilan vang telsh memperaleh keloatan hukam tetap,
mebalui tats cara dan dengan menggunakan lembags parate executic sesuai dengan perataran Hualkum
Acara Perdata |lihat Penjelasan Fasal 14 ayar (2] dan (3] Undarg-Undang Hak Tonggungan)|
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Dalam Permen ATR/Kepala BPN ini yang dimaksud dengan:

ik

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain,
Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam satu hubungan utang-
piutang tertentu.

Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-
plutang tertentu.

Pejabat Pembuat Akta Tamah yang selanjutnya disingkat PPAT
adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta
pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan
akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang selanjutnya disingkat APHT
adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada
kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
clektronik  yang  berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang
selanjutnya disebut Pelayanan HT-el adalah serangkaian proses
pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemelibaraan data
pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik
yang terintegrasi

Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi yang selanjutnya
disebut Sistem HT-el adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikembangkan oleh unit teknis yang mempunyai tugas di bidang data
dan informasi untuk memproses Pelayanan HT-el.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara
negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola,
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dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk
keperluan dirinya danfatau keperluan pihak lain.

j. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara
negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang,
jasa, fasilitas, atau informasi vang disediakan oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik.

k. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, danfatau didengar melalui komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat
elekironik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifilasi

m. Pengguna Terdaftar adalah pengguna layanan yang memenuhi syarat
sebagai pengguna Sistem HT-el dengan hak dan kewajiban yang
diatur oleh Kementerian,

n. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi
dan autotentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

o. Buku Tanah Elekironik adalah Buku Tanah vang disimpan dengan
bentuk basis data dalam sistem elektronik yang termuat data fisik dan
data yuridis suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya,

p. Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik yang selanjutnya disebut
Sertipikat HT-el adalah tanda bukti hak tanggungan berbentuk
Dokumen Elektronik yang berisi informasi hak tanggungan.

g. Hariadalah hari kalender.

r. Kementerlan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang agraria/
pertanahan dan tata ruang.
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5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Masional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang agraria/
pertanahan dan tata ruang.

t. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut
Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan
Masional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Menteri.

u. Kanior Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan
Masional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN,

Jenis Pelayanan HT-el yang dapat diajukan melalui Sistem HT-el
mel iputi:™
a, Pendaftaran hak tanggungan;
b. Peralihan hak tanggungan;
¢. Perubahan nama kreditor;
d. Penghapusan hak tanggungan; dan
e, Perbaikan data.
Mekanisme pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik
ditentukan sebagai berikut dibawah ini.

Kreditor mengajukan permohonan pelayanan HT-el melalui sistem
HT-el yang disediakan oleh kementerian ATR/BPN. Dalam hal permochonan
pelayanan HT-¢l berupa pendaftaran hak tanggungan atau peralihan hak
tanggungan, dokumen kelengkapan persyaratan disampaikan oleh PPAT
Sedangkan dalam hal permohonan pelayanan HT-el berupa perubahan
nama kreditor, penghapusan hak tanggungan, atau perbaikan data, dokumen
kelengkapan persyaratan disampaikan oleh kreditor. Persyaratan permohonan
pelayanan HT-¢l sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, '™

PPAT menyvampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan
melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan sistemm HT-
el. Penyampaian dokumen dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai
pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang

Pasal 6 dyal { ) Permsen .'l.'.l'R:'Hqﬂl‘.l BPMN 5/ 3020,
"Pasal 9 ayat (1], {2}, (3], dan (4] Permen ATR/BPM 52020,
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diajukan. Format surat pernyataan ini tercantum dalam lampiran 1 Permen
ATR/BPN 5/2020. Seluruh dokumen kelengkapan persyaratan tersebut waijib
disimpan oleh PPAT."

Permohonan pelayanan HT-el yang telah diterima oleh sistem HT-
el diberikan tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh
sistern. Pelayanan HT-d dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku
pada Kementerian ATR/BPN. Permohonan diproses setelah data permohonan
dan biaya terkonfirmasi oleh sistem HT-el. Jika pembayaran biaya tidak
terkonfirmasi oleh sistem HT-¢l, kreditor dapat melakukan konfirmasi secara
langsung ke Kantor Pertanahan atau layanan pengaduan "™

Sebelum hasil pelayanan HT-¢l diterbitkan, Kepala Kantor Pertanahan
atau pejabat yang ditunjuk harus memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan
dan konsep Sertipikat HT-¢! melalui sitem HT-el. [ika hasil pemeriksaan
terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, diberitahukan kepada
kreditor dan/atau PPAT untuk segera melengkapi berkas paling lama hari ke
5 (lima) sejak permohonan pelayanan diterima oleh sistem HT-el. Jika jangka
waktu tersebut berakhir dan kreditor dan/atan PPAT tidak melengkapi berkas,
maka permohonan dinyatakan batal Sedangkan jika dokumen persyaratan
telah sesuai, maka kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk
memberikan persetujuan atas unggahan dokumen persvaratan dan konsep
Sertipikat HT-el. Namun jika kepala kantor pertanahan atau pejabat yang
ditunjuk tidak melakukan pemeriksaan sampai pada hari ke7 (tujuh) dan
hasil pelayanan HT-e! diterbitkan oleh sistern HT-el, dianggap memberikan
persetujuan dan/atau pengesahan. Kepala kantor pertanahan atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab secara administratif atas hasil pelayanan HT-el.'™

Hasil pelayanan HT-el berupa dokumen elektonik yang diterbitkan
oleh sistem HT-el, meliputi: a.sertipikat HT-¢; b. catatan hak tanggungan
pada buku tanah hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun; dan
¢. catatan hak tanggungan pada sertipikat hak atas 1anah atau hak milik atas
satuan rumah susun,'

Pasal 0 ayar (1) (2], £3), dan (4) Permecn ATR/BPFN 512030,

i Pasal 10 ayand 1) dan (2); secta Pasal 12 aval (1) dan (2) Permen ATRIBPN 5/ 2020

™ Paal 13 avar{ 1), (2], (), (4], (3), dan (6} serta Posal 14 ayar (8] dan (2F Permsen ATR/BPM 5020240,
WPaxal 15 ayat{ 1) Permen ATR/BPN 5/2020,
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Pencatatan hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun dilakukan pada buku tanah elektronik oleh
kepala kantor pertanahan atau pejabat yvang diberi kewenangan. Sedangkan
pencatatan hak tanggungan pada sertipikat hak atas tanah atan hak milik
satuan rumah susun dilakukan oleh kreditor pada sertipikat hak atas tanah
atau hak milik satuan rumah susun. Catatan-catatan tersebut menjadi satu
kesatuan dengan sertipikat hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun.
Hasil pelayanan HT-¢l disampaikan kepada kreditor melalui sistem HT-el dan/
atay melalui domisili elektronik, ™

Hasil pelayanan HT-el tersebut di atas disahkan dengan tanda tangan
elektronik oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang diberi kewenangan,
untuk menjaga keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik. Tanda
tangan elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.™’

Penerbitan sertipikat HT-el dilakukan pada hari ke-7 (tujuh) setelah
permohonan pelayanan HT-¢l terkonfirmasi sistem HT-el. Bentuk sertipikat
HT-el dan catatan pembebanan HT-el sesuai dengan formar yang tercantum
dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen
ATR/BPN 5/2020 ini.""

Pelayanan pendaftaran hak tanggungan peringkat kedua dan selanjutnya,
diterbitkan sertipikat HT-ef baru dengan nomor yang baru. Pelayanan peralihan
hak tanggungan, perubahan nama kreditor, penghapusan hak tanggungan
sebagian (roya parsial) atau perbaikan data, diterbitkan sertipikat HT-ef baru
dengan nomor yang sama dengan sertipikat sebelumnya, yang berisikan data
perubahan terakhir. Sedangkan pelayanan penghapusan hak tanggungan
keseluruhan (roya penuh), sertipikat HT-el sebelumnya diberikan tanda
khusus yang menyatakan bahwa sertipikat tidak berlaku " Dalam hal piutang
telah lunas, maka kreditor segera mendaftarkan penghapusan hak tanggungan
dengan permohonan pelayanan penghapusan hak tanggungan yang diajukan
melalui sistem HT-ol ™

Pl 15 mean (20, (51,440, dan (3] Permmen ATR/BPN 512020,
“Pagal 16 mvar (1) dam (2) Permen ATIR/BPN 582020,

sl 16 wval (30 dan (4) Pernen ATRVBEN 5/2020,

*"Pasal 17 avar (1), (2], dan (1) Permen ATRZBPN 5/2020
“"Pagal 1B ayat (1) dan (2 ) Permen ATR/BPN 572020,
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lika terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pelayanan
HT-¢el yang diketahui setelah hasil pelayanan HT-el diterbitkan, pemegang
sertipikat HT-el dapat mengajukan perbaikan. Permohonan perbaikan
sertipikat HT-el diajukan melalui sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal sertipikat HT-o diterbitkan, Perbaikan sertipikat HT-el
dikenakan biaya penggantian sertipikal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian ATR/BPN.*

Pelaksanaan pelayanan HT-el menjadi tanggung jawab kepala kantor
pertanahan. Kebenaran materiil dokumen yang menjadi dasar hasil pelayanan
HT-el bukan merupakan tanggung jawab kantor pertanahan. Jika dokumen
yang dinyatakan palsu dan digunakan sebagai dasar penerbitan sertipilat HT-
el, maka pegawai kantor pertanahan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban
secara hukum. Dokumen yang dinyatakan palsu tersebut sepenuhnya menjadi

JUE

tanggung jawab pengirim dokumen baik pidana maupun perdata.

Permen ATR/BPN 5/2020 juga menentukan larangan-larangan bagi
pemegang sertipikat dan pengguna terdaftar. Pemegang sertipikat HT-el
dilarang: a. mengubah isi, melakukan manipulasi, penciptaan perubahan,
penghilangan, perusakan informasi elektronik danfatan dokumen elektronik
dengan tujuan agar informasi elektronik danfatau dokumen elektronik
tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik; danfatau b. menggandakan,
mendistribusikan  danfatau mentransmisikan, memindahkan  atau
mentransfer, mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik atau salinannya kepada pihak lain yang tidak terkait
dalam perbuatan hukum hak tanggungan. Pelanggaran terhadap hal-hal yang
tersebut mengakibatkan pemegang sertipikat HT-el dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®™ Sedangkan pengguna
terdaftar™ dilarang: a memalsukan identitas; b. memberikan wsername
dan/atau password kepada pihak lain yang menyebabkan terbukanya akses
informasi; c. memalsukan dokumen danfatau memberikan informasi yang
tidak benar yang menyebabkan kesalahan hasil pelayanan HT-el, dan/atau d.
perbuatan lainnya, yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem HT-el,™

" Pasal 19 ayai {1}, (2], dan {3} Permen ATR/BPN 5f2020,

*“Pasal 20 ayar{1) (2), (3] dam (4] Permen ATRIBPN 5/20340,

" Pagal 21 ayat 1) dan (2) Permen ATR/BEPN 5720020

“Pengpuna Terdaftar adalah penggpana layanan vang memenuhl syt scbagal pengauna Sistem HT-of
denjgan hak dan kewajiban yang diatur oleh Kementerlan (Pasal 1 angka 15 Pearmen ATH/BEPR s2030)

5Pagsl 33 Permen ATR/BEPN 512000,
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Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut menyebabkan
pemegang hak tanggungan dan/atau pengguna terdaftar dapat dikenakan:
a; penutupan hak akses sementara atau permanen; b, pembatalan sertipikat
HT-el danfatan ¢ dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Pembatalan
sertipikat HT-¢f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ™

Dalam Permen ATR/BPN 5/2020 diatur pula tentang penolakan
atan pembatalan permohonan pelayanan hak tangpungan. Kepala kantor
pertanahan dapat menolak pelayanan HT-&l, antara lain: a. terdapat sita dan/
atau blokir dalam jangka waktu proses pelayanan HT-el; b. terdapar alasan
lain berdasarkan ketenmtuan peraturan perundang-undangan. Penolakan
permohonan pelayanan HT-el diberitahukan kepada kreditor melalui sistem
HT-el, domisili elektronik dan/atau media elektronik lainnya, ™

lika terjadi keadaan darurat di lvar kendali manusia (force majeure)
dan/atau keadaan tertentu yang menyebabkan sistem HT-el terganggu dan
hasil pelayanan HT-& tidak dapat diterbitkan, maka permohonan pelayanan
HT-el dinyatakan batal. Pembatalan pelayanan tersebut diberitahukan kepada
kreditor melalui sistem HT-el, domisili elektronik danfatau media elektronik
lainnya. Dalam hal pelayanan HT-e! dibatalkan dan kreditor telah melakukan
pembayaran biaya layanan, maka kreditor dapat mengajukan permohonan
kembali dan biaya yang telah dibayarkan sebelumnya dapat digunakan
untuk penggantian biaya pelayanan HT-el dengan ketentuan subjek dan
objek pendaftarannya sama. Namun jika tidak memungkinkan, maka biaya
pelayanan dikembalikan kepada kreditor sesnai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.™

8. Peralihan hak tanggungan

Dalam hal piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena
cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut
ikutberalih karena hukum kepada kreditor yang baru. Cessie adalah perbuatan
hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan
kepada pihak lain, sedangkan subrogasi adalah penggantian kreditor oleh

=upgsal 23 ayat (1) dan (2] Perinen ATR/BEN 552020,
“"Pasal 24 ayar (1} dan (2} Permen ATR/BPN 5/2020.
mEpa el 25 ayal (1) dan (2 ) serta Pasal 26 avar (1) dan (2) Permen ATR/BPN 572020,
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pihak ketiga yang melunasi utang debitor. Yang dimaksud dengan sebab-
sebab lain tersebut di atas, misalnya dalam hal terjadi pengambilalihan atau
penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari
perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. Karena beralihnya Hak
Tanggungan terjadi karena hukum, maka tidak perlu dibuktikan dengan
akta vang dibuat oleh PPAT. Pencatatan beralthnya Hak Tanpgungan cukup
dilakukan berdasarkan akta yang membukiikan beralihnya piutang yang
dijamin kepada kreditor yang baru {lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang
Hak Tanggungan dan Penjelasannyal.

Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang
baru kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan
dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku-tanah
Hak Tanggungan dan buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan
dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Tanggal pencatatan pada
buku-tanah adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap
surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan
jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka catatan ita diberi bertanggal
hari kerja berikutnya, Beralihnya Hak Tanggungan mulai bﬂnku bagi pihak
ketiga pada hari tanggal pencatatan tersebut {lihat Pasal 16 ayat (2), (3], (4),
dan (5) Undang-Undang Hak Tanggungan beserta Penjelasannyaj,

9. Hapusnya hak tanggungan

Hak Tanggungan hapus karena hal- hal sebagai berikut:*"

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;

b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat
oleh Ketua Pengadilan Negeri;

d. Hapusnya hak atas tanah vang dibebani Hak Tanggungan.

Atas dasar sifat accessoir Hak Tanggungan, sehingga adanya Hak
Tanggungan terganiung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Jika
piutang itu hapus karena atau sebab-sebab lain, maka dengan sendirinys Hak
Tanggungan yang bersangkutan menjadi hapus juga {lihat Penjelsan Pasal 18
ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan|. Di samping itu pemegang Hak

= aial 18 ayat | 1) Undang-Undang Hak Tanggungan.
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Tanggungan dapat melepaskan Hak Tanggungannya, yang mengakibatkan
hapusnya Hak Tanggungan. Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskannya
oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai
dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan
kepada pemberi Hak Tanggungan {lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Hak
Tanggungan}. Sedangkan hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan
Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan
Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak
Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersibkan dari
beban Hak Tanggungan. Dalam hal ini pembeli obyek Hak Tanggungan, baik
dalam suatu pelelangan umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri maupun
dalam jual beli sukarela, dapat meminta kepada pemegang Hak Tanggungan
agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban Hak Tanggungan
yang melebihi harga pembeliannya.”” Pembersihan obyek Hak Tanggungan
dari beban Hak Tanggungan dilakukan dengan pernyataan tertulis dan
pemegang Hak Tanggungan yang berisi dilepaskannya Hak Tanggungan yang
membebani obyek Hak Tanggungan yang melebihi harga pembelian. Jika
obyek Hak Tanggungan dibebani lebih darl satu Hak Tanggungan dan tidak
terdapat kesepakatan di antara para pemegang Hak Tanggungan tersebut
mengenai pembersihan obyek Hak Tanggungan dari beban yang melebihiharga
pembeliannya, maka pembeli benda tersebut dapat mengajukan permohonan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek
Hak Tanggungan yang bersangkutan untuk menetapkan pembersihan itu dan
sekaligus menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil penjualan lelang
di antara para yang berpiutang dan peringkat mereka menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”' MNamun bila pembelian dilakukan
dengan jual beli sukarela dan dalam APHT yang bersangkutan para pihak
telah dengan tegas memperjanjikan bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan

T Ketenuan ini disdakan dabam mogkas mclndungi kepennngan pembeli abyek Hak Tang gangan, agar
benda yang dibelinya serbebas dani Hak Tanggungan vang semula membebanknva, jika harga pembetian
tidak m.encukupl nntuk melanasi URAng yang dulmm {Penielasin Pasal 19 ayid | 1] Undang- Undang Hak
Tanggungan]

“Pars pemegang Hak Tanggongan yang tidak mescapal kesepakatan perlu berusha sebaik-baikya
untuk mencajrab kesepakatan mengenal pembersthan obyek Hak Tanngpongan sebelum masalabimea
diapikan pembell kepada Eetia Pengodilan Negarl Apabila diperukan, dapat dunlsga jass penengah
vang disetupil obeh plhak-pihak yang bersangkutan. Dalom menetapkan pembagian hasll penfualan
obyek Hok Tanggungan, Ketun Pengadibin Megeri hans memperhatikon ketentuan sebagakmana
dimaksad dafern Pasal 6 dan Pasal 5 UUTHT (ihat PmF'I.ul:q Pasal 19 ayal {3 'I..‘nl!.p\a_-Ll'nd.a.na_H:ll

Tanggungan)
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dibersihkan dan beban Hak Tanggungan, maka permohonan pembersihan
obyek Hak Tanggungan dar Hak Tanggungan tidak dapat dilakukan oleh
pembeli benda tersebut {lihat Pasal 18 ayat (3); Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan
(4) Undang-Undang Hak Tanggungan). Mengenai hapusnya Hak Tanggungan
karena hapusnya hak atis tanah yang dibebani Hak Tanggungan, UUHT
menyebutkan bahwa hapusnya hak atas tanah tersebut tidak menyebabkan
hapusnya utang yang dijamin. Hak atas tanah dapat hapus antara lain karena
hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA*
atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jika Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai yang dijadikan obyek Hak Tanggungan berakhir
jangka waktu berlakunya dan diperpanjang berdasarkan permohonan yang
diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, maka Hak Tanggungan
dimaksud tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan {lihat
Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan}.

10. Eksekusi hak tanggungan

Untuk mewujudkan kemudahan bagl para kreditor pemegang Hak
Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi, Undang-Undang Hak
Tanggungan menentukan bahwa apabila debitor cidera janji, maka: a.
pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek
Hak Tanggungan atas kekuvasaan sendiri melalui pelelangan umugy serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, atau b.
berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan,
obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang
pemegang Hak Tanggungan dengan hak medahulu dari pada kreditor-kreditor

“eParal 27 UUPA menetapkan fakior- Gakior yang menyebabkan hapusiya Haok Milik atas tanah adalab
&, karena pencabutan hak berdacsirkan Pasal 18 ULUPA; b karena pemyeraluin dengan sularela oleh
pemibliknya; ¢ karena ditdantarkin; J. irena subjek aknya tdak memenahl syaral sebagal subjek Hak
Milik ates tanal; e karena peralihan hak yang mengakibatkan tanalinya berpindab kepada pihak lan
tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Millk atas Tanaly; £ Hak milik atas tanah juga dapat hapoes
karend tlru.hn':,m rmssmak, rp].lilml,'n karens Id..'.ll'.r:,"ﬂ bencana alam. Pasal 34 ULTPA ln:ntl.:.ph.n I1.a.'p|.;n':,'=
Hak Guna Ussha karena: a jangka wakbunys berakhir; b, dihentikan schebum jeangls walktumya berakhir
karena wsuata syarst tidak dipenublc o dilepeskan oleh pemnegang balnys sebelum janpka waktupyn
berakhir; d. dicabut untuk kepeningan umum; ¢ ditelantarkan . tanahoya musmah; g ketentuan
dalam Fazal 30 ayat (2) UUPA. Pasal 40 U'UPA menentukan hapusmea Hak Guna Bapgusan kavena: a.
jangka waktunya berakhic; b, dibentikan seheluwm jangka wakninya berskhir karena semuatu syaral ddak
dipenuibig o.-difepasian oleh pemegany haknya sebelum jangka wakiunya berakhir; d dicabat unuk
hpmtmg.lq oyt e, ditelantarkan; 0 !u.q.llmlpn. musnah; B ketentuan dalam Pulljh:'l.ﬂ {2 UFTPA.
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lainnya. Jadi pada prinsipnya setiapeksekusi harus dilaksanakan dengan melalui
pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga
yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil
pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan.
Jika hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-
tingginya sebesar nilai tanggungan, maka sisanya menjadi hak pemberi Hak
Tanggungan {lihat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dan
Penjelasannya jo. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan}. Selanjutnya
ghitentukan, untuk menghindari pelelangan obyek Hak Tanggungan, sampai
saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan melalui lelang dapat
dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan
itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan {lihat Pasal 20 ayat (5)
Undang-Undang Hak Tanggungan}.

Di samping kedua cara yang telah disebutkan di atas, ditentukan pula
bahwa dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan
menghasilkan harga tertinggi, maka diberi kemungkinan menyimpang dari
prinsip tersebut di atas, yaitu berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang
Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di
bawah tangan, dengan syarat pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan
setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara termulis oleh
pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan™ dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar
vang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat,™
serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Kemungkinan cara ini
dimaksudkan untuk mempercepat penjualan obyek Hak Tanggungan dengan
harga penjualan tertinggi yang menguntungkan semua pihak {lihat Pasal 20
ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan dan Penjelasannyal.

Demikian cara-cara melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan jika
debitor cidera janji yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

yang dimaksod denpan tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggal pengiriman pos tercatat,
tanggsl penerimasn melokl kurnir, atau tanggsl peagiviman faceimile, Apabila ada perbedaan antara
tanggal pemberitabuan dan wnggal penpumuman yang dimaksud pads ayvat ial jangks waknn sstu
btan dildiung seyak tanggal paling akhic di oatara kedisa tangeal tersebut [Penjelakan Pasal 20 avat {3)
Undang-Undang Hak Tanggungan].

""Fma,uu'll.m:nn dimaksud da:pul ilakubkan melahod sural kabar stao média masa El.i.rul.}'u., m.ll.ﬂn:,'u
radio, nelevisi, stau melalul kedua cars tersebut, Jangkauan surat kaber dan media masia yang
dipergurakan haruslah meliputi e elak obyek Hak Tangpungan yung bermnghutan |Penjelisan
Pasal 20 ayat (3) Undang-Lindang Hak @80 geengin]




Hak Kebendaan yang Memberi Jaminan 231

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang
bertentangan dengan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan
di atas batal demi hukum ({lihat Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Hak

Tanggungan).

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ini juga ditentukan, dalam
hal pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tangggungan
tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan
dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ini. Ketentuan ini dimaksudkan
lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan
dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan
terhadap obyek Hak Tanggungan (lihat Pasal 21 Undang-Undang Hak
Tanggungan dan Penjelasannya).

11. Pencoretan hak tanggungan

Sesudah Hak Tanggungan hapus, Kantor Pertanahan mencoret catatan
Hak Tanggungan tersebut pada buku-tanah hak atas tanah dan sertipikatnya.
Pencoretan catatan atau roya Hak Tanggungan ini dilakukan dengan maksud
demi ketertiban administrasi dan tidak mempunyal pengaruh hukum terhadap
Hak Tanggungan vang bersangkutan yang sudah hapus {lihat Pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang Hak Tanggungan dan Penjelasannyal.

Permohonan pencoretan diajukan oleh pihak yang berkepentingan
dengan melampirkan sertipikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan
oleh kreditor bahwa Hak Tangpgungan hapus karena piutang yang dijamin
pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan
tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang
difamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu telah lunas atau karena
kreditor melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan {lihat Pasal 22 ayat
(4) Undang-Undang Hak Tanggungan}.

lika kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan tersebut, maka
pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah
pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar. Dalam hal
permohonan perintah pencoretan timbul dari sengheta yang sedang diperiksa
oleh Pengadilan Negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada
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Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan {lihat
Pasal %a}r:ﬂ (5) dan (6) Undang-Undang Hak Tangggunan}.
1

Permohonan pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkan
perintah Pengadilan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan
melampirkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang
bersangkutan. Selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan pencoretan
catatan Hak Tanggungan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan vang berlaku dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan {lihat Pasal 22 ayat (7) dan
(8) Undang-Undang Hak Tanggungan].

Dalam hal pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran, maka
hapunya Hak Tanggungan pada bagian obyek Hak Tanggungan yang
bersangkutan dicatat pada buku-tanah dan sertipikat Hak Tanggungan serta
pada buku-tanah dan sertipikat hak atas tanah yang tefah bebas dari Hak
Tanggungan yang semula membebaninya {lihat Pasal 22 ayat (9) Undang-
Undang Hak Tanggungan}.

12. Sanksi administratif

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Hak
Tanggungan. Dalam Pasal 23 ayat (1) ditentukan bahwa pejabat yang melanggar
atau Ialai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1),"'* Pasal 13 ayat (2),"'" dan Pasal 15 ayat (1)* Undang-Undang
Hak Tanggungan danfatau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi

"TPaml 11 ayai (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Enﬁhm Akta Pemberian Hak Tanggungan
waflb dicammomkan: a. nama dan identitas pemegang dan pemberh Hak Tasggungan: b domisl pihok-
plhak sebagaimana dimaksud pads huraf 4 dan apabils i antara mereks ads vang berdomisil & laar
Lndoteds, bagiya harus pula dicantumben suaia domisili pilihan & Indonesia, dan dalom hal domisdli
pllikan u tidak dicannemkan, kamor PPAT fempat pembostan Akta Pemberian Hak Tanggusgan
dianggap sebagal domisili yang dipilih.

**Pasal 13 ayal {2) Undang-Unidang Hak Tanggungan; Sdambat-lambatnya 7 (gub) hart ketja setelih
penandatanganan Akts Pemberian Hak Tanggangan schagaimana dimaksad dalam Pasal 10 ayat (2),
PPAT waiib m»:nl_lnmin.n Akta Pemberan Hak Tanggungan yang hﬂ'l-‘ﬂ'l.skl.l‘l.ﬂ:l‘l. dan warkah lain yang
diperiulon kepada Kantor Perianahan,

"TPasal 15 ayst (1) Undong-Unidaenp Hak Tang pangan: Surat Kuasas Membebanksn Fak Tanpgungan
wiapib dibust dengan aka notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai beriloac: a. vidak
memat kuass enik meakukan perbuatan bukum bin daripads membebankan Hak Tanggungan; b
ticlak memunl kuass substinasi ; c. mencantismkan secara jebis obywk Hak Tanggsngen, jumlab utang
dan nama serta identitas kreditoroya nama dan identioe debitor apbila debitor bukan pemberi Hak

Tanggungan,
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administratif, berupa: a. tegoran lisan; b. tegoran tertulis; c. pemberhentian
sementara dari jabatan; d. pemberhentian dan jabatan®"* Kemudian dalam
Pasal 23 ayat (2} ditentukan bahwa pejabat yang melanggar atau lalai dalam
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4),"" Pasal
16 ayat (4),”* dan Pasal 22 ayat (8)"' Undang-Undang Hak Tanggungan dan/
atau peraturan pelaksansannya dapat dikenal sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjuinya dalam
Pasal 23 ayat (3) ditentukan bahwa pemberian sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) tersebut tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan
menurut peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

E. Hak Jaminan Atas Resi Gudang

1. Pengaturan sistem resi gudnng

Pengaturan tentang Resi Gudang merujuk pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
(selanjutnya disebut UU 9/2006 atau UU Sistem Resi Gudang. Undang-
Undang ini berlaku pada tanggal 14 Juli 2006 dan diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630, Kemudian Undang-
Undang Sistem Resi Gudang ini dirubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor ¢ Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU
9/2011), Undang-Undang 9/2011 ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus

“"Yapg dimaksud dengan pejshat pada avat inl adalah FPAT dan notaris yang disebur i dalam
pasal-pasal yang bersanglman. Pemberian sanksh kepada pelabat tersebun dilakokan oleh pejabai yang
berwentyg menunat ketentuan yang dismbied pads ayal (4). Jenis-fenis hokumannye disesaalkan
dengan berst singannys pelanggiran {Penjelasan Passd 23 ayat (1} Undang-Undang Hak Tan ggungan|

“Pacal 11 wyat (4) Undang-Undang Hak Tengpurgan: Tasggal buku tamah Hsk Tasggangan
sebagatmam dimaksnd pada ayat {3) adalah tanggal har ketsjub seielah penerimaan secam lengkap
sural-surad yang diperhukan bagi pendafiarannys dan jika hari betujiuh ite fauh pada bard lbue bubo-
tanah yang beranghutan diberi bertangyal hari keeja berfkuenya.

B paeal 14 ayal [dd Undmg-l."pdnn; Hak Tmm.u:s_lm TAD“J.I pencatatan Flllh bulku-tanak
sehagatmana dimvakend pada aya (1) adalah tanggal hari ketujuh seiclah diterimanya secan lengkap
aurat-surs? yang dipeelukan bagi pencdafazan beralihnya Hak Tanggomngan dan jiks hae ketujah o ptuh
pradda hard wr, catatan ku diberl bertanpggal hael kerja beribuinya

Wipaesl 22 oayat (8) Undang-Usdang Hak Teaggungin: Kantor Pertansghan melalukan pencoretan
calstan Hak Tanggungan menurul tita cam yang ditemtukan daban peraturan perundang-unsdangan
vang beelaky dalam wakiu 7 (tujuh) hard kerja terhitung segal diterimanya permohonan eebagaimana
dJml.'I.n.nllu-lh mynat {d) dan ayal (7).
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2011 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5231. Kemudian, untuk melaksanakan ketentoan-ketentuan dalam UU 9/2006
joUU 9/2011, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang, yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 lentang
Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut PP 70/2013). Setelah itu, untuk
melaksanakan ketentuan dalam PP 36/2007 jo PP 70/2013, maka ditetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan
Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang, yang
kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33
Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan
Dralam Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut Permendag 14/2021).

Dalam konsideran menimbang huruf a sampai dengan huruf ¢ UU
9/2006 tentang Sistem Resi Gudang, disebutkan alasan-alasan membentuk
undang-undang ini, yaitw:

a, Bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran
produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan
pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b, Bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan
distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai
salah satu instrumen pembiayaan;

¢. Bahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan
dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum
bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang,
maka diperlukan landasan hukum yang kuat.

Dalam Penjelasan atas UU 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang jo.
Penjelasan atas ULl 9/2011 tentang Perubahan Atas UU 9/2006 tentang Sistem
Resi Gudang, pada bagian umum ditegaskan kembali alasan membentuk UU
9/2006 jo. UU 9/2011, yaitu:
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Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis.
Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup
seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat
dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan bersama
pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta
menumbuhkan suasana yang kondusif,

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi
diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat
cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk
menghadapi persaingan tersebut diperiukan instrumen dalam penataan sistem
perdagangan yang efektif dan efisien sehingga harga barang yang ditawarkan
dapat bersaing di pasar global.

Efsiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukong oleh iklim
usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan
perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat wakiu.
Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk
menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan
menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah
pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Dalam konteks
pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah
yang berbasis pertanian tersebut, Resi Gudang merupakan salah satu solusi
untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komediti vang tersimpan di

gudang.

Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan
mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan
menengah yang berbasis pertanian. Kata kunci dari Sistem Resi Gudang adalah
kelaikan gudang (warehouse ability). Diharapkan dengan Sistem Resi Gudang
ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan
para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.
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Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Sistem Resi Gudang pada tanggal 14 Juli 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang pada tanggal 22 Juni 2007, Sistem Resi Gudang
di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik dan meningkat dengan
cepat. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa kelemahan di
lapangan vang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang, diantaranya
adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau
bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan
kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan
kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan
kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.

Mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha dapat
diatasi dengan membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang. Pembentukan
Lembaga Jaminan Resi Gudang (Guarantee Fund) ini memerlukan dasar
hukum yang kuat berupa Undang-Undang karena mewajibkan Pengelola
Gudang umtuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan
membayar sejumlah vang (juran) ke Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga
Jaminan Resi Gudang inilah vang akan bertindak sebagai penjamin apabila
terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap
pemegang Resi Gudang dan pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang,

Dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan
kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola
Gudang) terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat.
Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor,
eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok
tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan Sistem Hesi
Gudang sehingga dalam wakiu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha
yang terlibat, volume barang yang disimpan di gudang, jumlah kredit yang
dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat.

Dalam UU 9/2006 jo. UU 9/2011 tentang Perubahan Atas UU 9/2006
tentang Sistem Resi Gudang ini yang dimaksud dengan:
a. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan
penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi
Gudang,
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b.

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang
disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa
kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi Gudang, indeks atas
Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang,
atau derivatif lainnya dar Resi Gudang sebagai instrumen keuangan,
Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat
dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum,
tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang
dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain
yang ditetapkan oleh Menteri.

Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam
jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara ummum.

Barang Bercampur adalah barang-barang vang secara alami atau
kebiasaan dalam praktik perdagangan dianggap setara serta sama
satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur.

Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang
menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang
menerima pengalihan lebih lanjut.

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan,
baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan
penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan
oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

Hak aminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan,
adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk
pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan
bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.

Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan.

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut
Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang
diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan
pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang,

Lembaga Penilajan Kesesuaian adalah lembaga yang telah mendapat
persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan
untuk menilal atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang
berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan /atau personel terpenuhi.
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m. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi
adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan
Badan Pengawas untuk melakokan penatausahaan Resi Gudang
dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan,
pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan,
seria penyediaan sistem dan jaringan informasi.

n. Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga
Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan
kepentingan pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan
terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola
Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan
menyerahkan barang,

o. Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak
atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesual dengan Akta Pembebanan
Hak Jaminan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. ¢ Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang
Sistem Resi Gudang ini terdiri dari 8 bab (ditambah 1 bab yaita Bab IV A) dan
46 pasal (ditambah Pasal 37 A, Pasal 37 B, Pasal 37 C, Pasal 37 D, Pasal 37 E,
Pasal 37 F, Pasal 37 G, Pasal 37 H, Pasal 37 [, Pasal 40 A, Pasal 42 A, dan Pasal
44 A), dengan struktur sebagai berikut:

BabI : Ketentuan Umum (Pasal 1);

Babll : Lingkup Resi Gudang (Pasal 2 - 18);

Bab III  : Kelembagaan (Pasal 19 - 35);

Bab IV  : Pembukuan dan Pelaporan ( Pasal 36 dan 37)

Bab IV A : Lembaga Jaminan Resi Gudang (Pasal 37 A - 371);

BabV  : Pemeriksaan dan Penyidikan (Pasal 38 dan 39);

Bab V1 : Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana (Pasal 40, Pasal 40A,
Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42A, dan Pasal 43);

Bab VII :Ketentuan Peralihan (Pasal 44 dan 44 A);

Bab VIII :Ketentuan Penutup (Pasal 45 dan 46).

2. Pengertian sistem resi godang dan resi gudang
Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU 9/ 2006 tentang Sistem Resi Gudang,

pengertian dari Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan
penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
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Sedangkan pengertian Resi Gudang merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU 9/2006
yakni suatu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang
vang diterbitkan oleh Pengelola Gudang, Kemudian yang dimaksud Gudang
dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU 9/2006
yakni semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan
dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai
tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan
memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Diungkapkan juga dalam
Pasal 1 angka 9 UU 9/ 2006 bahwa Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan
suatu hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang,
yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan
terhadap kreditor yang [ain,

Sebagai suatu instrumen, Resi Gudang dapat dialihkan dan dijadikan
faminan utang sepenuhnya tanpa mempersyarakatkan adanya agunan lainnya.
Undang-Undang Sistem Resi Gudang bertujuan untuk membuat lembaga
hukum jaminan baru selain yang sudah dikenal dalam hukum jaminan di
Indonesia, seperti, gadai, hipotek, hdusia, juga hak tanggungan. Hal ini
disebabkan resi gudang tidak bisa dijadikan objek yang terbebani oleh salah
satu di antara bentuk jaminan tersebut. Dengan kata lain, UU 9/2006 tentang

gstem Resi Gudang ini melahirkan lembaga hukom jaminan tersendiri
sebagal salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha juga memberikan
kepastian hukum kepada para pihak vang berkepentingan. Melalui undang-
undang tersebut, Resi Gudang dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen
yang bermanfaat bagi para petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani,
koperasi tani, maupun pelaku usaha scbagai suatu instrumen tanda jual dan
pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia
usaha dengan jaminan barang yang disimpan di gudang.

Sementara itu, keberadaan Hak Jaminan atas Resi Gudang juga sudah
diakui sebagailembaga jaminan baru dakam Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/5/PBIf2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagaimana
tertuang dalam Pasal 43 bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai
pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut: Pertama, surat
berharga dan saham yang aktif diperdaganghkan di bursa efek di Indonesia atau
memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; Kedua, tanah, gﬂn'lg,
dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; Ketiga, mesin yang
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merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;,
Keempat, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh)
meter kubik yang diikat dengan hipotek; Kelima, kendaraan bermotor dan
persediaan yang diikat secara fidusia; Keenam, resi gudang yang diikat dengan
hak jaminan atas resi gudang,

Berkenaan dalam hal memperoleh fasilitas kredit dari bank, bank tidak
perlu lagi melihat stapa pemilik Resi Gudang karena yang dijadikan jaminan
kredit adalah Resi Gudang. Kepercayaan financing bank terhadap Resi Gudang
sangat ditentukan oleh reputasi Pengelola Gudang yang menerbitkan Resi
Gudang.

3. Bentuk dan sifat resi gudang

Undang-Undang 9/2006 jo. UU 9/2011 tentang Sistem Resi Gudang
menegaskan bahwa resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola
Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas. Pengelola
Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang
milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan,
pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang
serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Sedangkan Badan Pengawas Sistem
Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang
untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan
Sistem Resi Gudang {lihat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 dan 11 UU 9/2006
jo UL 9/2011}. Ditentukan pula, derivatif resi gudang hanya dapat diterbitkan
oleh bank, lembaga keuangan non bank, dan pedagang berjangka yang telah
mendapat persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang. Yang dimaksud
dengan Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat
berupa kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi Gudang, indeks atas
Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau
derivatif lainnya dar Resi Gudang sebagai instrumen keuangan, Sedangkan
vang dimaksud dengan pedagang berjangka adalah badan ussha yang telah
terdaftar di Badan Pengawas yang hanya berhak melakukan transaksi untuk
diri sendini atau kelompok usahanya {likat Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 1 angka
3 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (2} UU 9/2006}. Kemudian dalam Pasal 2 ayat
(4) dan ayat (5) ditegaskan pula bahwa penatausahaan Resi Gudang dan
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Derivatif Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi™ yang mendapat
persetujuan Badan Pengawas. Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi
untuk melakokan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang
yvang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan,
pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan
informasi {lihat Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) UU 9/2006}.

Dalam Pasal 2 ayat {3) UU 972006 disebutkan bahwa Resi Gudang dan
Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa
wirkat. Pada Penjelasan atas Pasal (2) ayat (3} tersebut ditegaskan bahwa
yang dimaksud dengan Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga
yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah,
sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (scripless) adalah surat berharga yang
kepemilikannya dicatat secara elektronik. Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat,
bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan
secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar
pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan
Resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU 9/2006 ditegaskan bahwa Resi Gudang
terdiri atas Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah. Yang
dimaksud Resi Gudang Atas Nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan
nama pihak yang berhak menenima penyerahan barang. Sedangkan Resi
Gudang Atas Perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah
pihak yang berhak menerima penyerahan barang {lihat Pasal 3 ayat (1), (2),
dan (3) UU 9/2006). Dalam Penjelasan Pasal 3 UU 9/2006 ini dijelaskan
bahwa penggunaan Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah
dalam Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik
barang berdasarkan kebutuhannya. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 3 UU
9/2006 ditegaskan kembali bahwa dinamakan Resi Gudang Atas Nama apabila

""Ergmn Pasat Eﬂg‘lﬂrﬂl da:Pi dilakukan oleh L-,-.mhng.l 5..-'.'I.L']E|B Ilerjanah yang dibertuk
berdmsarkian Undang-Lindang Momor 32 Tahon 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau
badan umha kin yang kluses dibentek untok ity dan memsenohl persysratan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Penatmmahaan oleh Pusat Hegistrash meempunyal tujuan agar peredamn, pengalihan, sevta
penjeminan Besi Gudang dan Derivatsl Besi Gudang bafk yang warkat maugpun tanpa warkat dapai
dipantan oleh Pusat Registrasi seliingga memberikan kepastian hukwm bagl Pemegang Resi Gudan g dan

Kreditor, Selain it dengun penstssahaan yang terpesat akan memodalesn pemerintsh memantau
perlrd.l.l:n nosional [Penjelasan Paal 2 Ay () UL 92008 tentang Sistem Kes Gud.:nﬂ!.




242 Dasar-Dasar Hukum Kebendaan

mencantumkan nama pihak yang berhak menerima harus dengan jelas tanpa
tambahan apapun. Sedangkan Resi Gudang Atas Perintah apabila nama pihak
yang berhak menerima disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas
perintah.

4. Penerbitan resi gudang, resi gudang pengganti, dan derivatif resi gudang

Pengaturan tentang penerbitan Resi Gudang terdapat dalam Pasal 6
UU 9/2006 dan dalam Pasal 2 sampal dengan Pasal 6 PP 36/2007, Pengaturan
tentang penerbitan Resi Gudang pengganti terdapat pada Pasal 7 UU 9/2006
dan dalam Pasal 7 dan 8 PP 36/2007. Mengenai Derivatif Resi Gudang diatur
dalam Pasal 2 ayat (2}, (3), (4), dan (5) UU 9/2006. Sedangkan mengenai
penerbitan Derivatif Resi Gudang diatur dalam Pasal 9 dan 10 serta Pasal 48
dan 49 PP 36/2007.

Pasal 6 UU 9/2006 menentukan bahwa setiap pemilik barang yang
menyimpan di gudang berhak memperoleh Resi Gudang yang diterbitkan
oleh Pengelola Gudang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya {lihat
Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU 9/2006). Selanjutnya dalam PP 36/2007 ditentukan
bahwa: Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang
telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas. Resi Gudang tersebut dapat
diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Dalam hal Resi Gudang
dalam bentuk warkat, terdiri dari Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang
atas perintah. Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap
penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan
Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh
kode pengaman. Barang yang diserahkan ini adalah setiap benda bergerak
yang dapat disimpan dalam fangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara
umum, dan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki
daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan™ b. memenuhi standar mutu
tertentu; dan ¢, jumlah minimum barang yang disimpan.®* Setiap Resi Gudang
yang diterbitkan tersebut ditatausahakan oleh Pusat Registrasi {lihat Pasal 2
ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP 36/2007},

“ranpa menghilangken atoy mengarmgl motu dan jwmloh barang yang bersunghutan sepaniang
dalarms batss boderansi yang berkibn secart umuass dalam prakiek perdagangsn uniuk barang yang

bersanghutan [ Penjebisan Pasal 5ayal (2] honef & PP 362007 fa P 702013]

“Penetapan minimom barang yang disimpan dimaksudkan untuk mendapatkan biaya yang ehsien
[cort-benscht relationship), karena apabils jumlah barang yang distmpan terlilu sedikit maka peoerbitan
Resi Gudang kurang efisien, Oleh karena b pemlah minimem barang vang digmpan ditetapkan oleh
Badan Penpgowas {Penjelasan Pasal 3 ayat (2) loraf ¢, PP 38/ 2007 o, FP7a/20105)|
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Peraturan Pemerintah 36/2007 jo. Peraturan Pemerintah 70/2013
mengatur penerbitan Resi Gudang dalam bentuk warkat dan tanpa warkat.
Penerbitan Resi Gudang dalam bentuk warkat diatur dalam Pasal 4 dan 5,
sedangkan penerbitan Resi Gudang tanpa warkat diatur dalam Pasal 6.

Pasal 5 UU @/2006 yang kemudian dirubah dengan UL /2011
menentukan bahwa resi gudang harus memuat sekurang- kurangnya:
Judul resi gudang:
Jenis resi gudang;™™
MNama dan alamat pihak pemilik barang;
Lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
Tanggal penerbitan;
Nomor penerbitan;
Waktu jatuh tempo simpan barang,™
Deskripsi barang;
Biaya penyimpanan;
Tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang; dan
Dihapus.
Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PP 9/2007 yang kemudian dirubah dengan
PP 70/2013 ditentukan bahwa dokumen Resi Gudang sah apabila memuar:
Judul resi gudang;
lenis resi gudang;"’
Nama dan alamat pithak pemilik barang;
Lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
Tangpal penerbitan;
Nomor penerbitan;
Waktu jatuh tempo simpan barang;
Deskripsi barang;

FT I E® S R TR

“Yang dimakad denpan “jenls Besi Gudang”™ adabih Resd Giadang Atas Nama dfan Besi Gudang Abas
Perntah { Penjelasan Pasal 5 harufb LU 92011 )

*"Yang dimaksod dengan "waktu jatuh tempo smpan barang” sdalah masa janch tempo penyimpanan
barang. Berakhirnys mas jatoh tempo tidak bisa dianggap eebagal berakhirnya hak atas Resi Gedang
oleh Pemegang Resi Godang untuk memuntut hak atas barang Ada 2 meteds penypimpanan bareng: a,
metnde pencampunn (oo-ripgled): dan b mewnds menjaga kdentitas barang (idestity preserve). Metode
terschut harus dinyatakan oleh Pengelola Gudang. Jika barang disimpan dengan metode menjaga
identiras barang, tanggal kadahiarsa dan tanggal jah tempo akan menyebabkan Rest Gudang tdak
berlaku unhik dikuasakan, ditransfer, atan diper palbelikan { Penjekisan Pasal 5 buraf g UU /200 )

“Yang dimaksud dengan “jenis Resi Gudang” sdalab Besi Gudang ates Namo dan Resi Gudang atas
Perintah [Penjelasan Pasal 4 ayat (1) horof b PP 34/2007 jo, PP 7072003
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i. Biaya penyimpanan;

i. Dihapus;

k. Kode pengaman;**

|.  Kop surat pengelola gudang; dan

m. Tanda tangan pemilik barang dan tanda tangan Pengelola Gudang. ™"

Resi Gudang harus diterbitkan dengan penulisan keterangan yang benar

oleh Pengelola Gudang. Dalamy hal terjadi kesalahan penulisan, pengelola
Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan
menerbitkan Resi Gudang yang baru, setelah berkoordinasi dengan Pusat
Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman. Jika terjadi kerugian akibat
kesalahan penulisan tersebut, maka Pengelola Gudang wajib membayar
ganti kerugian. Selanjutnya Pengelola Gudang wajib memberitahukan
penerbitan Resi gudang yang baru kepada Badan Pengawas. Resi Gudang yang
mengandung kesalahan tersebut dinyatakan tidak berlaku, dan dibatalkan oleh
Pengelola Gudang, dan Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang
vang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang tersebut
kepada Pusat Registrasi dan Badan Pengawas. Dalam hal Resi Gudang dibebani
Hak Jaminan, maka Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi gudang yang
dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat
Registrasi, Badan Pengawas, dan penerima Hak Jaminan {lihat Pasal 5 ayat (1),
(2), (3), (4), (5). (6), dan (7) PP 36/2007}.

Resi Gudang dalam bentuk tanpa Warkat diterbitkan oleh Pengelola
Gudang dan ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pemegang Resi Gudang
dalam bentuk tanpa Warkat memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan
atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi. Dan tanda bukti kepemilikan atas
Resi gudang tersebut wajib diserahkan kepada Pemegang Resi Gudang pada
hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat
Registrasi {lihat Pasal 6 ayat (1), (2).dan (3) PP 36/2007].

S Rode pengaman d.l.LeL:lri.ln aleh Pusad Fl.eg'uim:l. uhq.s.l: bkt bahwa Rest El.l.d..:.na tersehist sudak
terdafiar i Pusat Registras) |Pasal 4 aywi (1) dan Penjelamnnya PP W602007 jo. PP 70 2013 )

ang Emaksod dengan "andatangun pemsilik baranp” sdalab tandatangan pihak yang memiliki
barang atan kuass yang dinnjuk, Yang dimaksud denpan fandatangan Pengelola Guding adalah
tandatangan Pengdols Gudang atan kuasa yang ditunjuk [Penjelsan Pazal 4 ayat (1) horof m PP 3602007
o, PP 72003 )L Tandatasgan pemilik barng dan tandatangan Pengelols Gudang dapat dilakukan secam
elektronis dalam beotak tandarasgan digital bags Rest Gudang dalaen bertak tarnga Warkat (libat Pasal 4
siyat (3] PP 34/ 2007 jo, PP yof2013),
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Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, maka Pengelola Gudang
wajib menerbitkan Resi Gudang Pengganti atas permintaaan pemegang Resi
Gudang ™ Permintaan penerbitan Resi Gudang Pengganti tersebut harus
disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,* dan
permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti disampaikan oleh Pemegang
Resi Gudang kepada Pengelola Gudang dengan menggunakan formulir
yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas, Jika Resi Gudang
hilang, maka permohonan diajukan dengan melampirkan bukt keterangan
kehilangan dari kepolisian setempat dan dokumen pendukung lainnya.™ Dan
jika Resi Gudang rusak, maka permohonan diajukan dengan melampirkan Resi
Gudang yang rusak. Selanjutnya Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi
untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan Resi Gudang
Pengganti adalah Pemegang Resi Gudang yang sah.** Pengelola Gudang wajib
metaporkan Resi Gudang yang hilang dan/atau rusak ke Badan Pengawas dan
Pusat Registrasi. Kemudian, Pengelola Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang
Pengganti paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan
penggantian Resi Gudang telah lengkap dan benar {lihat Pasal 7 ayat (1) dan
(2) UU 9/2006, serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan
(6) PP 36/2007}.

Resi Gudang Pengganti dibuat dalam bentuk dan muatan yang sama
sebagaimana aslinya dengan ditambahkan kata "PENGGANTI" di belakang
judul Resi gudang,™ dan diberi kode pengaman yang baru™ Pengelola

Rpsi Gudang yang hilang stau rusak ddak mengubah status Pemegan g Hed Gudang sebagal pemilik
h.umﬂ. Olely krems i, P:nalﬂnh EI.:ILI.II:I.E Mg ey kevaajiban untuk meneditkan Hesi Gudang
bary yang memust penjelasan nomor dan tanggal penerbitan Resd Gudang vang asli dengan diben tanda
kan “Res” Gudang Pengganti’ Resi Godang dikategorikan rusak apabils safu ataw lebih hal-hal yang
scharusnya iercanium dadam Bl Gudang sebagaimans dimakod dalam Pasal 5 thilak terbaca, erhapas,
ataw hilang [Fenjelasan Pasal 7 ayat (1) UL 9/20046],

" alam hal Resi Gudang hilang, maka yang dimaksd dengan bukei-bukn vang dapat dipersanggung-
jawabkan antora lain adalah bokt-bakil berupa sorsi keterangan darl instansi berwenang yang
menpdasiun mengendl hilangnya Resl Godang dan dobomen pendokang lanmea Dalam hal Resi
Guadang rusak, penggantianina hanya dapar dilakokan, spabils Pemegang Besd Gudaisg menyerahkas
Resi Gudang yang musak tersebut kepada Pengelols Gudang | Penjelisan Pasal 7 ayat (2) UL /23006).

*“Yang dimakiud dengan “dokumen perslulung laineya” adalah dokomen pada sial memasukkan
barang antara lain sertifikat untuk barang dan polis asuransi (Penjpclasn Pasal & ayat (2) PP 3602007,

%alah satu carn memast tkan babwa pihak yang mengajukan adalah Pemegang Resi Gudang yang sah
adalah dengan berkoordimas dengan Pusst Registrasi | Penjelasan Pasal 8 ayad {4) PP 36/2007],

e R | ibw i e antemban kata "PEMNGGANTT pada Best Gudang Pengpann dimaksudian uuk
membchankan ranggung fwab kepads Pengelola Gudang wniuk menanpggung sepals keruglan vang
timbal skibar ik dicantumban kats “PENGGANRTI™ [Pemjelagan Pasal 7 ayat (23 PP 36/2007).

“Kode pengamat bagl Resi Gudang Pengganty adalah kode pengaman yang baru yang berbeda dan
kode pengaman Resi Gudang vang resak atau hitang kode pengaman yang dipakai obch Resi Gudang
yang rusak atau hilang meajdi tidak sab lagl (Penjdasan Pasd 7 ayal (4) PP 3602007
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Gudang bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita oleh setiap pihak
sebagai akibat dari tidak dicantumkannya tanda kata "Resi Gudang Pengganti”.
Resi Gudang Pengganti harus memuat nomor penerbitan Resi Gudang yang
hilang atau rusak. Resi Gudang yang hilang atau rusak dinyatakan tidak berlaku
setelah diterbitkan Resi Gudang Pengganti. Resi Gudang yang rusak dinyatakan
tidak berlaku, dibatalkan oleh Pengelola Gudang dan wajib dimusnahkan **
Rest Gudang Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Resi
Gudang yang digantikan {lihat Pasal 7 ayat (3), (4), dan (5) UU 9/2006 serta
Pasal 7 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 8 ayat (7) PP 36/2007}.

Mengenal Derivatif Resi Gudang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4),
dan (3) UU 9/2006 jo. UU 9/2011. Pasal 2 ayat (2) UU 9/2006 menentukan
bahwa Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga
keuangan non bank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan
Badan Pengawas. Pasal 1 angka 3 UU 9/2006 memberikan pengertian
Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak
berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat
berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari
Resi Gudang sebagai instrumen keuangan. Selanjutnya ditentukan bahwa
Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk
warkat atau tanpa warkat. Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi
Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan
Pengawas. Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi untuk melakukan
penatausahaan Resi Gudang dan  Derivatif Resi Gudang yang meliputi
pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak
jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi {lihat
Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UU 9/2006}.

Sedangkan mengenai penerbitan Derivatif Resi Gudang diatur dalam
Pasal 9 dan 10 PP 36/2007. Dalam Pasal 9 PP 36/2007 ditegaskan kembali bahwa

Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga ketangan
nonbank, dan Pedagang Berjangka®™ yang telah mendapat persetujuan Badan

“Pempensan kewojiban kepada Pengelola Gudang wneuk memusnahdan Hest Godang yang
mengandung kesalaban dimabksudien untuk membebankan kewajibon kepada Pengelola Gudang untuk
bertangpung jawals siss segals kerugian vang dismbulkan terladap kelalaian pelaksanuan kewsiban
tersebaul [Penfeamn Pasal & ayal (7] PP 3siam7],

*Yamg dimaksoed dengan "Pedagang Berjangka” adalab pedagang berjangka sebagaimana dimaksud
dalam ondang-undarg di bideng perdagangan berjangka komodei [Penjebisan Pasal 9 ayat (1) PP
A an0T]
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Pengawas. Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau
tanpa warkat. Selanjutnya ditentukan pula bahwa Derifatif Resi Gudang yang
diterbitkan oleh penerbit Dernvatif Resi Gudang wajib ditatausahakan oleh
Pusat Registrasi. Pemegang Derivatif Resi Gudang memperoleh tanda bukti
pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang dari Pusat Registrasi, dan
tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang tersebut wajib
diserahkan kepada pemegang Derivatif Resi Gudang pada hari dan tanggal
yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi {lihat
Pasal 9 ayat (1) dan (2), serta Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) PP 36/2007].

Mengenai proses untuk mendapatkan persetujuan sebagai penerbit
Derivatif Resi Gudang diatur dalam Pasal 48 dan 49 PP 36/2007. Dalam Pasal
48 ayat (1) PP 36/2007 ditegaskan kembali bahwa kegiatan sebagai Penerbit
Derivatif Resi Gudang hanyas dapat dilakukan oleh bank, lembaga kevangan
nonbank, dan pedagang berjangka dan telah mendapat persetujuan Badan
Pengawas. Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penerbit Derivatif Resi
Gudang, bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
sistem resi gudang;
b. Memiliki perangkat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan
perdagangan derivatif;
Memiliki laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
Memiliki rekomendasi dari otoritas yang membawahinya; ™
Memiliki surat izin usaha;
Memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp); dan
Memenuhi persyaratan kevangan yang ditetapkan oleh badan
pengawas.
Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka
bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka wajib mengajukan
permohonan kepada Badan Pengawas {Pasal 48 ayat (3) PP 36/2007].
"haszl 48 ayat {33 PP W/ 2007
"Yamg dimaksud dengan “otoritas vang menbawahima” adalah:
o Bank Indonesis anmk bank;
g Badan Pengawas Pasar Modal dan Lenbaga Kauangan (BAPEPAM-LE] umiuk lembage kevan gan
msalannk dan

. Badan Pengawas Perdagangan Berjangls Komoditas (RAPFEBTT ) widuk Pedagang Berjfangla
IF':'ulluh.l.'m Pazal 48 ayal {2} heruf d PP 3602007}

R T R -
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Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Pengelola Gudang,
Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi dan termasuk
Penerbit Derivatif Resi Gudang disampaikan paling lambat 45 {empat puluh
lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Badan Pengawas.
Jika dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima} hari sejak permohonan diterima
secara lengkap dan benar Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan
atau penolakan permohonan perseiujuan, maka Badan Pengawas dianggap
menolak permobonan persetujuan. Dalam hal permohonan persetujuan
ditolak, maka Badan Pengawas harus menyampaikan alasan penolakan secara
tertulis. Badan Pengawas mengenakan biaya pemberian persetujuan tersebut
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 49 ayat
(1), (2), (3) dan (4) PP 36/2007}.

Pengaturan lebih lanjut dan rinci mengenai penerbitan Sistem Resi
Gudang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komeoditi Nomor 07/BAPPEETI/PER-5RG/3/2008 tentang Pedoman Teknis
Penerbitan Resi Gudang. Pedoman teknis ini sendiri dimulai dari proses
penerbitan ResiGudang itu sendiri yang meliputi pihak yang dapat menerbitkan
Resi Gudang, bentuk Resi Gudang yang dapat diterbitkan, pendaftaran Resi
Gudang ke Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman, penerbitan
Resi Gudang Pengganti, serta pendaftarannya ke Pusat Registrasi yang akan
dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya di bawah ini:

4, Penyimpanan Barang

1} Pemilik barang atau kuasanya mengajukan surat permohonan
kepada Pengelola Gudang untuk menyimpan barang sesua
Formulir Nomor SRG-0PR.46;

2} Pengelola Gudang menerima permohonan pemilik barang atau
kuasanya untuk menyimpan barang;

3} Pengelola Gudang dan pemilik barang atau kuasanya membuat
Surat Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB) dengan contoh
bentuk dan isi sesuai contoh Formulir Nomor SRG-0OPR.47;

4) Pemilik barang atau kuasanya memberitahukan rencana
pemasukan barang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Rencana Pemasukan Barang sesuai Formulir Nemor SRG-
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5)

fi)

7)

8)

9)

OPR.48 kepada Pengelola Gudang dan diterima paling lambat 1
(satu) hari sebelum pemasukan barang di gudang;

Pengelola Gudang menyampaikan permohonan uji mutu barang
kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian mutu barang dengan
melampirkan surat permohonan penilaian kesesuaian untuk
mutu barang sespai Formulir Nomor SRG-OPR . 49;

Lembaga Penilaian Kesesuaian mutu barang melakukan uji mutu
barang sesuai surat permohonan penilalan kesesualan untuk
mutu barang;

Lembaga Penilaian Kesesuaian mutu barang mengirimkan hasil
uji mutu barang kepada Pengelola Gudang melalui SRG-Online
dan menyampaikan dokumen hasil uji kepada Pengelola Gudang;
Pengelola Gudang melakukan pembongkaran, penimbangan
barang, dan menandatangani BABM sesuai Formulir Nomor
SRG-OPR.50;

Pengelola Gudang menginput data jumlah barang yang
dimasukkan sesuai dengan BABM melalui SRG-Online;

10) Pengelola Gudang memverifikasi data hasil uji mutu barang

melalui SRG-Online;

11} Pengelola Gudang wajib mengasuransikan barang disimpan

yang dapat meliputi asuransi kebakaran, kehilangan/kecurian,
dan/atau kebanjiran. Pengelola Gudang dapat menutup fidelity
insurance (asuransi kegagalan pengelola gudang) atau professional
indemnity insurance.

b. Penerbitan Resi Gudang

Setelah penyimpanan barang dilakukan, Pengelola Gudang
melakukan penerbitan Resi Gudang dengan tata cara sebagai berikut:

1)

1)

Pengelola Gudang memverifikasi nilai barang dengan
menggunakan referensi harga dan menginput data untuk Resi
Gudang melalui SRG-Online dan meminta kode pengaman
untuk Resi Gudang kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online.

Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap:

a) Legalitas Pengelola Gudang (telah mempercleh persetujuan
BAPPEBTI dan identitas serta spesimen tanda tangan pihak
yang berhak menandatangani Resi Gudang telah sesuai);

b} Legalitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (telah memperoleh
persefujuan BAPPEBRTI);
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¢) Jenis barang (sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam
Sistern Resi Gudang);

d) Polis asuransi (bahwa atas barang telah ditutup polis
asuransil;

e} Waktu jatuh rempo simpan barang (tidak melebihi daya
simpan barang); dan

f} NWilai barang (nilai barang yang dimasukkan dalam SRG-
Online tidak melebihi toleransi harga sesuai informasi harga
vang tersedial atau harga pasar),

i) Dalam hal hasil verifkasi data untuk Resi Godang memenuhi
ketentuan, maka Pusat Registrasi menerbitkan kode pengaman
dan dalam hal verifikasi data untuk Resi Gudang yang tidak
memenuhi syarat akan ditolak penerbitan kode pengamannya
oleh Pusat Registrasi. Selanjutnya, Pusat Registrasi akan
memberitahukan alasan penoclakan penerbitan kode pengaman.
MNamun, apabila Resi Gudang telah memenuhi ketentuan maka
Pengelola Gudang akan mengirimkan bukti konhrmasi telah
diterimanya kode pengaman melalui SRG-Online;

4} Pengelola Gudang mencetak Resi Gudang dengan bentuk dan
isi sesuai Formulir Nomor SRG-OPR.51.A. (Resi Gudang Atas
MNama) dan Formulir Nomor SRG-OPR. 51.B (Resi Gudang Atas
Perintah), serta menandatangani Resi Gudang bersama-sama
dengan pemilik barang atau kuasanya;

5) Pengelola Gudang menyerahkan Resi Gudang kepada pemilik
barang atau kuasanya;

6) Pengelola Gudang memberitahukan telah diterbitkannya Resi
Gudang melalui SRG-Online kepada Pusat Registrass;

7} Pusat Registrasi melakukan penatausahaan Resi Gudang atas
dasar pemberitahuan dari Pengelola Gudang melalui SRG-
Online;

8) Pusat Registrasi memberikan identitas pemakai (user id) dan
kode akses rahasia (password) langsung kepada setlap pemegang
Rest Gudang.

¢. Penerbitan Resi Gudang Pengganti

1} Pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan dalam hal

Resi Gudang dibebani Hak Jaminan mengajukan permochonan
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2)

1)

4)

5)

&)

&)

9)

untuk penerbitan Resi Gudang Pengganti dengan menggunakan
Formulir Nomer SRG-0OPR.53;

Berdasarkan permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti
yang diterima Pengelola Gudang, Pengelola Gudang akan
melakukan verifikasi keabsahan pemohon;

Setelah melakukan verifikasi, Pengelola Gudang menyatakan Resi
Gudang yang rusak tidak berlaku lagi dengan membubuhkan
tanda “resi gudang tidak berlaku” pada Resi Gudang yang rusak
atau hilang dan menyimpannya selama tiga tahun;

Kesi Gudang yang telah disimpan selama tiga tahun sebagaimana
dimaksud pada butir tiga di atas dapat dimusnahkan. Pemusnahan
Resi Gudang dilakukan dengan menandatangani berita acara
pemusnahan Resi Gudang asli yang rusak dengan bentuk dan isi
sesuai dengan model Formulir Nomor SRG-0OPR.54;

Pengelola Gudang meminta kode pengaman yang baru kepada
Pusat Registrasi;

Pusal Registrasi menerbitkan kode pengaman yang baru setelah
melakukan verifikasi data Hesi Gudang serta mencatat bahwa
Resi Gudang yang akan digantikan tidak berlaku lagi;

Pengelola Gudang menyampaikan konfirmasi kepada Pusat
Registrasi bahwa kode pengaman telah diterima dengan baik;
Pengelola Gudang mencetak dan menerbitkan Resi Gudang
Pengganti yang bentuk dan isinya sesuai dengan model Formulir
Nomor SRG-OPR.51.C (Resi Gudang Pengganti untuk Resi
Gudang Atas Nama) dan model Formulir Nomor SRG-OPR.51.D
(Resi Gudang Pengganti untuk Resi Gudang Atas Perintah);
Pengelola Gudang memberitahukan telah diterbitkannya Resi
Gudang Pengganti kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online;

10} Pusat Registrasi melakukan penatausahaan HResi Gudang

Pengganti atas dasar pemberitahuan dari Pengelola Gudang;

11} Pengelola Gudang menyerahkan Resi Gudang Pengganti

kepada pemegang Resi Gudang yang mengajukan permohonan
penggantian atau penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang

dibebani Hak Jaminan.

d. Penerbitan Resi Gudang karena terjadi kesalahan penulisan
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Apabila terjadi kesalahan penulisan, Pengelola Gudang wajib segera
mengganti kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi
Gudang yang baru dengan tata cara sebagai berikut:

1)

3)

4}

5)
6)

7)

8}

Q)

Jika Pengelola Gudang menemukan kesalahan penulisan setelah
Resi Gudang mendapat kode pengaman dan dicetak namun
belum ditandatangani dan/atau diserahkan kepada pemilik
barang, maka Pengelola Gudang wajib memberitahukan adanya
kesalahan penulisan kepada Pusat Registrasi dan BAPPEBTL
Apabila Pengelola Gudang mepemukan kesalahan penulisan
setelah Resi Gudang dicetak, ditandatangani, dan diserahkan
kepada pemilik barang, maka Pengelola Gudang wajib
memberitahukan adanya kesalahan penulisan kepada pemegang
Resi Gudang terakhir, penerima Hak Jaminan (dalam hal Resi
Gudang sedang dijaminkan), Pusat Registrasi, dan BAPPEBTL
Pengelola Gudang bersama pihak terkait melakukan verifikasi
atas kesalahan penulisan Resi Gudang tersebut  dengan
mengacu kepada dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam
menerbitkan Resi Gudang dan dituangkan dalam berita acara
hasil verifikasi dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Resi
Gudang baru.

Pengelola Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan
tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang baru dengan tata cara
sebagaimana diatur dalam huruf f lampiran.

Jika terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan menjadi
tanggung jawab dari Pengelola Gudang.

Resi Gudang yang mengandung kesalahan dinyatakan tidak
berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang,

Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang
dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang
kepada Pusat Registrasi dan BAPPEBTI.

Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, maka Pengelola
Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak
berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat
Registrasi, BAPPEBTI, dan penerima Hak Jaminan.

Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran data berdasarkan
laporan Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada hurut
enam dan tujuh.
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5. Pengalihan resi gudang

Pasal 11 ULf 9/2006 jo. Pasal 11 ayat (1) PP 36/2007 menentukan bahwa

pengalihan Resi gudang dapat terjadi karena:

pewarisan;

hibah;

jual beli; dan/atau

sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk

pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula

merupakan Pemegang Resi Gudang,

Resi Gudang vang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan. *" Pengalihkan

Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Resi

Gudang jatah tempo. Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak

atas dokumen dan barang, sedangkan pihak yang mengalihkan Resi Gudang

memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
a. Resi Gudang tersebut asli;
b. Penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas
setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang*™

c. Pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi
Gudang;

d. Penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung
jawab atas kesalahan pengalihan pemegang Resi Gudang terdahulu;
dan

e. Proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-
undang.

{Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 9/2006 jo. Pasal 11 ayat (2), (3), (4), dan (5)

PP 36/2007}.

BT e

Pihak yang mengalibkan Resi Gudang wajib melaporkan pengalihan
kepada Pusat Registrasi™ secara tertulis atau elektronis dan menyampaikan
tembusannya kepada Pengelola Gudang paling lambat pada han berikutnya.
Kemudian Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi telah terjadinya

Eerentaan nd dimakswikan untuk mencegel wjadinga peryalahgunaan Resi Gudang vang telah
futuhs tempo, yang dapar menim bulkan Reraglan bags pitak b [Fenjelasan Pasal 8 ayan (4) UL o/2006).

“Yang dimakiud dengin “mengganggo keabsakan Resi Gudang” termasuk Resi Gudang dalam
keadaan sengheta |Penjelasan Pasal 11 ayat (5] horuf b PP 36/2007),

*“Retentuan ini dimaksudkan untuk memberitkan perlindungan hekum kepads Pemegang Rem
Gudang bertisinya | Penpedasan Pasal 8 avat (3) LU 9f3 006,
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pengalihan kepada pihak yang mengalihkan dan kepada penerima pengalihan
dengan tembusan kepada Pengelola Gudang paling lambat pada han
berikutnya™* {lihat Pasal 8 ayat {3} UU 9/2006 jo. Pasal 11 ayat (6) dan (7) PP
36/2007).

Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Nama dilakukan
dengan akta autentik disertai dengan penyerahan Besi gudang, sedangkan
pengalihan Resi Gudang dalam bentuk Warkat Atas Perintah dilakukan dengan
endosemen disertai dengan penyerahan Resi Gudang {lihat Pasal 8 ayat (1)
dan (2) UU 9/2006 serta Pasal 12 dan 13 PP 36/2007}.

Dalam hal pengalihan Resi Gudang dalam bentuk tanpa Warkat, maka
pihak yang mengalibkan wajib melaporkan secara tertulis atau elektronis
pengalihan Resi Gudang dalam bentuk tanpa Warkat tersebut ke Pusat
Registrasi, Pengalihan Resi Gudang dalam bentuk tanpa Warkat dilakukan
dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi. Selanjutnya
Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis
pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, dan
Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya | Pasal 14 ayat (1), (2).
(3), (4), dan (5) PP 36/2007}.

Mengenai pengalihan Derivatif Resi Gudang diatur dalam Pasal 15 PP
36/2007. Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar
bursa.** Dalam hal Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di bursa, maka
tatacara transaksi dan penvelesaian tunduk pada ketentuan bursa dan/atau
lembaga kliring tempat Derivatif Resi Gudang tersebut diperdagangkan.
Sedanghkan dalam hal Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di luar bursa,
maka tatacara transaksi dan penyelesaian tunduk pada peraturan penerbit
Derivatif Resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/
atau lembaga kliring {lihat Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) PP 36/2007}.

Pihak yang mengalihkan Derivatif Resi Gudang wajib melaporkan secara
tertulis atau elektronis ke Pusat Registrasi, Pengalihan Derivatif Resi Gudang

"“"Pem galthan Resd Gudang teridi pada saut endosemen Revi Gudang dan diserabkannya Resi Godang
kepada penerima pengalihan Resi Gudang [Penjelasan Pasal |1 syat (7) PP 36/2007)

Pyl 9 pyat 1) UL i 2006 Kesl Gudang dan Derbvatil Resl Gadang dapat diperdapangkan di bairsa
ataw i luar bursa. Penjelisan Pasal 9 ayal (1) UL o/ 2006 Yong dimekaud dengan barsa adalah bussa
beranghks, burs efek, ufau bursi lain sebagal pasir yang lensrgunissi {or gined market).

“'Pasal g avat (1) PP 36/2007 © Derivatil Rest Gudung hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga
Lﬂ.LI:I.[l!,-l.I'I nonbank, dan PHIEF.I.'IE Eerlun!_kn yany telah mnldn.pu persetujuan Hadan Frml,um
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dilakukan dengan pemindabbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi.
Selanjutnya Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau
elektronis pengalihan kepada pihak yang mengalibkan, penerima pengalihan,
dan penerbit Derivatif Resi Gudang paling lambat pada hari berikutnya (lihat
Pasal 15 ayat (4), (5), dan (6) PP 36/2007}.

6. Penyelesaian transaksi

a. Penyerahan barang

Penyerahanbarang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Resi
Gudang wajib dilakukan oleh Pengelola Gudang kepada pemegang Resi Gudang
pada saat Resi Gudang tefah jatuh tempo dan/atau atas permintaan pemegang
Resi Gudang, Pengelola Gudang menyerahkan barang kepada pemegang Resi
Gudang terakhir™* Penyerahan barang dapat dilakukan jika pemegang Resi
Gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyampaikan permintaan
tertulis kepada Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang; b. memenuhi
kewaiibannya kepada Pengelola Gudang; dan ¢ menyerahkan Resi Gudang
{lihat Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 9/2006 dan Pasal 25 ayat (1) dan (2} PP
362007},

Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan
bahwa pihak yang mengajukan permintaan untuk menyerahkan barang
adalah pemegang Resi Gudang yang sah. Jika Pengelola Gudang menolak
untuk melakukan penyerahan barang, maka beban pembuktian berada pada
Pengelola Gudang untuk membuktikan adanya alasan yang sah terhadap
penolakan tersebut. Penyerahan barang dilakukan oleh Pengelola Gudang
setelah melakukan verifikasi status Resi Gudang dan status pemegang Resi
Gudang kepada Pusat Registrasi {Pasal 25 ayat (3), (4), dan {5) PP 36/2007}.

Dalam hal sebelum jatuh tempo pemegang Resi Gudang meminta
Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian, maka Pengelola
Gudang wajib memenuhi permintaan tersebut dengan mencatat tanggal,
jumlah penyeraban barang, dan barang vang tersisa, setelah menerima
konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya dari Pusat

“ang dimakedd dengan pemegang RBesi Gudang terakhie adalah oreng atau pihak yang terakhir
tertera manianyd dalas Resl Gudeng. Dalem hal Resd Gudang. tanpa warkat, pihak wrakhic yang dicata
secara elektronis adalah phak yang berhak menecima penveraban barang |Penielasin Pasal 17 ayal (2)
LI g 2008,




256 Dasar-Dasar Hukum Kebendaan

Registrasi. Jika Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, penyerahan barang
sebagian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis penerima
Hak Jaminan. Penyerahan barang sebagian dapat dilakukan jika pemegang Resi
Gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyampaikan permintaan
tertulis kepada Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian; b.
memenuhi kewajibannya kepada Pengelola Gudang; dan ¢. menyerahkan Resi
Gudang {lihat Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) PP 36/2007].

Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan
bahwa pihak yang mengajukan permintaan untuk dilakukan penyerahan
barang sebagian adalah pemegang Resi Gudang yang sah. Jika Pengelola
Gudang menolak untuk melakukan penyerahan sebagian barang maka beban
pembuktian berada pada Pengelola Gudang untuk membuktikan adanya alasan
yang sah terhadap penolakan tersebul. Penyerahan barang sebagian dilakukan
oleh Pengelola Gudang setelah melakukan veribkasi status Resi Gudang
dan pemegang Resi Gudang kepada Pusat Registrasi. Pusat Registrasi wajib
memberikan konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya
kepada Pengelola Gudang pada hari yang sama {lihat Pasal 26 ayat (4}, (5), (8},
dan (7) PP 36/2007},

Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang wajib melakukan
endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan
sebagian barang*” Penyerahan barang sebagian wajib dilaporkan oleh
Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi. Selanjutnya Pusat Registrasi
melakukan pemuktakhiran data perubahan saldo rekening Resi Gudang dan
menyvampaikannya kepada pemegang Resi Gudang dan Pengelola Gudang.
Kemudian Pengelola Gudang menyerahkan kembali Resi Gudang yang telah
dilakukan endosemen kepada pemegang Resi Gudang atau penerima Hak
Jaminan apabila Resi Gudang dibebani Hak Jaminan {lihat Pasal 27 ayat (1),
(2), (3), dan (4) PP 36/2007}. Pengelola Gudang bertanggung jawab atas
kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalajannya
dalam menyimpan dan menyerahkan barang (lihat Pasal 28 PP 36/2007).

“Edosemen dilakukan denpgai cera mencantumban kalimal pada Resl Gualang "Telah dilakukan
penyerahan barang sebagian atas permohonan pemegang Resi Gudan g sejismilah .. sehingga slsa barang
menjadisejumbah ., " dam ditasdatangaioleh Pengebols Gudang dan pemegang Resi Gudang (Penjelasan
Paiad 27 ayat {1} PP 342007 |,
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b.

Penjualan barang
1} Penjualan barang karena cidera janji

Jika pemegang Resi Gudang cedera janji kepada Pengelola
Gudang, maka Pengelola Gudang mempunyai hak untuk melakukan
penjualan barang yang disimpan di Gudang atas kekuasaan sendiri
tanpa memerlukan penetapan pengadilan, dengan persetujuan
Badan Pengawas. Penjualan barang yang disimpan di Gudang atas
kekuasaan sendiri tersebut dapat dilakukan melalui: a. lelang umum;
dan b, penjualan langsung {lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP 36/2007}.

Dalam hal penjualan barang dilaksanakan melalui lelang
umum, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sebelum melakukan lelang umum, Pengelola
Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan
Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan (harus
memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut,
serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum) kepada Badan
Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan lelang
umum. Selanjutnya Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan
atau penolakan atas permohonan tersebut paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum dilakukan lelang umum. Jika Badan Pengawas tidak
memberikan persetujuan atan penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari
sebelum dilakukan lelang umum, maka Badan Pengawas dianggap
menyetujui lelang tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat
pelaksanaan lelang unum adalah sesuai dengan pemberitahuan yang
disampaikan oleh Pengelola Gudang {lihat Pasal 30 ayat (1), (2}, (3),
(4), dan (5) PP 36/2007}.

Dalam hal penjualan barang dilaksanakan melalui penjualan
langsung, maka dilakukan dengan mengupayakan harga terbaitk
yang menguntungkan para pihak Sebelum melakukan penjualan
langsung, Pengelola Gudang wajib  memberitahukan  kepada
pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan
permohonan persetujuan (harus memuat alasan dan kemungkinan
yang terjadi atas barang tersebut, harga serta tanggal dan tempat
pelaksanaan penjualan langsung) kepada Badan Pengawas paling
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lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.
Selanjutnya Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atan
penolakan atas peérmohonan tersebut paling lambat 3 (tiga) han
sebelum dilakukan penjualan langsung. Jika Badan Pengawas tidak
memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari
sebelum dilakukan penjualan langsung, maka Badan Pengawas
dianggap menyetujui penjualan langsung tersebut dengan harga serta
tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung adalah sesuai
dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang
{libat Pasal 31 ayat (1), (2). (3), (4), dan (5) PP 36/2007}.

2) Penjualan barang karena rusak

lika barang yang disimpan di Gudang mengalami kerusakan
karena kelalaian Pengelola Gudang, maka Penpelola Gudang wajib
mengganti barang dengan kualitas dan jumlah yang sama atau
uang sejumlah harga beli barang sesuai dengan harga pasar. Dalam
hal barang vang disimpan di gudang mengalami kerusakan karena
kelalaian Lembaga Penilaian Kesesuaian, maka Lembaga Penilaian
Kesesuaian wajib mengganti barang dengan kualitas dan jumlah yang
sama atau uang sejumlah harga beli barang sesuai dengan harga pasar
{lihat Pasal 32 ayat (1) dan (2} PP 36/2007}.

Terhadap barang yang rusak tersebut, Pengelola Gudang
berhak melakukan penjualan langsung atas barang yang disimpan
di Gudang. Sebelum melakukan penjualan langsang, Pengelola
Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang
dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan
(memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut,
harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung)
kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum
dilakukan penjualan langsung. Selanjutnya Badan Pengawas wajib
memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum dilakukan penjualan langsung. Jika Badan Pengawas tidak
memberikan persetujuan atau penolakan dalam wakiu 3 (tiga) han
sebelum dilakukan penjualan langsung, maka Badan Pengawas
dianggap menyetujui penjualan langsung tersebut dengan harga serta
tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung adalah sesuai
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dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang
{lihat Pasal 32 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) PP 36/2007}.
¢. Berakhirnya resi gudang
Resi Gudang dinvatakan tidak berlaku apabila-**
1) Telah jatuh tempo;
2) Dilakukan penyerahan barang; dan
3) Dilakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung,
Pusat Registrasi wajib memberitahukan secara tertulis atan elektronis
mengenai Resi Gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari
sebelum tanggal jatuh tempo Resi Gudang kepada:
1} Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang dalam hal Resi Gudang
tidak dibebani Hak Jaminan; atau
2) Pengelola Gudang, pemberi Hak Jaminan dan penerima Hak Jaminan
dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan.
Selanjutnya Pengelola Gudang wajib memberitahukan secara tertulis atau
elektronis kepada pemegang Resi Gudang mengenai Resi Gudang yang akan
jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo Resi
Gudang.

{lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) PP 36/2007}
7. Kelembagaan dalam sistem resi gudang

Dalam UU 9/2006 tentang Sistern Resl Gudang dan dalam PP 36/2007
disebutkan bahwa kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan
oleh Menteri Perdagangan. ™ Namun dalam operasionalnya, penyelenggaraan
Sistem Resi Gudang dijalankan oleh beberapa lembaga Pada awalnya dalam
UL 9/2006 jo. PP 36/2007 kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri atas:
a. Badan Pengawas; b. Pengelola Gudang; c. Lembaga Penilaian Kesesuaian;
dan d. Pusat Registrasi. Kemudian lembaga dalam Sistem Resl Gudang ini

T Pagal 33 ayat {1} PP 34/2007.

Papsl 16 UL @/ 2006 jo, Pasal 34 ayat (1) PP /2007 : "Kebijgkan emam di bidang Sistem Res
Cusdanp ditetaphkan cleh Menteri™, Menter vang dimaksud disinl adalsh Menteri yang melaksanakan/
menyehen ggarakan urasan pemenntahan di bidang perdagan gan (Pasal | snglka 10 UL 2o fo, Pasal
1 angka 11 PP 3/2007) Yang dimaksuad dengan kebbjakan umum adalah kebiakan i bidang vang
secara langseng atau tdak langsung berkagan dengan kebfakan mengenal periindungan kepentimgan
masyarakal terhadap kemunghinan penyalabgunaan Sistem Besi Gudang, kelancaran distrbusi Barng,
dan efsien biya {F‘-m.r:lﬂm Pasal 1y LI a2 )
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bertambah dengan ditetapkannya Lembaga [aminan Resi Gudang yang diatur
dalam UU 9/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dengan demikian kelembagaan dalam
Sistem Resi Gudang terdiri atas: a. Badan Pengawas; b. Pengelola Gudang; c.
Lembaga Penilaian Kesesuaian; d. Pusat Registrasi; dan e. Lembaga Jaminan

Resi Gudang.
a. Badan pengawas

Badan Pengawas merupakan unit organisasi di bawah Menteri yang
diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan
pelaksanaan Sistem Hesi Gudang {Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 20 ayat (1) UU
9/2006}, dan bertanggung jawan kepada Menteri {Pasal 20 ayat (2) UU 9/2006}.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Badan Pengawas
memiliki wewenang sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 UU 9/2006 yang
kemudian dirubah dengan UU 9/2011 sebagai berikut:

1) Memberikan Persetujuan Kepada Pengelola Gudang, Lembaga
Penilaian Kesesuaian, Dan Pusat Registrasi Serta Bank, Lembaga
Keuangan Nonbank, Dan Pedagang Berjangka Sebagai Penerbit
Drerivatif Resi Gudang;

2) Melakukan Pemeriksaan Teknis Terhadap Pengelola Gudang, Lembaga
Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, Dan Pedagang Berjangka;™

3) Memerintahkan Pemeriksaan Dan Penyidikan Terhadap Setiap Pihak
Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Undang-
Undang Ini DanfAtau Peraturan Pelaksanaannya;*

4) Menunjuk Pihak Lain Untuk Melakukan Pemeriksaan Tertentu;™

Piang difmekeied dengan “penerkesan telink” adalah ranglabin kegistan inencarl, mengumpulian,
dan mengelah dets danfatau keterangan lun yang dilakukan obleh pernerikea untuk menemiukan sda atau
tidakmya pelanggaran terhadap ketenfean peraturan perundangundangan dalim Sigtem Be Goadang
{Penpdasan Pasal 32 buraf b UL 3011},

*Yang dimaksoud dengan pemenkssan adalah pemeriksaan secara berkala atan sewalim-wakiu
diperdukan. Pemerikaan wrsebut dapat dilakukan oleh Badan Fengawas stau pibak bain yang ditanjuk
wistik memeriks l.1.|:||:|rm dan catstan seperti Flrmlm.klnn, dolmien, atau catatan lain. .|.||'I'\.'I.l!|11 dalam
pemerkman bersebuf diterukan ansur-ansur tindak pidana. akan dilakukan penyidikan obdh pejabet
vang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan perindanp-andangsn (Penpelasan Pasal 20 borad ¢
UL zo06 ),

HePilak laln vang dapat ditanjuk cleh Badan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan schagabmana
dimaksisd pada barif ini, misaloys, akantan publik, kordultan hukum, ahll komodits, atas ahll
luboratoriem wotuk memerkss kaws-kasus tertentn dari Pengelola Gudang, Lembaga Penibian
Besessain, Pt H'.eﬁmn.l:i,qhn Fﬂdlw Dﬂmaﬁn {Penjeiamn Pasal 21 boral d UL 9/2008),
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51 Melakukan Tindakan Yang Diperlukan Untuk Mencegah Kerugian
Masyarakat Sebagai Akibat Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang
Ini Dan/Atau Peraturan Pelaksanaannya; Dan

6) Membuat Penjelasan Lebih Lanjut Yang Bersifat Teknis Berdasarkan
Undang-Undang Ini Dan/Atau Peraturan Pelaksanaannya.™
Jika bank, lembaga keuvangan nonbank atau pedagang berjangka
bermaksud menerbitkan Derivatif Resi Gudang, maka Badan Pengawas
dapat mengeluarkan persetujuan sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang atas
permohonan bank, lembaga kevangan nonbank atau pedagang berjangka.
Dalam memberikan persetujuan tersebut Badan Pengawas wajib menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik {Pasal 35 ayat (3) dan (4)
PP 36/2007}.

Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan
penerbit Derivatif Resi Gudang dilarang untuk dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

1) Pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan
pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

2) Pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki

kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di
bidang ekonomi atan keuangan yang ancaman hukumannya di atas 5

{lima) tahun;
3) Terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan

perundang -undangan di bidang sistem resi gudang;
4) Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan/atau
53} Tidak memiliki pengetahuan di bidang sistem resi gudang,
(Pasal 36 PP 36/2007).

Dalam hal Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian
Kesesuaian, dan penerbit Derivatif Resi Gudang bermaksud menghentikan
keglatannya, wajib melaporkan (pemberitahuan penghentian kegiatan harus
memuat alasan dan disertai bukti vang sah) kepada Badan Pengawas secara
tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) han sebelum penghentian

“Uniuk memben kejelusan bagl mavyarakasl iedadsy ketenmaan Undang-Undang i danfatuu
peraturun pebkansannya, Badan Pengawas diberi kewenangan wotuk membuat penjelasin secara
tertudis {PFenbelasan Pasal 21 boerof f U0 92006,
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kegiatan efektif berlaku. Penghentian kegiatan Pusat Registrasi, Pengelola
Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan penerbit Derivatif Resi Gudang
tidak menghilangkan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban yang
berkaitan dengan pelaksanaan Resi Gudang yang belum jatuh tempo {lihat
Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) PP 36/2007).

lika terjadi perubahan nama, alamat, pemegang saham, pengurus Pusat
Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan penerbit
Deerivatif Resi Gudang danfatau penandatangan Resi Gudang, maka wajib
dilaporkan ke Badan Pengawas (lihat Pasal 38 PP 36/2007).

b. Pengelola gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan,
baik gudang milik sendin maupun milik orang lain, yang melakukan
penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yvang disimpan oleh
pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang (Pasal 1 angka 8 UU
9/2006).

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU 9/2006 ditegaskan bahwa gudang
dalam Sistermn Resi Gudang harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat
penyimpanan barang, dan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
Sedangkan Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum
yvang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat
persetujuan Badan Pengawas {lihat Pasal 23 ayat (1) UU 9/2006 jo. Pasal 39
ayat (1) PP 36/2007}.

Setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum yang ingin melakukan
kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan
untuk persetujuan Pengelola Gudang kepada Badan Pengawas disertal dengan
dokumen dan/atau keterangan sebagai syarat administratif sebagai berikut-=*

1} Akta Badan Usaha Berbadan Hukum Yang Telah Disahkan Oleh

Instansi Yang Berwenang;
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp):
3} Neraca Pembukuan Atau Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit;
4) Lokasi Dan Denah Gudang;
5) Sertifikat Manajemen Mutu;*

“*Pasal 39 ayat (4) PP 3672007,
“Dalam hal koperasi danfutan eamha kecll dan menengah, sekurang-kurangnys memiliki Pedoenan
Orperashonal Baku [Penlelasan Pesal 56 svat (4) hooaf e PP 38/2007)
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6) Daftar Nama Dan Kualifikasi Pihak Yang Berhak Bertindak Untuk
Dan Atas Nama Pengelola Gudang Untuk Menandatangani Resi
Gudang™ Dan

7)  Persetujuan Gudang Dari Badan Pengawas.

Calon Pengelola Gudang juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*’

1) Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang
baik; ™

2) Memiliki dan menerapkan pedoman operasional baku yang
mendukung kegiatan operasional sebagai pengelola gudang;

3) Memiliki danfatau menguasal paling sedikit 1 (satu) gudang yang
telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas;

4) Memenuhikondisi kevangan yang ditetapkan oleh badan pengawas:™*
dan

5) Memiliki tenaga dan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan
Gudang dan barang yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Dalam Pasal 24 UU 9/2006 disebutkan bahwa Pengelola Gudang wajib
membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang
atan kuasanya. ™ Kuasa untuk membuat perjanjian pengelolaan barang harus
dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian pengelolaan barang tersebut sekurang-
kurangnya memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c.
jangka wakiu penyimpanan; d. deskripsi barang; dan e. asuransi {Pasal 24 ayat
(1), (2}, dan (3) UU 9/2006}.

*Yang dimaksud dengan “koalifikasi” adalah daftar riwayat hidup dan dokumen- dokomen pendulung
yang menunjukan kemampuan pihak yang berbak beeondak aniuk dan ates mama Pengelel Gudang
unick menandsangani Rest Cadang unuk memahami Pedoman Operasional Bk Penpelolaan
Cuedang, dan kavakteristlk barang | Penjelasan Pasal 54 avar (4) buraf £ PP 56 2007).

W Pasl 30 ayar {3 PF 36,2007

Yamg dimaksud dengan “memilil integeits moral yang baik” adabibe 1) ddak pernsh dibukum
karer miclakukan tindak pidana; dan (2) ddak permah mesak daftar hivam perbankan. Selangkan yamg
ditmaksisd dengan “msemiliki reputasl bisnbs yang balk™ adakibe 1) memiliki penguros yang cakap serin
ahili dalasm bidang pengelolaan gudang dan barang ; dan 2§ tdak permah dinyatakan pailin dalam wakiu
5 {lima) fnhasn terakhir,

LUinfuk mm!;qh:ur hal inl Badan F‘ma,.:mn melakukan 1 h.-P.ﬂutm dan kth‘:f‘llh.m 1r.r|':md.lp penuris
Pengelal Gudang,
[Penjelasan Pasal 39 avat | 3) haeruf a TP 36/ 2007],

MYamg dimaksud dengan “kondlsl kevangan” adalah penetapan minimum jumlah modal dasss dan
modal disctor |Pemjelisan Pisal 3% avat 1) bural d PP 36/2007].

== Kewa|iban membuat perjanfian pengelolaan baran g secara tertulls dimaksudkan unik menguatkan
kedudukan hukoem pemilik barung, Dalam hal terjadi perselishan, perjanjian pengelolen akan menjadi
ikt q:hn]ﬁ. penyimpanan 1!IT:|.I.'I' [F‘-l:n|¢h=m Pasal 24 aymt (L) LT 9/2006).
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Berdasarkan kesepakatan, Pengelola Gudang dapat mencampur barang
yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara atau menurut kebiasaan
praktik perdagangan.”™' Pengelola Gudang wajib menyerahkan bagian barang
bercampur tersebut kepada pemegang Resi Gudang sesuai dengan jumlah dan
mutu yang tercantum dalam Resi Gudang {lihat Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU
g/2006).

Pengelola Gudang bertanggung jawab atas lkesalahan penulisan
keterangan dalam Resi Gudang,™ dan bertanggung jawab atas kehilangan dan/
atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan
dan menyerahkan barang™ {lihat Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU 9/2006}.

lika Pemegang Resi gudang cedera janji, maka Pengelola Gudang dapat
menjual Resi Gudang secara langsung atau melalui lelang umum berdasarkan
peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas (Pasal
26 UU 9/2006).*

Selanjutnya tentang kewajiban Pengelola Gudang ini diatur lebih rinc
dalam PP 36/2007. Dalam Pasal 40 PP 36/2007 ini disebutkan, Pengelola
Gudang wajib:

1) Menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang™"
2} Membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan
pemilik barang atau kuasanya;

**Untuk keperloan efisens penyimpanan barang terient, Pengelola Gusdan g dimmng kinsken unik
mencampiur barang. Namun. hal temebut periu mempernleh persetgiuan pemiBk bamng karena pada
dasarnya hubungan smars Pengelola Gudang dan Pemilik Barany merupakan hubangan koot rakesal
[Penjelasan Pasal 35 ayas [1) UL o/ 2004},

“Tanggung jawsb dobim keientuan ini mdiputi memperbaiki kesalshan penulisan dan membayar
gantl kerugian apabil kesalshan tersebat mendmbalkan kerugian |Penjelicen Pasal 29 ayar (1) LU
47 ama|,

=ippabila kehilangan dindsten keruglan barang terfadi akibat kelalsian Pengeloln Gudang dalam
melakukan penyimpanan dan penyerahan barang yang mengakibatkan kenusgian bagi pemegang Resi
Gusdang, Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian [Penjpelaan Pasal 27 ayat (21 UL 9/2006),

7 elang umum ditujokan sntuk lebng terhadap barang yang dinibsl mempunyai jangka wakto yang
masih lema Penjualan longsung ditnpokan untok penjualan terhadap barong yang jangka waknamya
telah lalbin atau jilka tidak diakubkan penjuatan, nfdol Komodites akan bertambah taren. Unok keadoan
terientu Pengelola Gudang dibketl wewenang untuk aserijual ngsung. Dengan prosedar peajealan secam
langsung dan medaluoi kelang wmum, Penpgelok Gudang mendapat perlindungan dengan meswvpunyai
hak untok mencegah Keruglan yvang mungkin dideritamya akibat cedera janpl vang didakukan aleh
pemegang B es Gudarg, Ceders janf melaputd, antara latn, pemegang Rest Gudang tdak membayar biaya
penyimpanan, atad Hdak mengambl barang walaupun Resi Gudang jatah tempo (Peapedazin Pasal 26
UL od 2006 ),

""'I'u:tl; dhmaksud denpm "administisisa F:rlﬂ:ﬁuh.m h.ll.'n:n.l' agdalah adminisiras keluar dan masick
barang sehingga dapat diketahoi dengan laly lintas barung (Penjelasen Pasal 40 burud o PP 3672007).
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3) Mendaftarkan penerbitan resi gudang kepada pusat registrasi;™

4) Menyelenggarakan administrasi terkait dengan resi gudang yang
diterbitkan, resl gudang pengganti, resi gudang yang dimusnahkan,
dan resi gudang yang dibebani hak jaminan;

5) Membuat, memelihara dan menyimpan catatan secara berurutan,
terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang
dijalankan;

6) Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan tentang
barang yang dikelola badan pengawas;

7) Memberikan data dan informasi mengenai sediaan dan mutasi barang
yang dikelolanya, apabila diminta oleh badan pengawas dan/atau
instansi yang berwenang;

8) Menyampaikan kepada pusat registrasi identitas dan spesimen
tandatangan dari pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama
pengelola gudang dalam menandatangani resi gudang dan segera
memberitahukan setiap terjadi perubahan atas identitas dan spesimen
tandatangan tersebut;

9) Memberitahukan kepada pemegang resi gudang untuk segera
mengambil danfatau mengganti barang yang rusak atau dapat
merusak barang lain sebelum jatuh tempo;™

10} Memiliki dan menerapkan pedoman operasional baku yang
mendukung kegiatan operasional sebagai pengelola gudang;

11) Mengasuransikan semua barang yvang dikelola di gudangnya dan
menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke pusat
registrasi;™ dan

12) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

“Penpelala Gudang dikirang menerbitkan lebih darl sim Resl Godang wrtuk barang yang sama yang
disingma 4 Guidang {Pasal 25 avat {2) UL o 2006] .

“Permepang Resl Gislang mempunyal pilihan mengambil barang yang rusakfdapal merusak barang
faim atau mien gganti barang vang rosaksdapar merusak bamig lain dengan barang yangjenis dan mutismya
sama Apabils pemegang Resi Gudang tduk mengambil tindakan apapun maka Pengelola Gudang atau
Peperima Hak [aminan d.:.p:u: melakukan iju:].an l.:ng_mqs_u.:l.: hmnp_ vang dul.mpu.n. ﬁppl:ul.l. Res
Cidang telah jmiub tempo dan pemegang Resi Gudang tidak mengambil barang maks Pengelola Guding
mempunyal hak untuk menual Resl Gudan g secara langsung stan melsiul ledang vmum, Hal inl harus
melalul permohoman persetuiuan dad Pengaola Gudang kepada Badan Pemgawas (Pengelasan Pasal 40
hurafi PP 36/2007].

= hsuransl dapat meliputh asuranst kebakami, kecurlan, kebangran dan flelidy fniamance. Fidelity

insurarcy dtan Profesiomal Indemuity Iesunonoe adalab asuransi terhadap kecurangan stag pencarian
vang dilakukon aleh pegawal Gl.lilnl yang bersan Bj:u.llq {Penjelasan Pasal 40 hurof k PP 36{2007).
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Disamping yang telah disebutkan dalam Pasal 40 PP 36/2007, Pasal 41 PP
36/2007 juga menentukan bahwa Pengelola Gudang wajib mempertahankan
kekayaan bersih minimal sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas. ™
Jika gudang yang dikelola milik Pengelola Gudang, kekayaan bersih termasuk
tanah, bangunan dan peralatan. Namun jika gudang yang dikelola bukan milik
Pengelola Gudang, kekayaan bersih hanya mencakup kekayaan perusahaan
{lihat Pasal 41 ayat (1), (2}, dan {3) PP 36/2007}. Sedangkan hak Pengelola
Gudang disebutkan dalam Pasal 42 PP 36/2007 yaitu Pengelola Gudang berhak
mengenakan biaya pengelolaan,

Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) PP 36/2007 ditentukan
bahwa gudang vang dipergunakan oleh Pengelola Gudang wajib mendapat
persetujuan dari Badan Pengawas. Untuk memperoleh persetujuan dari Badan
Pengawas tersebut, maka pemilik atau Pengelola Gudang wajib mengajukan
permohonan kepada Badan Pengawas dengan melampirkan sekurang-
kurangnya dokumen sebagai berikut: a. Surat lzin Usaha Perdagangan di
bidang Usaha Jasa Pergudangan; b Tanda Daftar Gudang (TDG); dan c.
sertifikat untuk gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian. Selanjutnya Badan
Pengawas memberikan persetujuan dengan memperhatikan persyaratan
sebagai berikut:

1) Tojuan pemakaian gudang yang terkait dengan kemampuan untuk
menyimpan jenis barang dalam jangka waktu tertentu;

2) Lokasi gudang;™

3) Jenis gudang, meliputi: silo, cold storage, gudang tertutup, gudang
terbuka, dan tanki;

4) Ukuran, meliputi; tinggi, luas, dan kapasitas gudang;

5) Konstruksi, kelembaban, dan sulw udara gudang:

6) Peralatan;”" dan

7) langka waktu penguasaan gudang dalam hal gudang yang
dipergunakan bukan milik pengelola gudang,

*ang dimaksud dengan “kekayaan bersib (net worth | yang hanes dipertahankan” adalah nidai il
stau perseniase lerteniu dari barang yang dikelpla oleh Pengelals Guslang yang harnes dipertahankan
seilap wakin Pengelols Gudang wapibh mempertahankon kekaysan bersih minimal uniuk menjaga
kelangsungan usaba sebagal Pengdols Cudang |Penjelasan Pasal 41 ayat (1) PP 35 2007 |

TPergraratun okl gudang anterd lain pelipull kedekatin lokast gudang dengan sented produksi,
memiliki akses kehusr masek banng yang memodad, dan Gkror-akror lingkongan hinoya vang
mendukung [Penjelasan Pasal 43 ayat (3) buraf b PP 3672007},

“NYang dimaksud dengan “peralatan” adalsh srans miamal yang dibumblkan untak dapst
mengoperasiopalican gudang | Penjelasan Pasal 43 ayat (3] horud § PP 382007,
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c. Lembaga penilaian kesesuaian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 9/2006 yang kemudian dirubah
dengan UU 9/2011, yvang dimaksud dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian
adalah lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk
melakukan serangkaian kegiatan ontuk menilai atau membuktikan bahwa
persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau
personel terpenuhi.

Dalam Pasal 28 UU 9/2006 fo. Pasal 44 ayat (1) PP 36/2007 disebutkan
bahwa kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan
oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan
Pengawas.” Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan (4) PP 36/2007 yang
kemudian dirubah dengan PP 70/201 3 bahwa untuk mendapatkan persetujuan
Badan Pengawas, maka Lembaga Penilaian Kesesuaian mengajukan
permohonan persetujuan secara terfulis kepada Badan Pengawas dengan
melampirkan dokumen persyaratan vyang harus dipenuhi oleh Lembaga
Penilaian Kesesuaian meliputi: a. memiliki pengalaman di bidang penilaian
kesesuaian selama paling sedikit 1 (satu) tahun: b. memiliki sumber daya
manusia yang tersertifikasi; ¢. memiliki peralatan yang dipergunakan untuk
menunjang kegiatan penilaian kesesuatan; dan d. persyaratan teknis lainnya
yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Lembaga Penilatan Kesesuaian mencakup:™*
1} Lembaga inspeksi yang menerbitkan sertifikat untuk gudang;
2) Laboratorium penguji yang menerbitkan hasil uji berupa sertifikat
untuk barang; dan
3) Lembaga sertifikasi sistem mutu yang menerbithkan sertifikat
manajemen mutu.

Lembaga Penilaian Kesesuaian mengeluarkan sertifikat untuk barang
yang sekurang-kurangnya memuat:™

T Hegiatan penilatan kesesuniun dalam Sistem Resi Gudang mencakop kegiatan sertibkask, inspeksi,
dan penguilan yomg berkaitan dengan barang, pudang, dan Pengelob Gudang. Penyimpanan barang di
gudang sangat eral kaktannys dengan konsistensl matu basang yang dskmpan sehingga perla distapkan
sistein penilaiian bessualan vang dapat menjamin konsistens maty barang vang disimpan ( Penjelasan
Pasal 28 UL 9/2p06],

“Pasal 44 ayal {2} PF /2007

i Pasal 20 UL 9/ 20046 yang kemudion dirubah dengan UL 9/200 8.
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1} Nomor dan tanggal penerbitan;

2) Identitas pemilik barang;

3) Jenis dan jumlah barang;

4) Dihapus;™

5) Metode pengujian mutu barang;

6) Tingkat mutu dan kelas barang;

7)  langka waktu sertifikat untuk barang; dan

8) Tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga.

Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) dan {2} UU 9/2006 ditegaskan bahwa
Lembaga Penilaian Kesesuaian bertanpggung jawab atas segala keterangan
yang tercantum dalam sertifikat untuk barang. ™" Namun Lembaga Penilajan
Kesesuaian tidak bertanggung jawab atas perubahan mutu barang yang
diakibatkan oleh kelalaian Pengelola Gudang,

d. Pusat registrasi

Menurut Pasal 1 angka 13 UU 9/2006 yang dimaksud dengan Pusat
Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah
badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas
untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang
vang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan,
pembebanan Hak Jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan
informasi.

Dalam Pasal 34 ayat (1) UU 9/2006 jo. Pasal 45 ayat (1) PP 36/2007
disebutkan kembali bahwa kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan
Badan Pengawas. Pusat Registrasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia {Pasal 45 ayat (2) PP 36/2007]. Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (3)
dan (4) PP 36/2007 untuk memperoleh persetujuan Badan Pengawas, calon
Pusat Registrasi wajib mengajukan permobonan kepada Badan Pengawas
dengan memenuhi persyaratan yang meliputi:

1} Mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam kegiatan
pencatatan transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring;

T Retentuan hsrof d ind dibapus aleh UL 802011

Tiemua ketorangan vang tercaniwm o dalam sertifikat ummuk barang menipakan hasil penililan
kesesuaton vang difpmn Lemsbaga Penflaion Kesesualon berdasarkan pengalaman dan keahlian vang
dimiliki di bidang sortifikast. Terhadap jaminan yang tercantum dalam sertifikal untuk basang serschul,
Lembaga Penilaian Kesesuaian mempunyal kewaliban untuk mempertanggung: jawahkannya [Penjelasan
Pasal 30 ayat (1) ULT 942006
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2)  Memiliki sistem penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang

3)

yvang bersifat akurat, aktual (online dan real time), aman, terpercaya
dan dapat diandalkan (reliable); dan

Memenuhi persyaratan keuvangan yang ditetapkan oleh badan
pengawas.

Mengenai kewajiban Pusat Registrasi ditentukan dalam Pasal 46 PP
36/2007, vaitu

1)

2)

3)

4)

5]

Menyelenggarakan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi
gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan
kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan
sistem dan jaringan informasi;

Memiliki sistem penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang
yang terintegrasi dengan sistem pengawasan badan pengawas;
Memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan resi gudang
dan derivatif resi pudang apabila diminta oleh badan pengawas dan/
atau instansi atau pihak yang berwenang;

Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis kepada
pemegang resl gudang dan/fatau penerima Hak Jaminan dalam hal:

a) Penerbitan Resi Gudang

b} Penerbitan Resi Gudang Pengganti

c) Pengalihan Resi Gudang; Atau

d) Pembebanan, perubahan, atau pencoretan Hak Jaminan;

paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender,
baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan.

Sedangkan mengenai hak dari Pusat Registrasi ditentukan dalam Pasal
47 ayat (1) dan (2) PP 36/2007, yaitu:

1
2)

3)

Mengenakan biaya terkait dengan penatausahaan resi gudang dan

derivatif resi gudang;

Menunjuk danfatau bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung

penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang; dan

Memperoleh informasi dan data tentang:

a) Lembaga dan gudang yvang memperoleh persetujuan badan
pengawas dari badan pengawas,
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b} Penerbitan resi gudang dan derivatif resi gudang dari penerbit
resi gudang dan penerbit derivatif resi gudang,
¢) Pengalihan resi gudang dan derivatif resi gudang dari pihak yang
mengalihkan,
d) Pembebanan hak jaminan dari penerima hak jaminan, serta
e) Penyelesaian transaksi dari pemegang resi gudang, pengelola
gudang, penerima hak jaminan dan pihak terkait lainnya.
Mengenai pengenaan biaya dan penunjukan dan/atau kerjasama dengan
pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas.

¢. Lembaga jaminan resi gudang

Lembaga Jaminan Resi Gudang ini terbentuk berdasarkan UU /2011
tentang Perubahan atas UU 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang {Pasal 37A
ayat (1) UU 9/2011}. Menurut Pasal 1 angka 14 UU 9/2011 yang dimaksud
dengan Lembaga Jaminan Hesi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga
Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan
pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan,
kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan
kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

Dalam Pasal 37A ayat (2), dan (3) UU 97201 1ditentukan bahwa Lembaga
Jaminan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen, transparan,
dan akuntabel, serta bertanggung jawab kepada Menteri. Mengenai tempat
kedudukannya, Pasal 37 B ayat (1) dan (2) UU 9/2011 menentukan bahwa
Lembaga Jaminan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, dan
dapat memiliki kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia,

Mengenai fungsi Lembaga Jaminan disebutkan dalam Pasal 37 D UU
9/2011, yaitu:

1} Melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak
Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/ataon
kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya;
dan

2) Memelihara stabilitas dan integritas Sistemn Resi Gudang sesua
dengan kewenangannya.
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Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 D
hurufa UU 9/2011 tersebut di atas, maka Lembaga Jaminan menurut Pasal 37
Eayat (1) UU 9/2011 mempunyai tugas:

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan
pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; dan

2) Melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola
Gudang,

Kemudian, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 D huruf b UU 9/2011 tersebut di atas, maka Lembaga Jaminan
menurut Pasal 37 Eayat (2) UU 9/2011 mempunyai tugas sebagai berikut:

1} Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara
stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang;

2)  Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian
Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik);"” dan

3) Melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak
luas {sistemik)*™

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 E UU 9/2011 tersebut di atas, maka Lembaga Jaminan menurut
Pasal 37 Fayat (1) UU 9/2011 mempunyai wewenang sebagai berikut:

1) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat pengelola gudang
pertama kali menjadi peserta;

2) Menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang
disimpan;

i) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga jaminan;

4) Mendapatkan dan memastikan data barang vang disimpan pemilik
barang pada pengelola gudang sesuai dengan data dalam resi gudang,
data dan laporan keadaan keuangan pengelola gudang;

5) Melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi
atas data sebagaimana dimaksud pada hurut d;

6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

T¥ang dimaksod denpan “tdsk berdampak lues” adalah suatu koneis sulit yang ditimbullcan aleh
penpelokan Gudang vang thdak menyebabkan hilangaya kepercayaan terhadap Sistem Rest Gudang
[Penjelasan Pasal 37 E ayat (1) huruf b UL 9200 1.

“*Yang dimaksud dengan “herdimpak lwas” adalah suatu kemdisd sulic yang diimbilkin oleh
pengeloban Gudang yang menyebabben hibingonya kepescayaan techodap Sistem Besl Gudang
IF:nII:{a.l.'m Pazmal ]',!'Ej:lr.ﬂ! {2) baref c UL @200t ).
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7] Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain™ untuk

bertindak bagi kepentingan danfatau atas nama lembaga jaminan,
guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; dan
8) Menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam Pasal 37 F ayat (2) dan (3) UU 9/2011 ditegaskan juga bahwa
Lembaga Jaminan dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola
Gudang gagal. Dalam melakukan penyelesalan dan penanganan Pengelola
Gudang gagal tersebut, Lembaga Jaminan dapat bertindak sebagai kreditor
terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang
Resi Gudang dan/atau pemegang Hak Jaminan yang dapal mengajukan
permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Kemudian dalam Pasal 37 G ayat (1), {2), dan (3) UU 9/2011 ditegaskan
pula bahwa dalam menjalankan wgas dan wewenangnya, Lembaga Jaminan
dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. ™" Setiap
pihak yang diminta data, informasi, danfatau dokumen wajib memberikannya
kepada Lembaga Jaminan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Juga ditentukan bahwa setiap pihak yang karena
jabatannya dilarang umtuk memberitahukan data, informasi, dan/atau
dokumen sebagaimana dimaksud di atas dapat memberikan data, informasi,
atau dokumen tersebut setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Menurut ketentuan Pasal 37 H UU 9/2011, setiap Pengelola Gudang
vang melakukan kegistan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi
peserta penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Jaminan. Selanjutnya dalam
Pasal 37 1 ayat (1), (2), dan (3) UU 9/2011 ditentukan bahwa ketentuan
mengenai pembinaan, pengawasan, persyaratan dan kepesertaan penjaminan,
pengumpulan dana, pengelolaan dana, serfa strukiur organisasi dan fungsi
administrasi Lembaga Jaminan serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan
penjaminan Lembaga [aminan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Juga ditentukan bahwa dana yang terkumpul dalam Lembaga Jaminan hanya
dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang Resi Gudang dan
keamanan penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan atau ketidakmampuan

“Yang damaksud dengan “pihaklain” sdalah pihak-pihak vang berkaitan dengan togas dan ke wenangin
Lembaga Jaminan (Penjdasin Pasa] 37 Fayat (1) burd g UU 922011},

“"l'u.nE dum.hmld-m.ﬁa.q '|:'lil1:|Jr_|'J|.11.' adalah Flll'mh- Plha.'l'. :,'nuﬂ_heﬂ:.lltln dtn“a.n Eupas dlnh“ﬂlﬂlﬂ.ﬁ
Lembaga laminan (Penjelasin Pasal 37 G ayat (1) UL 00200 1),
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dari Pengelola Gudang untuk melaksanakan kewajiban dengan baik terkait
dengan diterbitkannya Resi Gudang. Ketentuan mengenai penatausahaan
rekening dalam kaitannya dengan jenis barang yang dijamin oleh Lembaga
Jaminan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Pembukuan dan pelaporan

Mengenai pembukuan dan pelaporan dalam Sistem Resi Gudang
diatur dalam Pasal 36 UU 9/2006 dan kemudian dirinc dalam Pasal 51
sampai dengan Pasal 55 PP 36/2007. Pasal 36 UU 9/2006 menentukan bahwa
Pengelola Gudang, Pusar Registrasi, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib:
a. membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan
dengan Sistem Hesi Gudang: dan b. menyampaikan laporan secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu kepada Badan Pengawas.™

Ketentuan Pasal 36 UU 9/2006 ini kemudian dijabarkan PP 36/2007.
Dalam Pasal 51 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 36/2007 ditentukan tentang
kewajiban pembukuan dan pelaporan oleh Pengelola Gudang. Pengelola
Gudang wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang
berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Catatan sebagaimana dimaksud di atas
meliputi:

a. Nama dan alamat pemilik barang;

b. Tanggal penyimpanan dan jatuh tempo;

c. Deskripsi barang yang disimpan meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah,

dan jika ada kelas barang;

d. MNomor penerbitan resi gudang yang diterbitkan, termasuk resi
gudang pengganti, resi gudang yang diperbaiki dan resi gudang yang
dimusnahkan, serta resi gudang yang dibebani hak faminan;
Penyerahan barang meliputi tanggal, jenis, mutu, dan jumlah;

Nilai barang pada saat dimasukkan, dialihkan, dan jatuh tempo;
Milai dan jenis asuransi; dan

Specimen tandatangan pihak yang berhak bertindak untuk dan atas
nama pengelola gudang dalam menandatangani resi gudang.

o oMo

“Apablla diperlokan laporn sewakmo-waktu ummik kelengkapan data dan infosmasl mengens
kegiatan para pibak dalem pengalithan Resl Gudang danfatan diemuksn indikas atau laporan
penympangan erhadsp ketemuan Undang-Undang ind danfatan persfuran pelaksanasnnys, Badan
Peogawas mewsfibban pemegang pensetujuan untuk menvampaikan poran { Penjelisan Pasal 36 furad
b UL gf2o0).
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Kemudian ditentukan bahwa catatan sebagaimana dimaksud di atas tersebut
wajib disimpan di kantor Pengelola Gudang tempat Resi Gudang diterbitkan,
dan wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun,
dan/atan sewakiu-wakitu apabila diperlukan.

Pasal 52 ayat (1), (2). (3), (4). (5), dan (6) PP 36/2007 mengatur
kewajiban pembukuan dan pelaporan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.
Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan
catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Catatan yang
dimaksud meliputi:

a. Nama dan alamat pemilik barang;

b. Tanggal pengambilan contoh; dan

c. Barang yang dijadikan contoh uji untuk mendapatkan sertifikat untuk
barang.

Kemudian ditentukan bahwa barang yang dijadikan contoh uji wajib disimpan
oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian, Jangka waktu penyimpanan catatan
dan barang vang dijadikan contoh uji sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya ditentukan pula bahwa catatan dan barang
yang dijadikan contoh uji tersebut wajib disimpan di kantor Lembaga Penilajan
Kesesuaian, dan wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan
dan tahun,

Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), (5). (6), dan (7} PP 36/2007 mengatur
tentang kewajiban pembukuan dan laporan oleh Pusat Registrasi. Pusat
Registrasi wajib membuat, menyimpan pembukuan, dancatatan yang berkaitan
dengan Sistem Resi Gudang, Catatan sebagaimana dimaksud tersebut meliputi:

a. Kode pengaman;

b. MNama dan alamat penerbit resi gudang dan derivatif resi gudang;

c. Nomor penerbitan resi gudang yang diterbitkan, termasuk resi
gudang pengganti, resi gudang yang dimusnahkan, dan resi gudang
yang dibebani hak jaminan;

d. Deskripsibarangyang disimpan, meliputi: jenis, tingkat mutu, jumlah,
dan kelas barang jika ada;

e. Penyerahan barang, meliputi tanggal, mutu, jumlah, nama, dan alamat
penerima barang;

Nama dan alamat pemegang resi gudang, termasuk catatan pengalihan;

g. lenis dan spesifikasi derivatif resi gudang yang diterbitkan;
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h. Resi gudang yang dibebani hak jaminan;
i. Lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan sertifikasi untuk
barang;
j.  Nilai dan jenis asuransi;
k. Data mengenai sertifikat gudang dan sertifikat untuk barang; dan
l.  Daftar godang, pengelola gudang, usaha kecl, usaha menengah,
kelompok tani dan koperasi.
Kemudian ditentukan bahwa catatan sebagaimana dimaksud di atas wajib
disimpan di kantor Pusat Registrasi. Penyimpanan catatan elektronis oleh
Pusat Registrasi selain dilakukan di gedung kantor Pusat Registrasi, juga wajib
dilakukan di gedung yang berbeda dari gedung kantor Pusat Registrasi. ™
Selanjutnya ditentukan pula bahwa dalam membuat, menyimpan, pembukuan
dan catatan tersebut, Pusat Registrasi wajib berkoordinasi dengan Badan
Pengawas. Jangka waktu penyimpanan catatan tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Catatan sebagaimana dimaksud
tersebut wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.

Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 36/2007 mengatur tentang
kewajiban pembukuan dan pelaporan oleh Penerbit Derivatif Resi Gudang.
Penerbit Derivatif Resi Gudang wajib membuat, menyimpan pembukuan, dan
catatan kegiatan yvang berkaitan dengan penerbitan Derivatif Resi Gudang.
Catatan yang dimaksud tersebut meliputi:

a. Keterangan isi resi gudang yang terhadapnya diterbitkan derivatif resi
gudang;

b. Nomor penerbitan derivatif resi gudang; dan

¢. Jenis dan spesifikasi derivanif resi gudang yang diterbitkan,

Kemudian ditentukan bahwa catatan vang dimaksud wajib disimpan di kantor
Penerbit Derivatif Resi Gudang. Jangka waktu penyimpanan catatan tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya catatan
tersebut wajib dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.

Dalam Pasal 55 ayat (1), (2), dan {3) PP 36/2007 diatur tentang tenggang
waktu laporan bulanan, triwulan, dan tahunan yang dilakukan oleh Pengelola

“iebagal lembaga yvang bertugis melakakan pendtansshain Reil Gudang, Pussl Registrasi wajib
menyimgan salinan clekirons [back-ip) semua catatan mengena penatausahaan Rest Gudang di gedung
vang berbeda, schingga apabila weradi force majeare di kantor pusatnya masih ada salinan elekiranks
Muu.'.lu.-uPb sermea catiian mengensi Raesi ﬁudﬁ.nﬂ { Penjpelasan Pasa] 53 ayad (4] PP 3&/2007],
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Gudang, Pusat Registrasi, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif
Resi Gudang kepada Badan Pengawas. Laporan bulanan wajib disampaikan
kepada Badan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode
pelaporan berakhir. Laporan triwulan wajib disampaikan kepada Badan
Pengawas paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode
pelaporan berakhir. Sedangkan laporan tahunan disampaikan kepada Badan
Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun
laporan.

9. Pembebanan hak jaminan atas resi gudang

d.  Umum

Pembebanan Hak Jaminan atas Resi gudang diatur dalam Pasal 12
sampai Pasal 16 UL 9/2006 jo. Pasal 16 sampai Pasal 21 PP 36/2007.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) PP 36/2007 menentukan bahwa Resi Gudang
dapat dibebani Hak Jaminan untuk pelinasan utang™, dan Hak Jaminan
tersebut memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak
Jaminan terhadap kreditor yang lain. Ketentuan ini merupakan penegasan
dan penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 12 UU 9/2006 yang menyebutkan
bahwa perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang vang menjadi perjanjian pokok.
Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU 9/2006 ditegaskan bahwa dari berbagai
ketentuan jaminan yang ada saat ini yaitu gadai, hipotek selain tanah, jaminan
fidusia, dan hak tanggungan, dan dengan memperhatikan ketentuan sifat-
sifatnya, maka Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yangdapat dibebanioleh
salah satu di antara bentuk jaminan yang ada tersebut. Lebih lanjut Penjelasan
Pasal 12 ayat (1) UU 9/2006 juga menegaskan bahwa pengaturan Resi Gudang
dalam UL 9/2006 ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan Pemegang
Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus
mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah
ada. Dengan demikian UU 972006 ini menciptakan lembaga hukum jaminan
tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut “Hak
Jaminan atas Resi Gudang”. Pada bagian lain Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU
9/2006 ini juga menjelaskan dan menegaskan kembali ketentuan mengenai

“ung dimaksud dengan * utang” sdalah utang pemberni Hak Jaminen kepada penerima Hak Jaminan
[Penjelasan Pasal 16 ayni [ 1] PP 367 20067,
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dibuatnya terlebih dabulu perjanjian kredit antara Pemegang Resi Gudang
dengan Kreditor yang menjadi perjanjian pokok untuk dapat diberikannya
jaminan dengan Resi Gudang sebagaimana sifat hak jaminan pada urmumnya.
Hak Jaminan atas Resi Gudang ini meliputi klaim asuransi dalam hal barang
sebagaimana tersebut dalam Resi Gudang yang menjadi objek jaminan
diasuransikan.

Dalam Pasal 12 ayat (2) UU 9/2006 jo. Pasal 16 ayat (1) PP 36/2007
ditentukan bahwa setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani
satu jaminan utang. Pada Penjelasan atas Pasal 12 ayat (2) UU 9/2006 ini
ditegaskan Resi Gudang yang dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada
dalam penguasaan Kreditor selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, apabila
telah berada ditangan Kreditor penerima jaminan, maka Resi Gudang tersebut
tidak mungkin lagi dijaminkan ulang.

Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU 9/2006 ditegaskan pula bahwa Resi
Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai
dokumen penyerahan barang. Resi Gudang sebagai dolumen kepemilikan
dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya
agunan lainnya,

b. Obyek hak jaminan resi gudang

Pasal 21 ayat (1) PP 36/ 2007 menyebutkan bahwa dalam hal pembern Hak
Jaminan cedera janji terhadap kewajibannya kepada penerima Hak Jaminan,
maka penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk melakukan penjualan
objek Hak Jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan
pengadilan setelah memberitahukan secara tertulis mengenai hal itu kepada
pemberi Hak Jaminan. Dalam Penjelasan terhadap Pasal 21 ayat (1) inl tidak
ditemukan penjelasan tentang pengertian "objek Hak Jaminan” yang terdapat
dalam rumusan pasal tersebut, dan hanya ditemukan keterangan cukup jelas,
Sehingga tidak ditemukan penjelasan tentang apakah yang dimaksud dengan
“objek Hak Jaminan”. Penjelasan terhadap “objek Hak Jaminan” yang terdapat
dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) PP 36/2007 ini baru diberikan dalam PP
70/2013 tentang Perubahan Atas PP 36/2007, Dalam PP 70/2013 ini diberikan
penjelasan atas Pasal 21 ayat (1) PP 36/2007, yakni: Yang dimaksud dengan
“objek Hak Jaminan” adalah dokumen Resi Gudang dan Barang yang disimpan
di Gudang yang menjadi dasar penerbitan (underlying) Besi Gudang.
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Pengertian Resi Gudang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU 9/2006, yaitu
Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan
di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Sedangkan pengertian
barang terdapat dalam Pasal | angka 5 UU 9/2006, yaitu barang adalah
setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan
diperdagangkan secara umum.

Kemudian, dalam Pasal 3 ayat (2) PP 36/2007, barang yang dimaksad
dalam Pasal 1 angka 5 UU 9/2006 tersebut ditentukan paling sedikit memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1) Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;**
2]  Memenuhi standar mutu tertentu; dan
3)  Jumlah minimum barang yang disimpan,*

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) PP 36/2007 disebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dapat disimpan dalam Sistem
Resi Gudang dan penetapan persyaratan barang diatur dalam Peraturan
Menteri*® Atas dasar ketentuan inilah kemudian diundangkan Peraturan
Menteri Perdagangan No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan
Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang. Dalam Peraturan
Menteri Perdagangan ini ditetapkan barang yang dapat disimpan di gudang
dalam penyelenggaraan Sistem Resl Gudang meliputi:

1) Gabah;
2} Beras;
3) Jagung
4) Kopi;
51 Kakao;
6) Lada;

“Tanpa menghilangken atagn mengurangl muly dan jumlah barang yang bersinghulin sepanjang
dalam batzs woleransi yang berlaku secam umum dalam prakick perdagangan untuk barang yang
bemangkutan | Penjelisan Pasal 5ayat (2] hurul a PP 2602007

"‘Fm.rjq'ru.n ki bmam l'u.unﬁ yang dhlrrnpan dimaksudkan antuk m.r:m:l:.pplk.m Eu::,-: yang chzien
[cost-benehit relationship), karena apabils jumlah barang yang distmpan terlalu sedikit maka penerhitan
Riesd Gudang larang ehalen. Oleh karena btu pumlah misimiemn barang vang digmpan ditetapkan aleh
Badan Penpawas [Penjelasan Passl 5 avat [2) hunef ¢ PP 3602007)

“Penclapan barang yang dapat disimpan dilam Sistem Resi Gudang menspakan sepenubinya
kewenangan Menterd. Wamun demikian, schagai bahan pertimbangan dalim melakukan penetapan,
henteri dapat mempertimbangkan rekomendasi dari pihak lain sepert Pemerintab Daerab, instansi
terkait, dan asosiasi-asosias] komoditaes |P‘r:r|l|=I=.u|:| Pasa 3 avyal (3§ PP 362007} .
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7) Karet;

8) Rumput laut;

9) Rotan;

10) Garam;

11) Gambir;

12) Teh;

13) Kopra;

14) Timah;

15} Bawang merah;

16) Tkan;

17) Pala;

18) Ayam karkas beky;

19) Gula kristal putih; dan

20) Kedelai.
Di samping itu dikenal pula istilah barang bercampur dalam Pasal 1 angka
6 UU 9/2006 yakni barang-barang yang secara alami atau kebiasaan dalam
praktik perdagangan dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat
disimpan secara bercampur.

€. Prosedur pembebanan hak jaminan resi gudang

Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta
Perjanjian Hak Jaminan®* Perjanjian Hak Jaminan sekurang-kurangnya
memuat:

1) Identitas pihak pemberi dan penerima hak jaminan;

2) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan;™

3) Spesifikasi resi gadang yang diagunkan;™

4) Nilai jaminan utang; dan

5) Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan
ke dalam gudang.

{Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU 9/2006 dan Pasal 19 ayat (1) PP 36/2007}.

H Retentuan ind dimaksodkan uniuk lehih r:'l.e.'ﬂnn:hmﬁ dan memberikan kekuatan hekum |:|.1.B;|. para
pihak don dapat digunakon scbagsi mlah =t alaf bukti yang sempurna dalam peoyelesaian setiop
persdisthan yang muencal di kemusdian hark [Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UL /2006,

“Yamp dimaksod dengan dsta perjamdian pokek adalah mengenal fenb persanjlan dan wiang vang
dijambn dengan hak aminan, pom b, serta anggal pooh tempo urang (Penpelasan Pasal 14 ayat §2) hurud
b UL f2o0a)

“apeaifibas Resi Gudang memust sehirub data yang tencantum dalam Resi Gudang {Penjelua Pasal
14 ayat (2} horuf c UU /2006
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Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan
Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola
Gudang.”™ Pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan fotokopi Perjanjian Hak
Jaminan dan fotokopi Resi Gudang,”' dan disampaikan secara tertulis dengan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas {lihat Pasal
13 UU 9/2006 dan Pasal 17 ayat (1), (2}, dan (3) PP 36/2007]. Jika berkas
pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan telah diterima dengan lenghkap,
Pusat Registrasi wajib mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan
dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan,
Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan tersebut disampaikan
oleh Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak
Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada han
berikutnya {lihat Pasal 18 ayat (1) dan {2) PP 3&/2007}.

Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Hak Jaminan, maka penerima
Hak Jaminan memberitahukan kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.
Pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotocopi
perubahan perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang. Jika berkas
pemberitahuan perubahan pembebanan Hak Jaminan telah diterima secara
lengkap, Pusat Registrasi harus mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak
Jaminan dan menerbitkan konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan,
Konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan tersebut harus disampaikan
secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak
Jaminan dan Pengelola Gudang peling lambat pada hari berikutnya {Pasal 19
ayat (2), (), (4), dan (5) PP 36/2007},

Mengenai pedoman teknis dalam penjaminan Resi Gudang diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis
Penjaminan Resi Gudang. Berikut dijelaskan mengenai tata cara pembebanan

" pemberfabinn inl memuat |1|.1I.a data peranjian [H.'ll:nk utang plutang yang mendasar] |II'!1]:|'|.I.II'|:|I=
jmminan. Pemberitahuan tersehut ablan mempermudah Posir Repgistras dan Pengeliola Gudang dalam
rangha mencepal adanys penjuninan ganda serts miemanti peredaran Ress Gudang dan memberikan
kepastian hukum tentang plhak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janl { Penjefasan Pasal
14 UL izod ).

“ang dimaksad dengan “Totokop” sdalah ftokopl Resi Gudang yung berbentuk Fest Gudang
dengan Warkat atou konfirmag Resi Gudang vang besbentuk Rest Gudang tanpa Warkat [Penjelasan
Pasal | 7ayat (3} PP 362007 ],
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Hak Jaminan atas Resi Gudang:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Calon penerima Hak Jaminan menyampaikan permohonan verifikasi

Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan melalui SRG-Online

kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan model Formulir

Nomor SRG-OPR 12

Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang sekurang-kurangnya

mencakup:

a) Keabsahan Resi Gudang;

b} Keabsahan pihak pemberi Hak Jaminan;

c) Jangka waktu Resi Gudang;

d) Nilai Resi Gudﬂﬂg pada saat diterbitkan: dan

e} Telah atau belum dibebaninya Hak Jaminan;

Kepastian dapat/tidak dapatnya pembebanan Hak Jaminan

disampaikan oleh Pusat Registrasi dengan menyampaikan bukti

konfirmasi melalui SRG-Online dengan menggunakan Formulir

Nomor SRG-OPR.013;

Pemberi Hak Jaminan dan penerima Hak Jaminan menandatangani

perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang

merupakan perjanjian ikutan dan perjanjian pokoknya yaitu

perjanjian  pinjam meminjam. Penandatanganan perjanjian

pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dapat dilakukan di

bawah tangan atau dihadapan pejabat notaris. Adapun bentuk dan isi

perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang sesual dengan

model Formulir Nomor SRG-OPR.014;

Terhadap model perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi

Gudang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan

penambahan dan penyesuaian berdasarkan kebutubhan sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2006 tentang

SRG dan peraturan pelaksanaannya;

Penerima Hak Jaminan memberitahukan pembebanan Hak Jaminan

melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang

dengan menggunakan model Formulir Nomor SRG-OPR.15 dan

menyampaikan pemberitahuan dimaksud dengan melampirkan:

a) Bukti konfirmasi Resi Gudang dapat dibebani Hak Jaminan dari
Pusat Registrasi:
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7)

8)
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b} Fotokopi perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang;
dan
c) Fotokopi Resi Gudang,

paling lambat pada hari berikutnya setelah penandatanganan
perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Resiko yang
timbul akibat kelalaian atau kesengajaan penerima Hak Jaminan
dalam hal keterlambatan atau tidak memberitahukan pembebanan
Hak Jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima Hak
Jaminan;

Pusat Registrasi melakukan pemuakhiran status Resi Gudang
dan mencatat pembebanan Hak Jaminan ke dalam buku daftar
pembebanan Hak Jaminan;

Pusat Registrasi mengirimkan bukti konfirmasi telah diterima
dan telah dilakukannya pencatatan pemberitahuan pembebanan
Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada penerima Hak Jaminan,
pemberi Hak Jaminan, dan Pengelola Gudang dengan menggunakan
model Formulir Nomor SRG-OPR.16 paling lambat pada hari
berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan
telah diterima dengan lengkap.

Sedangkan apabila terjadi perubahan catatan pembebanan Hak Jaminan
maka pedoman teknisnya sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Penerima Hak Jaminan memberitahukan adanya perubahan
pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat
Registrasi dengan menggunakan model Formulir Nomor SRG-
OPR.17;

Pusat Registrasi melakukan verifikasi:

a) ldentitas pihak pemberi Hak Jaminan tidak berubah;

b) Identitas pihak penerima Hak Jaminan tidak berubah; dan

c) Verifikasi data perubahan pembebanan Hak Jaminan;

Pusat Registrasi mencatat perubahan pembebanan Hak Jaminan ke
dalam buku daftar pembebanan Hak Jaminan;

Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah diterimanya
pemberitahuan dan telah dilakukannya pencatatan perubahan
pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada penerima
Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan, dan Pengelola Gudang
menggunakan model Formulir Nomor SRG-0OPR.18 paling lambat
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pada hariberikutnyasetelah penerima Hak Jaminan memberitahukan
perubahan pembebanan Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi.

¢. Penghapusan hak jaminan resi gudang

Hak Jaminan Resi Gudang yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan
Resi Gudang hapus karena hal-hal sebagai berikut:™
1) Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan;
Hapusnya utang pokok mengakibatkan hapusnya Hak Jaminan
Resi Gudang merupakan konsekwensi dari sifat ikutan dari Hak
faminan, yaitu adanya Hak Jaminan bergantung pada adanya piutang
yang difamin pelunasannya. Jika piutang tersebut hapus karena
hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya hak
jaminan vang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan
hapusnya utang, antara lain karena pelunasan dari pemegang Resi
Gudang atau terjadinya perpindahan kreditor. Bukti hapusnya utang
berupa keterangan yang dibuat kreditor (likat Penjelasan Pasal 15
hurufa UU 9/2006).

2) Pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan;

Pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan, dapat
terjadi misalnya dalam keadaan tertentu, yakni hubungan antara
pemegang Resi Gudang dan kreditor didasari kepercayaan, dalam
hal ini kreditor merasa tidak perlu lagi memegang Hak Jaminan dan
melepaskan Hak Jaminan tersebut. Oleh karena itu, kreditor tidak
lagi memegang Hak Jaminan dan Resi Gudang yang dijaminkan
diserahkan kembali kepada pemegang Resi Gudang (lihat Penjelasan
Pasal 15 huruf b UU 9/2006).

Dalam hal pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang hapus karena
hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan Resi Gudang
maupun karena pelepasan Hak Jaminan Resi Gudang oleh penerima Hak
Jaminan Resi Gudang, maka penerima Hak Jaminan memberitahukan secara
tertulis atau secara elektronis kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga)
hari setelah hapusnya pembebanan Hak Jaminan. Pusat Registrasi mencoret
catatan pembebanan Hak Jaminan vang hapus dalam Buku Daftar Pembebanan
Hak Jaminan paling lambat 1 {satm) hari setelah menerima pemberitahuan

M Paieal 15 UL 902004 jo. Pasal 200 avst {1) PP 36/2007
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tersebut. Selanjutnya Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi pencoretan
pembebanan Hak Jaminan secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak
Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada han
berikutnya {lihat Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) PP 36/2007].

Sedangkan mengenai pedoman teknis pemberitabuan hapusnya
pembebanan Hak Jaminan telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komediti Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-
SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang. Tata cara
yang dilakukan yakni sebagai berikut:

1} Penerima Hak Jaminan memberitahukan hapusnya pembebanan Hak
laminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dan pemberi
Hak Jaminan dengan menggunakan model Formulir Nomor SRG-
OPR.19 paling lambat tiga hari setelah hapusnya pembebanan Hak
Jaminan;

2) Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan pada
buku daftar pembebanan Hak Jaminan paling lambat satu hari setelah
menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf 1;

3) Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah diterimanya
dan telah dicatatnya pemberitahuan hapusnya pembebanan Hak
Jaminan melalui SRG-Online kepada penerima Hak Jaminan, pemben
Hak Jaminan, dan Pengelola Gudang dengan menggunakan model
Formulir Nomor SRG-OPR.20 paling lambat pada hari berikutnya.

d. Penjualan objek hak jaminan resi gudang

Jika pemberi Hak Jaminan cedera janji terhadap kewajibannyva kepada
penerima Hak jaminan, maka penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk
melakukan penjualan objek Hak Jaminan™' atas kekuasaan sendiri tanpa
memerlukan penetapan pengadilan®™ setelah memberitahukan secara tertulis
mengenai hal itukepada pemberi Hak Jaminan. ™ Penjualan objek Hak Jaminan
tersebut dapat dilakukan melalui: a. lelang umum; atau b, penjualan langsung.

- "I'.I.n!; dimaknad dﬁl‘lﬁlﬂ 'nl:-jtk Hak laminan™ adalak dokumen Fesi Eu;;l.u'tg dan HmnE vang,
disimipun di Godang yang, menjadi dasor penerbitan (smaderying) Res Godang | Penpelasan Pasal 21 ayai
(1) PP 7 2003 tentang Perubahan Atas PP A6 3007],

e eteniuan inl dimaksudkan babvwa penerima Hek [aminan mempuryal hak ekscloast moetalud ledang
umam atan penjualan langsung anps memerdukan penctapin pengadilan [Penjelasan Pasal 16 ayat (1]
LIL! af2man ),

Mg ebelum melokukan dkselusi lerhadep objek jaminan, penerima Hak Jaminan harus memberitabulkan
secara berfalis .'l'.l:pn.l.ll F:mhmHl.'r. [aminan [Penjelman Pasal 16 ayat (3} ULT aizon6],
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lika penjualan dilakukan melalui lelang umum, maka harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan jika penjualan
dilakukan melalui penjualan langsung, maka dilakukan dengan mengupayakan
harga terbaik yang menguntungkan para pihak {lihat Pasal 16 ayat (1) dan (3}
UL 9/2006 jo. Pasal 21 ayat (1), {2), (3), dan (4) PP 36/2007}.

Dalam hal penjualan objek Hak Jaminan dilakukan melalui lelang
umum, maka sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum, penerima
Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pusat
Registrasi, dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan penjualan melalui lelang umum. Demikian pula jika penjualan
objek Hak Jaminan melalui penjualan langsung, maka sebelum melakukan
penjualan langsung, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada
pemberi Hak Jaminan, Pengelola Gudang, dan Pusat Registrasi paling lambat
3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung. Pemberitahuan kepada
pihak-pihak tersebut paling sedikit harus memuat: a. deskripsi barang meliputi
jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelasbarang; b. harga yang ditawarkan;
dan ¢. wakiu dan tempat penjualan langsung {lihat Pasal 22 dan Pasal 23 ayat
(1) dan (2) PP 36/2007).

Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil penjualan baitk melalui lelang umum maupun melalui
penjualan langsung setelah dikurang biaya penjualan dan biaya pengelolaan. ™
Jika hasil lelang umum atau pegpalan langsung setelah dikurangi biaya
penjualan dan biaya pengelolaan melebihi nilai penjaminan, penerima Hak
Jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Hak
Jaminan. Akan tetapi, jika hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah
dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan tidak mencukupi untuk
pelunasan utang, maka pemberi Hak Jaminan tetap bertanggung jawab atas
sisa utang yang belum dibayar {lihat Pasal 16 ayat (2) UU 9/2006 dan Pasal 24
ayat (1), (2), dan (3} PP 36/2007}.

10, Sanksi administratif

Mengenai sanksi administratif dalam Sistem Resi Gudang ini diatur
dalam Pasal 40, 40A, dan 41 UU 9/2006 yang kemudian dirubah dan ditambah

=Yang dimakssd dengan biaya pengeloban, antara lain, meliputi biaya penyimpanan dan biaya
asuransi |?mI|=I:u=.:1 Pasal 16 syat (2) UL 9/z2008).
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oleh UL 9/2011, serta diatur lebih rinci dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal
72 PP 36/2007.

Menurut Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 9/2006 yang kemudian dirubah
oleh UU9/2011, Badan Pengawas berwenang mengenakan sanksi administratif
atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan
pelaksanaannya oleh setiap pihak yang memperoleh persetujuan dari Badan
Pengawas. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

a, Peringatan tertulis;

b. Denda administratif:

c. Pembatasan kegiatan usaha;

d. Perintah penggantian barang yang rusak dan/atau hilang dengan
barang dengan mutu dan jumlah yang sama sesuai dengan yang
tercantum dalam dokumen resi gudang;

Pembekuan kegiatan usaha; dan/atau

f. Pembatalan persetujuan.

Selanjutnya dalam Pasal 40A avat (1), (2), dan (3) UU 9/2006 jo. UU
/2011 ditentukan bahwa Lembaga Jaminan menjatuhkan sanksi administratif
kepada Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37H.™ Saknsi administratif yvang dimaksud berupa denda
administratif dan/atau bunga. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan Lembaga Jaminan.

Ketentuan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai sanksi administratif ina
diuraikan dalam PP 36/2007 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU
9/2006 jo. UL 9/2011.

Menurut Pasal 66 ayat (1) PP 36/2007, sanksi administratif dapat
dikenakan oleh Badan Pengawas kepada pihak tertentu dikarenakan adanya
pelanggaran administratif terhadap ketentuan Undang-Undang di bidang
Sistem Resi Gudang. Terdapat lima bentuk sanksi administratif sebagai
berikut:*

""Pasal 37H UL /201 11 Setiap Pengelol Godang yang melskukan kegiaton usaha di wilayah Republik
s sk wabils meniadi peserts penjaminan vang dilaksannkan Lembapa laminan

Bihdenurut Pasal 40 myvat (2) LU 9/ 2006 yang kemindian divbab oleh UL 6r2o1 1 terdapa enam benik
sanksl wdministratil vaing o peripngatan tertalis b, demds adminlstranf; ¢, pembatasan keglatan wsaha: d.
periial penggantan barang vang russk danfat hilang dengin barang dengan mutu dan jamlab vang
samil sesuad dengan yang tercantum daam dokumen Resi Gudang: e pembekuan kegiatan usaha dan/
atau |, pembatalan persetujuan,
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a, Peringatan Tertulis

Sanksi administratif bentuk peringatan tertulis dapat dikenakan
terhadap:

1) Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban membuat
perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang
atau kuasanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 hurufb**

2) Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan
penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {4);""

3) Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan Resi
Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola
Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);,"

4) Pusat Registrasi yang tdak memenuhi kewajiban mencatat
pembebanan Hak Jaminan dalam buku daftar pembebanan Hak
Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan
Hak Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);""

5) Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian,
dan penerbit Derivatif Resi Gudang dan/atau penandatangan Resi
Gudang yang lalai memenuhi kewajiban melaporkan perubahan
nama, alamat, pemegang saham, dan pengurus sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 38;"

6) Penerbit Dervatif Resi Gudang yvang tidak memenuhi kewajiban
mendaftarkan penerbitan Derivatif Resi Gudang kepada Pusat
Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).

" Pasal 40 hard b PP 3672007 Pengeloly Godang wajib: b membuogi perjaniian pengelolaan barang
sevars tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya

P Pasal 2 ayat {40 PP 36/ 2007 Pengelol Gudang menerbitom Resi Gadang utok seap pesyinpanan
baraig seichih pemilik barang menyerablan barangnya dan Pengelola Gudang mendafarkannya ke
Perat Reghstrasi untuk memperoleh kinde pengaman,

" Pasal 5 ayat (6) FP 3672007: Pengelols Guodang wajib melporkan Res Gudang yang dinyatakan tidak
berlaku dan dibatalkan oleh Pengelol Gudang kepads Pusst Regasrasi dan Badan Pengawas

" Paszl 18 ayat (1} PP 36/2007: Dok bl berkes pemberitabuan pembebanan Hak Jaminan telah
diterima dﬂga.n]c-nﬁkap, Pusai Rra:ldn.li 1.u'.|;|||.'| miencatat dalam Buko Daftar Pembebanan Hak Jaminan
dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan,

“Pasal 38 PP OA&2007 Perubaban nama, alamat. pemeging ssham, pengurie Pusat Reglstrasd,
Pengelols Guding, Lembaga Penilatan Kesesualon, dan penerit Derivasl Resi Gudang danfatau
petandutangan Resl Gusdang, waib dilaperkan ke Badan Pengawas

sPasal 3 avat (7] PI* a6 2007: Setiap Dertvalal Kest Gudang vang diterbitkan selugamana dimaksad
pada ayat (6) wajib didafterkan oleh Penerbit Derivatid Resi Guadang otk ditatausahakan pada Pusa
E.L'Eitl:rn!'.
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b. Denda Administrataf

Pihak yang dikenakan denda administratif adalah pihak yang dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2)" dan ayat (3)"™ yang lalai memenuhi kewajiban
membuat, menyimpan, atau terlambat menyampaikan laporan atau konfirmasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4)™, Pasal 52 ayat (6)™, Pasal
53 ayat (7)."" dan Pasal 54 ayat (5)""" dikenakan sanksi denda administratif
paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas setiap hari kalender
keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa
jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp. 100.000.000,
(seratus juta rupiah). '

Apabila setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda
administratif, pihak sebagaimana yang telah disebutkan di atas tidak memenuhi
kewajibannya, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana telah
dicantumkan dalam Pasal 68 ayat (2) PP 16/2007 berupa:

1) Pembatasan kegiatan usaha, dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif;

2} Pembekuan kegiatan usaha, dalam hal tenggang waktu 60 (enam
puluh) hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif; atau

3) Pembatalan persetujuan, dalam hal tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif.

4) Pembatasan Kegiatan Usaha

“Pasal 35 avat (2) PP 36/2007: Badhn pengawas memberikan persetufuan kepaida
a, Penpgelodn Godang; b Lembaga Penifaian Kesesunian; dan ¢ Pusat Registrasi

“Pagal 35 avat (3] PP 38/2007: Dalam hal bank, lensbags kevan gan non bank atau pedagang berjanglka
bermuaksad menerbidon Dervatd Rest Gudang, maka Badan Pengawas dapst mengdusrkan persetujuan
sebagel peterbit Dedvanl Resi Gudang atad permobonsn bank lembags kevangan son bask dlau
peiagang berungka

“TPasal 5¢ ayal (4) PP 32007 Catatan scbagiimana dimakeood pada syat (3] walib dilaporican ke
Badan Pengawus setiap bulan, ifiwalan dan talen, dan/atms sowsin-wakis apabils dipedaikan, (Catatan
vang dikhussskan antuk Pengelola Gisdang),

""Pasal 52 ayat (&) PP 36/2007; Catotan schagaimang dimaksad pada syar (2) wajib difapockan ke
Radan Frnsaws setiap balan, triwalan, dan tahan { Catstan yaing dilchusnskan untiok L:rn]ns.l Pentlilan
Eesemaian],

“"Pasal 53 ayat (7] PP ¥6/2007: Catatan sehapaimans dimaksod pada syat (20 wajib dilsporkan e
Badan Penpawas setlap budan, triwulan, dan tabun, {Cataan yang dikhsuskan urtuk Pusst Registrast),

Pyl 54 ayet [9) PP 2007 Catatan sebegibmana dimaksad pada eyat (2) wajib difsporkan ke
Badan Pengawas setiap budan, riwslan, dan mhun. (Catatan yang dikhusisskan untuk penerbis Desvatil
Besi Gudang),

¥ Pasal 68 ayat (1) PP A& 2007,
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Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 70 PP 36/2007, setiap pihak
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)™ dan ayat (3)"" yang
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 tersebut di atas, lebih dari 3 (tiga) kali berturut- turut
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk jenis pelanggaran yang sama dapat
dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

¢. Pembekuan Kegiatan Usaha

Menurut Pasal 71 PP 36/2007, sanksi pembekuan kegiatan usaha
dikenakan apabila yang bersangkutan:

1) Dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha
namun pihak yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kesalahan
selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengenaan sanksi
pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7o;

2) Tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis
yang dipersyaratkan; atau

3) Perusahaan digjukan ke pengadilan karena dituduh melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi
Gudang,

d. Pembatalan Persetujuan Usaha"

Menurut Pasal 72 PP 36/2007, sanksi pembatalan persetujuan usaha
dapat dikenakan apabila yang bersangkutan:

1) Dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha
namun pihak yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kesalahan
selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengenaan sanksi
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf a;

2) Dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

pgeal 35 aymd (21 PP 3G 2007 Hadan F‘rnpw.n membierikan [m:;'lu]mm 'kqndn: i J:'t-nadnl'.i Gud.u.rls:
b, Lembaga Penilaian Kepesusian dan ¢ Posst Registrasi,

U Panal %5 ayan (0] PP 3652007 Dlaen bl bank, lembaga kevangan non bank st pedagang berjangka
bermaksisd menerbikan Derbvatlf Rest Gudang maka Badan Pengawas dapat mengelearkan persemuiuan
aechagad peneibit Derivanl Res Gudang atas permiohonan bank, lembags kevangan non bank atau
pedagang berjangka

"Y¥ang dimaksud dengan “pembatalan persetujuan” adulsh pencabutan izio operasional yang be ckaitan
d.en:l,u.r: Erpil.n Sistem Resi Gudu:!_ [F:l:lhl.u.ln Pamal 66 aym {2 hurufe PP jl‘.in.':mﬂﬂ.
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3} Bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan
mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;

4) Tidak melaksanakan kegiatannya secara jujur dan terbuka;

5} Dicabut izin usahanya atau akreditasinya;
6) Izin usahanya atau akreditasinya telah habis masa berlakunya dan

tidak diperpanjang; atau

7) Memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam
permohonan persetujuan ataw laporan yang disampaikan kepada
Badan Pengawas.

Sanksi administratif berupa denda administratif, pembatasan kegiatan
usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pembatalan persetujuan dapat
dikenakan dengan atan tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis
{lihat Pasal 66 ayat (3) PP 36/2007)}. Selanjutnya ditentukan pula bahwa sanksi
administratil berupa denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri
atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan persetujuan {libat Pasal 66 ayat
(4) PP 36/2007].

Sementara itu, apabila terdapat pihak yang merasa keberatan dengan
dikenakannya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan kegiatan ussha, atau pembatalan persetujuan maka dapat
mengajukan keberatan dengan prosedur yang akan diuraikan pada bagian
selanjutnya di bawah ini.

Pasal 69 ayat (1), (2), (3), {4), dan (5) PP 36/2007 menyebutkan bahwa
setiap pihak yang akan dikenakan sanksi administratif pembatasan kegiatan
usaha, pembeknan kegiatan usaha atau pembatalan persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf ¢, huraf d, dan huruf e dapat
menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Badan Pengawas dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan pengenaan
sanksi diterima. Keberatan tersebut memuat alasan dengan disertai bukti
vang cukup. Apabila terdapat keberatan, maka Badan Pengawas dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan,
wajib memeriksa keberatan yang dimaksud. Kemudian, Badan Penpgawas

“'Pasal 66 avar {2} PP 36/2007; Sanks sd manisrranii sebagairmans dimsksod pads ava 1) dapat berupa:
5, peringatun tertulis; b, dends administranh, ¢ pembatasan kegiatan vaba: 8. pembekuan kegiatan
usaha danfats e pembatalan pers et juan.
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wajib memberikan keputusan mengabulkan atau menolak keberatan dan
memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan dimaksud. Apabila
keberatan diterima, maka Badan Pengawas membatalkan pemberian sanksi
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf ¢, huruf d, dan
hurufe,

11. Ketentuan pidana

Mengenai ketentuan pidana dalam Sistem Resi Gudang diatur dalam
Pasal 42, 42A, dan 43 UU 9/2006 vang kemudian ditambah oleh UU 9/2011.
Dalam Pasal 42 UU 9/2006 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan
manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan
Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35™ diancam
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp. 10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal
42A UU 9/2011 disebutkan bahwa setiap orang yang menolak memberikan
data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37G
ayat (2)"" dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (sat) tahun dan
denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupish).
Selanjutnya dalam Pasal 43 UU 9/2006 ditentukan bahwa setiap orang
yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),""" Pasal 23 ayat (1),"" Pasal
28,"" dan Pasal 34,"" diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 6.500.000,000,00 {(enam miliar lima
ratus juta rupiah).

WPasal 3% UL ofro06 Setisp plhak dilsrang melabukan manipolesi data atas Keterangan ving
berkaitin dengin penerbitan Resl Gudung dan Derivatil Resi Gudang,

Pasal 376G oaval (23 UL @f2001: Setiap plhak vang dimintal data, mformasi, danfstas doluamien
sebagaimaia dimaksud pada ayast (1) wallh nsemberikannye kepada Lemnbaga Jaminan, sepanmng tdak
bertentangan dengan peraturan perubdang-undangan.

" Pasal 2 wyat (1) UL 9/ 2006: Resi Gudang haoya dapat diterbitkan oleh Pengelols Gudang yang telah
mrm:Ptmkh Flrn-:lul:.un Badan F'mga.wu.

" Pasal 23 ayat (1} UL 8/ 2006 Penpeloda Gudang harnes berbentuk badan esaha berbadan hukom dan
telah menalapat perietujuan Butan Peogawar

sl 28 ULV of2e0e: Keglatan penflalan kesesualan dalam Siseem Resi Gudang dilskokan oleh
Lembaga Pendlasan Kesesuaban dan mendapat porsetujuan Badan Peagawas

“Pagal 34 ayat (1) dan (2) UL 92006 Eeglatan sebagal Pusat Hegisiras hanva dagat dilakakan cleh
badan wsaha berbadan hukum dan mendspat persetuman Badan Pengawas. Ketentuan lebih lanju
mengena Pusai H.ts,i.:h.:l.:l. diatyr dalerm Persturan Pemerintah.
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